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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun
dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) | Tahun 2014 kepada
lembaga perwakilan dan pemerintah tepat waktu. IHPS disusun untuk memenuhi
amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 18. Menurut ketentuan tersebut, BPK
wajib menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan serta Presiden/gubernur/
bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang
bersangkutan.

IHPS | Tahun 2014 ini merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK
atas 670 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan
pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan
negara.

Pada Semester | Tahun 2014, BPK memprioritaskan pemeriksaan keuangan yang
meliputi pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan
Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD), dan Laporan Keuangan Badan Lainnya, termasuk Bank Indonesia, Lembaga
Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan
bersifat mandatory audit yang harus dilaksanakan BPK. Prioritas pemeriksaan
terhadap laporan keuangan tersebut dilaksanakan tanpa mengurangi program-
program pemeriksaan lain yang telah direncanakan yaitu pemeriksaan kinerja dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dengan demikian, pemeriksaan kinerja
dan PDTT dapat berjalan paralel dengan pemeriksaan laporan keuangan, sesuai
dengan agenda prioritas tiap-tiap jenis pemeriksaan.

HasilpemeriksaanBPKataslaporankeuanganmengungkapkanbahwaBPKmemberikan
opini WDP atas LKPP, meskipun jumlah LKKL Tahun 2013 yang memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih dari 50% atau sebanyak 64 LKKL dari 86 LKKL.
Selain itu, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 19 LKKL,
dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 3 LKKL. Adapun untuk LKPD, dari
524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota wajib menyusun Laporan Keuangan
(LK) Tahun 2013, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas 456 LKPD dengan hasil
memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9
LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD. Selain itu, pada Semester | Tahun 2014 BPK juga
telah menyelesaikan pemeriksaan atas 1 LKPD Tahun 2012 dengan opini TMP.

Pada Semester | Tahun 2014, BPK mencatat kasus-kasus yang sering terjadi dari
tahun ke tahun dan memiliki nilai yang relatif besar. Kasus-kasus tersebut antara
lain adalah kekurangan penerimaan, baik yang berasal dari penerimaan yang
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah maupun
denda keterlambatan pekerjaan dan kasus pengadaan barang dan/atau jasa berupa
kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.
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Selain itu, BPK juga mengungkapkan hasil pemeriksaan signifikan yang antara lain
memiliki implikasi luas karena berkaitan erat dengan aspek pelayanan masyarakat
dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Pada Semester | Tahun 2014, terdapat
tujuh tema hasil pemeriksaan signifikan yaitu: persiapan penerapan akuntansi
berbasis akrual pada pemerintah daerah; pengalihan kewenangan pemungutan
PBB-P2 ke daerah; penambahan modal oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada PT
Bank Mutiara (PT BM) pada 23 Desember 2013; program penerapan KTP Elektronik;
pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN
pada Kementerian BUMN; pengelolaan belanja dan pelaksanaan subsidi/Kewajiban
Pelayanan Umum (KPU) atau Public Service Obligation (PSO); dan, Pengalihan PT
Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS
Ketenagakerjaan.

BPK berharap agar hasil pemeriksaan tersebut menjadi perhatian dan memperoleh
solusi komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan, sebagai upaya mendorong
perbaikan kualitas pelayanan masyarakat serta peningkatan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dalam rangka mewujudkan masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur.

IHPS | Tahun 2014 ini dibagi menjadi lima buku yang merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan. Buku | berisi Ringkasan Eksekutif; Buku Il berisi Ikhtisar Pemeriksaan
Keuangan; Buku Ill berisi Ikhtisar Pemeriksaan Kinerja; Buku IV berisi Ikhtisar PDTT;
serta Buku V berisi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

IHPS ini diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh kepada
lembaga perwakilan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan tentang hasil
pemeriksaan BPK selama satu semester. BPK berharap informasi tersebut dapat
dipergunakan sebagai referensi dalam upaya perbaikan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara/daerah. Hasil pemeriksaan BPK Semester | Tahun 2014
secara lengkap dimuat dalam LHP yang kami lampirkan dalam bentuk cakram padat
atau compact disc (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini. Selain
itu, kami juga menyampaikan buku Hasil Pemeriksaan BUMN sebagai suplemen IHPS
| Tahun 2014.

Jakarta, 30 September 2014

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pokok-pokok Pemeriksaan BPK Selama Semester | Tahun 2014

° Pelaksanaan Mandat Undang-Undang

Pada Semester | Tahun 2014, BPK melaksanakan pemeriksaan atas 670 objek
pemeriksaan, yaitu 559 objek pemeriksaan laporan keuangan di lingkungan
pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya; 16 objek
pemeriksaan kinerja dan 95 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

° Akuntabilitas Pemerintah

Hasil pemeriksaan keuangan pada Semester | Tahun 2014 menunjukkan jumlah
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 64 LKKL, opini Wajar Dengan Pengecualian
19 LKKL dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 3 LKKL, dari 86
LKKL yang diperiksa.

Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa pada
Semester | Tahun 2014 sebanyak 456 LKPD Tahun 2013 dan 1 LKPD Tahun 2012.
Hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD
(33,55%), opini WDP atas 276 LKPD (60,52%), opini Tidak Wajar atas 9 LKPD
(1,97%), dan opini TMP atas 18 LKPD (3,94%).

° Penyelamatan Uang/Aset

Pada Semester | Tahun 2014, BPK mengungkapkan sebanyak 14.854 kasus senilai
Rp30,87 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.900 kasus senilai Rp25,74
triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian,
potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

Selama proses pemeriksaan, BPK telah menyelamatkan uang/aset negara yang
berasal dari penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/
perusahaan milik negara/daerah senilai Rp6,34 triliun yang berasal dari tindak
lanjut entitas atas temuan ketidakpatuhan, di antaranya senilai Rp5,73 triliun
merupakan penyetoran dari penjualan migas bagian negara.
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° Pemantauan Kerugian Negara

Selama periode Tahun 2003 s.d. Semester | Tahun 2014, BPK telah memantau
kerugian negara/daerah sebanyak 24.018 kasus senilai Rp2,68 triliun dengan
tingkat penyelesaian sebanyak 14.103 kasus senilai Rp585,08 miliar serta
penghapusan sebanyak 112 kasus senilai Rp7,33 miliar.

° Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Selama periode Tahun 2010 s.d. Semester | Tahun 2014, BPK menyampaikan
sebanyak 201.976 rekomendasi senilai Rp66,17 triliun kepada entitas yang
diperiksa. Dari jumlah tersebut, 102.719 rekomendasi (50,86%) senilai
Rp22,45 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Di antaranya
ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/
daerah/perusahaan milik negara/daerah senilai Rp12,69 triliun.

Pada periode Semester| Tahun 2014, entitasyang diperiksatelah menindaklanjuti
sebanyak 15.452 rekomendasi senilai Rp6,56 triliun, diantaranya berupa
penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik
negara/daerah senilai Rp1,94 triliun.

° Penyampaian Temuan Kepada Penegak Hukum

Selama periode Tahun 2003 s.d. Semester | Tahun 2014, BPK menyampaikan
hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang
berwenang atau aparat penegak hukum (APH) sebanyak 441 temuan senilai
Rp43,42 triliun. Di antara jumlah tersebut, sebanyak 9 temuan senilai Rp944,81
miliar disampaikan pada periode Semester | Tahun 2014. Dari 441 temuan
tersebut, APH telah menindaklanjuti 377 temuan (85,49%) dan di antaranya
sebanyak 131 temuan telah diputus peradilan.
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BAB 1

Pelaksanaan Pemeriksaan BPK

BPK menyusun lkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) untuk memenuhi amanat
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 18 dan 19. IHPS disampaikan kepada
lembaga perwakilan, Presiden, dan gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya
tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

IHPS | Tahun 2014 merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas
670 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan
pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan
negara.

Selain ikhtisar LHP, IHPS juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah. BPK
juga memantau hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana yang telah
disampaikan kepada instansi yang berwenang (aparat penegak hukum).

PadaSemester| Tahun 2014, BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan
keuangan. Pemeriksaan keuangan dilakukan terhadap 559 objek pemeriksaan yang
meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/
Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Laporan Keuangan
Badan Lainnya termasuk Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas
Jasa Keuangan. Pemeriksaan laporan keuangan menjadi prioritas karena pemeriksaan
atas laporan keuangan bersifat mandatory audit yang harus dilaksanakan BPK.

Prioritas pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut dilaksanakan tanpa
mengurangi program-program pemeriksaan lain yang telah direncanakan, yaitu
pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dengan
demikian, pemeriksaan kinerja dan PDTT dapat berjalan paralel dengan pemeriksaan
laporan keuangan sesuai agenda prioritas tiap-tiap jenis pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa BPK
memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP dan jumlah LKKL
yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 64 LKKL (74,41%),
opini WDP atas 19 LKKL (22,09%), dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada
3 LKKL (3,48%) dari 86 LKKL yang diperiksa.

Untuk LKPD, dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota wajib menyusun
laporan keuangan (LK) Tahun 2013, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas 456
LKPD. Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD (33,55%), opini WDP atas
276 LKPD (60,52%), opini Tidak Wajar (TW) atas 9 LKPD (1,97%), dan opini TMP atas
18 LKPD (3,94%). Selain itu, pada Semester | Tahun 2014 BPK juga telah menyelesaikan
pemeriksaan atas satu LKPD Tahun 2012 dengan opini TMP.
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Pada Semester | Tahun 2014, BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap
16 objek pemeriksaan dan PDTT terhadap 95 objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan
signifikan adalah sebagai berikut.

1. Persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah.
2. Pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 ke daerah.

3. Penambahan modal oleh lembaga penjamin simpanan kepada PT Bank Mutiara
(PT BM) pada 23 Desember 2013.

4. Program penerapan KTP Elektronik.

5. Pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN
pada Kementerian BUMN.

6. Pengelolaan belanja dan pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (KPU)
atau public service obligation (PSO).

7. Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero)
menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Upaya BPK untuk mendorong perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara juga dilakukan melalui pemantauan tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan (TLRHP) dan pemantauan penyelesaian kerugian negara. BPK
melaporkan hasil pemantauan TLRHP setelah melakukan telaah dokumen tindak
lanjut dan pembahasan dengan entitas yang diperiksa. Pejabat entitas yang diperiksa
wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK. Bagi pejabat yang tidak menindaklanjuti
rekomendasi BPK dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tindak lanjut rekomendasi BPK yang makin efektif akan mengurangi terjadinya temuan
berulang serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara oleh entitas. Adapun pemantauan penyelesaian kerugian negara yang efektif,
selain akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan negara juga meningkatkan
tertibnya pencatatan piutang yang timbul dari penyelesaian kerugian negara. Seluruh
hasil pemantauan TLRHP dan kerugian negara tersebut akan disampaikan kepada
seluruh pemangku kepentingan melalui IHPS.
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BAB 2

Hasil Pemeriksaan yang Signifikan

Pada Semester | Tahun 2014, BPK menemukan permasalahan signifikan yang perlu
mendapat perhatian dari pemerintah, lembaga perwakilan, dan seluruh pemangku
kepentingan. Sebab temuan tersebut terjadi secara berulang dari tahun ke tahun,
terjadi di banyak entitas, dan memiliki implikasi luas bagi kepentingan masyarakat,
baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat
perhatian pemangku kepentingan sebagai berikut.

Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36
ayat (1) dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 70
ayat (2) mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual
dalam menyusun dan menyajikan laporan pendapatan dan belanja negara selambat-
lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008. Sejak terbitnya paket UU di bidang
Keuangan Negara, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk menerapkan
akuntansi berbasis akrual di Indonesia.

Pada Tahun 2005, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur
mengenai pengakuan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas, sedangkan
untuk aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual. Untuk menghasilkan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sesuai dengan SAP, Pemerintah juga
mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat berbasis kas menuju akrual.
Untuk penyeragaman mekanisme penyajian informasi pendapatan dan belanja secara
akrual, diterbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor 62 Tahun
2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual
pada Laporan Keuangan.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai
penggantiPP Nomor24 Tahun2005.PPNomor71Tahun2010tersebut memberlakukan
SAP berbasis akrual baik untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas
paling lambat Tahun 2015. Pemerintah pusat telah menyusun langkah strategis untuk
melaksanakan basis akrual tersebut.

Sebagai persiapan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di tingkat pemerintah
pusat, untuk pelaporan keuangan Tahun 2013, informasi akrual tetap disajikan dalam
suplemen LKPP. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2012, sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Perubahan (APBNP), yang mengamanatkan agar Laporan Realisasi Anggaran
pada LKPP Tahun 2013 dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis
akrual.

Buku I IHPS



IHPS | Tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan

Penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas
penyajian laporan keuangan pemerintah dan menyajikan data yang akurat dalam
mengukur kinerja pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akrual dapat menunjukkan
bagaimana pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya;
lebih memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah
saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya; serta lebih riil
menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya. Selain
itu, dapat lebih memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan
keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya; dan berguna untuk
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifivitas penggunaan
sumber daya.

Pada Semester | Tahun 2014, berdasarkan pemeriksaan atas 184 LKPD, BPK
mengungkapkan kasus ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menerapkan
akuntansi berbasis akrual. Kasus-kasus tersebut di antaranya berupa:

1. Pemerintah daerah belum mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang
kompeten dan memadai pada setiap SKPD dalam pengelolaan keuangan;

2. Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual belum dilaksanakan secara intensif;

3. Struktur organisasi yang ada belum dapat mengakomodasi proses penyusunan
laporan keuangan berbasis akrual;

4. Pemerintah daerah belum menyusun kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah
daerah yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010;

5. Aplikasi pengelolaan keuangan daerah belum terintegrasi antara entitas akuntansi
dan entitas pelaporan;

6. Pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran secara khusus untuk kegiatan
persiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual; dan

7. Pemerintah daerah belum memiliki rencana pengembangan aplikasi/sistem
pengelolaan keuangan sesuai dengan pengelolaan keuangan yang berbasis akrual.

Pada umumnya kasus-kasus tersebut terjadi karena belum diterbitkannya peraturan
daerah mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual, sistem/aplikasi yang belum
mendukung, dan keterbatasan kemampuan SDM.

Atas permasalahan tersebut, BPK mendorong pemerintah daerah agar segera
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menghambat penerapan akuntansi
berbasis akrual. BPK merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menerbitkan
peraturan tentang sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual, menyiapkan
sarana dan prasarana berupa sistem aplikasi berbasis akrual, dan menyelenggarakan
sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan tentang akuntansi
berbasis akrual untuk meningkatkan kemampuan SDM.
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Pengalihan Kewenangan Pemungutan PBB-P2 ke Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan. Sebelumnya, pajak ini merupakan kewenangan
dari pemerintah pusat dhi. Kementerian Keuangan. Pengalihan kewenangan ke
pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan
Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai
Pajak Daerah.

Kewenangan pemungutan PBB-P2 dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah mulai 1 Januaritahun pengalihan. Tahun Pengalihan adalah tahun dialihkannya
kewenangan pemungutan PBB-P2 ke pemerintah daerah, paling lambat Tahun 2014.
Pemungutan yang dimaksud meliputi kegiatan penghimpunan data objek dan subjek
pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang (piutang) sampai kegiatan penagihan
pajak kepada wajib pajak, serta pengawasan penyetorannya. Persiapan pengalihan
PBB-P2 sebagai pajak daerah dilakukan dalam waktu paling lambat 31 Desember
2013.

Pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah merupakan tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan pengalihan ini,
kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/
penagihan, dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah
(kabupaten/kota). Selanjutnya, penerimaan PBB-P2 sepenuhnya akan masuk ke kas
pemerintah daerah (kabupaten/kota) sehingga diharapkan mampu meningkatkan
jumlah pendapatan asli daerah.

Pengalihan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas
penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah
untuk mengenakan pungutan baru dan memberikan kewenangan yang lebih besar
dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak daerah. Selain itu, memberikan
kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, serta menyerahkan
fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Dalam Semester | Tahun 2014, BPK melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan
Tahun 2013 atas 456 pemerintah daerah. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK
menemukan berbagai permasalahan di beberapa daerah terkait pengalihan
kewenangan pemungutan PBB-P2. Permasalahan yang terjadi meliputi 128 kasus
yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan administrasi.
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Permasalahan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 tersebut, antara lain,
sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah belum memiliki SDM yang cukup memadai baik dalam hal
jumlah maupun kompetensi untuk melakukan pungutan PBB-P2.

2. Pemerintah daerah belum melakukan verifikasi/validasi data piutang PBB-P2 hasil
penyerahan dari pemerintah pusat.

3. Pemerintah daerah belum mencatat piutang PBB-P2 yang telah dilimpahkan oleh
pemerintah pusat di neraca.

4. Peraturan dan SOP terkait PBB-P2 belum tersedia.

5. Piutang yang tercatat dalam Berita Acara Penyerahan PBB-P2 dan Aplikasi Sistem
Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) berbeda nilainya.

6. Penyerahan hasil kompilasi data piutang PBB-P2 beserta data pendukungnya dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilaksanakan setelah 31 Januari
2014. Seharusnya, sesuai Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010, penyerahan
hasil kompilasi data piutang tersebut paling lambat 31 Januari 2014.

Permasalahan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 tersebut akan
berpengaruh pada penyusunan LKPD, terutama pada penyajian saldo awal piutang
PBB-P2 yang diserahterimakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Nilai Piutang Pajak yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember
2013 belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Akibatnya, dapat
menimbulkan penyalahgunaan dan berpotensi mengurangi penerimaan PBB-P2 atas
dana hasil pemungutan PBB-P2 yang tidak segera disetor ke kas daerah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pemerintah daerah
untuk menyiapkan SDM yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan maupun
sosialisasi mengenai pengelolaan PBB-P2. Selain itu, agar lebih optimal berkoordinasi
dengan kantor pelayanan pajak setempat untuk menginventarisasi kembali wajib
pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pemerintah daerah juga harus proaktif
berkoordinasi dengan pejabat yang menangani/bertanggung jawab di Kementerian
Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah-masalah
yang muncul dari pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2.

Penambahan Modal oleh Lembaga Penjamin Simpanan Kepada PT Bank
Mutiara (PT BM) pada 23 Desember 2013

Hasil pemeriksaan Bl terhadap PT BM untuk posisi per 30 Juni 2013 menyebutkan
antara lain adanya pencatatan kualitas kredit 23 debitur dengan baki debet senilai
Rp946,73 miliar yang tidak sesuai ketentuan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
(PPAP). Hal tersebut mengakibatkan penurunan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) per 30 Juni 2013 menjadi
5,43%. Selanjutnya Bl mengungkapkan bahwa untuk mencapai KPMM sesuai dengan
ketentuan sebesar 14% dan mengantisipasi permasalahan lain diperlukan tambahan
modal senilai Rp1,47 triliun dan LPS sekurang-kurangnya wajib menyetor senilai
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Rp1,25 triliun. Pada 23 Desember 2013, Dewan Komisioner (DK) LPS memutuskan
dan merealisasikan penambahan modal pada PT BM senilai Rp1,25 triliun.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa proses penambahan modal oleh LPS
kepada PT BM pada 23 Desember 2013 tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku yaitu.

1. Terdapat pengelolaan kredit oleh manajemen PT BM yang diduga tidak sesuai
ketentuan.

Hasil pemeriksaan atas 23 debitur yang mengalami permasalahan menunjukkan
bahwa:

- Proses restrukturisasi pada 10 debitur dengan baki debet per 30 Juni 2013
senilai Rp787,35 miliar tidak mengikuti ketentuan Bl dan kebijakan-kebijakan
internal PT BM.

- Proses penyaluran kredit pada dua debitur dengan baki debet per 30 Juni
2014 senilai Rp19,10 miliar tidak mengikuti prosedur pemberian kredit yang
berlaku.

- Pelaporan kolektibilitas kredit pada 23 debitur dengan baki debet per 30 Juni
2013 senilai Rp946,74 miliar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang
dilakukan atas persetujuan Direksi PT BM.

Hal ini mengakibatkan menurunnya kolektibilitas kredit, kekurangan PPAP senilai
Rp607,05 miliar yang memengaruhi kondisi keuangan PT BM.

2. PT BM tidak menyampaikan posisi KPMM sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
pada laporan keuangan publikasi periode bulan Juni sampai dengan November
2013.

Padasaat dilakukan pemeriksaan, Blmeminta PT BM untuk melakukan perhitungan
atas kondisi keuangan PT BM yang sesungguhnya untuk posisi 30 Juni 2013. PT BM
telah mengetahui kondisi keuangan PT BM yang sesungguhnya sejak 29 Juli 2013
dan BI telah menyampaikan adanya permasalahan kekurangan PPAP atas kredit.
Namun PT BM tidak melakukan koreksi atas perhitungan KPMM dalam laporan
bulanan bank bulan Juni s.d. November 2013. PT BM baru melakukan koreksi atas
laporan bulanan bulan Juni s.d. November 2013 yang disampaikan ke Bl antara
6 Januari 2014 s.d. 4 Maret 2014, setelah LPS melakukan penyetoran tambahan
modal senilai Rp1,25 triliun. Sementara itu untuk laporan publikasi triwulanan
posisi 30 September 2013, PT BM telah mengoreksi KPMM sesuai dengan LHP BI
sehingga KPMM menjadi 5,13% yang dipublikasikan 24 Desember 2013.

3. Penanganan PT BM oleh LPS belum sepenuhnya berjalan efektif

Pada penanganan PT BM ditemukan adanya praktik-praktik di bidang perbankan
yang dilakukan oleh PT BM yang belum mengacu pada peraturan perundang-
undangan di bidang perbankan, antara lain sebagai berikut:

- Kelemahan dalam pendanaan, yaitu pemberian cash back dan bunga deposito
di atas suku bunga penjaminan LPS.
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- Restrukturisasi dan penyaluran kredit tidak mengikuti peraturan perundang-
undangan di bidang perbankan

- Pelaporan kolektibilitas kredit atas persetujuan Direksi PT BM tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku yang berpengaruh terhadap laba rugi.

- Pelaporan posisi KPMM tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan PT BM
masih lemah.

Hal ini menunjukkan bahwa penanganan PT BM yang dilakukan oleh LPS belum
sepenuhnya berjalan efektif.

4. Proses penanganan PT BM oleh LPS.

Penambahan modal senilai Rp1,25 triliun belum mempertimbangkan alternatif
lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keputusan penambahan modal pada PT BM oleh LPS dilakukan tanpa adanya
putusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang menyatakan
PT BM adalah bank gagal yang berdampak sistemik atau pemberitahuan dari Bl
yang menyatakan bahwa PT BM adalah bank gagal ditengarai tidak berdampak
sistemik sebagaimana diatur dalam PBI No. 15/PBI/2013 tentang Penetapan
Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.

Namun BPK tidak dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Bl karena
sesuai dengan Surat Gubernur Bl kepada BPK No. 16/1/GBI/DAl tanggal 20 Februari
2014, Bl menyatakan bahwa Bl tidak lagi memiliki fungsi, tugas, dan wewenang di
bidang pengawasan bank, karena fungsi tersebut telah beralih ke OJK. Selanjutnya,
sesuai pemahaman Bl terhadap UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bl sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009, pemeriksaan
terhadap Bl oleh BPK hanya dapat dilakukan dalam dua jenis pemeriksaan, yaitu
pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia dan pemeriksaan
khusus atas permintaan DPR Rl untuk mendalami suatu permasalahan atau
kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan
anggaran oleh BI (Pasal 59).

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK memperoleh dokumen dan informasi dari
Bl melalui OJK. Namun BPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap BI, sehingga
tidak dapat mengambil kesimpulan atas pengawasan PT BM oleh Bl beserta tindak
lanjutnya.

Program Penerapan KTP Elektronik

Program Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik merupakan program yang bersifat
nasional. Lingkup pekerjaannya adalah menerbitkan KTP Elektronik untuk 172 juta
penduduk wajib KTP pada Tahun 2011 dan 2012. Alokasi anggaran program KTP
Elektronik adalah senilai Rp5,59 triliun.

Pada Semester | Tahun 2014, BPK menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas
Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional (KTP
Elektronik) Tahun 2013 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan tujuh
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pemerintah provinsi. Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas penerapan KTP
Elektronik dalam hal pendistribusian KTP Elektronik; pemanfaatan NIK, data
kependudukan, dan KTP Elektronik; serta penjaminan kualitas blangko dan data
kependudukan dalam KTP Elektronik.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penerapan KTP Elektronik kurang
efektif. BPK menemukan permasalahan yang memengaruhi efektivitas penerapan
KTP Elektronik berbasis NIK nasional. Temuan tersebut terdiri atas 11 kasus
ketidakefektifan senilai Rp357,20 miliar, 8 kasus kelemahan sistem pengendalian
intern, 1 kasus kerugian negara senilai Rp24,90 miliar, 1 kasus kekurangan penerimaan
senilai Rp10,98 miliar, dan 1 kasus kelemahan administrasi.

Permasalahan utama program penerapan KTP Elektronik, antara lain, sebagai berikut.

Pendistribusian KTP Elektronik

Salah satu permasalahan pendistribusian KTP Elektronik adalah tidak tercapainya
target pendistribusian KTP Elektronik sampai dengan tanggal kontrak berakhir. Target
distribusi KTP Elektronik Tahun 2011 dan 2012 semula 172 juta keping, Tahun 2013
berubah menjadi 145 juta keping dan baru terdistribusi 120,11 juta keping (82,83%).
Akibatnya, penduduk wajib KTP sebanyak 27 juta orang tidak memperoleh KTP
Elektronik dan minimal 24,89 juta penduduk terlambat memperoleh KTP Elektronik.

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik

Salah satu masalah dalam pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik
adalah belum tersedianya regulasi tentang kelengkapan teknis yang wajib disiapkan
oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta
berkaitan dengan penerapan KTP Elektronik. Akibatnya, pemanfaatan NIK, data
kependudukan, dan KTP Elektronik oleh instansi-instansi pengguna belum efektif.

Penjaminan Kualitas KTP Elektronik

Salah satu permasalahan penjaminan kualitas KTP Elektronik adalah belum disusunnya
regulasi pengujian berkala atas kualitas KTP Elektronik, baik pengujian data maupun
fisik. Selain itu, tolok ukur atau indikator untuk menilai kinerja atas pemanfaatan
NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik belum dibuat. Akibatnya, kerusakan
fisik blangko dan kesalahan data kependudukan dalam KTP Elektronik tidak dapat
diidentifikasi lebih awal sebelum KTP Elektronik didistribusikan ke penduduk.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK antara lain merekomendasikan kepada
Menteri Dalam Negeri agar memberikan sanksi kepada Sekretaris Direktorat Jenderal
Dukcapil selaku KPA yang lemah dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan
penerapan KTP Elektronik. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada Mendagri agar
memerintahkan Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi
Kependudukan untuk: menyusun ketentuan tentang kelengkapan teknis yang
wajib disiapkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan,
dan swasta dalam penerapan KTP Elektronik; serta, menyusun kebijakan terkait
penjaminan kualitas KTP Elektronik.
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Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan
Pengawas BUMN pada Kementerian BUMN

KementerianBUMN dhi. MenteriBUMN berwenang mengangkat dan memberhentikan
direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN. Prosesnya meliputi tahapan
penjaringan, pengujian, pengangkatan, penilaian, evaluasi, dan pemberhentian.

Sebagai pembina BUMN, Menteri BUMN harus memastikan pengurus BUMN yang
terpilih memiliki kompetensi dan kapabilitas yang tepat dalam mengurus dan
mengawasi BUMN. Pengurus BUMN vyaitu direksi, komisaris, dan dewan pengawas
BUMN akan berpengaruh terhadap kinerja BUMN yang bersangkutan.

BPK melakukan pemeriksaan kinerja pada Kementerian BUMN dengan tujuan menilai
efektivitas pengelolaan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris,
dan dewan pengawas BUMN.

BPK menemukan, Kementerian BUMN telah berupaya meningkatkan kualitas
mekanisme seleksi pengurus BUMN agar lebih profesional, objektif, transparan,
dan memenuhi kaidah tata kelola pengangkatan dan pemberhentian pengurus
BUMN. Namun demikian, upaya Kementerian BUMN masih mengandung beberapa
kelemahan, baik dalam penyediaan aturan, standard operating procedure (SOP),
maupun pelaksanaannya.

Kelemahan tersebut antara lain, persyaratan dan tata cara pengangkatan dan
pemberhentian direksi BUMN telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN, namun
tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN belum
diatur. Hal tersebut mengakibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengendalian, dan pelaporan atas kegiatan pengangkatan dan pemberhentian
komisaris/dewan pengawas BUMN belum memadai. Di antaranya tidak didukung
dengan proses penjaringan yang didukung dengan kriteria dan pedoman penilaian
dalam proses seleksi komisaris/dewan pengawas BUMN.

Selain itu, BPK menemukan jumlah komisaris/dewan pengawas independen pada
BUMN belum sesuai Peraturan Menteri BUMN yang menyatakan paling sedikit 20%
dari jumlah komisaris/dewan pengawas. Kelemahan lain, masih terdapat direksi/
komisaris/dewan pengawas BUMN yang merangkap sebagai direksi dan/atau
komisaris/dewan pengawas pada BUMN lain atau merangkap sebagai Pejabat Instansi
Pemerintah yang merupakan regulator dari bidang bisnis BUMN yang bersangkutan.

BPK juga menemukan pelaksanaan tahapan kegiatan pengangkatan direksi/komisaris/
dewan pengawas BUMN tidak tepat waktu dan masa jabatannya tidak sesuai dengan
ketentuan. Terdapat anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang
sudah habis masa jabatannya namun belum dilakukan penggantian. Mekanisme
proses pengangkatan dan pemberhentian direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN
tidak didokumentasikan secara memadai.
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Beberapa kelemahan tersebut mengakibatkan tata kelola yang baik dalam proses
pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN
belum sepenuhnya terlaksana.

BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk: mengatur lebih lanjut
persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan dewan
pengawas BUMN; mengevaluasi kembali pejabat yang berasal dariinstansi pemerintah
yang menjabat sebagai direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN yang
bergerak di bidang yang sama dengan instansi asalnya dengan mempertimbangan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola yang baik di lingkungan
pemerintahan maupun BUMN vyang bersangkutan; serta, memperhatikan dan
menertibkan komposisi komisaris independen dalam suatu BUMN dan larangan
rangkap jabatan direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN.

Pengelolaan Belanja dan Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan
Umum (KPU) atau Public Service Obligation (PSO)

BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan belanja dan pelaksanaan subsidi/kewajiban
pelayanan umum atau public service obligation (PSO). Pemeriksaan meliputi subsidi
energi, pupuk, beras, dan PSO. Melalui hasil pemeriksaan, BPK telah membantu
pemerintah menghemat pengeluaran subsidi/PSO Tahun 2013, yaitu mengoreksi
perhitungan subsidi/PSO berupa koreksi positif senilai Rp543,81 miliar dan koreksi
negatif senilai Rp5,96 triliun, sehingga total subsidi/PSO Tahun 2013 yang harus
dibayar pemerintah turun dari Rp385,46 triliun menjadi Rp380,04 triliun. Pemerintah
telah membayar subsidi/PSO senilai Rp323,40 triliun. Dengan demikian, pemerintah
masih mempunyai kewajiban membayar subsidi senilai Rp56,52 triliun.

Terhadap kelebihan realisasi PSO senilai Rp120,85 miliar, PT Pelni tidak dapat menagih
kepada pemerintah. Hal itu karena sesuai kontrak PT Pelni dengan pemerintah,
jumlah maksimum PSO yang ditanggung pemerintah adalah senilai anggaran yang
telah ditetapkan yaitu senilai Rp726,52 miliar. Perhitungan subsidi/PSO Tahun 2013
disajikan dalam Tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Perhitungan Subsidi/PSO Tahun 2013 Per 31 Desember 2013

Perhitungan subsidi/PSO

(nilai dalam juta rupiah)

Subsidi/PSO Perusahaan —— BPK (audited) Telah dibayar Kurang (Lebih)
(unaudited) Positif Negatif Pemerintah Bayar
A. Energi 340.887.289,80 0,00 5.646.153,18  335.241.136,62 286.536.719,24  48.704.417,38
a. Listrik 106.800.597,21 0,00 5.592.738,38 101.207.858,83 79.413.930,00  21.793.928,83
b. JBT dan LPG Tabung 3 Kg 234.086.692,59 0,00 53.414,80 234.033.277,79 207.122.789,24 26.910.488,55
- Subsidi JBT 193.705.718,15 0,00 53.246,02 193.652.472,13 173.238.593,56* 20.413.878,57
- SubsidiLPGTabung3 4 350 974,44 0,00 168,78  40.380.80566  33.884.195,68  6.496.609,98
kg (PT Pertamina)
B. Pupuk 23.322.584,05 0,00 221.270,37 23.101.313,68 15.828.705,71 7.272.607,97
C. Beras 20.310.112,42  543.813,27 0,00 20.853.925,69 20.310.112,42 543.813,27
Total Subsidi 384.519.986,27 543.813,27 5.867.423,55 379.196.375,99 322.675.537,37 56.520.838,62
D. PSO 945.436,38 0,00 98.054,80 847.381,58 726.522,63 120.858,95
a. PT Pelni 945.436,38 0,00 98.054,80 847.381,58 726.522,63 120.858,95**
b. PT KAI *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total PSO 945.436,38 0,00 98.054,80 847.381,58 726.522,63 120.858,95
Total Subsidi + PSO 385.465.422,65 543.813,27 5.965.478,35 380.043.757,57 323.402.060,00 56.520.838,62
Keterangan :
* Pembayaran subsidi JBT senilai Rp173,23 triliun termasuk pembayaran utang subsidi JBT Tahun 2013 yang dibayar pada
Tahun 2014 senilai Rp20,00 triliun.
** Sesuai kontrak PT Pelni dengan pemerintah, jumlah maksimum KPU yang ditanggung pemerintah senilai anggaran yang

telah ditetapkan yaitu senilai Rp726.522,63 juta. Dengan demikian, kelebihan realisasi biaya PSO senilai Rp120.858,95
juta tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah dan menjadi beban PT Pelni.

*Ax BPK tidak melakukan koreksi karena perhitungan PSO PT KAl tidak dapat diyakini kewajarannya.

Koreksi BPK atas subsidi/PSO dilakukan terhadap unsur-unsur biaya yang tidak dapat
dibebankan menurut ketentuan perundang-undangan, serta besaran volume dan
nilai subsidi. Unsur-unsur yang dikoreksi yaitu sebagai berikut:

e Koreksi subsidi listrik dilakukan terhadap unsur-unsur Biaya Pokok Penyediaan
(BPP) tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, neraca energi termasuk susut (losses)
jaringan, dan BPP rata-rata (Rp/kWh) tenaga listrik di tiap tegangan.

e Koreksi subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan LPG tabung 3 kg Tahun 2013
dilakukan terutama terhadap volume penyaluran, saldo awal dan saldo akhir.

e Koreksi subsidi pupuk dilakukan terutama terhadap volume penyaluran pupuk
bersubsidi, harga pokok penjualan, dan jumlah subsidi pupuk.

e Koreksi subsidi beras dilakukan terutama terhadap volume penyaluran raskin dan
perhitungan komponen pembentuk harga pembelian beras (HPB).

e Koreksi kewajiban pelayanan umum pada PT Pelni dilakukan terutama terhadap
penghasilan dan biaya kapal PSO. Koreksi tersebut seperti pisah batas (cut off)
pengakuan penghasilan dan biaya, pengakuan biaya dan penghasilan yang tidak
tepat untuk akun penghasilan pasasi, biaya-biaya overhead, biaya provisi dan
biaya bunga pinjaman.
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Selain melakukan koreksi subsidi/PSO, BPK juga menemukan kelemahan/
penyimpangan dalam pengelolaan belanja, serta pelaksanaan subsidi/PSO Tahun
2013, sebagai berikut.

a. Kebijakan pemerintah mengenai penyaluran solar bersubsidi kepada kapal nelayan
ukuran di atas 30 GT kurang konsisten. Akibatnya, timbul ketidakhematan subsidi
JBT pada Tahun 2013 senilai Rp478,16 miliar.

b. Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) sementara pupuk subsidi tidak realistis
dan jauh di bawah HPP riil Tahun 2013. Selain itu, pembayaran tagihan pupuk
bersubsidi terlambat sehingga modal kerja perusahaan pupuk tertanam dalam
bentuk piutang subsidi. Hal itu mengakibatkan, perusahaan pupuk harus
meminjam dana ke bank sehingga porsi biaya bunga yang menjadi beban HPP
pupuk bersubsidi menjadi lebih besar dan pemerintah menanggung biaya subsidi
pupuk Tahun 2013 lebih tinggi senilai Rp708,62 miliar.

c. Perhitungan PSO PT KAI Tahun 2013 senilai Rp682,76 miliar tidak dapat diyakini
kewajarannya. Hal tersebut antara lain disebabkan peraturan-peraturan yang
mengatur pelaksanaan PSO belum memiliki keselarasan antara satu peraturan
dengan peraturan yang lain, Menteri Perhubungan belum merealisasikan
anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (Infrastructure
Maintenance and Operation/IMO) TA 2013 dan belum mengatur basis biaya yang
digunakan dalam formula perhitungan tarif, serta belum menetapkan tarif atas
penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara (Track Access Charge/TAC)
yang merupakan PNBP.

d. Pengendalian pengelolaan belanja subsidi oleh Menteri Keuangan selaku
Pengguna Anggaran (PA) tidak memadai, terutama atas hal-hal sebagai berikut.

e Tidak ada pedoman umum pengelolaan belanja subsidi bagi PA dan Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) sehingga kebijakan turunan subsidi bervariasi.

e Belum diatur secara jelas pejabat yang berwenang dan mekanisme koordinasi
PA dan KPA dalam menetapkan komponen biaya yang dapat diperhitungkan
sebagai harga pokok subsidi.

e Perlakuan pemerintah atas kekurangan pembayaran subsidi berbeda antara
satu dan lain operator BUMN.

e Penetapan margin fee bagi operator subsidi/PSO tidak berdasar pada
ketentuan yang jelas.

e Kebijakan penentuan struktur biaya serta unsur-unsur biaya yang dapat
diperhitungkan dan tidak dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan
subsidi/PSO tidak seragam.

e Ketentuan mengenai pembayaran subsidi yang dapat diperhitungkan dengan
kewajiban operator pelaksana kepada negara tidak ditetapkan untuk semua
jenis subsidi.

e Ketidakselarasan ketentuan antara peraturan yang dibuat PA dengan yang
dibuat oleh KPA.

e Ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi atas pengelolaan belanja subsidi
tidak diatur dengan jelas oleh PA.
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Terhadap kasus tersebut, BPK merekomendasikan kepada

e Menteri ESDM melakukan harmonisasi regulasi antara Perpres No. 15 Tahun 2012
dengan Permen ESDM No. 18 Tahun 2013.

e PT Pupuk Indonesia mengusulkan kepada Menteri Pertanian untuk menghitung
dan menetapkan HPP sementara pupuk bersubsidi dengan mempertimbangkan
estimasi harga-harga komponen HPP pada tahun berjalan.

e PT Pupuk Indonesia mengusulkan kepada Dirjen PSP dan Menteri Keuangan untuk
menata kembali sistem pengelolaan penganggaran, pembayaran, dan pencatatan
atas tagihan subsidi pupuk tahun-tahun sebelumnya dalam mata anggaran
pembiayaan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

e Menteri Keuangan agar segera menetapkan anggaran IMO dalam DIPA
Kementerian Perhubungan.

e Menteri Perhubungan agar berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk
merevisi peraturan-peraturan yang mengatur PSO terutama mengenai biaya
yang menjadi objek pemeriksaan dalam perhitungan PSO, segera merealisasikan
pengenaan TAC kepada pemilik sarana dan belanja IMO setelah ditetapkan oleh
pemerintah serta menunjuk pengelola sarana yang mendapatkan PSO sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e Menteri Keuangan membuat pedoman umum yang dapat dijadikan sebagai acuan
standar bagi KPA; mencabut kebijakan PA dalam PMK terkait yang mengakomodir
kekurangan pembayaran subsidi atas tagihan yang melebihi pagu, untuk
dianggarkan dalam anggaran tahun berikutnya; merumuskan kebijakan KPA dalam
pengelolaan Belanja Subsidi agar dilakukan dengan memerhatikan ketentuan
perundangan-undangan yang lebih tinggi sebagai rujukan; dan membuat aturan
pelaksanaan atau SOP yang mengatur mekanisme dan bentuk pengawasan PA
terhadap KPA atas pengelolaan belanja subsidi.

Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek
(Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),
pemerintah membentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang mulai
beroperasi 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan merupakan pengalihan dari PT Askes dan
menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan,
saat ini baru merupakan pengalihan dari PT Jamsostek. Badan ini menyelenggarakan
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan
kematian. Sesuai UU No. 24 Tahun 2011, pengalihan PT Asabri dan PT Taspen ke dalam
BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan paling lambat Tahun 2029.

Hasil pemeriksaan atas pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan
PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa proses
pengalihannya belum berjalan secara memadai. BPK menemukan kelemahan SPI
dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain
sebagai berikut.

Buku I IHPS



Badan Pemeriksa Keuangan IHPS | Tahun 2014

Data master file peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan belum akurat.
Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran premi pemerintah pusat/daerah
kepada BPJS Kesehatan, kelebihan pembayaran kapitasi BPJS Kesehatan kepada
fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan pembayaran premi serta kapitasi untuk
peserta yang tidak jelas identitasnya, dengan total nilai Rp134,38 miliar.

Atas kasus tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi BPJS Kesehatan,
antara lain, agar melakukan rekonsiliasi dengan Menteri Keuangan atas kelebihan
pembayaran Penerima Bantuan luran (PBI) APBN dan APBD terkait duplikasi
peserta, kelebihan pembayaran PBI APBN dan APBD terkait data peserta anomali,
serta memperhitungkan kelebihan bayar premi selama bulan Januari - Juni 2014
ke dalam pembayaran premi bulan berikutnya.

Tunggakan iuran Askes Sosial senilai Rp943,30 miliar belum diselesaikan
pemerintah daerah. Akibatnya, BPJS Kesehatan tidak dapat segera menerima dan
memanfaatkan iuran untuk melaksanakan program kerja, usaha dan pelayanan
kesehatan kepada peserta.

BPK merekomendasikan kepada Direksi BPJS Kesehatan agar meminta pemda
membuat surat pengakuan hutang sebagai langkah awal untuk melakukan
upaya-upaya hukum di kemudian hari, berkoordinasi dengan Kemendagri dan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menginstruksikan pemda terkait
menganggarkan tunggakan iuran dalam APBD, serta mengajukan klausul sanksi
dalam mengajukan revisi terkait peraturan kewajiban pembayaran iuran wajib
(IW) pemda.

Di BPJS Ketenagakerjaan, BPK menemukan pembentukan dana pengembangan
Jaminan Hari Tua (JHT) penyangga/buffer senilai Rp1,36 triliun yang berasal dari
dana pengembangan JHT Tahun 2012, mengakibatkan peserta JHT tidak menerima
seluruh dana pengembangan JHT Tahun 2012. Padahal hal tersebut diatur dalam
PP No. 22 Tahun 2004. Atas masalah tersebut, BPK merekomendasikan agar
Direksi BPJS Ketenagakerjaan membagikan hasil pengembangan JHT Tahun 2012
kepada peserta sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2004.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan tidak memedomani peraturan dalam membagikan
Dana Pengembangan Non JHT ke masing-masing program Dana Jaminan Sosial
(DJS) senilai Rp1,79 triliun.

BPK merekomendasikan kepada dewan pengawas agar memberi sanksi kepada
Direksi BPJS Ketenagakerjaan atas kelalaiannya dalam membuat kebijakan yang
tidak sesuai dengan UU dan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
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BAB 3

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester | Tahun 2014

BPK memeriksa 670 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan badan lainnya seperti yang disajikan pada Tabel 3.1. Berdasarkan jenis
pemeriksaannya, sebanyak 559 merupakan objek pemeriksaan keuangan, 16 objek
pemeriksaan kinerja, dan 95 objek PDTT.

Tabel 3.1 Objek Pemeriksaan BPK pada Semester | Tahun 2014

Jenis Pemeriksaan

Entitas Yang Diperiksa Keuangan Kinerja —— Jumlah
Pemerintah pusat 91" 9 33 133
Pemerintah daerah 457 5 33 495

- Provinsi 29 1 10 40
- Kabupaten/Kota 428 4 23 455
BUMN 2 2 23 27
BHMN - -
BUMD - - 2 2
BLUD - -
Badan lainnya 9 - 2 11
Jumlah 559 16 95 670

*) Termasuk LK BI, LK LPS, LK OJK dan LK SKK Migas
Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat opini, temuan,
kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih
permasalahan seperti kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian
negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik
negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/
daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan,
kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut
dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus dalam hal ini tidak selalu berimplikasi
hukum atau berdampak finansial.

IHPS | Tahun 2014 mengungkapkan sebanyak 14.854 kasus senilai Rp30,87 triliun
yang terdiri atas kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 6.531 kasus dan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak
8.323 kasus senilai Rp30,87 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.900 kasus
senilai Rp25,74 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu
temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Temuan
pemeriksaan BPK pada Semester | Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.2.
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Tabel 3.2 Temuan Pemeriksaan BPK Pada Semester | Tahun 2014

(nilai dalam juta rupiah)

No. Sub Kelompok Temuan J::‘sl:: Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
1 SPI 6.531 -
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan
2 Kerugian 3.096 1.986.872,79
3 Potensi Kerugian 551 12.115.562,30
4 Kekurangan Penerimaan 1.253 11.637.927,36
Sub Total 1 (Berdampak Finansial) 4.900 25.740.362,45
5 Kelemahan Administrasi 2.802 -
6 Ketidakhematan 210 1.008.600,08
7  Ketidakefisienan 6 66.744,83
8 Ketidakefektifan 405 4.061.175,68
Sub Total 2 3.423 5.136.520,59
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2) 8.323 30.876.883,04
Total SPI dan Ketidakpatuhan 14.854 30.876.883,04

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan
yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan
penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp6,34
triliun dengan rincian temuan kerugian senilai Rp432,05 miliar, potensi kerugian
senilai Rp21,79 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp5,89 triliun.

Hasil pemeriksaan Semester | Tahun 2014 berdasarkan jenis pemeriksaan disajikan
secara ringkas dalam uraian berikut.

Pemeriksaan Keuangan

Pada Semester | Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan keuangan Tahun 2013 atas
LKPP, 86 LKKL, 456 LKPD, dan 13 LK badan lainnya. Selain itu, BPK juga melakukan
pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2012, LK Perum Produksi Film
Negara TA 2011 dan 2012.

Laporan keuangan yang diperiksa BPK meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan
realisasi anggaran (LRA) atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan
perubahan ekuitas dan rasio modal, serta Laporan Arus Kas (LAK). Rincian neraca
adalah aset senilai Rp5.388,79 triliun, kewajiban senilai Rp2.680,18 triliun, dan ekuitas
senilai Rp2.708,61 triliun. Rincian LRA meliputi pendapatan senilai Rp3.217,53 triliun,
belanja senilai Rp2.296,16 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp346,96 triliun.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, laporan hasil
pemeriksaan SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah penjelasan hasil pemeriksaan
keuangan.

Buku I IHPS



Badan Pemeriksa Keuangan IHPS | Tahun 2014
Opini Pemeriksaan

Rincian tiap-tiap opini laporan keuangan sesuai dengan kedudukan entitasnya adalah
sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Pada Semester | Tahun 2014, BPK memberikan opini WDP atas LKPP Tahun 2013 atau
sama dengan opini Tahun 2012, 2011, 2010, dan 2009. Sebelum Tahun 2009, selama
lima tahun berturut-turut BPK memberikan opini TMP atau disclaimer opinion atas
LKPP. Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2013 karena BPK masih menemukan
permasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan sistem pengendalian intern
dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut.

e  Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 senilai Rp147,71 miliar masih
mengandung permasalahan sebagai berikut: (1) jumlah Piutang Over Lifting
senilai Rp7,18 triliun di antaranya senilai Rp3,81 triliun tidak sepenuhnya
menggambarkan hak negara yang akan diterima pada periode berikutnya karena
nilainya belum pasti dan masih memerlukan pembahasan kembali dengan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait; (2) jumlah piutang penjualan migas
bagian negara per 31 Desember 2013 senilai Rp3,86 triliun di antaranya senilai
Rp2,46 triliun mengandung ketidakpastian dan masih memerlukan pembahasan
dengan KKKS terkait karena adanya perbedaan pendapat antara Satuan Kerja
Khusus (SKK) Migas dan KKKS mengenai perhitungan bagi hasil; (3) nilai Aset
Kredit Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) per 31 Desember
2013 yang disajikan senilai Rp66,01 triliun belum termasuk Aset Kredit Eks BPPN
senilai Rp3,06 triliun yang belum selesai ditelusuri oleh pemerintah; dan (4)
saldo Dana Belanja Pensiun per 31 Desember 2013 senilai Rp302,06 miliar sudah
lebih dari enam bulan berturut-turut tidak diambil oleh penerima pensiun dan
belum disetorkan kembali kepada pemerintah namun belum disajikan sebagai
bagian dari Piutang; dan

e Dalam pengelolaan Belanja Negara, terdapat selisih lebih pengakuan belanja
oleh BUN dengan Kementerian/Lembaga (KL) (Suspen Belanja Negara) senilai
Rp140,40 miliar, sehingga terdapat potensi pengeluaran belanja yang tidak
dipertanggungjawabkan oleh KL sebagai pengguna anggaran. Selain itu,
pencatatan fisik kas yang merupakan bagian fisik Sisa Anggaran Lebih (SAL)
menunjukkan kelemahan pengendalian yaitu: (1) perbedaan pencatatan antara
BUN dan KL atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan selisih lebih KL
senilai Rp36,41 miliar, dan Kas Hibah Langsung KL dengan selisih lebih BUN
senilai Rp124,78 miliar; (2) Pemerintah tidak konsisten dalam melaporkan
saldo kas yang menjadi bagian fisik SAL yaitu melaporkan saldo Kas di
Bendahara Pengeluaran berdasarkan catatan KL dan saldo Kas Hibah Langsung
KL berdasarkan catatan BUN; (3) terdapat selisih absolut Kiriman Uang senilai
Rp3,50 miliar yang dapat berpengaruh pada fisik SAL belum dapat dijelaskan; (4)
Kas di Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat
dipertanggungjawabkan senilai Rp1,77 miliar.
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Selain kelemahan tersebut, pokok-pokok kelemahan sistem pengendalian intern dan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang
ditemukan dalam pemeriksaan LKKL dan LK BUN yang dilaporkan dalam LKPP, antara
lain sebagai berikut.

e  Pemerintah belum melakukan amandemen penggunaan tarif pajak dalam
perhitungan PPh Migas dan Bagi Hasil Migas terhadap Production Sharing
Contract (PSC) sehingga terdapat pembayaran PPh Migas dengan tarif yang lebih
rendah dari tarif PPh yang ditetapkan dalam PSC.

e Keterlambatan pemindahbukuan PPh Migas, bonus produksi, dan transfer
material dari Rekening Migas ke Rekening Kas Umum Negara (KUN), senilai 28,86
triliun selama Tahun 2013.

e  Perhitungan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) Surat Berharga
Negara (SBN) senilai Rp3,11 triliun tidak didukung dengan dokumen sumber
yang menginformasikan pihak yang menerima pembayaran bunga, imbal hasil,
dan jasa pihak ketiga.

e  Pengelolaan Pajak Bumidan Bangunan (PBB) Migas belum didukung dengan data
yang valid, sehingga penetapan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber
Daya Alam (PNBP SDA) Migas dan PBB Migas Tahun 2013 senilai Rp203,63 triliun
tidak akurat.

e DJP belum menerbitkan STP atas sanksi administrasi berupa bunga atas
keterlambatan pembayaran pajak, senilai Rp482,29 miliar.

e  DIJP kurang menetapkan nilai pajak terutang kepada WP senilai Rp333,02 miliar.

e Penetapan dan penagihan pajak tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan
piutang pokok pajak daluwarsa.

e  Piutang pajak senilai Rp554,52 miliar dan barang sitaan senilai Rp259,07 miliar
belum dapat dieksekusi.

Rekomendasi

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
pemerintah antara lain agar:

e menindaklanjuti rekomendasi BPK yang telah disampaikan dalam Laporan
Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012;

e menetapkan payung hukum vyang diperlukan dalam upaya pengamanan
penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian negara sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi, yang di dalamnya termasuk antara lain mekanisme offseting hasil
penjualan migas dengan DMO Fee KKKS;
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e membayar tambahan biaya distribusi dan marjin untuk premium dan solar dari
kilang dalam negeri setelah tata cara penghitungan volumenya ditetapkan; dan

e meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan
pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak secara aktif, serta segera
menyelesaikan pembangunan dan implementasi sistem informasi PNBP.

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Selain LKPP, BPK juga memeriksa laporan keuangan tiap-tiap kementerian, lembaga
negara, lembaga pemerintah non kementerian, serta LK BUN. Pada Semester | Tahun
2014, BPK melakukan pemeriksaan atas 86 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2013.
Terhadap entitas tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 64 LKKL, opini WDP atas
19 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP atas 3 LKKL.

Secara umum, hasil pemeriksaan atas LKKL dari Tahun 2009 s.d. 2012 menunjukkan
bahwa jumlah KL yang memperoleh opini WTP semakin meningkat dari 44 entitas di
Tahun 2009 menjadi 68 entitas di Tahun 2012. Sedangkan pada Tahun 2013, jumlah
LK yang memperoleh opini WTP turun menjadi 64 entitas. Penurunan tersebut karena
jumlah entitas yang diperiksa berkurang, tetapi secara persentase tidak mengalami
perubahan. Selain itu, juga karena adanya penurunan opini 4 LKKL dari WTP menjadi
WDP. Hal tersebut juga memengaruhi jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP
Tahun 2013 dibandingkan dengan Tahun 2012. Perkembangan opini LKKL Tahun 2009
s.d. 2013 disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

Tahun LKKL Opini Jumlah
WTP % WDP % T™W % TMP %
2009 44 57% 26 33% 0 0% 8 10% 78
2010 52 63% 29 35% 0 0% 2 2% 83
2011 66 77% 18 21% 0 0% 3 2% 87
2012 68 74% 22 24% 0 0% 2 2% 92
2013 64 74% 19 22% 0 0% 3 4% 86

Di Tahun 2013, masih terdapat 19 KL termasuk LK BUN dengan opini WDP dan 3
LKKL dengan opini TMP. KL yang memperoleh opini WDP di Tahun 2013 umumnya
disebabkan kelemahan dalam pengelolaan dan pencatatan kas dan setara kas,
persediaan, PNBP, aset tetap, belanja barang, dan belanja modal. Adapun atas 3 LKKL
yang memperoleh opini TMP disebabkan pencatatan dan pengelolaan yang belum
memadai atas persediaan, aset tetap, pendapatan, belanja barang, belanja modal,
belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Semester | Tahun 2014, BPK telah memeriksa 456 LKPD Tahun 2013 dari
529 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, termasuk lima daerah otonomi baru
(DOB), yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung),
Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan dan
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Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat). Adapun pemerintah daerah yang
wajib menyusun laporan keuangan (LK) Tahun 2013 sebanyak 524 pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota. Terhadap 456 LKPD Tahun 2013 tersebut, BPK memberikan
opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini
TMP atas 18 LKPD.

Selain itu, pada Semester | Tahun 2014, BPK juga telah menyelesaikan satu LHP
LKPD Tahun 2012, yaitu LKPD Kabupaten Kepulauan Aru pada Provinsi Maluku. LKPD
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tersebut baru diserahkan oleh entitas kepada
BPK pada 3 Februari 2014. Terhadap LKPD tersebut, BPK memberikan opini TMP.
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan dalam Grafik 1.

Grafik 1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
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Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan peningkatan persentase opini WTP, dan
penurunan persentase opini WDP serta TMP. Hal tersebut menggambarkan adanya
perbaikan entitas pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang
wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Penyajian laporan keuangan
yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih
baik. Adapun rincian opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 untuk masing-masing
tingkat pemerintahan disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

Pemerintahan Provinsi Kabupaten Kota
Tahun WTP WDP TW TMP Total WTP WDP TW TMP Total WTP WDP TW TMP Total
1 24 3 5 33 7 240 37 95 379 7 66 8 11 92
2009 3% 73% 9% 15% 100% 2% 63% 10%  25% 100% 8% 72% 9%  12% 100%
2010 6 22 0 5 33 16 254 23 103 396 12 67 3 11 93
18% 67% 0% 15% 100% 4% 64% 6% 26% 100% 13%  72% 3% 12% 100%
10 19 0 4 33 36 268 6 89 399 21 62 2 7 92
2011 30% 58% 0% 12%  100% 9% 67% 2% 22% 100% 23%  67% 2% 8%  100%
2012 17 11 0 5 33 72 256 6 67 401 31 52 0 7 90
52% 33% 0% 15% 100% 18%  64% 1% 17% 100% 34%  58% 0% 8%  100%
15 12 0 2 29 102 214 9 14 339 36 50 0 2 88

2013
52%  41% 0% 7% 100%  30% 64% 2% 4% 100%  41% 57% 0% 2%  100%
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Tabel 3.4 menunjukkan bahwa secara umum LKPD Tahun 2013 yang memperoleh
opini WTP adalah 153 entitas (33,55%) dan WDP adalah 276 entitas (60,52%) dari
keseluruhan entitas pemerintah daerah yang diperiksa BPK. Secara umum LKPD
Tahun 2013 menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya.

Permasalahan yang menghambat pencapaian opini WTP antara lain aset tetap tidak
didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai, penatausahaan kas yang
tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal yang belum ditetapkan dengan
peraturan daerah, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih
yang dapat direalisasikan (net realizable value), penatausahaan persediaan tidak
memadai, dan pelaksanaan belanja modal serta belanja barang dan jasa tidak sesuai
dengan ketentuan.

Masalah lainnya, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan terkait akun aset tetap, kas, belanja modal, dan
SiLPA yang berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan. Selain itu
adalah karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan
yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan
non permanen, aset lainnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja
modal.

Laporan Keuangan Badan Lainnya

Pada Semester | Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (LK)
badan lainnya, yaitu LK Bank Indonesia (BI), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LK Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), LK Perum Produksi Film Negara (PPFN). Selain itu,
BPK juga memeriksa 9 LK Pinjaman Luar Negeri yang terdiri dari 6 LK Pinjaman dari
ADB, 2 LK Pinjaman dari World Bank dan 1 LK Pinjaman dari IBRD. Perkembangan
opini LK badan lainnya disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Opini atas LK Badan Lainnya

Opini
No. Entitas
2009 2010 2011 2012 2013
1 Bank Indonesia WTP WTP-DPP WTP WTP WTP
2 Lembaga Penjamin Simpanan TMP TMP TMP TMP TMP
B Otoritas Jasa Keuangan - - - o WTP
4 SKK Migas (BP Migas) - - WTP WTP WTP
5 Perum Produksi Film Negara *) TMP TMP WDP WDP
6 Loan ADB 2575-INO PNPM Mandiri - WTP WTP WTP WTP
7 Loan ADB 2654-INO MSMHP - - WTP WTP WDP
8 Loan ADB 2768-INO USRI - - - WTP WDP
9 Loan ADB No. 2817-INO RRDP - - - - WTP
10 Loan ADB No.2927-INO BPKP - - = = WTP
11 Loan ADB No. 2928-INO PEDP - - = - WTP
12 Loan IBRD 8188-ID SMARTD - - = = WTP
13 Loan World Bank No. 8043-ID WINRIP - - - - WTP
14 Loan World Bank No.8121-ID JUFMP/JEDI - - - - WDP

*)Pemeriksaan LK Tahun 2011 & 2012 dilaksanakan Tahun 2014
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Hasil Pemeriksaan atas LK

Hasil pemeriksaan LK selama Semester | Tahun 2014 pada pemerintah pusat,
pemerintah daerah, serta BUMN dan lainnya berupa temuan SPl sebanyak 5.948 kasus
dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
sebanyak 7.173 kasus senilai Rp10,92 triliun, dengan rincian per entitas pada Tabel
3.6.

Tabel 3.6 Jumlah Kasus Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan Berdasarkan Entitas
(nilai dalam juta rupiah)

SPI Ketidakpatuhan
No Entitas
Jumlah Kasus Jumlah Kasus Nilai

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pusat 767 1.110 6.697.283,19
1 LKPP dan LKKL 718 1.091 6.685.806,46
2 Badan Lainnya 49 19 11.476,73
Il Daerah 5.133 6.018 4.206.685,47
Provinsi 432 589 2.028.608,27
Kabupaten 3.779 4.332 1.638.455,61
3 Kota 922 1.097 539.621,59
1 BUMN & lainnya 48 45 24.558,60
Jumlah 5.948 7.173 10.928.527,26

Gambaran kasus-kasus yang terjadi di masing-masing entitas adalah sebagai berikut.
1. Pemerintah Pusat

a. LKPP dan LKKL

Kasus-kasus kelemahan SPI yang terjadi terutama kasus pencatatan tidak/belum
dilakukan, di antaranya penyajian aset tetap belum sesuai dengan ketentuan,
aset tetap tidak dapat ditelusuri, pencatatan persediaan tidak diselenggarakan,
dan kesalahan penganggaran belanja barang pada unit pelayanan teknis. Selain
itu, kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, di antaranya tidak
melakukan pemutakhiran data informasi, tidak melakukan pencatatan pada
buku kas, dan tidak mencantumkan nomor register bukti pengeluaran kas.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,
antaralain, kasus kerugian negara akibat kelebihan pembayaran selain kekurangan
volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 100 kasus senilai Rp141,60 miliar.

b. Badan Lainnya

Kasus kelemahan SPl yang terjadi di antaranya kelemahan pada sistem
pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 18 kasus.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan di antaranya berakibat pada kerugian negara sebanyak 7 kasus senilai
Rp5,56 miliar.
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2. Pemerintah Daerah

Kelemahan SPI banyak terjadi pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja yaitu sebanyak 2.182 kasus. Kasus-kasus tersebut antara
lain: perencanaan kegiatan tidak memadai; penyimpangan terhadap peraturan
perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi
yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja; penetapan/pelaksanaan
kebijakan tidak tepat atau belum dilaksanakan berakibat hilangnya potensi
penerimaan/pendapatan; mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan
serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan;
penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat
peningkatan biaya/belanja; dan pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
sering mengakibatkan kerugian daerah dan kelemahan administrasi. Kasus
tersebut antara lain

e Kerugian daerah, seperti kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang,
belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan kelebihan pembayaran
selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 2.347 kasus
senilai Rp985,71 miliar.

e Kelemahan administrasi, seperti pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti
tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah, dan
kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

3. BUMN dan Pinjaman Luar Negeri

Kasus kelemahan SPI yang terjadi di antaranya kelemahan struktur pengendalian
intern sebanyak 27 kasus di antaranya entitas tidak memiliki SOP yang formal
untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; selain itu, atas SOP yang ada
pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

Kasus-kasus ketidakpatuhanterhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
tersebut di antaranya yang berakibat pada kerugian negara terjadi sebanyak
13 kasus senilai Rp3,01 miliar.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama
Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan keuangan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti
temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi
kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan dengan cara penyerahan aset
dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp540,56 miliar,
yaitu temuan kerugian senilai Rp373,12 miliar, potensi kerugian senilai Rp16,92 miliar,
dan kekurangan penerimaan senilai Rp150,52 miliar.
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Pemeriksaan Kinerja

Pada Semester | Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas 16 objek
pemeriksaan, yaitu 9 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan
pemerintah provinsi, 4 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, dan 2 objek
pemeriksaan BUMN.

Hasil pemeriksaan kinerja tersebut dikelompokkan dalam tujuh tema vyaitu
Kependudukan; Kesehatan; Infrastruktur; Pertahanan Keamanan; Penyelenggaraan
Ibadah Haji; BUMN; dan Kinerja Lainnya yang terdiri atas 2 objek pemeriksaan
pemerintah pusat dan 2 objek pemeriksaan pemerintah daerah.

Hasil Pemeriksaan Kinerja

Hasil pemeriksaan kinerja utamanya menyimpulkan bahwa atas program/kegiatan
yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja
suatu program/kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Hasil pemeriksaankinerjaSemester| Tahun 2014 menemukan 6 kasus ketidakhematan/
ketidakekonomisan senilai Rp77,90 miliar, 5 kasus ketidakefisienan, dan 173 kasus
ketidakefektifan senilai Rp419,59 miliar, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja
Semester | Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan

(nilai dalam juta rupiah)
Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan

Total

Objek Ketidakhematan/ Ketidakekonomisan
J @l . . . . b
No Pemeriksaan Obrik Ketidakekonomisan Ketidakefisienan Ketidakefektifan Ketidakefisienan, dan
(Obrik) Ketidakefektifan
Jml - Jml T Jml I Jml e
Kasus Nilai Kasus Nilai Kasus Nilai Kasus Nilai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pusat 9 5 77.903,12 2 - 98 419.593,25 105 497.496,37
2 Provinsi 1 5 5
3 Kabupaten/ Kota 4 49 - 49
4 BUMN 2 1 - 3 - 21 - 25
Jumlah 16 6 77.903,12 5 - 173 419.593,25 184 497.496,37

Hasil pemeriksaan kinerja pada Semester | Tahun 2014, di antaranya sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

e Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Penerapan KTP Berbasis NIK Secara
Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2013 pada Kemendagri dan tujuh pemerintah
provinsi menunjukkan bahwa Kemendagri telah berupaya agar program
penerapan KTP Elektronik dapat berjalan efektif. Upaya-upaya tersebut, di
antaranya: menyusun Grand Design penerapan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) dan perangkat peraturan penerapan KTP Elektronik,
serta penyediaan sarana dan prasarana penerapan KTP Elektronik.
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Selain keberhasilan beberapa upaya tersebut, hasil pemeriksaan kinerja BPK
menyimpulkan bahwa penerapan KTP Elektronik kurang efektif. Hal tersebut
ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan, di antaranya target distribusi
KTP Elektronik Tahun 2011 dan 2012 semula 172 juta keping, Tahun 2013
berubah menjadi 145 juta keping dan baru terdistribusi 120,11 juta keping.
Akibatnya, penduduk wajib KTP sebanyak 27 juta orang tidak memperoleh
KTP Elektronik dan minimal 24,89 juta penduduk terlambat memperoleh KTP
Elektronik.

Selain itu, regulasi pengujian kualitas KTP Elektronik untuk data maupun fisik
secara berkala belum disusun. Tolok ukur atau indikator untuk menilai kinerja
atas pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik belum dibuat.
Akibatnya, kerusakan fisik blangko dan kesalahan data kependudukan dalam
KTP Elektronik tidak dapat diidentifikasi lebih awal sebelum KTP Elektronik
didistribusikan ke penduduk.

e Hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Pemeliharaan Kapal TA 2010 s.d.
TA 2013 pada jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)
menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan kapal belum efisien dan
efektif dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan. BPK menemukan
permasalahan mendasar yang secara signifikan memengaruhi kinerja
pemeliharaan kapal, di antaranya konsep dan praktik pemeliharaan kapal TNI
AL belum dapat mendukung tercapainya pelaksanaan pemeliharaan secara
efisien dan efektif, serta peningkatan profesionalisme personil.

Selain permasalahan bersifat substantif di atas, terdapat permasalahan
pemeliharaan kapal yang harus segera ditindaklanjuti. Hal itu untuk
menghindarkan risiko yang tidak diinginkan terkait repowering empat Kapal
Republik Indonesia (KRI) tipe Patrol Ship Killer (PSK/satuan kapal cepat) dan
perbaikan tingkat W6 motor pendorong kapal (MPK) Il dan Ill sistem kontrol
dan cerobong KRI HBS-382.

e Hasil pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun
1433H/2012M di Indonesia dan Arab Saudi, menunjukkan bahwa
penyelenggaraan ibadah haji pada sepuluh dari sebelas sektor (pemantauan
secara uji petik) di Makkah telah mengalami kemajuan, yaitu dalam pelayanan
katering dan pelayanan transportasi darat.

Secara umum, Kementerian Agama berhasil mengupayakan peningkatan
kualitas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M dibanding tahun
sebelumnya. Oleh karena itu, BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan
ibadah haji Tahun 1434H/2013M cukup efektif. Meskipun demikian, BPK
masih menemukan permasalahan berulang yang tidak berpengaruh signifikan
terhadap kinerja penyelenggaraan ibadah haji.

Permasalahan tersebut di antaranya terkait pelayanan perumahan, pelayanan
katering, dan pelayanan transportasi. Akibatnya, masih ada jemaah haji tidak
memperoleh fasilitas pelayanan perumahan yang layak; terjadi pemborosan
biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dalam penyediaan katering bagi
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jemaah haji di Mina; serta sebagian jemaah haji Indonesia belum memperoleh
pelayanan angkutan penerbangan secara tepat waktu.

Hasil pemeriksaan atas Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris,
dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Kementerian
BUMN menunjukkan bahwa Kementerian BUMN telah berupaya untuk
meningkatkan proses seleksidireksiBUMN agar direksiyangterpilih merupakan
direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi, dan kompeten.

Namun, upaya tersebut masih terkendala beberapa hal. Hasil pemeriksaan
menyimpulkan bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris
dan dewan pengawas BUMN tidak didukung dengan aturan yang memadai,
komprehensif, dan transparan serta memenuhi kriteria tata kelola yang
baik. Walaupun telah terdapat aturan tata kelola dalam pengangkatan dan
pemberhentian direksi BUMN, tetapi hal tersebut tidak didukung dengan
pelaksanaan tata cara pengangkatan direksi BUMN yang sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan.

Masalah pokok yang mendorong belum optimalnya kegiatan tersebut antara
lain: Kementerian BUMN tidak menetapkan peraturan mengenai persyaratan
dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas
BUMN; perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian atas kegiatan
pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN belum
memadai serta tidak didukung dengan kriteria dan pedoman penilaian; dan,
tidak ada proses penjaringan pada kegiatan pengangkatan komisaris/dewan
pengawas BUMN dan pelaksanaan penilaian direksi kurang memadai.

Beberapa kelemahan tersebut mengakibatkan tata kelola yang baik dalam
proses pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan
pengawas BUMN belum sepenuhnya terlaksana.

2. Pemerintah Daerah

Hasil pemeriksaan kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
TA 2012 s.d. Semester | TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon
menyimpulkan bahwa pengelolaan program Jamkesda TA 2012 dan Semester
| TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, RSUD Waled, dan RSUD
Arjawinangun belum efektif. Penilaian itu ditinjau dari aspek kepesertaan,
pendanaan, dan pelayanan.

Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan yang memengaruhi
efektivitas Program Jamkesda, antara lain, Pemerintah Kabupaten Cirebon
belum memiliki database masyarakat miskin yang berhak mendapatkan
fasilitas pelayanan Program Jamkesda. Database peserta Jamkesda yang rinci
(by name by address) tidak ada. Hal itu mengakibatkan data yang ada tidak
dapat dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan dan menganggarkan
program dan kegiatan Jamkesda.
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3. BUMN

e Hasilpemeriksaankinerjaatas Efisiensi Intermediasi, Produksi, dan Operasional
pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. TA 2013 di Provinsi DKI Jakarta,
Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara, menyimpulkan bahwa
berdasarkan hasil perhitungan dengan DEAP (Data Envelopment Analysis
(Computer) Program), BRI telah efisien pada fungsi intermediasi, produksi,
dan operasional.

Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, di
antaranya, pengelolaan kredit hapus buku belum sesuai dengan Peraturan
Intern Bank BRI. Data kompilasi agunan debitur hapus buku seluruh
Indonesia tidak tersedia dan terdapat 1.023 rekening debitur hapus buku
Tahun 2013 bersaldo negatif senilai Rp13,20 miliar. Akibatnya, Bank BRI
tidak dapat mengetahui potensi recovery dan sisa agunan debitur hapus
buku, serta terdapat kelebihan pengakuan pendapatan recovery maksimal
senilai Rp13,20 miliar.

Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya kelemahan sistem
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan. Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 45 kasus kelemahan sistem
pengendalian intern yang memengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas serta 10 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan senilai Rp42,28 miliar.

Rincian ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut
terdiri atas 6 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp30,61 miliar (di antaranya
terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp2,56 miliar), 3 kasus
kekurangan penerimaan senilai Rp11,67 miliar, dan 1 kasus kelemahan administrasi.
Jumlah kasus tiap kelompok temuan per objek pemeriksaan disajikan dalam Tabel
3.8.

Tabel 3.8 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas Pemeriksaan Kinerja Semester | Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan

(nilai dalam juta rupiah)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

Potensi

Objek | Kerugian Negara/ . Kekurangan Kelemahan Total
q Kerugian . .. A q
No Pemeriksaan . Daerah Penerimaan Administrasi Ketidakpatuhan
N Obrik Negara/Daerah
(Obrik)
dm Nilai m = i Nilai Jml Kasus dm Nilai
Kasus Kasus Kasus Kasus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pusat 9 5 30.459,15 - - 3 11.675,34 1 9 42.134,49
2 Provinsi 1 1 153,83 - - - - - 1 153,83
Kabupaten/
3 Kota 4
4 BUMN 2
Jumlah 16 6 30.612,98 - - 3 11.675,34 1 10 42.288,32
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Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses
Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan kinerja, entitas belum menindaklanjuti temuan
ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan dengan
melakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pada Semester | Tahun 2014, BPK melakukan PDTT atas 95 objek pemeriksaan. PDTT
tersebut meliputi 33 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 10 pemerintah provinsi,
23 pemerintah kabupaten/kota, 23 BUMN, 1 BHMN, 2 Badan Lainnya, 2 BUMD, dan
1 BLUD.

Cakupan pemeriksaan atas 95 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai
Rp1.725,31 triliun (88%) dari realisasi anggaran senilai Rp1.954,96 triliun. Rincian
cakupan PDTT di entitas pusat, daerah, BUMN, BHMN, BUMD dan BLUD, serta badan
lainnya disajikan dalam Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Cakupan PDTT Semester | Tahun 2014

(dalam juta rupiah)
Jumlah

Entitas Obrik Anggaran Realisasi Pe(r-ﬁ::z::an %
Pusat 33 1.184.879.808,38 1.230.602.031,97 1.210.377.715,71 98%
Provinsi 10 26.467.805,27 21.642.018,22 12.337.820,43 57%
Kabupaten/Kota 23 24.674.988,45 20.287.456,51 11.440.582,10 56%
BUMN 23 455.667.833,24 639.329.889,34 475.438.485,66 74%
BHMN 1 2.326.240,38 2.128.476,61 1.937.586,53 91%
Badan Lainnya 2 3.495.319,68 2.182.560,94 2.182.560,94 100%
BUMD 2 38.675.759,00 38.675.759,00 11.602.727,70 30%
BLUD 1 132.626,77 118.254,99 = =

Total 95 1.736.320.381,17 1.954.966.447,58 1.725.317.479,07 88%

Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Hasil PDTT dikelompokkan dalam 6 tema, yakni pengelolaan pendapatan dan
pelaksanaan belanja pemerintah pusat; pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan
belanja pemerintah daerah; pengelolaan aset tetap; pelaksanaan subsidi/kewajiban
pelayanan umum (KPU) atau Public Service Obligation (PSO) dan operasional BUMN;
operasional BPD; dan PDTT lainnya.
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Tabel 3.10 Temuan PDTT Semester | Tahun 2014

(nilai dalam juta rupiah)

No. Sub Kelompok Temuan L) Nilai
Kasus

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
1 SPI 538 -

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

2 Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan 300 491.751,33

3 Potensi Kerugian Negara/Daerah/ 120 7.446.765,13
Perusahaan

4 Kekurangan Penerimaan 130 10.173.307,39

Sub Total 1 550 18.111.823,85

5 Kelemahan Administrasi 289 -

6 Ketidakhematan 49 861.446,25

7 Ketidakefisienan 1 66.744,83

8 Ketidakefektifan 67 368.556,16

Sub Total 2 406 1.296.747,24

Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2) 956 19.408.571,09

Total SPI dan Ketidakpatuhan 1.494 19.408.571,09

Berdasarkan Tabel 3.10, hasil PDTT Semester | Tahun 2014 mengungkapkan adanya
1.494 kasus yang terdiri atas 538 kasus kelemahan SPI dan 956 kasus ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,40 triliun. Dari
total kasus temuan PDTT tersebut, sebanyak 550 kasus senilai Rp18,11 triliun
merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian,
potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

Rincian temuan berdampak finansial tersebut meliputi kerugian negara/daerah atau
kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak
300 kasus senilai Rp491,75 miliar (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/
daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 79 kasus senilai Rp91,34
miliar), potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah
sebanyak 120 kasus senilai Rp7,44 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak
130 kasus senilai Rp10,17 triliun.

Rekomendasi atas kasus-kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas
negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset. Selain temuan tersebut,
terdapat temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, kelemahan SPI,
dan kelemahan administrasi yang tidak memiliki dampak finansial tetapi memerlukan
perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Rincian temuan PDTT yang dilaporkan dalam IHPS | Tahun 2014 serta kasus-kasus
yang sering terjadi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN,
BHMN, BUMD, serta BLUD, antara lain sebagai berikut.
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1. Pemerintah Pusat

Hasil PDTT pada 33 objek pemeriksaan pemerintah pusat menemukan 177 kasus
kelemahan SPI dan 237 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan senilai Rp15,51 triliun. Dari total temuan PDTT pemerintah
pusat tersebut, sebanyak 117 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial,
yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan
senilai Rp15,39 triliun. Rincian temuan PDTT pada pemerintah pusat disajikan
dalam Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

Pemerintah Pusat

No. Sub Kelompok Temuan
Jumlah Kasus Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
1 SPI 177 -

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Negara 70 81.983,99

2 Potensi Kerugian Negara 11 6.397.459,20

3 Kekurangan Penerimaan 36 8.913.534,37
Sub Total | 117 15.392.977,56

4 Kelemahan Administrasi 80 -
5 Ketidakhematan 11 47.249,87
6 Ketidakefektifan 29 77.346,74
Sub Total Il 120 124.596,61

Total 237 15.517.574,17

Hasil PDTT pemerintah pusat menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara
lain.

Temuan kerugian negara berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau
barang sebanyak 15 kasus senilai Rp3,22 miliar, belanja tidak sesuai atau
melebihi ketentuan sebanyak 13 kasus senilai Rp4,72 miliar, dan kelebihan
pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak
12 kasus senilai Rp43,08 miliar.

Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pelaksanaan belanja.
Pada umumnya kasus tersebut disebabkan pejabat pembuat komitmen
(PPK) dan panitia pengadaan tidak memedomani ketentuan yang berlaku
dan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya, serta panitia serah terima
pertama pekerjaan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan.
Selain itu, kasus tersebut disebabkan konsultan pengawas belum optimal
dalam melakukan pengawasan pekerjaan dan rekanan tidak melaksanakan
ketentuan dalam kontrak.
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Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan
kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, antara lain agar
memberikan sanksi kepada rekanan, konsultan pengawas dan pejabat
yang bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan kerugian negara
dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan
aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada pimpinan
kementerian/lembaga agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian
dalam melaksanakan kegiatan.

e Temuan potensi kerugian negara berupa aset dikuasai pihak lain sebanyak
4 kasus senilai Rp585,82 miliar, potensi kerugian lain-lain sebanyak 4 kasus
senilai Rp1,53 miliar, dan aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak
1 kasus senilai Rp5,80 triliun.

Pada umumnya kasus tersebut disebabkan pengawas, kontraktor pelaksana,
panitia pengadaan, dan pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta tidak mematuhi ketentuan
yang berlaku. Selainitu, pejabat pelaksana dan PPKlemah dalam melaksanakan
pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK
merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa,
antara lain memberikan sanksi kepada pejabat dan pelaksana yang kurang
cermat dalam melaksanakan tugas, mempertanggungjawabkan potensi
kerugian yang terjadi dengan menyetorkan sejumlah uang ke kas negara/
memperhitungkan dalam termin pembayaran, serta meningkatkan
pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada
pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa agar berkoordinasi dengan
pihak terkait untuk melakukan penelusuran bukti dan keberadaan aset,
menertibkan aset serta melakukan upaya hukum atas aset yang dikuasai pihak
ketiga.

e Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara lainnya (selain
denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/
disetor ke kas negara sebanyak 22 kasus senilai Rp8,89 triliun, dan denda
keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/
disetor ke kas negara sebanyak 14 kasus senilai Rp16,92 miliar. Kasus-kasus
tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja.
Pada umumnya kasus tersebut disebabkan karena pelaksana kegiatan, panitia
pengadaan dan PPK kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, serta penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan
pengawasan dan pengendalian.
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Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK
merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa,
antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan dan denda
keterlambatan untuk segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan
sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan
pengawasan dan pengendalian.

2. Pemerintah Daerah

Hasil PDTT pada 10 objek pemeriksaan pemerintah provinsi menemukan 54 kasus
kelemahan SPI dan 177 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan senilai Rp259,54 miliar. Dari total temuan PDTT pemerintah
provinsi tersebut, sebanyak 115 kasus merupakan temuan yang berdampak
finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan
penerimaan senilai Rp202,14 miliar.

Sementara itu, hasil PDTT atas 23 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota
menemukan 65 kasus kelemahan SPI dan 203 kasus ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp206,32 miliar. Dari total
temuan PDTT kabupaten/kota tersebut, sebanyak 143 kasus merupakan temuan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai
Rp176,58 miliar. Rincian temuan PDTT pada pemerintah daerah disajikan dalam
Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12 Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

Provinsi Kabupaten/Kota

No. Sub Kelompok Temuan Jumlah . Jumlah .

Nilai Nilai

Kasus Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1 SPI 54 - 65 -
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan
1 Kerugian Daerah 79 33.332,80 79 35.366,43
2 Potensi Kerugian Daerah 17 164.545,64 33 122.236,05
3 Kekurangan Penerimaan 19 4.262,04 31 18.986,97
Sub Total | 115 202.140,48 143 176.589,45
4 Kelemahan Administrasi 42 - 39 -
5 Ketidakhematan 8 4,584,14 11 12.017,54
6 Ketidakefektifan 12 52.819,86 10 17.716,93
Sub Total Il 62 57.404,00 60 29.734,47
Total 177 259.544,48 203 206.323,92
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Hasil PDTT pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) menunjukkan kasus-
kasus yang sering terjadi antara lain.

Temuan kerugian daerah berupa kekurangan volume pekerjaan dan/
atau barang sebanyak 57 kasus senilai Rp23,54 miliar, belanja tidak sesuai
atau melebihi ketentuan sebanyak 30 kasus senilai Rp12,39 miliar, dan
kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang
sebanyak 23 kasus senilai Rp7,51 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi
pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja. Pada umumnya
disebabkan pejabat dan pelaksana yang bertanggung jawab lalai dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta tidak optimal dalam
melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan. Selain itu, kontraktor
pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak serta konsultan
pengawas belum optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan
kepada kepala daerah yang diperiksa, antara lain agar memberikan sanksi
kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan
mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara
menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme
pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selainitu, kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan
penanggung jawab kegiatan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Temuan potensi kerugian daerah berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan
kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau
seluruhnya sebanyak 28 kasus senilai Rp20,51 miliar, aset dikuasai pihak
lain sebanyak 17 kasus senilai Rp264,43 miliar, potensi kerugian lain-lain
sebanyak 3 kasus senilai Rp915,61 juta, dan aset tetap tidak diketahui
keberadaannya sebanyak 2 kasus senilai Rp914,56 juta. Kasus-kasus tersebut
sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja,
serta pengelolaan aset tetap. Pada umumnya disebabkan kontraktor tidak
melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana
belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan, serta lemahnya pengawasan
dan pengendalian pimpinan entitas.

Rekomendasi

Terhadap  kasus-kasus  potensi  kerugian daerah tersebut, BPK
merekomendasikan kepada kepala daerah yang diperiksa, antara lain agar
memberikan sanksi kepada pelaksana dan kontraktor yang lalai dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, memperhitungkan kekurangan volume pekerjaan pada realisasi
keuangan berikutnya, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Buku I IHPS



IHPS | Tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan

Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/
daerah sebanyak 28 kasus senilai Rp5,24 miliar, penerimaan negara/daerah
lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/
diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 20 kasus senilai Rp16,64
miliar, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak
2 kasus senilai Rp1,35 miliar.

Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan
pelaksanaan belanja, serta pengelolaaan aset tetap. Pada umumnya
disebabkan rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan
tidak segera menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Selain itu, pelaksana
kegiatan kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana
kegiatan dan pimpinan entitas.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah tersebut, BPK
merekomendasikan kepala daerah yang diperiksa antara lain agar segera
menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera
menyetorkannya ke kas daerah, mengenakan sanksi kepada pejabat
pelaksana yang kurang optimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya,
serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

3. BUMN

Hasil PDTT pada 23 objek pemeriksaan BUMN menemukan 180 kasus kelemahan
SPI dan 254 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan senilai Rp2,71 triliun. Dari total temuan PDTT BUMN tersebut, sebanyak
117 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan
kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,76 triliun.
Rincian temuan PDTT pada BUMN disajikan dalam Tabel 3.13 berikut.
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Tabel 3.13 Kelompok Temuan PDTT pada BUMN

(nilai dalam juta rupiah)
BUMN
No. Sub Kelompok Temuan Jumilah Kasus Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
1 SPI 180

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1  Kerugian Perusahaan 58 333.379,78
2 Potensi Kerugian Perusahaan 22 210.139,23
3 Kekurangan Penerimaan 37 1.219.231,63
Sub Total | 117 1.762.750,64

4 Kelemahan Administrasi 106
5 Ketidakhematan 17 797.230,79
6  Ketidakefisienan 1 66.744,83
7 Ketidakefektifan 13 88.823,85
Sub Total Il 137 952.799,47
Total 254 2.715.550,11

Hasil PDTT BUMN menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

Temuan kerugian perusahaan berupakelebihan pembayaran selain kekurangan
volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 27 kasus senilai Rp33,88
miliar, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 7 kasus senilai
Rp140,13 miliar, dan kerugian perusahaan lain-lain sebanyak 7 kasus senilai
Rp68,87 miliar. Pada umumnya disebabkan panitia/pelaksana pengadaan
tidak cermat dalam menyusun HPS dan melakukan evaluasi penawaran,
database penerima bantuan belum akurat, dan konsultan perencana/
pengawas/manajemen konstruksi lalai dalam menjalankan tugasnya. Sebab
lain, rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, pejabat pelaksana
belum memerhatikan ketentuan yang berlaku, serta indikasi oknum pegawai
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian perusahaan tersebut, BPK merekomendasikan
kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi
kepada para pelaksana yang tidak cermat dalam menjalankan tugasnya,
mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor
uang ke kas negara/perusahaan, serta meningkatkan pengawasan dan
pengendalian. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada entitas melakukan
rekonsiliasi database dengan pihak terkait, merevisi kontrak sesuai SOP, dan
mengupayakan penyelesaian secara hukum atas kredit yang bermasalah.

Temuan potensi kerugian perusahaan berupa ketidaksesuaian pekerjaan
dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian
atau seluruhnya sebanyak 8 kasus senilai Rp51,55 miliar, potensi kerugian
lain-lain sebanyak 6 kasus senilai Rp10,94 miliar, dan piutang/pinjaman
atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 4 kasus
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senilai Rp121,58 miliar. Pada umumnya, kasus tersebut disebabkan panitia
pengadaan tidak cermat dalam melaksanakan negosiasi dan analisis harga
satuan, pemimpin proyek belum melakukan adendum terkait adanya
perubahan metode kerja, rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai
kontrak, pejabat pelaksana kurang cermat dalam menjalankan tugas, dan
tidak aktif menagih pelunasan piutang.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan
kepada pimpinan entitas agar mengenakan sanksi kepada panitia/pelaksana
pengadaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, melakukan negosiasi harga dengan kontraktor pelaksana yang
menguntungkan kedua belah pihak, memperhitungkan potensi kerugian pada
termin pembayaran selanjutnya atau menuangkannya dalam adendum final,
dan mengupayakan penagihan piutang secara intensif.

e Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/
perusahaan milik negara sebanyak 19 kasus senilai Rp110,72 miliar,
penerimaan negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/
tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan
sebanyak 17 kasus senilai Rp1,10 triliun, dan pengenaan tarif pajak/
PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 1 kasus senilai Rp146,99 juta.
Penyebabnya antara lain, Direksi belum melakukan penagihan/tidak tegas
dalam menagih kekurangan pembayaran subsidi, tunggakan klaim yang belum
dibayar pemerintah daerah, pembayaran pekerjaan yang telah menjadi hak
perusahaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan/pembayaran
piutang.

Rekomendasi

Terhadap  kasus-kasus  kekurangan  penerimaan  tersebut, @ BPK
merekomendasikan kepada pimpinan entitas, antara lain agar secara proaktif
melakukan penagihan atas kekurangan pembayaran subsidi, tunggakan klaim
yang belum dibayarkan, pembayaran pekerjaan yang telah menjadi hak
perusahaan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan/pembayaran
piutang.

4. BHMN dan Badan Lainnya

Hasil PDTT pada 1 objek pemeriksaan BHMN menemukan 26 kasus kelemahan SPI
dan 25 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
senilai Rp209,26 miliar. Dari total temuan PDTT BHMN tersebut, sebanyak 17 kasus
merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan
kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp209,26 miliar.
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Hasil PDTT pada 2 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya menemukan
7 kasus kelemahan SPI dan 4 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan. Rincian temuan PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya
disajikan dalam Tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14 Kelompok Temuan PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

BHMN Badan Lainnya
No. Sub Kelompok Temuan
Jumlah Kasus Nilai Jumlah Kasus Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
1 SPI 26 - 7 -
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan
1 Kerugian Negara 11 7.421,46 - -
2 Potensi Kerugian Negara 4  201.285,30 - =
3 Kekurangan Penerimaan 2 559,65 - -
Sub Total | 17 209.266,41 - -
4  Kelemahan Administrasi 7 - 3 -
5  Ketidakefektifan 1 - 1 -
Sub Total I 8 - 4 -
Total 25 209.266,41 4 -

Hasil PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya menunjukkan kasus-kasus yang sering
terjadi antara lain.

Temuan kerugian negara berupa belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak
3 kasus senilai Rp813,77 juta, pemahalan harga sebanyak 2 kasus senilai
Rp5,62 miliar, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan
dan/atau barang sebanyak 2 kasus senilai Rp578,41 juta. Kasus-kasus tersebut
pada umumnya disebabkan PPK lalai dalam membuat HPS pengadaan barang
dan kurang cermat dalam membuat spesifikasi yang dibutuhkan, adanya itikad
yang tidak baik dari vendor yang telah memberikan penawaran ke entitas dan
rekanan dengan perbedaan harga yang tidak wajar.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa, antara lain
agar PPK, Panitia/Pokja Pengadaan dan penyedia barang mempertanggung-
jawabkan indikasi kerugian dan menyetorkan ke kas negara.

Temuan potensi kerugian negara berupa aset dikuasai pihak lain sebanyak
2 kasus senilai Rp192,29 miliar, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang
berpotensi tidak tertagih sebanyak 1 kasus senilai Rp2,99 miliar, dan lain-lain
potensi kerugian negara sebanyak 1 kasus senilai Rp6,00 miliar. Kasus-kasus
tersebut disebabkan pimpinan entitas belum optimal dalam mengupayakan
sertifikasi tanah dan pengelolaan pengamanan aset, kurang optimal dalam
melakukan monitoring dan pengawasan, serta pejabat pelaksana kurang
cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
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Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan
kepada pimpinan entitas agar melakukan upaya sertifikasi aset tanah,
mengamankan dan menertibkan pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga.

e Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak
2 kasus senilai Rp559,65 juta. Kasus tersebut pada umumnya disebabkan PPK
lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tidak memedomani
ketentuan yang berlaku, serta lalai memungut denda keterlambatan kepada
rekanan.

Rekomendasi

Terhadap  kasus-kasus  kekurangan  penerimaan  tersebut,  BPK
merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar memberikan sanksi kepada
pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta
menagih denda keterlambatan pekerjaan dan segera menyetorkannya ke kas
negara.

5. BUMD dan BLUD

Hasil PDTT pada 2 objek pemeriksaan BUMD menemukan 21 kasus kelemahan SPI
dan 43 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
senilai Rp499,56 miliar. Dari total temuan PDTT BUMD tersebut, sebanyak 36
kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi
kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp367,71 miliar.

Hasil PDTT pada 1 objek pemeriksaan BLUD menemukan 8 kasus kelemahan SPI
dan 13 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
senilai Rp746,06 juta. Dari total temuan PDTT BLUD tersebut, sebanyak 5 kasus
merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan
kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp382,15 juta.
Rincian temuan PDTT pada BUMD dan BLUD disajikan dalam Tabel 3.15 berikut.
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Tabel 3.15 Kelompok Temuan PDTT pada BUMD dan BLUD

(nilai dalam juta rupiah)

BUMD BLUD
No. Sub Kelompok Temuan
Jumlah Kasus Nilai Jumlah Kasus Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
1 SPI 21 - 8 -

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Daerah/Perusahaan - - 3 266,87
) Potensi Kerugian Daerah/ 32 351.052,38 1 47,33
Perusahaan

3 Kekurangan Penerimaan 4 16.664,78 1 67,95
Sub Total | 36 367.717,16 5 382,15

4 Kelemahan Administrasi 6 - 6 -
5 Ketidakhematan - - 2 363,91
6 Ketidakefektifan 1 131.848,78 - -
Sub Total I 7 131.848,78 8 363,91

Total 43 499.565,94 13 746,06

Hasil PDTT BUMD dan BLUD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara
lain.

Temuan kerugian daerah/perusahaan berupa pemahalan harga (mark up)
sebanyak 1 kasus senilai Rp199,05 juta, belanja atau pengadaan fiktif lainnya
sebanyak 1 kasus senilai Rp50,00 juta, dan kelebihan pembayaran selain
kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 1 kasus senilai
Rp17,82 juta. Kasus tersebut pada umumnya disebabkan PPK tidak cermat
dalam menetapkan HPS.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian daerah/perusahaan tersebut, BPK
merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar menarik kelebihan
pembayaran atas kasus kerugian daerah/perusahaan tersebut.

Temuan potensi kerugian daerah/perusahaan berupa piutang/pinjaman
atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 32 kasus senilai
Rp351,05 miliar, dan 1 kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai
Rp47,33 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pejabat
pelaksana tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku
serta lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya,
serta pejabat yang bertanggung jawab tidak melakukan pengawasan dan
pengendalian secara optimal.
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Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan
kepada pimpinan entitas memberi sanksi kepada pejabat pelaksana yang
tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku, mengambil
langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku untuk meminimalisir kerugian, serta meningkatkan pengawasan
dan pengendalian terhadap pengelolaan aset.

e Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan daerah lainnya (selain
denda keterlambatan) belum/tidak tepat ditetapkan atau dipungut/diterima/
disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak
3 kasus senilai Rp16,64 miliar, dan denda keterlambatan pekerjaan belum/
tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas negara/daerah atau
perusahaan milik negara/daerah sebanyak 2 kasus senilai Rp90,49 juta. Kasus-
kasus tersebut pada umumnya disebabkan pejabat pelaksana tidak cermat dan
tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta lalai dalam melaksanakan
tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi

Terhadap  kasus-kasus  kekurangan  penerimaan  tersebut,  BPK
merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar memberi sanksi kepada
pejabat pelaksana yang tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang
berlaku, mengenakan denda dan menarik kekurangan penerimaan serta
menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Milik
Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai
Rp18,11 triliun, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan
penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai
Rp5,80 triliun. Rinciannya adalah temuan kerugian senilai Rp58,92 miliar, potensi
kerugian senilai Rp4,87 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp5,74 triliun.
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BAB 4

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Dalam periode Tahun 2010 s.d. Tahun 2014 (Semester 1), BPK menyampaikan
rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebanyak 201.976
rekomendasi senilai Rp66,17 triliun. Entitas yang diperiksa tersebut meliputi
pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BHMN, KKKS, Lembaga, Saham
Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita. Hasil pemantauan tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan dari Tahun 2010 s.d. Tahun 2014 (Semester |) disajikan
dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Data Pemantauan TLRHP Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester 1)

(nilai dalam juta rupiah)

Rekomendasi
Status Pemantauan Tindak Lanjut yang telah
ditindaklanjuti
dengan
Rekomendasi penyetoran/
Entitas Sesuai dengan B;IuImS:;suaid.arp/:tiu Belum Ditindaklanjuti Tidak Dapat as';:':(‘éer:::::a/
Rekomendasi alam Proses Tinda elum Dit o S rab L ke negs
Lanjut
perusahaan
negara/daerah
Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Nilai
Pemerintah
Pueet 25.759 34.599.312,83 14.240  15.319.211,19 5.639 17.352.392,16  5.807 1.544.844,90 73  382.864,58 8.095.403,47
E‘;r:;ﬂ"‘ah 169.296 18.450.105,70  85.441  3.742.223,56 48331  7.675.28529 35445  7.002.930,38 79  29.666,47 3.618.576,38
BUMN
gs‘;\r/TI]I\?SAurl:ak 6.285 7.070.749,36 2.746 1.516.230,71 1.253 2.576.14890 2.225 2.972.032,15 61 6.337,60 981.937,67
Perusahaan)
BHMN, KKKS,
Lembaga,
Saham
Pemerintah 636  6.050.548,54 202 187343458 104 104261672 240  3.134497,24 - - 1.640,86
Penyertaan
BUMN dan

Otorita

TOTAL 201.976 66.170.716,43 102.719 22.451.100,04 55.327 28.646.443,07 43.717 14.654.304,67 213 418.868,65 12.697.558,38

Berdasarkan Tabel 4.1 data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan
rekomendasi sebanyak 102.719 (50,86%). Sebanyak 55.327 rekomendasi (27,39%)
belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut. Sebanyak 43.717
rekomendasi (21,64%) belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 213 rekomendasi (0,11%)
tidak dapat ditindaklanjuti.

Dari 102.719 rekomendasi senilai Rp22,45 triliun yang ditindaklanjuti sesuai
rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan
aset ke negara/daerah/perusahaan secara kumulatif sejak Tahun 2010 s.d. 2014
(Semester 1) senilai Rp12,69 triliun.
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Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi
lebih besar (50,86%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan entitas yang
diperiksa telah memerhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Namun demikian, entitas harus terus didorong
untuk memaksimalkan tindak lanjut karena tindak lanjut yang belum sesuai
rekomendasi/dalam proses dan belum ditindaklanjuti masih cukup tinggi vyaitu
49,04%.

Selama Semester | Tahun 2014, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi yang
disampaikan BPK selama periode Tahun 2010 s.d. Semester | Tahun 2014 sebanyak
15.452 rekomendasi senilai Rp6,56 triliun. Tindak lanjut tersebut di antaranya berupa
penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan
aset senilai Rp1,94 triliun. Perkembangan data pemantauan TLRHP selama Semester |
Tahun 2014 atas data TLRHP sejak Tahun 2010 disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester | Tahun 2014 atas
Data TLRHP Sejak Tahun 2010

(nilai dalam juta rupiah)

Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi
yang telah
ditindaklanjuti
dengan
" . penyetoran/
Periode Rekomendasi Sesuai dengan Eelimbesta an L. Lo Tidak Dapat penyerahan
P — Rekomendasi atau Dalam Proses Belum Ditindaklanjuti Ditindaklaniuti
Tindak Lanjut j aset ke negara/
daerah/
perusahaan
negara/daerah
Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Nilai

Semester |

Tahun 2014 201.976 66.170.716,43 102.719 22.451.100,04 55.327 28.646.443,07 43.717 14.654.304,67 213 418.868,65 12.697.558,38

Semester Il

Tahun 2013 173.485 56.478.948,01 87.267 15.888.290,85 46.900 28.965.586,31 39.144 11.431.604,64 174 193.466,21 10.757.214,45

Perkembangan 28.491  9.691.768,42 15.452  6.562.809,19 8.427  (319.143,24) 4.573 3.222.700,03 39 225.402,44 1.940.343,93

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah Semester | Tahun 2014
memuat data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester | Tahun 2014
dengan status penyelesaian kerugian negara/daerah “telah ditetapkan” dan ”dalam
proses penetapan”.

Pada Semester | Tahun 2014, BPK memantau penyelesaian kerugian negara/daerah
pada 688 entitas atau dengan cakupan sebesar 28,22% dari 2.438 total entitas yang
seharusnya dipantau. Entitas yang dipantau terdiri dari instansi pusat sebanyak
91 entitas, pemerintah daerah sebanyak 527 entitas, BUMN sebanyak 11 entitas dan
BUMD sebanyak 59 entitas.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah menunjukkan bahwa kasus
kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester | Tahun 2014 terpantau
sebanyak 24.018 kasus senilai Rp2,68 triliun. Penyelesaian kasus kerugian negara/
daerah terdiri dari sebanyak 14.103 kasus senilai Rp585,08 miliar telah diangsur
dan sebanyak 112 kasus senilai Rp7,33 miliar telah diselesaikan melalui proses
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penghapusan. Sisa kasus kerugian negara/daerah sampai dengan Semester | Tahun
2014 sebanyak 18.484 kasus senilai Rp2,08 triliun. Rincian data kerugian negara/
daerah periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester | Tahun 2014 disajikan dalam Tabel
4.3.

Tabel 4.3 Data Kerugian Negara/Daerah Periode
Tahun 2003 s.d. Semester | Tahun 2014

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Penyelesaian

Subyek Kerugian Sisa
Angsuran Lunas Penghapusan
Mata
Penanggung Uang
Jawab dm Nilai b i ™ N ™ N Nilai
Kerugian Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus
Negara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11" 12=4-(6+8+10)
TGR
IDR 2.655 621,48 1.184 130,63 - - 1 0,03 2.521 490,82
Bendahara
usD . 478,37 . 3,58 . . . . . 474,79
KES - 2.000,00 - - - - - - - 2.000,00
UL IDR 17.687 908,82 10.419 277,83 - - 12 0,12 12.785 630,87
Bendahara
usD - 6.445,96 - 14,39 - - - - - 6.431,57
GBP - 499,15 - - - - - - - 499,15
AUD - 2.815,24 - - - - - - - 2.815,24
CAD - 301,48 - - - - - - - 301,48
JPY - 826.806,64 - - - - - - - 826.806,64
EUR - 7.939,91 - - - - - - - 7.939,91
MYR - 58,53 - - - - - - - 58,53
ZWD - 164,53 - - - - - - - 164,53
Pihak Ketiga  IDR 3.579 737,78  2.416 172,08 - - 86 1,19  3.094 564,51
Pengelola IDR 97 56,51 84 4,33 - - 13 599 84 46,19
Keuangan
Total IDR 24.018 2.324,59 14.103 584,87 - - 112 7,33 18.484 1.732,39
usD - 6.924,33 - 17,97 - - - - - 6.906,36
KES - 2.000,00 - - - - - - - 2.000,00
GBP - 499,15 - - - - - - - 499,15
AUD - 2.815,24 - - - - - - - 2.815,24
CAD - 301,48 - - - - - - - 301,48
JPY -  826.806,64 - - - - - - - 826.806,64
EUR - 7.939,91 - - - - - - - 7.939,91
MYR - 58,53 - - - - - - - 58,53
ZWD - 164,53 - - - - - - - 164,53
Total Valas IDR . 355,57 5 0,21 - . . . . 355,36
Ekuivalen*)
Total
. IDR 24.018 2.680,16 14.103 585,08 - - 112 7,33 18.484 2.087,75
Kerugian

*)  Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah
berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2014.

**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;

angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;

kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;

2 poo

kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.
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Pemantauan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung
Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang
(Aparat Penegak Hukum)

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan
kepada instansi yang berwenang sejak akhir Tahun 2003 s.d. Semester | Tahun
2014 sebanyak 441 temuan senilai Rp43,42 triliun. Dari 441 temuan tersebut, BPK
telah menyampaikan kepada Kepolisian Negara Rl sebanyak 61 temuan, Kejaksaan
Rl sebanyak 205 temuan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 175
temuan.

Secara keseluruhan instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 377 temuan
atau 85,49% yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak 40 temuan,
penyelidikansebanyak 92 temuan, penyidikansebanyak 66 temuan, proses penuntutan
dan persidangan sebanyak 23 temuan, telah diputus peradilan sebanyak 131 temuan,
dan penghentian penyidikan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3)
sebanyak 15 temuan dan lain-lain sebanyak 10 temuan. Adapun sebanyak 64 temuan
atau 14,51% belum ditindaklanjuti atau belum diketahui informasi tindak lanjutnya
dari instansi yang berwenang.

Pada Semester | Tahun 2014, BPK menyampaikan temuan yang mengandung unsur
pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang sebanyak 9 temuan senilai
Rp944,81 miliar. Rincian disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4 LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Aparat Penegak Hukum
pada Semester | Tahun 2014

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Kasus Sudah Ditindaklanjuti
. LHP yang Disampaikan oleh BPK Tuntutan/  Vonis/ 5 I?e?lum
Instansi Yang — | limpah || Penyelidik penvidik B Banding/  SP3 Lain-  Ditindak
e Il il Nilai Nilai impal enyelidikan Penyidikan roses anding, lain lanjuti
Surat Temuan (Rp) (UsD) Peradilan  Kasasi

Kepolisian

Negara RI

Kejaksaan RI 3 4 5,28 893.30 - - - - - - - 4

KPK 5 5 928,90 - - - 1 2 - - 2
Sub Total 934,18 893.30 - - 1 2 - - 2 4
Total Valas 9 10,63  0,00% 0,00% 11,11%  22,22%  0,00% 0,00% 22,22%  44,44%
Ekuivalen*)
Total 944,81 55,56% 44,44%

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah

berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2014.

Jakarta, 30 September 2014

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan

Pengertian Pemeriksaan Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah
pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang
memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara
wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
dan Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Tujuan Pemeriksaan Keuangan

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini
atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan
pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian
dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (adequate
disclosures), (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
(d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor
1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan
keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh
langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Selanjutnya mengenai
pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas
pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas
pelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga bagian, yaitu: laporan hasil
pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini, laporan hasil pemeriksaan
atas SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP
yang memuat sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih
permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan: kerugian negara/daerah/
perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan,
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kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah kasus. Namun, istilah kasus
tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini Pemeriksaan Keuangan

Merujuk pada Buletin Teknis (Bultek) SPKN Nomor 01 tentang Pelaporan Hasil
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, paragraf 13 tentang Jenis Opini,
terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, sebagai berikut.

e  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan
keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional
Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan
opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) karena
keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu
paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.

e  Wajar Dengan Pengecualian (WDP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan
keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan
SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

e Tidak Wajar (TW) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.

e Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat
(TMP) menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan
keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas,
sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat/opini atas laporan
keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen, objektif, dan
integritas tinggi.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian
intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu: lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi,
serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas,
keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif
dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah
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SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPI
dikelompokkan dalam tiga kategori, sebagai berikut.

e Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan
sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan
keuangan.

e  Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja,
yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran
penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan
program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.

e Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan
ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur
pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan. Salah satu hasil pemeriksaan atas laporan
keuangan berupa laporan kepatuhan yang mengungkapkan ketidakpatuhan entitas
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan:
kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/ perusahaan,
kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan,
dan ketidakefektifan sebagai berikut.

e Kerugian negara/daerah adalah kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan
negara/daerah sesuai pengertian dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22,
“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.”

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan
kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e Potensi kerugian negara/daerah adalah kerugian nyata berupa berkurangnya
kekayaan negara sesuai pengertian dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir
22, tetapi masih berupa resiko, terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang dapat
mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.

e  Kekurangan penerimaan adalah penerimaan yang sudah menjadi hak negara/
daerah, tetapi belum/tidak masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur
ketidakpatuhan.

e Kelemahan administrasi adalah penyimpangan terhadap ketentuan yang
berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun
operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan
kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah atau kekurangan
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penerimaan, dan uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan serta tidak
mengandung unsur indikasi tindak pidana.

e Ketidakhematan/pemborosan mengungkapkan adanya penggunaan input
dengan harga atau kualitas/kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/
kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan
dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.

e Ketidakefisienan berorientasi pada proses, yaitu rasio antara input dan output
yang lebih tinggi dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.

e Ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome), mengungkapkan
kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta
fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Selain itu, BPK juga menilai kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan
keuangan dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku sebagai
dasar pemberian opini atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan kepada Presiden
untuk menyampaikan Rancangan Undang Undang tentang pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-
lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud
adalah LKPP yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan
arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CalLK), yang dilampiri dengan
laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota, menyampaikan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud adalah Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD,
neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan
laporan keuangan perusahaan daerah.

PenjelasanPasal30ayat (1) danPasal31ayat(1) menyatakan bahwa BPKmenyelesaikan
pemeriksaan laporan keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima
laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan bahwa
Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling
lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 56 undang-undang tersebut
menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya
kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
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Pada Semester | Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPP, 86 LKKL
Tahun 2013, 456 LKPD Tahun 2013 tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan 1 LKPD
Tahun 2012. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK)
Tahun 2013 Bank Indonesia (Bl), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa
Keuangan (0JK), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (SKK Migas), 9 LK Pinjaman Luar Negeri, dan LK Perum Produksi Film Negara
(PPFN) Tahun 2011 dan Tahun 2012.
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BAB 2

Resume Pemeriksaan Keuangan Semester | Tahun 2014

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003, BPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan
keuangan atas LKPP, LKKL, LKPD tingkat provinsi/kabupaten/kota, serta LK badan
lainnya termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada Semester | Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan keuangan Tahun 2013 atas
LKPP, 86 LKKL, 456 LKPD, dan 13 LK badan lainnya. Selain itu, BPK juga melakukan
pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran (TA) 2012 serta LK
Perum Produksi Film Negara TA 2011 dan 2012.

Laporan keuangan yang diperiksa BPK tersebut, meliputi: neraca, laporan laba rugi,
laporan realisasi anggaran (LRA)/laporan surplus (defisit) atau aktivitas, laporan
perubahan ekuitas dan rasio modal, serta LAK. Rincian neraca, adalah: aset senilai
Rp5.388,79 triliun, kewajiban senilai Rp2.680,18 triliun, dan ekuitas senilai Rp2.708,61
triliun. Rincian LRA, meliputi: pendapatan senilai Rp3.217,53 triliun, belanja senilai
Rp2.296,17 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp346,97 triliun.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga kategori, yaitu: opini, laporan hasil
pemeriksaan SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan
dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih
permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang mengakibatkan: kerugian negara/daerah, potensi
kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi,
ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan
merupakan bagian dari temuan dan di dalam lkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
(IHPS) ini disebut dengan istilah kasus. Namun, istilah kasus tidak selalu berimplikasi
hukum atau berdampak finansial.

Opini

BPK memberikan opini WDP atas LKPP Tahun 2013. Sedangkan terhadap 86 LKKL,
BPK memberikan opini WTP atas 64 LKKL, opini WDP atas 19 LKKL, dan opini TMP
atas 3 LKKL. Terhadap 456 LKPD Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 153
LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD.
Terhadap LK Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012 BPK memberikan opini TMP.

Terhadap Badan Lainnya Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP untuk LK BI, OJK,
SKK Migas, dan 6 LK Pinjaman Luar Negeri. BPK memberikan opini WDP untuk 3 LK
Pinjaman Luar Negeri dan LK Perum PFN Tahun 2011 dan 2012, serta TMP untuk LK
LPS Tahun 2013. Rincian opini pemeriksaan keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan
Grafik 2.1.
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Tabel 2.1 Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester | Tahun 2014

Opini
Jenis LK Jumlah
WTP % WDP % TW % TMP %
LKPP 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
LKKL 64 74% 19 22% 0 0% 3 4% 86
LKPD 153 34% 276 60% 9 2% 19%) 4% 457
LK Badan Lainnya 9 60% 5 =) 33% 0 0% 1 7% 15

*) termasuk LK Kabupaten Kepulauan Aru TA 2012 yang diperiksa pada Tahun 2014
**) termasuk LK Perum PFN Tahun 2011 dan 2012 yang diperiksa pada Tahun 2014

Grafik 2.1 Persentase Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester | Tahun 2014
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Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah

Dalam rangka persiapan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di tingkat
pemerintah pusat untuk pelaporan keuangan Tahun 2013, informasi akrual telah
disajikan dalam suplemen LKPP. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual yang
disajikan, antara lain: informasi Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP), Penerimaan Hibah, Belanja Pemerintah Pusat, dan Transfer ke Daerah.
Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA
2012, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) yang mengamanatkan agar LRA
pada LKPP Tahun 2013 dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis
akrual.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD mengungkapkan kasus ketidaksiapan pemerintah
daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual yang terjadi pada 184
pemerintah daerah. Kasus-kasus tersebut di antaranya: pemerintah daerah belum
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mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dan struktur organisasi yang memadai,
belum melakukan sosialisasi dan pelatihan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP
Berbasis Akrual, dan belum menyusun kebijakan dan sistem akuntansi Pemerintah
Daerah yang berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Mayoritas
kasus-kasus tersebut, terjadi karena: keterbatasan kemampuan SDM yang dimiliki oleh
pemerintah daerah, belum diterbitkannya peraturan daerah mengenai penerapan
akuntansi berbasis akrual, dan sistem/aplikasi yang belum mendukung.

Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat
Kepada Pemerintah Daerah

Pada Semester | Tahun 2014, hasil pemeriksaan BPK atas 456 LKPD mengungkap
permasalahan terkait pengalihan kewenangan pemungutan dan pelimpahan piutang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi pada 106
pemerintah daerah. Permasalahan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2
tersebut, antara lain :

e  keterbatasan SDM baik dalam hal jumlah maupun kompetensi untuk melakukan
pungutan PBB-P2;

e pemerintah daerah belum melakukan verifikasi/validasi data piutang PBB-P2
hasil penyerahan dari pemerintah pusat;

e pemerintah daerah belum mencatat piutang PBB-P2 yang telah dilimpahkan
oleh pemerintah pusat di neraca;

e peraturan dan standard operating procedures (SOP) terkait PBB-P2 belum
tersedia;

e perbedaan saldo piutang yang tercatat dalam Berita Acara Penyerahan PBB-P2;
dan

e aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan penyerahan
piutang PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilaksanakan
setelah 31 Desember 2013.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan keuangan Semester | Tahun 2014 menunjukkan adanya 5.948
kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan, yaitu: kelemahan sistem
pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern
disajikan dalam Lampiran 1. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam
Tabel 2.2 dan Grafik 2.2.
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Tabel 2.2 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan

No. Kelompok Temuan J::‘sl:sh
1  Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 2.136
2 Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2.498
3  Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 1.314

Jumlah 5.948

Grafik 2.2 Persentase Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan
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Berdasarkan Tabel 2.2 dan Grafik 2.2 kelemahan SPI yang dominan dalam pemeriksaan
keuangan adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja sebanyak 2.498 kasus atau 42% dari jumlah kelemahan SPI. Rekomendasi
BPK atas kasus tersebut adalah sanksi administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, vyang
mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan
penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan
ketidakefektifan. Hasil pemeriksaan keuangan Semester | Tahun 2014 mengungkapkan
7.173 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
senilai Rp10.928.527,26 juta, diantaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah
sebanyak 418 kasus senilai Rp400.659,93 juta. Jumlah dan nilai masing-masing
kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3 dan Grafik 2.3.
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Tabel 2.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas Pemeriksaan Keuangan
(nilai dalam juta rupiah)

No Kelompok Temuan Jumlah Kasus Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:

Kerugian Negara/Daerah 2.790 1.464.508,48
Potensi Kerugian Negara /Daerah 431 4.668.797,17
3  Kekurangan Penerimaan 1.120 1.452.944,63
Sub Total 1 4.341 7.586.250,28
Administrasi 2.512 -
5 Ketidakhematan 155 69.250,71
Ketidakefektifan 165 3.273.026,27
Sub Total 2 2.832 3.342.276,98
Jumlah 7.173 10.928.527,26

Grafik 2.3 Persentase Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan atas Pemeriksaan Keuangan
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Berdasarkan Tabel 2.3 dan Grafik 2.3 hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam
IHPS | Tahun 2014 menemukan sebanyak 7.173 kasus senilai Rp10.928.527,26 juta.
Sub Total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan, yang mengakibatkan: kerugian,
potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.341 kasus (61% dari jumlah
kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) senilai
Rp7.586.250,28 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran
sejumlah uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset. Sub Total 2 menunjukkan
kasus ketidakpatuhan, yang mengakibatkan: kelemahan administrasi, ketidakhematan
dan ketidakefektifan sebanyak 2.832 kasus (39% dari jumlah kasus ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) senilai Rp3.342.276,98 juta.
Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau
perbaikan SPI.
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Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan kasus kerugian negara/daerah/perusahaan
sebanyak 2.790 kasus (39% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan) senilai Rp1.464.508,48 juta disajikan dalam
Lampiran 2. Persentase kasus kerugian yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.4.

Grafik 2.4 Persentase Kasus Kerugian
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Grafik 2.4 menyajikan kasus-kasus kerugian yang terjadi, yaitu :

e kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 634 kasus
senilai Rp308.042,70 juta yang terjadi di 413 entitas. Kasus tersebut terjadi pada
pelaksanaan belanja modal, seperti: pembangunan gedung, peningkatan jalan,
dan pemeliharaan atau perbaikan jalan;

e kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 429 kasus senilai
Rp239.506,34 juta yang terjadi di 261 entitas. Kasus tersebut terjadi pada
belanja seperti duplikasi pembayaran atas pelaksanaan kegiatan, pembayaran
belanja pegawai, pembayaran beasiswa, dan pertanggungjawaban belanja Uang
Persediaan tidak benar;

e kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau
barang sebanyak 381 kasus senilai Rp219.392,61 juta yang terjadi di 288 entitas.
Kasus tersebut terutama berupa kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan
barang dan/jasa dan pembayaran kontrak pekerjaan tidak sesuai dengan prestasi
pekerjaan;

e  kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan
sebanyak 339 kasus senilai Rp92.833,57 juta yang terjadi di 293 entitas; dan

e kasus kerugian lainnya sebanyak 1.007 kasus senilai Rp604.733,26 juta. Kasus-
kasus tersebut, antara lain: kasus belanja fiktif, pembayaran honorarium ganda
dan atau melebihi standar yang ditetapkan, dan penggunaan uang/barang untuk
kepentingan pribadi.
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Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Hasil

pemeriksaan mengungkapkan kasus potensi kerugian negara/daerah/

perusahaan sebanyak 431 kasus (6% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan) senilai Rp4.668.797,17 juta disajikan
dalam Lampiran 2. Persentase kasus potensi kerugian yang terjadi disajikan dalam
Grafik 2.5.

Grafik 2.5 Persentase Kasus Potensi Kerugian

Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan
11%

M Kelebihan pembayaran dalam pengadaan
barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan
belum dilakukan sebagian atau seluruhnya

M Aset dikuasai pihak lain

Aset tidak diketahui keberadaannya

M Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang

berpotensi tidak tertagih

M Potensi Kerugian Lainnya

Grafik 2.5 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang terjadi, yaitu :

kasus kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran
pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 141 kasus
senilai Rp150.917,96 juta yang terjadi di 116 entitas. Kasus tersebut terjadi pada
pelaksanaan belanja modal terutama pembangunan gedung yang sudah selesai
dikerjakan tetapi pembayaran belum lunas (kurang dari 95%);

kasus aset, berupa: tanah, kendaraan, dan aset lainnya dikuasai pihak lain
sebanyak 97 kasus senilai Rp1.188.891,65 juta yang terjadi pada 96 entitas;

kasus aset, berupa: mesin, peralatan, dan aset lainnya tidak diketahui
keberadaannya sebanyak 80 kasus senilai Rp506.171,00 juta yang terjadi di 74
entitas;

kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih
sebanyak 65 kasus senilai Rp2.469.518,00 juta yang terjadi di 61 entitas; dan

kasus potensi kerugian lainnya sebanyak 48 kasus senilai Rp353.298,56 juta, di
antaranya kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang
hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, kasus pembelian
aset yang berstatus sengketa, serta kasus pemberian jaminan pelaksanaan
dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas
tidak sesuai ketentuan.
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Kekurangan Penerimaan

Kasus kekurangan penerimaan sebanyak 1.120 kasus (16% dari jumlah kasus
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) senilai
Rp1.452.944,63 juta disajikan dalam Lampiran 2. Persentase kasus kekurangan
penerimaan disajikan dalam Grafik 2.6.

Grafik 2.6 Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
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Grafik 2.6 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu :

e kasus denda keterlambatan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/
disetor ke kas negara/daerah sebanyak 413 kasus senilai Rp159.904,75 juta
yang terjadi di 309 entitas. Kasus yang terjadi antara lain pelaksanaan pekerjaan
terlambat dan belum dikenakan sanksi keterlambatan pekerjaan;

e kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan)
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah
sebanyak 617 kasus senilai Rp1.269.507,47 juta yang terjadi di 341 entitas.
Kasus yang terjadi antara lain pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang
wan prestasi serta penerimaan pajak dan retribusi daerah belum disetor ke kas
negara;

e kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 34
kasus senilai Rp11.588,77 juta yang terjadi di 29 entitas;

e kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah sebanyak 26 kasus
senilai Rp3.839,19 juta yang terjadi di 23 entitas. Kasus yang terjadi adalah
penggunaan langsung atas retribusi dan dana jaminan kesehatan masyarakat
(jamkesmas); dan

e kasus kekurangan penerimaan lainnya sebanyak 30 kasus senilai Rp8.104,45
juta, di antaranya kasus penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang
tidak berhak.
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Pengembalian ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari kasus kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan
penerimaan sebanyak 4.341 kasus senilai Rp7.586.250,28 juta. Selama proses
pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti kasus-kasus tersebut dengan tindakan
penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp540.566,51 juta.
Rinciannya adalah temuan kerugian senilai Rp373.126,24 juta, potensi kerugian
senilai Rp16.919,21 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp150.521,06 juta.

Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Entitas

Hasil pemeriksaan LK selama Semester | Tahun 2014 pada pemerintah pusat,
pemerintah daerah, badan lainnya, serta BUMN dan lainnya berupa temuan SPI
sebanyak 5.948 kasus dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan sebanyak 7.173 kasus senilai Rp10.928.527,26 juta, dengan
perincian per entitas pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jumlah Kasus Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Berdasarkan Entitas

(nilai dalam juta rupiah)

. F—— SPI Ketidakpatuhan
Jumlah Kasus  Jumlah Kasus Nilai

(2) (2) (3) (4) (5)
| Pusat 767 1.110 6.697.283,19
LKPP dan LKKL 718 1.091 6.685.806,46
Badan Lainnya 49 19 11.476,73
1} Daerah 5.133 6.018 4.206.685,47
Provinsi 432 589 2.028.608,27
Kabupaten 3.779 4.332 1.638.455,61
Kota 922 1.097 539.621,59
1] BUMN & lainnya 48 45 24.558,60
Jumlah 5.948 7.173 10.928.527,26

Gambaran opini dan kasus-kasus yang terjadi di masing-masing entitas adalah sebagai
berikut.

1. Pemerintah Pusat
a. LKPP dan LKKL

Pada LHP atas LKPP Tahun 2013, BPK memberikan opini WDP karena permasalahan
piutang bukan pajak dan adanya selisih lebih pengakuan belanja oleh BUN dengan
KL (Suspen Belanja Negara) senilai Rp140,40 miliar. Sedangkan atas 86 LKKL, BPK
memberikan opini WTP kepada 64 LKKL.

Kasus-kasus kelemahan SPI yang terjadi terutama kasus pencatatan tidak/belum
dilakukan, di antaranya: penyajian aset tetap belum sesuai dengan ketentuan, aset
tetap tidak dapat ditelusuri, tidak diselenggarakannya pencatatan atas persediaan,
dan kesalahan penganggaran belanja barang pada unit pelayanan teknis. Selain
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itu, kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, di antaranya tidak
melakukan pemutakhiran data informasi pencatatan pada buku kas dan tidak
mencantumkan nomor register bukti pengeluaran kas.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di
antaranya kasus kerugian negara akibat kelebihan pembayaran selain kekurangan
volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 100 kasus senilai Rp141.600,66 juta.

b. Badan Lainnya

Terhadap 4 LK Badan Lainnya Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP kepada BI,
OJK, dan SKK Migas serta opini TMP kepada LPS .

Kasus kelemahan SPl yang terjadi di antaranya kelemahan pada sistem
pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 18 kasus.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
tersebut di antaranya mengakibatkan kerugian negara sebanyak 7 kasus senilai
Rp5.564,18 juta.

2. Pemerintah Daerah

Terhadap 456 LKPD Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini
WNDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD. Sedangkan
atas 1 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini TMP.

Kelemahan SPI yang banyak terjadi adalah kelemahan sistem pengendalian
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yaitu sebanyak 2.182 kasus. Kasus-
kasus tersebut, antara lain: perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan
terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan
intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, penetapan/
pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilaksanakan berakibat hilangnya
potensi penerimaan/pendapatan, mekanisme pemungutan, penyetoran dan
pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan,
penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat
peningkatan biaya/belanja, dan pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/D.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di
antaranya mengakibatkan kerugian daerah dan kelemahan administrasi. Beberapa
kasus yang terjadi antara lain.

e Kerugian daerah, seperti kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang,
belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan kelebihan pembayaran
selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 2.347 kasus
senilai Rp985.711,17 juta.

e Kelemahan administrasi, seperti pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti
tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah (BMD),
dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.
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3. Badan Usaha Milik Negara dan Pinjaman Luar Negeri

Pada Semester | Tahun 2014, BPK telah memeriksa LK Perum PFN Tahun 2011 dan
2012 serta 9 LK Pinjaman Luar Negeri. Opini WTP diberikan kepada 6 LK Pinjaman
Luar Negeri, dan opini WDP untuk LK Perum PFN Tahun 2011 dan 2012 serta 3 LK
Pinjaman Luar Negeri.

Kasus kelemahan SPI yang terjadi di antaranya kasus kelemahan struktur
pengendalian intern sebanyak 27 kasus, di antaranya entitas tidak memiliki SOP
yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur dan SOP yang ada
pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

tersebut di antaranya ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara
sebanyak 13 kasus senilai Rp3.019,71 juta.
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BAB 3

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

3.1 Pada Semester | Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun
2013 dan 86 LKKL Tahun 2013. Pemeriksaan keuangan ini merupakan
pemeriksaan yang kesepuluh atas LKPP yang disusun pemerintah sejak LKPP
Tahun 2004.

3.2 Untuk LK Sekretariat Jenderal BPK diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
Husni, Mucharam & Rasidi sesuai ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal
32. Persetujuan penggunaan KAP Husni, Mucharam & Rasidi ditetapkan
dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/
DPR RI/III/2013-2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Penunjukan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap KAP untuk melakukan
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK RI
Tahun 2013.

33 LKPP merupakan laporan konsolidasi dari LKKL dan LK BUN.

3.4 Tujuan pemeriksaan LKPP dan LKKL adalah untuk memberikan pendapat
atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan empat kriteria,
yaitu: (a) kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP); (b) entitas yang diperiksa telah memenuhi persyaratan
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu;
(c) SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai
tujuan pengendalian, yaitu: memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan
yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan, serta (d) pengungkapan yang memadai atas informasi laporan
keuangan.

35 Cakupan pemeriksaan LKPP meliputi Neraca, LRA, Laporan Arus Kas dan
CalK. Rincian neraca adalah aset senilai Rp3.567,59 triliun, kewajiban senilai
Rp2.652,10 triliun, dan ekuitas senilai Rp915,49 triliun. Pada LRA, rincian
pendapatan negara dan hibah senilai Rp1.438,89 triliun, realisasi belanja
negara senilai Rp1.650,56 triliun, pembiayaan neto senilai Rp237,40 triliun,
dan defisit anggaran senilai Rp211,67 triliun.

3.6 Cakupan pemeriksaan atas 85 LKKL meliputi Neraca, LRA, dan CalK.
Sedangkan cakupan pemeriksaan atas 1 LK BUN meliputi neraca, LRA, LAK,
dan CalLK. Rekapitulasi neraca, dengan rincian: aset senilai Rp3.585,16
triliun, kewajiban senilai Rp2.653,21 triliun, dan ekuitas senilai Rp931,955
triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp2.525,26
triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.649,91 triliun, dan pembiayaan
neto senilai Rp237,39 triliun
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Hasil Pemeriksaan LKPP

3.7 BPK memberikan opini WDP atas LKPP Tahun 2013 atau sama dengan opini
Tahun 2012, 2011, 2010, dan 2009. Sebelum Tahun 2009, selama lima tahun
BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer
opinion atas LKPP.

3.8 Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2013, karena BPK masih
menemukan permasalahan-permasalahan yang merupakan bagian dari
kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan, vyaitu.

Buku Il [HPS

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 senilai Rp147,71 miliar
masih mengandung permasalahan, sebagai berikut: (1) jumlah Piutang
Over Lifting senilai Rp7,18 triliun, di antaranya senilai Rp3,81 triliun
tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima pada
periode berikutnya karena nilainya belum pasti dan masih memerlukan
pembahasan kembali dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
terkait; (2) jumlah piutang penjualan migas bagian negara per 31
Desember 2013 senilai Rp3,86 triliun, di antaranya senilai Rp2,46 triliun
mengandung ketidakpastian dan masih memerlukan pembahasan
dengan KKKS terkait adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dan
KKKS mengenai perhitungan bagi hasil; (3) nilai Aset Kredit Eks Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) per 31 Desember 2013 yang
disajikan senilai Rp66,01 triliun belum termasuk Aset Kredit Eks BPPN
senilai Rp3,06 triliun yang belum selesai ditelusuri oleh pemerintah; dan
(4) saldo Dana Belanja Pensiun senilai Rp302,06 miliar sudah lebih dari
enam bulan berturut-turut tidak diambil oleh penerima pensiun per
31 Desember 2013 dan belum disetorkan kembali kepada pemerintah
namun belum disajikan sebagai bagian dari piutang; dan

Dalam pengelolaan Belanja Negara, terdapat selisih lebih pengakuan
belanja oleh BUN dengan Kementerian/Lembaga (KL) (Suspen Belanja
Negara) senilai Rp140,40 miliar, sehingga terdapat potensi pengeluaran
belanja yang tidak dipertanggungjawabkan oleh KL sebagai pengguna
anggaran. Selain itu, pencatatan fisik kas yang merupakan bagian fisik Sisa
Anggaran Lebih (SAL) menunjukkan kelemahan-kelemahan pengendalian,
yaitu: (1) perbedaan pencatatan antara BUN dan KL atas saldo Kas di
Bendahara Pengeluaran dengan selisih lebih KL senilai Rp36,41 miliar
dan Kas Hibah Langsung KL dengan selisih lebih BUN senilai Rp124,78
miliar; (2) pemerintah tidak konsisten dalam melaporkan saldo kas
yang menjadi bagian fisik SAL, yaitu melaporkan saldo Kas di Bendahara
Pengeluaran berdasarkan catatan KL dan saldo Kas Hibah Langsung KL
berdasarkan catatan BUN; (3) terdapat selisih absolut kiriman uang
senilai Rp3,50 miliar yang dapat berpengaruh pada fisik SAL belum dapat
dijelaskan; dan, (4) Kas di Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan
Umum (KPU) tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp1,77 miliar.



Badan Pemeriksa Keuangan IHPS | Tahun 2014

3.9

Selain kelemahan tersebut, pokok-pokok kelemahan pengendalian intern
dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya yang
ditemukan dalam pemeriksaan LKKL dan LK BUN yang dilaporkan dalam
LKPP antara lain sebagai berikut.

Pemerintah belum melakukan amandemen penggunaan tarif pajak
dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) migas dan bagi hasil
migas terhadap Production Sharing Contract (PSC) sehingga terdapat
pembayaran PPh migas dengan tarif yang lebih rendah dari PPh yang
ditetapkan dalam PSC.

Keterlambatan pemindahbukuan PPh migas, bonus produksi, dan
transfer material dari rekening migas ke rekening Kas Umum Negara
(KUN) senilai Rp28,86 triliun selama Tahun 2013.

Perhitungan pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PPh DTP) Surat
Berharga Negara (SBN) senilai Rp3,11 triliun tidak didukung dengan
dokumen sumber yang menginformasikan pihak yang menerima
pembayaran bunga, imbal hasil, dan jasa pihak ketiga.

Pengelolaan PBB migas tidak didukung dengan data yang valid, sehingga
jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA)
migas dan PBB migas Tahun 2013 senilai Rp203,63 triliun tidak akurat.

Kelemahan dalam pengelolaan hasil penjualan minyak dan gas bumi
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan SKK Migas.

Kebijakan mengenai metode akuntansi dan teknis penghitungan
pengakuan PNBP SDA migas serta pencadangan saldo di rekening migas
belum ditetapkan.

Pendapatan hibah langsung yang diterima oleh KL berupa uang senilai
Rp139,43 miliar dan barang senilai Rp80,40 miliar belum seluruhnya
dilaporkan atau diminta pengesahannya kepada Kementerian Keuangan
selaku BUN. Selain itu, belanja hibah pemerintah daerah yang diterima
oleh instansi pemerintah pusat dhi. KPU dan Bawaslu, masing-masing
senilai Rp2,28 triliun dan Rp177,04 miliar, belum diatur mekanisme
pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Kelemahan dalam pengelolaan belanja subsidi jenis bahan bakar tertentu
dan liquified petroleum gas tabung 3 kilogram.

Kelemahan dalam perencanaan, pengelolaan, dan penyaluran dana
penyesuaian tunjangan profesi guru.

Kelemahan dalam penatausahaan dan pemantauan rekening Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), rekening bendahara, dan
rekening lainnya yang dikelola oleh KL.
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Kelemahan dalam pengelolaan penerimaan dan piutang Over Lifting
minyak dan gas bumi.

Pemerintah belum melakukan upaya penyelesaian transaksi atas klausul
Termination Agreement Proyek Asahan terkait dana retensi dan jaminan
Good and Sound Condition PLTA.

Kementerian Keuangan belum menyelesaikan penelusuran atas aset
kredit eks BPPN dan aset properti.

Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan aset KKKS, termasuk aset
liquified natural gas (LNG) Tangguh dan aset pada tujuh Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Penyelesaian piutang berlarut-larut, antara lain: penyelesaian perbedaan
saldo utang piutang antara pemerintah dengan PT Pupuk Iskandar
Muda, piutang atas pemanfaatan barang milik negara eks Pertamina,
dan penyelesaian piutang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama.

Kelemahan dalam pencatan dan pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

DJP belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi
berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak senilai Rp482,29
miliar.

Penetapan dan penagihan pajak tidak sesuai ketentuan yang
mengakibatkan piutang pajak daluwarsa.

DJP kurang menetapkan nilai pajak terutang kepada Wajib Pajak (WP)
senilai Rp333,02 miliar.

Penggunaan langsung penerimaan jasa siaran dan non siaran (Jasinonsi)
dan penggunaan prasarana perkeretaapian (Track Access Charge/TAC)
belum didukung peraturan pemerintah.

Pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan SKK migas tidak
dilakukan melalui mekanisme APBN.

Piutang pajak senilai Rp554,52 miliar dan barang sitaan senilai Rp259,07
miliar belum dapat dieksekusi.

Alokasi laba BUMN untuk dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL) mengurangi hak negara atas kekayaan BUMN.
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Rekomendasi

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
pemerintah antara lain, agar:

menindaklanjuti rekomendasi BPK yang telah disampaikan dalam LHP
atas LKPP Tahun 2012;

menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan
penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian negara; hal ini
sesuai Pasal 31 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi, yang di dalamnya termasuk mekanisme offsetting hasil
penjualan migas dengan DMO Fee KKKS;

membayar tambahan biaya distribusi dan margin untuk premium dan
solar dari kilang dalam negeri setelah tata cara penghitungan volumenya
ditetapkan;

menetapkan ketentuan mengenai batas minimal penyaluran pendanaan
Kredit Pengembangan Energi Nabati-Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP),
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Skema - Subsidi Resi Gudang
(S-SRG) oleh bank pelaksana dan mengambil tindakan tegas kepada bank
pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan batas minimal penyaluran;

menetapkan ketentuan mengenai status dan pengelolaan dana PKBL
dengan memperhatikan UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan standar
akuntansi yang berlaku; selain itu, melakukan langkah-langkah perbaikan
atas pelaksanaan PKBL untuk menjamin keberlanjutan program tersebut
dan tidak merugikan keuangan negara;

melakukan perbaikan perhitungan dan penyajian akumulasi penyusutan
dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

melakukan pengawasan dan pengendalian atas barang milik negara yang
masuk Daftar Normalisasi Barang Milik Negara, Daftar Barang Rusak
Berat, dan Daftar Barang Hilang;

menetapkan peraturan terkait sistem akuntansi dan pelaporan aset
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),
melakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) aset pada tujuh PKP2B dan
inventarisasi pada aset LNG Tangguh, menyempurnakan SOP/ketentuan
yang mengatur mekanisme rekonsiliasi pencatatan aset, integrasi sistem
pencatatan, dan pelaporan transaksi aset kepada pengelola barang;
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3.12

3.13

3.14

3.15

e segera menyelesaikan permasalahan utang piutang antara pemerintah
dan PT Pupuk Iskandar Muda sesuai dengan perundangan-perundangan
yang berlaku; dan

e meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan
pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak secara aktif, serta segera
menyelesaikan pembangunan dan implementasi sistem informasi PNBP.

Dalam rangka persiapan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di
tingkat pemerintah pusat, untuk pelaporan keuangan Tahun 2013, informasi
akrual disajikan dalam suplemen LKPP. Informasi pendapatan dan belanja
secara akrual yang disajikan antara lain informasi Penerimaan Perpajakan,
PNBP, Penerimaan Hibah, Belanja Pemerintah Pusat, dan Transfer ke
Daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012,
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) yang mengamanatkan
agar Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP Tahun 2013 dilengkapi dengan
informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual.

BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 kepada
DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden/pemerintah pada
tanggal 28 Mei 2014.

Hasil Pemeriksaan LKKL

Hasil pemeriksaan keuangan atas LKKL disajikan dalam tiga kategori, yaitu:
opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan sesuai dengan laporan yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan.

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas
satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan
kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan,
kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan
dan SPI. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan dalam
IHPS ini disebut dengan istilah kasus. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu
berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Tahun 2013, BPK memberikan opini kepada 86 LKKL. Dibandingkan dengan
Tahun 2012, LKKL yang diperiksa BPK mengalami penurunan sebanyak 6
entitas karena LK Bagian Anggaran 999 (BA Lain-lain) tidak diberikan opini
tersendiri dan masuk dalam LK BUN.

Buku Il [HPS



Badan Pemeriksa Keuangan IHPS | Tahun 2014

3.16
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3.18

Opini

Laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas. Opini yang diberikan
atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan
dan penyajian suatu laporan keuangan. Adanya kenaikan persentase opini
WTP serta penurunan persentase opini WDP dan TMP secara umum
menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintahan
dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip
yang berlaku.

Terhadap 86 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2013, BPK memberikan opini
WTP atas 64 LKKL, opini WDP atas 19 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP
pada 3 LKKL.

Perkembangan opini LKKL termasuk LK BUN Tahun 2009 sampai dengan
Tahun 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini. Opini tiap-tiap entitas
dapat dilihat pada Lampiran 3.

Tabel 3.1 Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

Opini
LKKL Jumlah
WTP % WDP % TW % TMP %
Tahun 2009 44 57% 26 33% 0 0% 8 10% 78
Tahun 2010 52 63% 29 35% 0 0% 2 2% 83
Tahun 2011 66 77% 18 21% 0 0% 3 2% 87
Tahun 2012 68 74% 22 24% 0 0% 2 2% 92
Tahun 2013 64 74% 19 22% 0 0% 3 4% 86

Grafik 3.1 Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
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Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012
secara bertahap, jumlah LK yang memperoleh opini WTP semakin meningkat
dari 44 entitas di Tahun 2009 menjadi 68 entitas di Tahun 2012. Sedangkan
pada Tahun 2013, jumlah LK yang memperoleh opini WTP turun menjadi
64 entitas karena jumlah entitas yang diperiksa berkurang (penjelasan poin
3.15), meskipun secara persentase tetap sebesar 74%. Hal tersebut juga
disebabkan adanya penurunan opini 4 LKKL dari WTP menjadi WDP.

Sebanyak 11 LKKL mengalami peningkatan opini, yaitu 9 LKKL meningkat
dari WDP menjadi WTP dan 2 LKKL meningkat dari TMP menjadi WDP.
Kenaikan opini disebabkan entitas tersebut telah melaksanakan perbaikan
atas kelemahan-kelemahan tahun sebelumnya. Entitas-entitas tersebut
telah melakukan hal-hal berikut: (1) penyajian piutang sesuai dengan
ketentuan dan didukung bukti yang kompeten; (2) penerimaan, pencatatan,
dan pembukuan PNBP sesuai dengan ketentuan; (3) inventarisasi fisik secara
memadai terhadap persediaan di akhir tahun; (4) inventarisasi dan penilaian
kembali atas aset tetap; (5) penatausahaan dan pengelolaan aset tetap
secara memadai; dan, (6) penyajian belanja barang, belanja modal, dan
belanja bantuan sosial sesuai dengan ketentuan dan didukung dengan bukti
yang lengkap dan kompeten.

Sebanyak 2 LKKL mengalami penurunan opini dari WDP menjadi TMP.
Penurunan opini tersebut di antaranya disebabkan penyajian belanja barang
tidak sesuai dengan keterjadian dan tidak sesuai dengan SAP serta penyajian
nilai persediaan tidak dapat diyakini kewajarannya. Selain itu, proses
penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) atas
temuan tahun sebelumnya berlarut-larut.

Pada 2013, terdapat 19 LKKL dengan opini WDP. LKKL yang memperoleh
opini WDP disebabkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan dan
pencatatan kas dan setara kas, persediaan, PNBP, aset tetap, belanja barang,
dan belanja modal.

Atas 3 LKKL yang memperoleh opini TMP disebabkan sistem pengendalian
intern entitas belum dilaksanakan dengan optimal, seperti: pencatatan dan
pengelolaan yang belum memadai atas persediaan, aset tetap, pendapatan,
belanja barang, belanja modal, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil evaluasi SPI atas 86 KL menunjukkan terdapat 718 kasus kelemahan SPI,
yang terdiri dari: 271 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan, 288 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja, serta 159 kasus kelemahan struktur pengendalian
intern. Persentase kelompok kelemahan SPI yang banyak terjadi pada LKKL
disajikan dalam Grafik 3.2.
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Grafik 3.2 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2013
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Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

Pencatatan tidak/belumdilakukan atau tidak akuratsebanyak 109 kasus,
seperti: penatausahaan dan pelaporan kas di bendahara pengeluaran
dan persediaan belum tertib, penyajian PNBP belum mencerminkan
nilai yang sewajarnya, penatausahaan aset tetap belum memadai, dan
pengendalian intern atas realisasi belanja belum optimal. Kasus tersebut
terjadi di 51 entitas.

Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sebanyak 130 kasus,
seperti: pengelolaan kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran belum tertib, persediaan belum dilakukan stock opname
pada akhir tahun, pengelolan aset tetap belum tertib, dan pengendalian,
pelaporan dan penatausahaan kewajiban belum memadai. Kasus
tersebut terjadi di 63 entitas.

Perencanaan kegiatan tidak memadai sebanyak 82 kasus, seperti:
pengklasifikasian anggaran belanja tidak sesuai dengan substansi
kegiatan yang dilaksanakan, pengalokasian anggaran belanja barang
digunakan untuk belanja modal, pelaksanaan kegiatan yang tidak ada
anggarannya, kesalahan penganggaran atas kegiatan belanja, harga
kontrak pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan analisis harga
satuan, dan hasil pengadaan barang/jasa belum dimanfaatkan. Kasus
tersebut terjadi di 62 entitas.

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang
pendapatan dan belanja sebanyak 68 kasus, seperti: realisasi belanja
yang melampaui anggaran, mekanisme pengelolaan pendapatan tidak
memadai, pengelolaan hibah tidak sesuai peruntukannya, dan surat
ketetapan yang dibuat oleh entitas tidak dapat berfungsi secara optimal.
Kasus tersebut terjadi di 34 entitas.
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e Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau
keseluruhan prosedur sebanyak 87 kasus, seperti: belum ada SOP dalam
pengelolaan dan penatausahaan persediaan sehingga persediaan belum
dilaporkan secara lengkap, pembayaran honorarium tidak sesuai dengan
asas kepatutan karena belum ada aturannya, belum adanya ketentuan
yang mengatur secaralengkap atas pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan, entitas belum menyusun dan menetapkan petunjuk teknis
dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendapatan, dan rekening
pemerintah belum memiliki izin pembukaan dari Menteri Keuangan.
Kasus tersebut terjadi di 52 entitas.

e Kelemahan SPI lainnya sebanyak 242 kasus, di antaranya seperti:
penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan
berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan, mekanisme
pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan
negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan, SOP
entitas tidak optimal atau tidak ditaati, dan Satuan Pengawas Intern yang
ada tidak memadai atau tidak optimal.

Penyebab

Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi, karena: para pejabat/
pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan
secara akurat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas,
kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi
dengan pihak terkait, serta lemah dalam pengawasan maupun pengendalian.

Selainitu, kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena: pejabat/
pelaksana yang bertanggung jawab tidak menaati ketentuan dan prosedur
yang ada, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum
menetapkan prosedur kegiatan, serta belum optimal dalam menindaklanjuti
rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan
kepada pimpinan entitas antara lain, agar: memberikan sanksi sesuai
ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam
menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang belum
optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan
pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan
kegiatan, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

BPK juga merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab, agar:
melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal atas
suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta segera menindaklanjuti
rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.
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Daftar kelompok dan jenis temuan SPI disajikan dalam Lampiran 4 dan daftar
kelompok temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan

Selain opini dan penilaian atas efektivitas SPI, hasil pemeriksaan juga
mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang mengakibatkan: kerugian negara, potensi kerugian negara,
kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, dan
ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 3.3 dan Grafik 3.3. Daftar
kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 5 dan daftar kelompok
temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Tabel 3.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2013
(nilai dalam juta rupiah)

No. Kelompok Temuan Jumlah Kasus Nilai

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:

1 Kerugian Negara 423 470.213,42
2 Potensi Kerugian Negara 47 2.008.429,37
3 Kekurangan Penerimaan 163 1.055.462,49
4 Kelemahan Administrasi 361 =
5 Ketidakhematan 45 12.941,47
6 Ketidakefektifan 52 3.138.759,71

Jumlah 1.091 6.685.806,46

Berdasarkan Tabel 3.3, hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.091 kasus
senilai Rp6.685.806,46 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan pada 86 entitas.

Grafik 3.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2013

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan
4% 5%

i

39% M Kerugian Negara
M Potensi Kerugian Negara
W Kekurangan Penerimaan
M Kelemahan Administrasi
M Ketidakhematan

W Ketidakefektifan

15% 4%

Buku Il IHPS



IHPS | Tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan

3.33 Dari Grafik 3.3, diketahui bahwa subkelompok temuan yang paling banyak
ditemukan dalam pemeriksaan LKKL adalah kerugian negara sebesar 39%.
Selainitu, terdapat juga kelemahan administrasi sebesar 33% dan kekurangan
penerimaan sebesar 15%. Sisanya, sebesar 13% merupakan temuan potensi
kerugian negara, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Kerugian Negara (423 kasus senilai Rp470.213,42 juta)

3.34 Hasil pemeriksaan atas LKKL mengungkapkan adanya kerugian negara
sebanyak 423 kasus senilai Rp470.213,42 juta, di antaranya terdapat indikasi
kerugian negara sebanyak 54 kasus senilai Rp89.874,70 juta.

3.35 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

Buku Il [HPS

Kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan dan/
atau barang sebanyak 79 kasus senilai Rp67.111,82 juta. Kasus tersebut
sering terjadi pada pelaksanaan belanja modal, seperti: volume
pekerjaan pemeliharaan/perbaikan jalan dilaksanakan tidak sesuai
kontrak, pembayaran pekerjaan pembangunan gedung/peningkatan
jalan melebihi seharusnya, dan kekurangan volume pada beberapa
paket pekerjaan. Kasus tersebut terjadi di 55 entitas, di antaranya di
Kementerian Perumahan Rakyat senilai Rp12,13 miliar atas pekerjaan
pemeliharaan dan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa), rumah khusus, serta prasarana, sarana, dan utilitas senilai
Rp9,58 miliar serta pekerjaan konsultan pendataan calon penerima
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp2,55 miliar;
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6,94 miliar atas
kekurangan volume kegiatan belanja modal pada 11 satuan kerja senilai
Rp2,09 miliar dan pengadaan alat pengumpul data tidak sesuai kontrak,
sehingga barang tidak dapat digunakan senilai Rp4,85 miliar; dan di
Kementerian Riset dan Teknologi senilai Rp5,96 miliar atas pelaksanaan
pengadaan prototype bus listrik tidak sesuai ketentuan.

Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/
atau barang sebanyak 100 kasus senilai Rp141.600,66 juta, terutama
kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan barang dan/jasa dan
pembayaran kontrak pekerjaan tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan.
Kasus tersebut terjadi di 54 entitas, di antaranya: proses pelaksanaan tiga
paket pengadaan peralatan sandi tidak sesuai ketentuan senilai Rp28,11
miliar di Lembaga Sandi Negara, serta kasus kelebihan pembayaran
pada paket pembangunan pipa transmisi dan jaringan gas bumi senilai
Rp25,86 miliar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang
ditetapkan sebanyak 54 kasus senilai Rp12.528,01 juta, seperti: bukti
pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak dapat diyakini kewajarannya,
kelebihan pembayaran perjalanan dinas, perjalanan dinas belum
didukung bukti perjalanan yang memadai, dan pertanggungjawaban
perjalanan dinas tidak didukung dengan bukti serta melebihi nilai
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pertanggungjawaban yang sebenarnya. Kasus tersebut terjadi di 45
entitas, di antaranya: di Kementerian Perdagangan senilai Rp1,33 miliar,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia senilai Rp1,33 miliar,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1,29 miliar, dan
Kementerian Dalam Negeri senilai Rp1,20 miliar.

e Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 48 kasus senilai
Rp89.879,76 juta, seperti: pembayaran belanja pegawai, duplikasi
pembayaran atas pelaksanaan kegiatan, pembayaran beasiswa, dan
pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan tidak benar. Kasus
tersebut terjadi di 31 entitas, di antaranya: di Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan senilai Rp82,54 miliar, Kepolisian Negara Republik
Indonesia senilai Rp1,31 miliar, Kementerian Agama senilai Rp1,20 miliar,
dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia senilai Rp1,01 miliar.

e Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak
sebanyak 28 kasus senilai Rp45.083,57 juta. Kasus tersebut sebagian
besar terjadi pada pelaksanaan belanja modal, seperti pekerjaan
pengadaan peralatan dan mesin serta pekerjaan konstruksi. Kasus
tersebut terjadi di 24 entitas, di antaranya: di Kementerian Perhubungan
senilai Rp36,77 miliar, Kementerian Kesehatan senilai Rp4,22 miliar,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp616,38 juta, dan
Kementerian Keuangan senilai Rp550,77 juta.

e Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang
ditetapkan sebanyak 34 kasus senilai Rp14.156,50 juta, seperti:
pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang
ditetapkan serta pembayaran honor tidak sesuai ketentuan. Kasus
tersebut terjadi di 26 entitas, di antaranya: di Kementerian Dalam Negeri
senilai Rp3,63 miliar, Kepolisian Negara Republik Indonesia senilai Rp3,31
miliar, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp1,50
miliar, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp1,29 miliar,
dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1,16 miliar.

e Kerugian lainnya sebanyak 80 kasus senilai Rp99.853,10 juta, di
antaranya pemahalan harga (mark up) seperti penetapan harga satuan
dalam kontrak lebih tinggi dibandingkan dengan standar harga satuan.
Kasus tersebut terjadi, di antaranya: di Kementerian Perhubungan senilai
Rp11,27 miliar, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia senilai Rp2,87 miliar, dan Kementerian Sosial senilai
Rp2,34 miliar.

Kasus-kasus kerugian negara senilai Rp470.213,42 juta tersebut, telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau
penyerahan aset senilai Rp141.754,13 juta. Entitas yang telah melakukan
penyetoran uang/penyerahan aset tersebut, di antaranya adalah:
Kementerian Perhubungan senilai Rp44.292,76 juta, Lembaga Sandi Negara
senilai Rp28.546,83 juta, dan Kementerian Dalam Negeri senilai Rp18.084,35
juta.
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Penyebab

Kasus-kasus kerugian negara sebagian besar terjadi karena pejabat yang
bertanggung jawab lalai dan tidak cermat, dalam: menaati dan memahami
ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan
kepada pejabat yang berwenang antara lain, agar: memberikan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat
dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang
belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Selain itu,
memerintahkankepadapejabatyangbertanggungjawab untukmeningkatkan
pengawasan dan pengendalian serta mempertanggungjawabkan kasus
kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

Daftar kelompok dan jenis temuan kerugian daerah disajikan dalam Lampiran
5 dan daftar kelompok temuan kerugian daerah menurut entitas disajikan
dalam Lampiran 6.

Potensi Kerugian Negara (47 kasus senilai Rp2.008.429,37 juta)

Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya potensi kerugian negara
sebanyak 47 kasus senilai Rp2.008.429,37 juta.

Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Aset, berupa: tanah, kendaraan, dan aset tetap lainnya dikuasai pihak
lain sebanyak 16 kasus senilai Rp139.454,57 juta. Kasus tersebut terjadi
di 16 entitas, di antaranya: di Kementerian Pekerjaan Umum senilai
Rp89,68 miliar, Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia senilai
Rp27,74 miliar, Kejaksaan Republik Indonesia senilai Rp13,55 miliar, dan
Komisi Pemilihan Umum senilai Rp5,54 miliar.

e Aset, berupa: mesin, peralatan, dan aset lainnya tidak diketahui
keberadaannya sebanyak 10 kasus senilai Rp20.749,43 juta. Kasus
tersebut terjadi di 9 entitas, di antaranya: di Kementerian Pekerjaan
Umum senilai Rp13,44 miliar, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah senilai Rp2,82 miliar, dan Komisi Pemilihan Umum senilai
Rp1,95 miliar.

e Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi
pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya
sebanyak 9 kasus senilai Rp59.165,87 juta, seperti: pembayaran kontrak
yang belum selesai tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan dan uang
muka atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan belum dapat ditarik
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kembali. Kasus tersebut terjadi di 8 entitas, di antaranya: di Kementerian
Kelautan dan Perikanan senilai Rp39,93 miliar, Kementerian Dalam Negeri
senilai Rp7,09 miliar, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
senilai Rp4,64 miliar.

e Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih
sebanyak 2 kasus senilai Rp1.768.437,81 juta. Kasus tersebut terjadi di 2
entitas yaitu di Kementerian Keuangan senilai Rp1,76 triliun dan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(Otorita Batam) senilai Rp4,87 miliar.

e Potensi kerugian negara lainnya sebanyak 10 kasus senilai Rp20.621,69
juta, di antaranya 2 kasus pembelian aset tanah yang berstatus sengketa
yang terjadi di Kementerian Keuangan senilai Rp2,95 miliar dan
Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp379,81 juta.

Dari kasus-kasus potensi kerugian negara senilai Rp2.008.429,37 juta
telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau
penyerahan aset senilai Rp573,27 juta. Entitas yang telah melakukan
penyetoran uang/penyerahan aset tersebut, di antaranya Kementerian
Perhubungan senilai Rp553,41 juta dan Kejaksaan Republik Indonesia senilai
Rp19,86 juta.

Penyebab

Kasus-kasus potensi kerugian negara sebagian besar terjadi, karena: pejabat
yangbertanggungjawab lalaidan tidak cermat dalam menaati dan memahami
ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan wewenang
dan tanggung jawabnya dalam mengelola barang milik negara, kurangnya
koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemahnya pengawasan dan
pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK
merekomendasikan kepada pimpinan entitas, agar: memberikan sanksi
kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, meningkatkan
pengawasan dan pengendalian, meningkatkan koordinasi dengan pihak-
pihak terkait, serta mengupayakan penagihan atau melakukan langkah-
langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

Daftar kelompok dan jenis temuan potensi kerugian disajikan dalam Lampiran
5 dan daftar kelompok temuan potensi kerugian menurut entitas disajikan
dalam Lampiran 6.

Buku Il IHPS



IHPS | Tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan

3.46

3.47

3.48

3.49

Kekurangan Penerimaan (163 kasus senilai Rp1.055.462,49 juta)

Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kekurangan penerimaan
sebanyak 163 kasus senilai Rp1.055.462,49 juta.

Kasus-kasus tersebut, di antaranya sebagai berikut.

e Kasus denda keterlambatan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/
diterima/ disetor ke kas negara sebanyak 74 kasus senilai Rp65.245,27
juta, sering terjadi pada pelaksanaan pekerjaan yang mengalami
keterlambatan. Kasus tersebut terjadi di 52 entitas, di antaranya: di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilaiRp11,80 miliar, Lembaga
Sandi Negara senilai Rp9,01 miliar, dan Kementerian Komunikasi dan
Informatika senilai Rp4,31 miliar.

e Kasus penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan)
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/disetor ke kas
negara sebanyak 83 kasus senilai Rp988.563,29 juta, seperti: kurang
menetapkan nilai pajak, sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran,
sewa atas pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)belum dipungut, serta
jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka atas pemutusan kontrak
belum dicairkan. Kasus tersebut terjadi di 38 entitas, di antaranya: di
Kementerian Keuangan senilai Rp820,48 miliar, Kementerian Perumahan
Rakyat senilai Rp46,32 miliar, dan Kementerian Kehutanan senilai
Rp35,52 miliar.

e Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 4
kasus senilai Rp1.316,46 juta. Kasus tersebut terjadi di 3 entitas, yaitu:
Kementerian Dalam Negeri senilai Rp1,12 miliar, Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif senilai Rp182,00 juta, dan Kementerian Pekerjaan
Umum senilai Rp6,74 juta.

e Penggunaan langsung penerimaan negara sebanyak 2 kasus senilai
Rp337,47 juta yang terjadi di Lembaga Penyiaran Radio Republik
Indonesia.

Kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp1.055.462,49 juta tersebut
telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau
penyerahan aset senilai Rp108.313,05 juta. Entitas yang telah melakukan
penyetoran uang/penyerahan aset tersebut, di antaranya: Kementerian
Perumahan Rakyat senilai Rp47.611,31 juta, Kementerian Kehutanan senilai
Rp29.697,85 juta, dan Lembaga Sandi Negara senilai Rp9.018,92 juta.

Penyebab

Kasus-kasus kekurangan penerimaan sebagian besar terjadi, karena:
pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati
dan memahami ketentuan yang berlaku, lalai dan belum optimal dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola pendapatan
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yaitu pendataan, penetapan, pemungutan, pelaporan dan penerimaan
denda serta belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak
terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap  kasus-kasus  kekurangan  penerimaan  tersebut  BPK
merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain, agar: memberikan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak
cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta
pejabat yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,
memerintahkankepadapejabatyangbertanggungjawab untukmeningkatkan
pengawasan dan pengendalian, serta menagih dan menyetorkan kekurangan
penerimaan ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan.

Daftar kelompok dan jenis temuan kekurangan penerimaan disajikan dalam
Lampiran 5 dan daftar kelompok temuan kekurangan penerimaan menurut
entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Administrasi (361 kasus)

Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang
menyebabkan kelemahan administrasi sebanyak 361 kasus.

Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara sebanyak 96 kasus,
terutama berupa pengelolaan dan penatausahaan aset tetap tidak tertib
yang terjadi di 54 entitas.

e Pertanggungjawaban perjalanan dinas dan selain perjalanan dinas
tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya sebanyak
87 kasus, terutama berupa: pertanggungjawaban belanja tidak tertib,
laporan pertanggungjawaban bantuan hibah belum diserahkan, dan
realisasi dana tidak sesuai kondisi sebenarnya. Kasus tersebut terjadi di
36 entitas.

e Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak
menimbulkan kerugian negara) sebanyak 41 kasus, seperti: proses
penunjukan langsung pekerjaan tidak sesuai ketentuan, tidak seluruh
tahapan proses lelang dilaksanakan, perubahan volume kontrak
tidak didukung dengan mekanisme adendum, dan pekerjaan yang
disubkontrakkan. Kasus tersebut terjadi di 29 entitas.

e Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang

tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan
lain-lain sebanyak 39 kasus, seperti ketidakjelasan basis regulasi terkait
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metode perhitungan Witholding Tax atas 4 wajib pajak kontraktor
kontrak karya pertambangan dan penetapan tunjangan manajemen di
lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia tidak memedomani PMK
Nomor 10/PMK.02/2006. Kasus tersebut terjadi di 24 entitas.

e Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah sebanyak 30
kasus, seperti aset berupa tanah belum bersertifikat dan kendaraan
bermotor belum memiliki bukti kepemilikan. Kasus tersebut terjadi di
24 entitas.

Penyebab

Kasus-kasus kelemahan administrasi pada umumnya terjadi, karena: pejabat
yang bertanggung jawab tidak memedomani ketentuan yang berlaku, belum
optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemah
dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap  kasus-kasus  kelemahan  administrasi  tersebut, = BPK
merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain, agar memberikan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang tidak
memedomani ketentuan yang berlaku dan pejabat yang belum optimal
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan
pengawasan dan pengendalian.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan administrasi disajikan dalam
Lampiran 5 dan daftar kelompok temuan kelemahan administrasi menurut
entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan

Hasil pemeriksaan atas LKKL Tahun 2013, BPK juga menemukan adanya
ketidakhematan sebanyak 45 kasus senilai Rp12.941,47 juta yang terjadi di
23 entitas dan ketidakefektifan sebanyak 52 kasus senilai Rp3.138.759,71
juta yang terjadi di 34 entitas.

Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam
cakram padat terlampir.

Buku Il [HPS



Badan Pemeriksa Keuangan IHPS | Tahun 2014

BAB 4

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

4.1 Pada Semester | Tahun 2014, BPK telah memeriksa 456 LKPD Tahun 2013.
Jumlah pemerintah daerah sampai dengan Semester | Tahun 2014 adalah
529, yaitu: pemerintah provinsi 34 (termasuk daerah otonomi baru (DOB)
Provinsi Kalimantan Utara), pemerintah kabupaten 402 (termasuk 4 DOB
yaitu Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten Pangandaran
(ProvinsiJawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan
Arfak (Provinsi Papua Barat)), dan pemerintah kota 93. Adapun pemerintah
daerah yang wajib menyusun LK Tahun 2013 hanya sebanyak 524 pemerintah
daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota dan sebanyak 68 LK terlambat atau
belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada BPK.

4.2 Pada Semester | Tahun 2014 BPK juga telah menyelesaikan LHP LKPD
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012 pada Provinsi Maluku. LKPD tersebut
baru diserahkan oleh entitas kepada BPK pada Tanggal 3 Februari 2014.

4.3 Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD, berdasarkan
pada: (a) kesesuaian dengan SAP dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang
ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan
pengungkapan (adequate disclosure); (c) kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan, (d) efektivitas atau kehandalan SPI.

4.4 Cakupan pemeriksaan atas 456 LKPD Tahun 2013 dan 1 LKPD Tahun 2012
meliputi neraca dan LRA. Cakupan pemeriksaan neraca 457 LKPD, meliputi:
aset senilai Rp1.796,20 triliun, kewajiban senilai Rp19,30 triliun, dan ekuitas
senilai Rp1.776,90 triliun. Sedangkan cakupan pemeriksaan atas LRA 457
LKPD, meliputi: pendapatan senilai Rp627,05 triliun, belanja senilai Rp609,43
triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp71,18 triliun.

Hasil Pemeriksaan

4.5 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam 3 bagian, yaitu:
opini, hasil pemeriksaan SPI, dan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.6 Hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang
memberlakukan SAP berbasis akrual untuk pendapatan, belanja, aset, dan
ekuitas paling lambat Tahun 2015, mengungkapkan adanya kasus terkait
ketidaksiapan pemerintah daerah dalam rangka penerapan akuntansi
berbasis akrual yang terjadi pada 184 pemerintah daerah. Kasus-kasus
tersebut di antaranya: pemerintah daerah belum mempersiapkan SDM
dan struktur organisasi yang memadai, belum melakukan sosialisasi dan
pelatihan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, dan belum

Buku Il IHPS



IHPS | Tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan

4.7

4.8

4.9

4.10

menyusun kebijakan dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis
akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Kasus-kasus tersebut pada
umumnya terjadi karena: keterbatasan kemampuan SDM yang dimiliki
oleh pemerintah daerah, belum diterbitkannya peraturan daerah terkait
penerapan akuntansi berbasis akrual, dan sistem/aplikasi yang belum
mendukung. Dalam penyusunan LK Tahun 2013, pemerintah daerah
menggunakan PP Nomor 24 Tahun 2005 yaitu mengakui pendapatan dan
belanja masih menggunakan basis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban,
dan ekuitas menggunakan basis akrual.

Pada Semester | Tahun 2014, hasil pemeriksaan BPK atas 456 LKPD
mengungkap permasalahan terkait pengalihan kewenangan pemungutan
dan pelimpahan piutang PBB-P2 yang terjadi pada 106 pemerintah daerah.
Permasalahan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 tersebut,
antara lain: keterbatasan SDM baik dalam hal jumlah maupun kompetensi
untuk melakukan pungutan PBB-P2, pemerintah daerah belum melakukan
verifikasi/validasi data piutang PBB-P2 hasil penyerahan dari pemerintah
pusat, pemerintah daerah belum mencatat piutang PBB-P2 yang telah
dilimpahkan oleh pemerintah pusat di neraca, peraturan dan SOP terkait
PBB-P2 belum tersedia, perbedaan saldo piutang yang tercatat dalam Berita
Acara Penyerahan PBB-P2, dan aplikasi SISMIOP dan penyerahan piutang
PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilaksanakan
setelah 31 Desember 2013.

Opini

Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin
bagi kualitas pengelolaan dan penyajian suatu laporan keuangan. Adanya
kenaikan persentase opini WTP serta penurunan persentase opini WDP dan
TMP, secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh
entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang
wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Terhadap 456 LKPD Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD,
opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD.

Perkembangan opini LKPD dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan dalam
Grafik 4.1.

Buku Il [HPS



Badan Pemeriksa Keuangan IHPS | Tahun 2014

Grafik 4.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
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4.11 Rincian opini untuk masing-masing tingkat pemerintahan disajikan dalam
Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
Pemerintahan Provinsi Kabupaten Kota
Tahun WTP WDP ™™ TMP Total WTP WDP W TMP Total WTP WDP T™W T™MP Total
00T 1 24 3 5 33 7 240 37 95 379 7 66 8 11 92
3% 73% 9% 15% 100% 2% 63% 10% 25% 100% 7% 72% 9% 12% 100%
Pntn 6 22 0 5 2 16 254 23 103 396 12 67 2 11 93
18% 67% 0% 15% 100% 4% 64% 6% 26% 100% 13% 72% 3% 12% 100%
PO 10 19 0 4 33 36 268 6 89 399 21 62 2 7 92
30% 58% 0% 12% 100% 9% 67% 2% 22% 100% 23% 67% 2% 8% 100%
17 11 0 5 33 72 256 6 67 401 31 52 0 7 90
2012 52% 33% 0% 15% 100% 18% 64% 1% 17% 100% 34% 58% 0% 8% 100%
STE 15 12 0 2 29 102 214 9 14 339 36 50 0 2 88
52% 41% 0% 7% 100% 30% 63% 3% 4% 100% 41% 57% 0% 2% 100%
412 Atas 456 LKPD Tahun 2013, sebanyak 54 LKPD mengalami peningkatan opini

dari WDP menjadi WTP. Kenaikan opini tersebut disebabkan entitas telah
melaksanakan perbaikan atas kelemahan dalam LKPD tahun sebelumnya.
Entitas telah melakukan langkah-langkah, seperti: (1) perbaikan sistem
pengelolaan barang dan jasa, belanja pegawai, belanja hibah, dan bantuan
sosial; (2) penyusunan bukti realisasi belanja modal; (3) memperjelas nilai
dan status penyertaan modal pemerintah daerah serta melengkapi bukti
pendukung atas penyertaan modal pemerintah daerah; (4) perbaikan sistem
pencatatan dan pengelolaan piutang, persediaan, investasi non permanen,
aset tetap, dan hutang perhitungan pihak ketiga; dan, (5) inventarisasi aset
peralatan dan mesin serta menatausahakannya dalam Kartu Inventaris
Barang (KIB) dan buku inventaris.
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Sebanyak 23 LKPD mengalami peningkatan opini dari TW atau TMP menjadi
WDP. Kenaikan opini disebabkan entitas tersebut telah melaksanakan
perbaikan atas kelemahan LKPD tahun sebelumnya. Entitas telah melakukan
hal-hal berikut, yaitu: (1) melakukan upaya perbaikan dengan melakukan
inventarisasi dan penilaian kembali atas aset tetap; (2) melakukan
perubahan metode pencatatan investasi permanen; (3) menyajikan saldo
piutang lain-lain berdasarkan dokumen pendukung pencatatan piutang
yang memadai; (4) meningkatkan pengendalian atas kelengkapan dokumen
pertanggungjawaban belanja daerah; dan, (5) menyetorkan uang ke kas
daerah serta melakukan rekonsiliasi antara DPKAD dengan SKPD.

Atas 276 LKPD yang masih memperoleh opini WDP, pada umumnya laporan
keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal
yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan
akun yang dikecualikan, di antaranya: aset tetap tidak didukung dengan
pencatatan dan pelaporan yang memadai, penatausahaan kas yang tidak
sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal yang belum ditetapkan dengan
peraturan daerah, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode
nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), penatausahaan
persediaan tidak memadai, dan pelaksanaan belanja modal serta belanja
barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan.

Atas 9 LKPD yang memperoleh opini TW, laporan keuangan tidak menyajikan
secara wajar sesuai dengan SAP, di antaranya: akun aset tetap, kas, belanja
modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang berdampak
material terhadap kewajaran laporan keuangan.

Atas 18 LKPD yang memperoleh opini TMP, pada umumnya laporan keuangan
tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai
dengan SAP. Hal tersebut disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan,
kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang,
persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, aset lainnya, belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester
| Tahun 2014, terdiri atas: 29 LK Pemerintah Provinsi, 339 LK Pemerintah
Kabupaten, dan 88 LK Pemerintah Kota.

Di tingkat provinsi, opini LKPD yang paling dominan adalah WTP, yaitu
sebanyak 15 LKPD atau sebesar 52%. Di tingkat kabupaten dan kota opini
LKPD yang paling dominan adalah WDP, yaitu sebanyak 214 LKPD atau
sebesar 63% di tingkat kabupaten dan sebanyak 50 LKPD atau sebesar 57%
di tingkat kota.

Rincian opini untuk tiap-tiap entitas disajikan pada Lampiran 7.
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Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan atas 456 LKPD Tahun 2013 menunjukkan terdapat 5.103
kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: kelemahan
sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.829 kasus,
kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja sebanyak 2.174 kasus, dan kelemahan struktur pengendalian intern
sebanyak 1.100 kasus. Persentase kelemahan SPI yang terjadi pada LKPD
disajikan dalam Grafik 4.2

Grafik 4.2 Persentase Kelemahan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013
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Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat sebanyak 780 kasus,
seperti: pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum memadai,
realisasi belanja tidak dapat diyakini kewajarannya, penatausahaan kas di
bendahara pengeluaran tidak tertib, saldo investasi nonpermanen dalam
bentuk dana bergulir belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya,
dan kewajiban tidak disajikan dalam neraca per 31 Desember 2013.
Kasus tersebut terjadi di 350 entitas.

Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sebanyak 704 kasus,
seperti: pencatatan piutang PBB hasil pelimpahan pemerintah pusat
tanpa verifikasi dan tidak sesuai SAP sebanyak 128 kasus terjadi di 106
entitas, persediaan belum dilakukan stock opname pada akhir tahun,
penyajian saldo penyertaan modal belum berdasarkan laporan keuangan
audited, serta laporan keuangan Tahun 2013 mempertanggungjawabkan
realisasi belanja tahun sebelumnya. Kasus tersebut terjadi di 335 entitas.

Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai sebanyak
306 kasus, seperti: sistem pengendalian intern atas persediaan belum
memadai, yaitu belum dilakukan cek fisik akhir tahun dan masih terdapat
persediaan yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan serta aset
tetap yang belum diinventarisasi dan dinilai kembali. Kasus tersebut
terjadi di 230 entitas.
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Perencanaan kegiatan tidak memadai sebanyak 717 kasus, seperti:
pengeluaran pembiayaan salah dianggarkan pada belanja barang dan
jasa serta belanja hibah salah dianggarkan pada belanja modal, belanja
barang dan jasa, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja hibah belum
disajikan dalam laporan keuangan sesuai SAP, belanja bantuan sosial
tidak didukung dengan proposal, penggunaan langsung atas pengelolaan
dana kapitasi Asuransi Kesehatan (Askes), serta dana Jaminan Kesehatan
Aceh (JKA) pada Dinas Kesehatan tidak melalui mekanisme Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Kasus tersebut terjadi di 352
entitas.

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang
pendapatan dan belanja sebanyak 609 kasus, seperti: realisasi belanja
barang dan jasa TA 2013 kepada instansi vertikal belum dilaporkan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, dan belum dilakukan
serah terima, dana bergulir pemberdayaan ekonomi rakyat dan fasilitasi
pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum
dikembalikan ke kas daerah, pengendalian atas pertanggungjawaban
pengeluaran belanja melalui Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang
Persediaan (TU) Kurang memadai, serta SP2D tidak menjadi alat
pembayaran/pengeluaran kas daerah. Kasus tersebut terjadi di 307
entitas.

Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan
berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan sebanyak 385
kasus, seperti: pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan
transfer dari DAK dan bantuan provinsi, pemerintah daerah belum
melakukan pemungutan pajak daerah sesuai peraturan daerah,
pengelolaan pajak dan piutang pajak pada Dinas Pendapatan Daerah
tidak tertib, pemerintah kabupaten kehilangan potensi pendapatan
retribusi pengendalian menara telekomunikasi selama TA 2013, serta
dasar penetapan harga standar pajak mineral bukan logam dan batuan
tidak sesuai dengan harga pasar dan pendapatan yang diperoleh tidak
optimal. Kasus tersebut terjadi di 240 entitas.

Kelemahan SPI lainnya sebanyak 1.602 kasus, di antaranya entitas
tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan
prosedur sebanyak 490 kasus, seperti: belum ada SOP dalam
pengelolaan dan penatausahaan persediaan sehingga persediaan
belum dilaporkan secara lengkap, terjadi di 264 entitas. Selain itu juga
ditemukan kelemahan, yaitu SOP yang ada pada entitas tidak berjalan
secara optimal atau tidak ditaati sebanyak 295 kasus, seperti rekening
bendahara pengeluaran belum ditetapkan dengan surat keputusan,
kebijakan dan penatausahaan aset tetap dan aset lainnya tidak memadai
yang terjadi di 210 entitas, dan satuan pengawas intern yang ada tidak
memadai atau tidak berjalan optimal sebanyak 295 kasus.
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Penyebab

Kasus-kasus kelemahan SPlI pada umumnya terjadi, karena: pejabat/
pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan
laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami
ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian kegiatan, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait,
serta kelemahan pada sistem aplikasi yang digunakan.

Selain itu, kasus kelemahan SPI, terjadi karena: pejabat yang berwenang
belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu
prosedur atau keseluruhan prosedur, kurang cermat dalam melakukan
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta belum optimal dalam
menindaklanjuti rekomendasi BPK Rl atas LHP sebelumnya.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan
kepada kepala daerah antara lain, agar: memberikan sanksi sesuai ketentuan
yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan
memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang belum optimal dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan
dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, dan
meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung
jawab, agar: melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, segera menyusun dan menetapkan kebijakan
yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta segera
menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.

Daftar kelompok dan jenis temuan SPI disajikan dalam Lampiran 8 dan daftar
kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 10.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan

Hasil pemeriksaan keuangan Semester | Tahun 2014 mengungkapkan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
sebanyak 5.986 kasus senilai Rp4.202.738,94 juta, yang disajikan dalam
Tabel 4.2
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Tabel 4.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013
(nilai dalam juta rupiah)

No. Kelompok Temuan Jumlah Kasus Nilai

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:

1 Kerugian Daerah 2.339 982.461,78
2 Potensi Kerugian Daerah 373 2.636.661,01
3 Kekurangan Penerimaan 945 393.188,79
4 Kelemahan Administrasi 2.115 -
5 Ketidakhematan 106 56.160,80
6 Ketidakefektifan 108 134.266,56

Jumlah 5.986 4.202.738,94

Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan pada tingkat Pemerintah Provinsi (29 provinsi), Pemerintah
Kabupaten (339 kabupaten), dan Pemerintah Kota (88 kota) disajikan dalam
Tabel 4.3

Tabel 4.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

4.29

4.30

pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah
(nilai dalam juta rupiah)

Tingkat Pemerintahan Total
Provinsi Kabupaten Kota
Kelompok Temuan rlED Nili
umian Nilai amian Nilai amian Nilai s
Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perund. d yang M kibatkan

Kerugian Daerah 268 289.933,43 1.654 565.496,76 417  127.031,59 2.339 982.461,78
Potensi Kerugian Daerah 41 1.548.234,41 253 774.541,39 79  313.885,21 373  2.636.661,01
Kekurangan Penerimaan 88 131.751,33 678 201.794,57 179 59.642,89 945 393.188,79

Kelemahan Administrasi 174 - 1.565 - 376 - 2.115
Ketidakhematan 11 1.680,63 69 35.826,44 26 18.653,73 106 56.160,80
Ketidakefektifan 7 57.008,47 81 56.849,92 20 20.408,17 108 134.266,56
Jumlah 589 2.028.608,27 4.300 1.634.509,08 1.097 539.621,59 5.986 4.202.738,94

Kerugian Daerah (2.339 kasus senilai Rp982.461,78 juta)

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kerugian daerah
sebanyak 2.339 kasus senilai Rp982.461,78 juta yang terjadi di 439 entitas,
dan di antaranya berupa indikasi kerugian daerah sebanyak 720 kasus senilai
Rp409.442,78 juta (42%).

Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 553 kasus
senilai Rp240.446,82 juta. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan
belanja modal, seperti: volume pekerjaan pemeliharaan/perbaikan jalan
dilaksanakan tidak sesuai kontrak, pembayaran pekerjaan pembangunan
gedung/peningkatan jalan melebihi seharusnya, dan kekurangan volume
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pada beberapa paket pekerjaan. Kasus tersebut terjadi di 356 entitas, di
antaranya Kabupaten Mojokerto senilai Rp16,11 miliar, Provinsi Banten
senilai Rp13,49 miliar, Provinsi DKI senilai Rp13,46 miliar, Provinsi
Papua senilai Rp3,19 miliar, dan Provinsi Maluku pada paket pekerjaan
pembangunan/pemeliharaan gedung senilai Rp1,38 miliar.

e Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 372 kasus senilai
Rp145.819,15 juta. Kasus tersebut terjadi di 225 entitas, di antaranya:
pertanggungjawaban biaya pengendali teknis senilai Rp27,96 miliar tidak
sesuai ketentuan terjadi di Provinsi DKI Jakarta, pembayaran belanja
makan dan minum pasien yang di rawat di RSUD dibebankan pada dana
APBD senilai Rp6,53 miliar di Provinsi Riau, realisasi belanja penggunaan
dana jasa pelayanan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban
senilai Rp6,51 miliar di Kota Sukabumi, dan realisasi belanja bantuan
keuangan tanpa verifikasi yang sah dan belum dipertanggungjawabkan
senilai Rp2,50 miliar di Provinsi Sulawesi Selatan.

e Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau
barang sebanyak 274 kasus senilai Rp72.411,08 juta. Kasus tersebut
terjadi pada pelaksanaan belanja modal dan belanja barang/jasa,
seperti: pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultan,
serta pemeliharaan jalan dan jembatan. Kasus tersebut terjadi di 183
entitas, di antaranya: di Provinsi Banten senilai Rp9,43 miliar, Kabupaten
Mojokerto senilai Rp3,99 miliar, Kota Tangerang Selatan senilai Rp2,55
miliar, Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp2,54 miliar, dan Kabupaten Berau
Rp1,24 miliar.

e Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang
ditetapkan sebanyak 282 kasus senilai Rp79.974,90 juta, seperti
pertanggungjawaban perjalanan dinas tanpa didukung dengan bukti dan
melebihi nilai pertanggungjawaban yang sebenarnya. Kasus tersebut
terjadi di 245 entitas, di antaranya: di Provinsi Jawa Timur senilai Rp3,40
miliar, Kota Binjai senilai Rp2,28 miliar, Kabupaten Deli Serdang senilai
Rp2,23 miliar, Provinsi Bali senilai Rp3,10 miliar, Kota Jayapura senilai
Rp3,04 miliar, dan Kabupaten Pegunungan Bintang senilai Rp2,64 miliar.

e Belanja perjalanan dinas fiktif sebanyak 158 kasus senilai Rp90.409,40
juta, seperti: pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak
sesuai ketentuan, tiket pesawat yang dilampirkan sebagai bukti
pertanggungjawaban tidak terdaftar pada maskapai penerbangan yang
bersangkutan, dan perjalanan dinas berindikasi tidak dilaksanakan.
Kasus tersebut terjadi di 144 entitas, di antaranya: di Provinsi Jawa Timur
senilai Rp22,19 miliar, Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp13,44 miliar,
Kabupaten Biak Numfor senilai Rp4,35 miliar, Kota Tanjungbalai senilai
Rp3,12 miliar, dan Kabupaten Sukabumi senilai Rp1,69 miliar.

4.31 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp982.461,78 juta tersebut
telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau
penyerahan aset senilai Rp230.873,40 juta, yang berasal dari: Pemerintah
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Provinsi senilai Rp104.338,05 juta, Pemerintah Kabupaten senilai
Rp100.049,66 juta, dan Pemerintah Kota senilai Rp26.485,69 juta. Entitas
yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut, di
antaranya: Provinsi Jawa Timur senilai Rp63.287,98 juta, Provinsi DKI Jakarta
senilai Rp11.017,56 juta, Kabupaten Badung senilai Rp6.134,00 juta, Provinsi
Sulawesi Selatan senilai Rp4.078,91 juta, Kabupaten Sukabumi senilai
Rp3.990,14 juta, dan Provinsi Bali senilai Rp3.269,27 juta.

Penyebab

Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi, karena: pejabat yang
bertanggung jawab belum menetapkan peraturan tentang perjalanan dinas,
lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang
berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,
serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan
kepada kepala daerah antara lain, agar: menetapkan peraturan tentang
perjalanan dinas, memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada
pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan
yang berlaku serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung
jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta
mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas
daerah.

Daftar kelompok dan jenis temuan kerugian daerah disajikan dalam Lampiran
9 dan daftar kelompok temuan kerugian daerah menurut entitas disajikan
dalam Lampiran 10.

Potensi Kerugian Daerah (373 kasus senilai Rp2.636.661,01 juta)

Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2013 pada 456 pemerintah daerah
menemukan potensi kerugian daerah sebanyak 373 kasus senilai
Rp2.636.661,01 juta yang terjadi di 227 entitas.

Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi
pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya
sebanyak 124 kasus senilai Rp71.619,31 juta. Kasus tersebut terjadi pada
pelaksanaan belanja modal, seperti pembayaran tidak sesuai dengan
prestasi pekerjaan dan pemahalan harga atas belanja modal. Kasus
tersebut terjadi di 103 entitas, di antaranya: di Kabupaten Jayawijaya
senilai Rp10,86 miliar, Kabupaten Kebumen senilai Rp9,70 miliar,
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Kabupaten Ogan llir senilai Rp5,32 miliar, dan Kota Bontang senilai
Rp5,15 miliar.

e Aset, berupa: tanah, kendaraan, dan aset lainnya dikuasai pihak lain
sebanyak 80 kasus senilai Rp1.049.437,08 juta. Kasus tersebut terjadi di
79 entitas, di antaranya: di Provinsi DKI Jakarta senilai Rp602,20 miliar,
Provinsi Maluku senilai Rp83,12 miliar, Kabupaten Merauke senilai
Rp66,23 miliar, Kota Tangerang senilai Rp47,73 miliar, dan Kabupaten
Badung senilai Rp36,10 miliar.

e Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih
sebanyak 61 kasus senilai Rp697.506,18 juta. Kasus tersebut terjadi di
57 entitas, di antaranya: di Provinsi DKI Jakarta senilai Rp428,69 miliar,
Kabupaten Kampar senilai Rp135,43 miliar, Provinsi Nusa Tenggara Barat
senilai Rp32,44 miliar, dan Kota Bontang senilai Rp8,39 miliar.

e Aset, berupa: mesin, peralatan, dan aset lainnya tidak diketahui
keberadaannya sebanyak 70 kasus senilai Rp485.421,57 juta. Kasus
tersebut terjadi di 65 entitas, di antaranya: di Kabupaten Agam
senilai Rp123,68 miliar, Kabupaten Gresik senilai Rp66,83 miliar, Kota
Singkawang senilai Rp58,41 miliar, dan Provinsi Sulawesi Tenggara senilai
Rp18,34 miliar.

e Potensi kerugian daerah lainnya sebanyak 38 kasus senilai Rp332.676,87
juta. Kasus tersebut diantaranya rekanan belum melaksanakan kewajiban
pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa
pemeliharaan, dan pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk
menyerahkan aset kepada daerah. Kasus tersebut terjadi di 13 entitas.

Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah senilai Rp2.636.661,01 juta telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan
aset senilai Rp16.345,94 juta, yang berasal dari: Pemerintah Provinsi
senilai Rp2.104,52 juta, Pemerintah Kabupaten senilai Rp7.879,70 juta,
dan Pemerintah Kota senilai Rp6.361,72 juta. Entitas yang telah melakukan
penyetoran uang/penyerahan aset tersebut, di antaranya: Kota Bontang
senilai Rp5.155,57 juta, Kabupaten Ogan llir senilai Rp5.060,70 juta, Provinsi
Papua senilai Rp1.483,13 juta, Kabupaten Tulang Bawang Barat senilai
Rp810,19 juta, dan Kab Rokan Hulu senilai Rp652,28 juta.

Penyebab

Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi, karena:
pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan
memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi
dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian.
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Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK
merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain, agar: memberikan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak
cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat
yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,
meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta memerintahkan
kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan
dan pengendalian.

Selainitu, BPKjuga merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung
jawab, agar: meningkatkan upaya penyelesaian sengketa, memverifikasi
tunggakan yang tidak dapat diyakini dan mengintensifkan penagihan, serta
mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah dan apabila
tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas daerah untuk
mencegah terjadinya kerugian daerah.

Daftar kelompok dan jenis temuan potensi kerugian daerah disajikan dalam
Lampiran 9 dan daftar kelompok temuan potensi kerugian daerah menurut
entitas disajikan dalam Lampiran 10.

Kekurangan Penerimaan (945 kasus senilai Rp393.188,79 juta)

Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2013 pada 456 pemerintah daerah
menemukan kekurangan penerimaan sebanyak 945 kasus senilai
Rp393.188,79 juta.

Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan)
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/
daerah sebanyak 527 kasus senilai Rp277.879,37 juta, seperti: PPh 23
yang tidak dipungut, kurang tagih pajak air permukaan, dan jaminan uang
muka serta pelaksanaan yang belum dicairkan. Kasus tersebut terjadi di
300 entitas, di antaranya: di Provinsi DKI Jakarta senilai Rp57,32 miliar,
Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp11,54 miliar, Kota Batu senilai Rp9,79
miliar, dan Provinsi Riau senilai Rp6,20 miliar.

e Dendaketerlambatanpekerjaanbelum/tidakditetapkanataudipungut/
diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 334 kasus senilai
Rp93.430,94 juta, yang terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang/
jasa dan pemborongan pekerjaan yang mengalami keterlambatan. Kasus
tersebut terjadi di 253 entitas, di antaranya: di Kabupaten Sabu Raijua
senilai Rp13,32 miliar, Provinsi DKI Jakarta senilai Rp3,28 miliar, dan
Kabupaten Gowa senilai Rp2,95 miliar.

e Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah sebanyak 24 kasus
senilai Rp3.501,72 juta. Kasus tersebut terjadi di 22 entitas, di antaranya:
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di Kabupaten Jeneponto senilai Rp1,15 miliar, Kabupaten Serang senilai
Rp400,86 juta, dan Kabupaten Donggala senilai Rp298,94 juta.

e Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak
30 kasus senilai Rp10.272,31 juta. Kasus tersebut terjadi di 26 entitas,
di antaranya: di Provinsi Kepulauan Riau senilai Rp4,95 miliar, Kota
Pematangsiantar senilai Rp1,29 miliar, Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan senilai Rp665,00 juta, dan Kabupaten Mamuju Utara senilai
Rp487,90 juta.

e Kekurangan penerimaan lainnya sebanyak 30 kasus senilai Rp8.104,45
juta terjadi di 26 entitas, di antaranya di Kabupaten Pasaman Barat, yaitu
sisa dana hibah belum disetor ke kas daerah senilai Rp859,35 juta.

Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp393.188,79 juta tersebut
telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau
penyerahan aset senilai Rp39.981,61 juta, yaitu: Pemerintah Provinsi senilai
Rp7.691,17 juta, Pemerintah Kabupaten senilai Rp21.990,85 juta, dan
Pemerintah Kota senilai Rp10.299,59 juta. Entitas yang telah melakukan
penyetoran uang/penyerahan aset tersebut, di antaranya: adalah Kabupaten
Bangka Tengah senilai Rp5.733,39 juta, Kota Surabaya senilai Rp3.713,80
juta, Provinsi DKI Jakarta senilai Rp3.230,74 juta, Provinsi Sumatera Selatan
senilai Rp2.062,18 juta, dan Kabupaten Konawe Selatan senilai Rp1.199,52
juta.

Penyebab

Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi, karena:
pejabat yang bertanggung jawab kurang memahami tupoksi, kurang aktif
dalam melakukan upaya-upaya percepatan pekerjaan, tidak tegas dalam
melakukan upaya penagihan kepada wajib pajak, belum optimal dalam
melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan lemah dalam
melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap  kasus-kasus  kekurangan  penerimaan  tersebut, BPK
merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain, agar: memberikan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak
cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta
pejabat yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,
memerintahkan kepadapejabatyangbertanggungjawabuntukmeningkatkan
pengawasan dan pengendalian, dan menagih serta menyetorkan kekurangan
penerimaan ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan.

Daftar kelompok dan jenis temuan kekurangan penerimaan disajikan dalam
Lampiran 9 dan daftar kelompok temuan kekurangan penerimaan menurut
entitas disajikan dalam Lampiran 10.
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Kelemahan Administrasi (2.115 kasus)

4.48 Hasil pemeriksaan atas LKPD pada 456 pemerintah daerah menemukan
ketidakpatuhan yang mengakibatkan kelemahan administrasi sebanyak
2.115 kasus.

4.49 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
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Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)
perjalanan dinas dan selain perjalanan dinas sebanyak 642 kasus,
seperti: pertanggungjawaban belanja tidak tertib dan tidak dapat
diyakini kewajarannya, belanja hibah belum dipertanggungjawabkan,
serta tagihan pemakaian tenaga listrik belum diuji kebenarannya. Kasus
tersebut terjadi di 339 entitas.

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah sebanyak 459
kasus, seperti: pengelolaan dan penatausahaan aset tetap tidak sesuai
dengan peraturan, barang milik daerah tidak didukung dengan data
yang andal, belum adanya kebijakan perlakuan atas aset lain-lain, aset
tetap tidak diketahui lokasi keberadaannya, penjualan aset tidak sesuai
dengan ketentuan, serta penghapusan atas barang milik daerah belum
tuntas. Kasus tersebut terjadi di 311 entitas.

Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah sebanyak 233
kasus, seperti: Laporan Keuangan belum sepenuhnya mengungkapkan
nilai aset, pendapatan, dan belanja yang berasal dari penerimaan hibah,
bantuan sosial, dan Corporate Social Responsibility, aset tetap berupa
fasilitas umum tidak diketahui keberadaan berita acara serah terimanya,
aset berupa tanah belum bersertifikat, penyelesaian pembayaran
pengadaan berlarut-larut, serta kendaraan belum memiliki bukti
kepemilikan. Kasus tersebut terjadi di 210 entitas.

Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang
ditentukan sebanyak 182 kasus, seperti: saldo kas di bendahara
penerimaan BLUD belum disetor ke kas daerah, keterlambatan
penyetoran pajak dan retribusi serta pengembalian piutang ke kas daerah
dan pendapatan bunga deposito terlambat diterima. Kasus tersebut
terjadi di 149 entitas.

Kelemahan administrasi lainnya sebanyak 599 kasus, seperti:
pertanggungjawaban/penyetoran UP melebihi batas waktu yang
ditentukan, pertanggungjawaban uang muka kerja (UMK) terlambat
disampaikan, sisa uang yang harus dikembalikan (UYHD), UP, TU TA
2013 terlambat disetor ke kas daerah, serta pengadministrasian BKU
bendahara pengeluaran tidak tertib.
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Penyebab

Kasus-kasus kelemahan administrasi pada umumnya terjadi, karena:
pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan
memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya untuk menatausahakan dan mengelola barang
milik daerah, kurang proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban,
serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap  kasus-kasus  kelemahan  administrasi  tersebut, = BPK
merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain, agar: memberikan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak
cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat
yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,
memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meminta
laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, serta meningkatkan
pengawasan dan pengendalian.

Daftar kelompok dan jenis temuan administrasi disajikan dalam Lampiran 9
dan daftar kelompok temuan administrasi menurut entitas disajikan dalam
Lampiran 10.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan

Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2013, BPK juga menemukan adanya
ketidakhematan sebanyak 106 kasus senilai Rp56.160,80 juta yang terjadi
di 73 pemerintah daerah dan ketidakefektifan sebanyak 108 kasus senilai
Rp134.266,56 juta yang terjadi di 89 pemerintah daerah.

LKPD Tahun 2012

Pada Semester | Tahun 2014, BPK juga telah menyelesaikan LHP LKPD
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012 pada Provinsi Maluku. LKPD tersebut
baru dapat diserahkan oleh entitas kepada BPK pada Tanggal 3 Februari
2014.

BPK memberikan opini TMP atas Laporan Keuangan Kepulauan Aru Tahun
2012.

Hasil evaluasi atas 1 LKPD Tahun 2012 menunjukkan terdapat 30 kasus
kelemahan SPI, dengan rincian: sebanyak 11 kasus kelemahan sistem
pengendalian akuntansi dan pelaporan, sebanyak 8 kasus kelemahan sistem
pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan sebanyak
11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
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4.58

Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, yang
mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan
penerimaan, kelemahan administrasi, dan ketidakhematan sebanyak 32
kasus senilai Rp3.946,53 juta, dengan rincian: sebanyak 8 kasus kerugian
daerah senilai Rp3.249,39 juta, sebanyak 6 kasus kekurangan penerimaan
senilai Rp663,62 juta, sebanyak 17 kasus kelemahan administrasi, dan
sebanyak 1 kasus ketidakhematan senilai Rp33,52 juta.

Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam
cakram padat terlampir.
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BAB 5

Laporan Keuangan Badan Lainnya

5.1 Pada Semester | Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan
(LK) Badan Lainnya, vyaitu: LK Bank Indonesia (Bl), LK Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS), LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LK Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), LK Perum
Produksi Film Negara (PPFN), dan 9 LK Pinjaman Luar Negeri, yang terdiri
dari: 6 LK Pinjaman dari ADB, 2 LK Pinjaman dari World Bank, serta 1 LK
Pinjaman dari IBRD.

5.2 Pemeriksaan keuangan atas LK Badan Lainnya bertujuan untuk memberikan
pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan dengan berdasarkan, pada: (a) kesesuaian dengan standar
akuntansi yang berlaku umum dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang
ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan
pengungkapan (adequate disclosure); (c) kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan; dan, (d) efektivitas SPI.

5.3 Cakupan pemeriksaan atas LK Badan Lainnya selain pinjaman luar negeri,
meliputi: neraca, laporan laba rugi, LRA atau laporan surplus (defisit) atau
laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan
arus kas. Rincian neraca, meliputi: aset senilai Rp1.649,49 triliun, kewajiban
senilai Rp1.370,11 triliun, dan ekuitas senilai Rp279,38 triliun. Rincian LRA,
meliputi: pendapatan senilai Rp75.214,31 miliar, belanja/biaya senilai
Rp36.817,60 miliar, dan laba/rugi/surplus/defisit Rp38.396,71 miliar.

5.4 Cakupan pemeriksaan atas LK Badan Lainnya yang merupakan pinjaman luar
negeri hanya meliputi LRA dengan rincian pendapatan senilai Rp59.567,64
juta dan belanja senilai Rp84.019,36 juta.

Hasil Pemeriksaan

5.5 Hasil pemeriksaan keuangan atas LK Badan Lainnya disajikan dalam
tiga kategori, yaitu: opini, hasil pemeriksaan SPI, dan hasil pemeriksaan
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP)
dandinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu
atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan: kerugian
negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, kelemahan
administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap
permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut
dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi
hukum atau berdampak finansial.
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No.

10
11
12
13

14

Opini

Opini BPK atas LK Badan Lainnya Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan pada

Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Opini atas LK Badan Lainnya
Opini
Entitas
2009 2010 2011 2012 2013

Bank Indonesia WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP WTP
Lembaga Penjamin Simpanan TMP TMP TMP TMP TMP
Otoritas Jasa Keuangan - - B > WTP-DPP
SKK Migas (BP Migas) - - WTP WTP WTP
Perum Produksi Film Negara *) TMP TMP WDP WDP
Loan ADB 2575-INO PNPM Mandiri = WTP WTP WTP WTP
Loan ADB 2654-INO MSMHP = - WTP WTP WDP
Loan ADB 2768-INO USRI - - - WTP WDP
Loan ADB No. 2817-INO RRDP 5 - B . WTP
Loan ADB N0.2927-INO BPKP . - - 8 WTP
Loan ADB No. 2928-INO PEDP - - = o WTP
Loan IBRD 8188-ID SMARTD - - B o WTP
Loan World Bank No. 8043-1D WINRIP - - - - WTP
Loan World Bank No. 8121-ID JUFMP/JEDI - - - = WDP

*)Pemeriksaan LK Tahun 2011 & 2012 dilaksanakan Tahun 2014

5.8

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa:
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BPK memberikan opini WTP atas LK Bl selama lima tahun berturut-turut
mulai dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 dan juga terhadap BP Migas
selama tiga tahun berturut-turut mulai dari Tahun 2011 s.d. Tahun 2013.
BPK juga memberikan opini WTP terhadap Loan ADB 2575 INO PNPM
Mandiri selama empat tahun berturut-turut mulai dari Tahun 2010 s.d.
Tahun 2013.

BPK memberikan opini WDP atas LK Loan ADB 2654 INO MSMHP Tahun
2013, menurun dari opini Tahun 2011 dan Tahun 2012 yang memperoleh
opini WTP. LK Loan ADB 2768 INO USRI untuk Tahun 2013 memperoleh
opini WDP dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

BPK memberikan opini TMP atas LK LPS selama lima tahun berturut-
turut mulai dari Tahun 2009 s.d. 2013, dan untuk LK PPFN Tahun 2011
dan 2012 memperoleh opini WDP, meningkat dari opini LK Tahun 2009
dan 2010 yang memperoleh opini TMP.

BPK memberikan opini WTP atas LK OJK Tahun 2013 yang baru pertama
kali dilakukan pemeriksaan.
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Sistem Pengendalian Intern

IHPS | Tahun 2014

Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini,
BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas
yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LK Badan Lainnya dapat diuraikan
sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

Hasil pemeriksaan atas LK Badan Lainnya menunjukkan adanya 97 kasus
kelemahan SPI sebagaimana tercantum pada Tabel 5.2. Rincian jenis temuan
SPI disajikan dalam Lampiran 11 dan rincian temuan menurut entitas
disajikan dalam Lampiran 13.

No.

Tabel 5.2 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya

Kelompok Temuan
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang Mengakibatkan
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan
Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat
Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan
Entitas terlambat menyampaikan laporan

Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai

Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja

Perencanaan kegiatan tidak memadai

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang
pendapatan dan belanja

Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan
berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan

Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan
berakibat peningkatan biaya/belanja

Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau
keseluruhan prosedur

SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati
Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal
Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai

Jumlah

Jumlah
Kasus

25

10

16
44
21

20

97
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5.12

5.13

Grafik 5.1 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya

Kelemahan Sistem Pengendalian
Intern

o 26% W Sistem Pengendalian
Akuntansi dan Pelaporan

M Sistem Pengendalian
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja

Struktur Pengendalian
Intern

H 29%

Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern tersebut di antaranya
sebagai berikut.

e LPS belum menilai dan menyajikan saldo Penyertaan Modal Sementara
(PMS) PT Bank Mutiara, Tbk dalam LK Tahun 2013 sebesar jumlah
yang dapat diperoleh kembali (Recoverable Amount) mengakibatkan
saldo PMS senilai Rp8,011 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya
dan berimplikasi terhadap kewajaran akun-akun Surplus Defisit, Pajak,
Cadangan Tujuan, dan Cadangan Penjaminan pada LK LPS Tahun 2013.

e Di SKK Migas, Jabatan Spesialis Utama, Madya, dan Muda tidak sesuai
dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2013 mengakibatkan
beban pekerjaan untuk jabatan spesialis tidak didasarkan pada peraturan
yang berlaku.

e DiLoan World Bank No.8043-1D pada WINRIP, aset tetap berupa peralatan
dan perabotan kantor senilai Rp687 juta yang ada dalam kontrak Core
Team Consultant tidak tercatat dalam SIMAK BMN dan berpotensi hilang.

Penyebab

Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang berwenang
belum menyusun kebijakan internal untuk suatu prosedur atau keseluruhan
prosedur serta belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai dengan peraturan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan
kepada pejabat badan lainnya, agar: menyusun kebijakan internal atas
suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, meningkatkan pengawasan dan
pengendalian, serta melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan
kerja terkait secara periodik.
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5.15

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan

Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan
penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan
seperti disajikan dalam Tabel 5.3. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap
kelompok dapat dilihat pada Lampiran 12 dan rincian temuan menurut
entitas disajikan dalam Lampiran 13.

Berdasarkan Tabel 5.3 hasil pemeriksaan mengungkapkan 64 kasus senilai
Rp36.035,33 sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang ditemukan pada 15 laporan keuangan.

Tabel 5.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundangan- undangan atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya
(nilai dalam juta rupiah)

No Kelompok Temuan AL Nilai
Kasus

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1  Kerugian Negara 20 8.583,89
2 Potensi Kerugian Negara 11 23.706,79
3 Kekurangan Penerimaan 6 3.629,73
Sub Total 1 37 35.920,41

4 Kelemahan Administrasi 19 -
Ketidakhematan 3 114,92

6  Ketidakefektifan 5 -
Sub Total 2 27 114,92
Jumlah 64 36.035,33

Grafik 5.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan
8%

/ 31%

W Kerugian Negara
B Potensi Kerugian Negara
 Kekurangan Penerimaan
m Kelemahan Administrasi
M Ketidakhematan

B Ketidakefektifan
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Berdasarkan Tabel 5.3 dan Grafik 5.2 hasil pemeriksaan mengungkapkan
64 kasus senilai Rp36.035,33 juta. Sub Total 1 menunjukkan kasus
ketidakpatuhan, yang mengakibatkan: kerugian negara, potensi kerugian
negara, dan kekurangan penerimaan sebanyak 37 kasus (58% dari jumlah
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan)
senilai Rp35.920,41 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah
penyetoran sejumlah uang ke kas negara atau penyerahan aset. Sub Total
2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan, yang mengakibatkan: kelemahan
administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 27 kasus (42%
dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan) senilai Rp114,92 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut
adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI .

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan tersebut di antaranya sebagai berikut.

e Diloan World Bank No.8121-1D JUFMP/JEDI terdapat duplikasi beberapa
item pekerjaan kegiatan JUFMP/JEDI Tahun 2013 mengakibatkan
kelebihan pembayaran senilai Rp2,27 miliar dan potensi kelebihan
pembayaran senilai Rp6,8 miliar.

e Di Loan World Bank No0.8121-ID JUFMP/JEDI, pembayaran atas item
pekerjaan Furnishing of Corrugated Prestress Concrete Pile W 325 mm
pada Dredging and Embankment of Cengkareng Floodway Sub Project
of JUFMP 2A di PIU BBWS Ciliwung Cisadane mendahului dan melebihi
progres fisik pekerjaan mengakibatkan kelebihan pembayaran pada item
Furnishing of Corrugated Prestress Concrete Pile W 325 mm paket JUFMP
2A senilai Rp11,15 miliar.

o Di OJK, terjadi keterlambatan pengembalian sisa uang muka kegiatan
senilai Rp1,18 miliar dan sisa uang muka kegiatan senilai Rp897,19 juta
tidak ditemukan pertanggungjawaban maupun keberadaan fisiknya yang
mengakibatkan sisa belanja OJK Tahun 2013 minimal senilai Rp1,18
miliar terlambat diterima oleh kas negara dan sisa dana tambahan kas
kecil senilai Rp897,00 juta tidak diyakini keberadaan fisiknya.

e DiBI, terdapatindikasi pemisahan pada pengadaan barang/jasa sehingga
pengadaan diputus oleh pejabat yang lebih rendah dan pengadaan tidak
dapat dilaksanakan secara lelang.

Dari 64 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan senilai Rp36.035,33 juta selama proses pemeriksaan entitas
telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke
kas negara senilai Rp2.725,11 juta, dengan rincian temuan kerugian senilai
Rp498,71 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp2.226,40 juta seperti
disajikan pada Lampiran 13.
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Penyebab

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan pada umumnya terjadi, karena: pejabat yang bertanggung jawab
belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemahnya
pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-
pihak terkait.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan antara lain:
kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk mempertanggungjawabkan
kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas negara atau melakukan
pemotongan atas pembayaran kepada kontraktor senilai Rp2.271 juta dan
melakukan pemotongan atas pembayaran kontraktor senilai Rp11.159,78
juta pada tagihan selanjutnya. Kepada Dewan Komisioner OJK, agar:
melakukan penelitian atas keberadaan dan pertanggungjawaban tambahan
uang muka kegiatan di Sekretariat Dewan Komisioner dan memberikan sanksi
kepada pejabat/pegawai yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan
kepegawaian OJK; dan kepada Gubernur Bl agar memperbaiki perencanaan
pengadaan barang dan/atau jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan

Hasil pemeriksaan atas LK Badan Lainnya menunjukkan adanya
ketidakhematan sebanyak 3 kasus senilai Rp114,92 juta dan ketidakefektifan
sebanyak 5 kasus.

Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam
cakram padat terlampir.
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DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A
ADB
APBD
APBN
APBNP
Askes
B

BI
BPK
BPPN
BSPS
Bultek
BUMN
BUN
C
CalK
D

DIA
DPR
DOB
DPD

|

IHPS
IP

J

JKA
JUFMP/JEDI

K
KAP
KKKS
K/L
KUN
KPEN-RP
KPPN
KUPS
L

LAK
LHP
LK

Asian Development Bank

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
Asuransi Kesehatan

Bank Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Buletin Teknis

Badan Usaha Milik Negara

Bendahara Umum Negara

Catatan atas Laporan Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Otonomi Baru
Dewan Perwakilan Daerah

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
Inventarisasi dan Penilaian

Jaminan Kesehatan Aceh
Jakarta Urgent Flood Mitigatin Project/Jakarta Emergency
Dredging Initiative

Kantor Akuntan Publik

Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Kementerian/Lembaga

Kas Umum Negara

Kredit Pengembangan Energi Nabati-Revitalisasi Perkebunan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Kredit Usaha Pembibitan Sapi

Laporan Arus Kas

Laporan Hasil Pemeriksaan
Laporan Keuangan
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LKKL
LKPP
LKPD
LPS

LRA

M
MSMHP
N

NRV

0

0JK

P
PBB-P2
PIU BBWS
PKBL
PKP2B
PMS
PNBP
PP

PPN
PPh

PPh DTP
PPFN
PSC

s

SAL
SAP
SBN
SIMPADA
SIM PBB
SISMIOP

SKK MIGAS

S-SRG
SOP
SPAP
SPI
SPIP
SPKN
STP

T

TAC
TMP
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Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lembaga Penjamin Simpanan

Laporan Realisasi Anggaran

Metropolitan Sanitation Management and Health Project
Net Realizable Value
Otoritas Jasa Keuangan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Project Implementation Unit Balai Besar Wilayah Sungai
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
Penyertaan Modal Sementara

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah

Perum Poduksi Film Negara

Production Sharing Contract

Sisa Anggaran Lebih

Standar Akuntansi Pemerintahan

Surat berharga Negara

Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah
Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan
Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan

Gas Bumi

Skema-Subsidi Resi Gudang

Standard Operating Procedure

Standar Profesional Akuntan Publik
Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Surat Tagihan Pajak

Track Access Charge
Tidak Memberikan Pendapat
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TP/TGR :  Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
TU :  Tambah Uang Persediaan

T™W . Tidak Wajar

U

UMK :  Uang Muka Kerja

UMKM . Usaha Mikro Kecil dan Menengah

up . Uang Persediaan

UYHD . Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan

w

WDP :  Wajar Dengan Pengecualian

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP-DPP :  Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

Buku Il IHPS



IHPS | Tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan

Buku Il IHPS



LAMPIRAN






Badan Pemeriksa Keuangan IHPS | Tahun 2014

Lampiran 1
Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester | Tahun 2014
No Kelompok dan Jenis Temuan LTull LKKL LKPD LK ?adan
Kasus Lainnya
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
| Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan 2.136 271 1.840 25
Pelaporan
1 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak 903 109 787 7
akurat
Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 848 130 708 10
Entitas terlambat menyampaikan laporan 6 1 4 1
4 Sistem In_forma5| Akuntansi dan Pelaporan tidak 334 21 306 7
memadai
5 Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum 43 10 33 i
didukung SDM yang memadai
6 Lain-lain 2 - 2 -
Il Kelemahan Sistem Pengendallan.PeIaksanaan 2.498 288 2.182 28
Anggaran Pendapatan dan Belanja
1 Perencanaan kegiatan tidak memadai 807 82 720 5

2 Mekanisme pemungutan, penyetoran dan
pelaporan serta penggunaan penerimaan negara 270 36 234 -
dan hibah tidak sesuai ketentuan

3 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan

. S L 684 68 610 6
intern organisasi yang diperiksa tentang
pendapatan dan belanja
4 Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/D 25 - 25 -
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat
atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi 440 54 385 1
penerimaan/pendapatan
6 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau
belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/ 195 35 144 16
belanja
7 Lain-lain 77 13 64 -
1 Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 1.314 159 1.111 44
1 Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk 599 37 491 21
suatu prosedur atau keseluruhan prosedur
2 SOE yang ada Pada e.ntlt?s tidak berjalan secara 371 55 296 20
optimal atau tidak ditaati
Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern 4 - 4 -
4 Satuar\ Penga\{vas Interr\ yang ada tidak memadai 318 13 304 1
atau tidak berjalan optimal
5 Tidak ad:? pemisahan tugas dan fungsi yang 2 4 16 5
memadai
6 Lain-lain - - - -
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 5.948 718 5.133 97

Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2014

Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman 1 - Lampiran 2

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester | Tahun 2014

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

—— LKKL LKPD* LK Badan Lainnya
. umla -
No Kelompok dan Jenis Temuan Kasus Nilai el . el . TED .
Nilai Nilai Nilai
Kasus Kasus Kasus
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Per g-undangan yang M kibatkan
| Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan 2.790 | 1.464.294,50 423 469.999,44 2.347 985.711,17 20 8.583,89
NTD 533,28 NTD 533,28 - -
Jumlah Rupiah 1.464.508,48 470.213,42 985.711,17 8.583,89
1 Belanja Perjalanan Dinas Fiktif 174 93.718,03 15 3.303,50 158 90.409,40 1 5,13
2 | Belanja atau pengadaan fiktif lainnya 139 78.934,51 11 2.157,98 128 76.776,53 - -
3 | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak 29| 1252881 2 938,02 27| 11.590,79 - -
menyelesaikan pekerjaan
4 Ezlr‘:r:znga” volume pekerjaan dan/atau 634| 308.042,70 79|  67.111,82|  554| 240.812,55 1 118,33
5 | Kelebihan pembayaran selain kekurangan 381|  219.392,61 100| 141.600,66|  274|  72.411,08 7| 538087
volume pekerjaan dan/atau barang
6 | Pemahalan harga (Mark up) 87 45.359,34 20 19.711,79 66 25.644,45 1 3,10
7
Penggunaan uang/barang untuk 106|  41.304,38 5 2436,84|  101|  38.867,54 - -
kepentingan pribadi
8 |Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau 339|  92.833,57 s4| 12.52801|  283| 80.01582 2 289,74
melebihi standar yang ditetapkan
9 | Pembayaran honorarium ganda dan atau 152  71.789,44 34| 14.15650|  116| 57.605,55 2 27,39
melebihi standar yang ditetapkan
10| Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak 115|  65.952,66 28| 45.083,57 87|  20.869,09 - -
sesuai dengan kontrak
11 |Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan 429 239.292,36 48 89.665,78 375 146.867,25 6 2.759,33
NTD 533,28 NTD 533,28 - -
Jumlah Rupiah 239.506,34 89.879,76 146.867,25 2.759,33
12 Pengemballan pinjaman/piutang atau dana 5 1.688,31 . B 5 1.688,31 . .
bergulir macet
13 |Kelebihan penetapan dan pembayaran
restitusi pajak atau penetapan kompensasi 3 89,31 - - 3 89,31 - -
kerugian
14 | Penjualan/pertukaran/penghapusan aset
negara/daerah/perusahaan tidak sesuai
ketentuan dan merugikan negara/daerah/ 3 367,87 ) . 3 367,87 B B
perusahaan
15 |Lain-lain 194 193.000,60 27 71.304,97 167 121.695,63 - -
I [poens Kerugian Negara/Daerah/ 431| 4.668.657,14 47| 2.008.429,37|  373| 2.636.661,01 11| 23.566,76
UsD 11,70 - - UsD 11,70
Jumlah Rupiah Total 4.668.797,17 2.008.429,37 2.636.661,01 23.706,79
1 Kelebihan pembayaran dalam pengadaan
barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan 141 150.777,93 9 59.165,87 124 71.619,31 8| 19.992,75
belum dilakukan sebagian atau seluruhnya
uUsD 11,70 uUsD 11,70
Jumlah Rupiah 150.917,96 59.165,87 71.619,31 20.132,78
2 | Rekanan belum melaksanakan kewajiban
pemeliharaan barang hasil pengadaan yang 10 779,48 - - 10 779,48 - -
telah rusak selama masa pemeliharaan
3 | Aset dikuasai pihak lain 97| 1.188.891,65 16 139.454,57 80| 1.049.437,08 1 -
4 | Pembelian aset yang berstatus sengketa 5 3.330,41 2 3.330,41 3 - - -
5 | Aset tidak diketahui keberadaannya 80 506.171,00 10 20.749,43 70 485.421,57 - -
6 | Pemberian jaminan dalam pelaksanaan
pekerjaan, pemanfaatan barang dan 3 5.853,00 1 25,74 2 5.827,26 - -
pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan
7 | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban
untuk menyerahkan aset kepada negara/ 10 140.513,60 1 2.310,00 9 138.203,60 - -
daerah/perusahaan
8 | Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang 65| 2.469.518,00 2| 1.768.437,81 61| 697.506,18 2| 357401
berpotensi tidak tertagih
9 | Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan 1 7.098,45 - - 1 7.098,45 - -
10 |Lain-lain 19 195.723,62 6 14.955,54 13 180.768,08 - -
Il | Kekurangan Penerimaan 1.120 | 1.436.284,51 163 | 1.043.486,31 951 389.168,47 6 3.629,73
USD 1.391,94 USD 1.000,60 USD 391,34
Jumlah Rupiah Total 1.452.944,63 1.055.462,49 393.852,41 3.629,73
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(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

. LKKL LKPD* LK Badan Lainnya
. umla e
No Kelompok dan Jenis Temuan Kasus Nilai TlED - e - aletn -
Nilai Nilai Nilai
Kasus Kasus Kasus
1 | Denda keterlambatan pekerjaan belum/
tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ 413 159.904,75 74 65.245,27 336 93.531,63 3 1.127,85
disetor ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan
2 | Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan
lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ 1 1252 1 1 ) 2501
tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ 617 -252.847,35 83 976.587, 53 73.758,36 3 501,88
disetor ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan
USD 1.391,94 USD 1.000,60 USD 391,34 -
Jumlah Rupiah 1.269.507,47 988.563,29 278.442,30 2.501,88
3 N
Penggunaan langsung Penerimaan Negara/ 2 3.839,19 2 337,47 24 3.501,72 a i
Daerah
4 | Penerimaan Negara/daerah diterima/
digunakan oleh instansi yang tidak berhak ! 40,90 ! 40,90
5 Pen'genaan tarif pajak/PNBP lebih rendah 34 11.588,77 2 1.316,46 30 10.272,31 B B
dari ketentuan
6 - .
Keleblhan pembayaran subsidi oleh 2 257,31 R B ) 257,31 . .
pemerintah
7 Lain-lain 27 7.806,24 - - 27 7.806,24 - -
IV | Kelemahan Administrasi 2.512 - 361 - 2,132 - 19 -
1 | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak 87 71 64 2
akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)
2 | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti
tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain 660 66 591 3
perjalanan dinas)
3 | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak 14 5 3 1
atau penetapan anggaran
4 | Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai
ketentuan (tidak menimbulkan kerugian 137 41 91 5
negara/daerah/perusahaan)
5 X X
Pemecahan kontrak untuk menghindari 16 6 10 }
pelelangan
6 | Pelaksanaan lelang secara proforma 8 1 7 -
7 Penyimpangan terhadap peraturan per-uu
bidang pengelolaan perlengkapan atau 556 96 460 -
Barang Milik Negara/Daerah
8 | Penyimpangan terhadap peraturan
p?rundang-un.dangan bidang tertentu 272 39 225 3
lainnya seperti kehutanan, pertambangan,
perpajakan, dan lain-lain.
9 | Pembentukan cadangan piutang,
perhitungan penyusutan atau amortisasi 1 - 1 -
tidak sesuai ketentuan
10 |Penyetoran penerlmaan negara melebihi 211 29 182 .
batas waktu yang ditentukan
11 | Pertanggungjawaban/penyetoran uang
persediaan melebihi batas waktu yang 109 11 98 -
ditentukan
12 |Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir
Tahun Anggaran belum disetor ke kas 82 13 69 -
negara/daerah
13 | Pengeluaran investasi pemerintah tidak 72 R 72 B
didukung bukti yang sah
14 Kepgmlllkan aset tidak/belum didukung 263 30 233 3
bukti yang sah
15 | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah 3 - 3 -
16 |Llain-lain 21 3 18 -
V | Ketidakhematan 155 69.250,71 45 12.941,47 107 56.194,32 3 114,92
1 Fenetapan _kualltas da_n kuant‘lta_s barang/ 2 25,30 R B 2 25,30 . .
jasa yang digunakan tidak sesuai standar
2 | Pemborosan keuangan negara/dacrah/ 153 69.225,41 45| 12.941,47 105|  56.169,02 3 114,92
perusahaan atau kemahalan harga
VI | Ketidakefektifan 165| 3.273.026,27 52| 3.138.759,71 108 134.266,56 5 -
1 |Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ 63| 9712351 6 1.542,13 57| 9558138 - -
tidak sesuai peruntukan
2 Pemahfaatan barang/jasa dlIa!(ukan tidak 7 220.180,73 3 218.459,15 4 1.721,58 . .
sesuai dengan rencana yang ditetapkan
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U LKKL LKPD* LK Badan Lainnya

. umla -

No Kelompok dan Jenis Temuan Kasus Nilai e . TrlEl o T o

Nilai Nilai Nilai
Kasus Kasus Kasus

3 | Barang yang dibeli belum/tidak dapat 48| 294.864,68 28| 271.220,80 20|  23.643,88 - -
dimanfaatkan

4 | Pemanfaatan barar]g/]asja tidak belfdampak 9 2.708,70 4 199,73 5 2.508,97 . .
terhadap pencapaian tujuan organisasi

5 Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat
sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan 22| 2.644.656,58 10| 2.643.909,58 7 747,00 5 -
organisasi

6 | Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal 4 10.539,65 1 3.428,32 3 7.111,33 - -

7 | Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa
tidak diselenggarakan dengan baik termasuk 12 2.952,42 - - 12 2.952,42 - -
target penerimaan tidak tercapai

8 | Lain-lain - - - - - - - -

Total Ketidakpatuhan 10.911.513,13 6.673.616,30 4.202.001,53 35.895,30
terhadap Ketentuan Pezmdang-undangan 7173 USD 1.403,64 1.091 USD 1.000,60 6.018 USD 391,34 6a UsD 11,70
NTD 533,28 NTD 533,28 - -
Jumlah Rupiah Total 10.928.527,26 6.685.806,46 4.206.685,47 36.035,33
Kerugian Negara/Daerah 1.009 373.126,24 163 141.754,13 844| 230.873,40 2 498,71
Potensi Kerugian Negara/Daerah 31 16.919,21 2 573,27 29 16.345,94 - -
Kekurangan Penerimaan 138.552,06 96.344,05 39.981,61 2.226,40
354 | USD 1.000,00 61| USD 1.000,00 291 2
Jumlah Rupiah Total 150.521,06 108.313,05 39.981,61 2.226,40

Total Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran
ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah 1.394 540.566,51 226 250.640,45 1.164 287.200,95
Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan

S

2.725,11

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014
*Termasuk LKPD TA 2012
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Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya
Tahun 2009 s.d. 2013

A n . Opini Tahun | Opini Tahun | Opini Tahun | Opini Tahun | Opini Tahun
No. Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya P 2009 P 2010 P 2011 P 2012 P 2013
Kementerian/Lembaga

1 Majelis Permusyawaratan Rakyat WTP WTP WTP WTP WTP

2 Dewan Perwakilan Rakyat WTP WTP WTP WTP WTP

3 Badan Pemeriksa Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP

4 Mahkamah Agung TMP WDP WDP WTP WTP

5 Kejaksaan Republik Indonesia WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP

6 Kementerian Sekretariat Negara WDP WTP WTP WTP WTP DPP
7 Kementerian Dalam Negeri WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WDP

8 Kementerian Luar Negeri TMP WDP WTP-DPP WTP WTP

9 Kementerian Pertahanan WDP WDP WDP WTP-DPP WTP
10 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP-DPP WTP
11 Kementerian Keuangan WDP WDP WTP WTP WTP
12 Kementerian Pertanian WDP WDP WDP WDP WTP DPP
13 Kementerian Perindustrian WTP WTP WTP WTP WTP
14 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral WDP WTP-DPP WTP WTP WTP
15 Kementerian Perhubungan WDP WDP WDP WDP WTP
16 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan WDP TMP TMP WDP WTP
17 Kementerian Kesehatan TMP TMP WDP WTP-DPP WTP
18 Kementerian Agama WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP DPP
19 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi WDP WDP WDP WDP WDP
20 Kementerian Sosial WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP
21 Kementerian Kehutanan WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP
22 Kementerian Kelautan dan Perikanan WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP DPP
23 Kementerian Pekerjaan Umum WDP WDP WDP WTP-DPP WTP
2 i:;::g;z:an Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan WTP WTP WTP WTP WTP
25 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian WTP WTP WTP WTP WTP
26 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat WTP WTP WTP WTP WTP
27 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif WDP WDP WDP WDP TMP
28 Kementerian Badan Usaha Milik Negara WTP WTP WTP WTP WTP
29 Kementerian Riset dan Teknologi WTP WTP WTP WTP WDP
30 Kementerian Lingkungan Hidup T™MP WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP
31 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah WDP WTP WTP WTP-DPP WDP
32 Kemgnterian Pemberdayaan Perempuan dan WTP WTP WTP WTP WTP

Perlindungan Anak

33 gteeg(::qt:;i;?rzirnacl?yagunaan Aparatur Negara dan WTP WTP WTP WDP WTP DPP
34 Badan Intelijen Negara WTP WTP WTP WTP WTP
35 Lembaga Sandi Negara WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP DPP
36 Dewan Ketahanan Nasional WTP WTP WTP WTP WTP
37 Badan Pusat Statistik WDP WDP WTP WTP WTP
e | we | e | e | ww | we
39 Badan Pertanahan Nasional T™MP WDP WDP WTP-DPP WTP
40 Perpustakaan Nasional WDP WTP WTP WTP WDP
41 Kementerian Komunikasi dan Informatika WDP WDP WDP WDP WDP
42 Kepolisian Negara Republik Indonesia WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP
43 Badan Pengawas Obat dan Makanan WDP WTP-DPP WTP TMP WDP
44 Lembaga Ketahanan Nasional WTP WTP WTP WTP WTP-DPP
45 Badan Koordinasi Penanaman Modal WTP WTP WTP WTP WTP
46 Badan Narkotika Nasional WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP WTP DPP
47 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal WDP WDP WDP WTP-DPP WTP
48 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional WTP WDP WTP-DPP WTP WTP
49 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia WTP-DPP WTP WTP WTP WTP
50 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika WTP-DPP WTP WTP WTP WTP
51 Komisi Pemilihan Umum TMP WDP WDP WDP WDP
52 Mahkamah Konstitusi WTP WTP WTP WTP WTP
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No. Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya OPI:L;aghun OpI;:)';zhun Oplg:)Ialhun Oplg:)Iazhun OpI;:)Ia;hun

53 Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP WTP

54 Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia WDP WTP WTP WDP WTP

55 Badan Tenaga Nuklir Nasional WTP WTP WTP WTP WTP

56 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi WTP WTP WTP WDP WTP

57 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional WTP WTP WTP WDP WDP

58 Badan Informasi Geospasial WTP WDP WTP WDP TMP

59 Badan Standarisasi Nasional WTP WTP WTP WTP WTP

60 Badan Pengawas Tenaga Nuklir WTP WTP-DPP WDP WDP WTP

61 Lembaga Administrasi Negara WTP WTP WTP WTP WTP

62 Arsip Nasional Republik Indonesia WTP WTP WTP WTP WTP

63 Badan Kepegawaian Negara WTP WTP WTP WTP WTP

64 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan WTP WTP WTP WTP WTP

65 Kementerian Perdagangan WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP WTP

66 Kementerian Perumahan Rakyat WTP WTP WTP WDP WTP-DPP

67 Kementerian Pemuda dan Olahraga WTP WDP WDP WDP WDP

68 Komisi Pemberantasan Korupsi WTP WTP WTP WTP WTP

69 Dewan Perwakilan Daerah WTP WTP WTP WTP WTP

70 Komisi Yudisial WTP WTP WTP WTP WTP

71 Badan Nasional Penanggulangan Bencana TMP WDP WTP WTP WTP-DPP

7 E:gjzr:nl\(ljaosri;:g Penempatan dan Perlindungan Tenaga WTP WTP WTP WTP WDP

73 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP WTP

74 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah WTP WTP WTP WDP

75 Badan SAR Nasional WDP WTP-DPP WTP WTP

76 Komisi Pengawas Persaingan Usaha WTP WDP WTP WTP

77 Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura WDP WDP WDP

78 Ombudsman Republik Indonesia WTP WTP WTP

79 Badan Nasional Pengelola Perbatasan TMP WDP WDP

20 g:ld;ial)rzjﬁz:g;ess:jgztz;wasan Perdagangan Bebas dan T™P ) T™P

81 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme WDP WTP

82 Sekretariat Kabinet WTP WTP

83 Badan Pengawas Pemilihan Umum WDP WDP

84 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia WDP WDP

85 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia WDP WDP

36 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan ™P WDP
Pelabuhan Bebas Sabang

87 APP 61 (Pembayaran Bunga Utang) * * * *

88 APP 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya) * * * *

89 APP 69 (Belanja Lain-Lain) * * * *

90 APP 70 (Dana Perimbangan) * * * *

91 APP 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian) * * * *

92 APP 96 (Cicilan Pokok Utang LN) * * * *

93 APP 97 (Cicilan Pokok Utang DN) * * * *

94 APP 98 (Penerusan Pinjaman) * * * *

95 APP 99 (Penyertaan Modal Negara) * * * *

96 BA 999.01 - Pengelolaan Utang WTP WTP WTP WTP-DPP

97 BA 999.02 - Pengelolaan Hibah WDP WDP WDP WTP-DPP

98 BA 999.03 - Investasi Pemerintah WTP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP

99 BA 999.04 - Penerusan Pinjaman TMP WDP WTP WTP

100 BA 999.05 - Transfer ke Daerah WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP

101 BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya WDP * * *

102 BA 999.07 - Belanja Subsidi *x WDP WTP WTP-DPP

103 BA 999.08 - Belanja Lain-lain *x WDP WTP-DPP WTP

104 Bendahara Umum Negara *Ek WDP WDP WDP WDP

105 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias o HHAA FoAAk FoAAk
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Opini Tahun | Opini Tahun | Opini Tahun | Opini Tahun | Opini Tahun

No. Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya 2009 2010 2011 2012 2013
Badan Lainnya

106 Bank Indonesia WTP WTP-DPP WTP WTP WTP

107 Lembaga Penjamin Simpanan TMP T™MP TMP TMP TMP

108 Pusat Investasi Pemerintah WTP WTP HoAAA A HAAA A FAAAAK

109 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara WDP WTP HAAARK HAAARK FAARHK

110 Penyelenggara Ibadah Haji ( PIH) TMP TMP WDP WDP

Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Anggaran 2010
Pada Project Management Office Asian Development
111 Bank Earthquake And Tsunami Emergency Support WTP
Project (PMO ADB ETESP) Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Di Jakarta

Loan ADB 2575-INO Pada Rural Infrastructure Support
112 to The PNPM Mandiri Project 2 Direktorat Jenderal Cipta WTP WTP

WTP WTP
Karya Kementerian Pekerjaan Umum
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu R R
113 Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) wre wip wip
Loan ADB No. 2654-INO Pada Metropolitan Sanitation
114 Management And Health Project Direktorat Jenderal WTP WTP WDP

Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011
Loan ADB No. 2768-INO Pada Urban Sanitation dan Rural

115 Infrastructure (USRI) Support to PNPM Project Direktorat WTP WDP
Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Tahun 2012

116 PT. Jamsostek (Persero) WTP-DPP
Keterangan
WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)
WTP-DPP  : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (unqualified opinion with modified wording)
WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)
T™W : Opini Tidak Wajar (adverse opinion)
TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer opinion)
(*) : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam LK Tahun 2011 diperiksa pada Tahun 2012
* : Perubahan nomor BA
** : BA baru
Fxx : Dalam LAl tidak memuat paragraf yang menyatakan opini
Frxx : Dibubarkan Tahun 2009
Fkdkk : Belum diperiksa
Fkdkx : Tidak diperiksa

BPK diperiksa oleh KAP sehingga tidak dihitung dalam penjumlahan opini
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Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Semester | Tahun 2014

Badan Pemeriksa Keuangan

Lampiran 4

No Kelompok Jumlah Kasus %
Kel han Sistem Pengendalian Intern
| Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 271 37,74
1 | Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 109
2 | Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 130
3 | Entitas terlambat menyampaikan laporan 1
4 | Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai 21
5 | Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai 10
1} Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 288 40,11
1 | Perencanaan kegiatan tidak memadai 82
2 | Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan 36
Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan
3 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau 68
ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja
4 | Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat 54
hilangnya potensi penerimaan/pendapatan
5 | Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat 35
peningkatan biaya/belanja
6 | Lain-lain 13
1 Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 159 22,14
1 | Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan 87
prosedur
2 | SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati 55
3 | Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal 13
4 | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai 4
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 718 100,00

Buku Il - Lampiran



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2014

Halaman 1 - Lampiran 5

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Semester | Tahun 2014

Jumlah Nilai
No Seebet Kasus % (juta Rp dan ribu valas) %
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:
| Kerugian Negara 423 38,77 469.999,44 7,04
NTD 533,28
Jumlah Rupiah Total 470.213,42
1 | Belanja Perjalanan Dinas Fiktif 15 3.303,50
2 | Belanja atau pengadaan fiktif lainnya 11 2.157,98
3 Rekan'an pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan 2 938,02
pekerjaan
4 | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang 79 67.111,82
5 Keleb{han pembayaran selain kekurangan volume 100 141.600,66
pekerjaan dan/atau barang
6 | Pemahalan harga (Mark up) 20 19.711,79
7 | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi 5 2.436,84
3 Biaya P.erJaIanan Dinas ganda dan atau melebihi standar 54 12.528,01
yang ditetapkan
9 Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar 34 14.156,50
yang ditetapkan
10 Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan 78 45.083,57
kontrak
11 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan 48 89.665,78
NTD 533,28
Jumlah Rupiah Total 89.879,76
12 | Lain-lain 27 71.304,97
] Potensi Kerugian Negara 47 4,31 2.008.429,37 30,09
Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa
1 | tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian 9 59.165,87
atau seluruhnya
2 | Aset dikuasai pihak lain 16 139.454,57
3 | Pembelian aset yang berstatus sengketa 2 3.330,41
4 | Aset tidak diketahui keberadaannya 10 20.749,43
Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan,
5 | pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai 1 25,74
ketentuan
6 Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk 1 2.310,00
menyerahkan aset kepada negara
7 Plutan.g/plnjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak 2 1.768.437,81
tertagih
8 | Lain-lain 6 14.955,54
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Halaman 2 - Lampiran 5

Jumlah Nilai
No BT Kasus % (juta Rp dan ribu valas) %
1] Kekurangan Penerimaan 163 14,94 1.043.486,51 15,64
UsD 1.000,60
Jumlah Rupiah Total 1.055.462,49
Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan
1 | atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau 74 65.245,27
perusahaan milik negara
Penerimaan Negara lainnya (selain denda keterlambatan)
2 | belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke 83 976.587,11
Kas Negara atau perusahaan milik negara
USD 1.000,60
Jumlah Rupiah Total 988.563,29
3 | Penggunaan langsung Penerimaan Negara 2 337,47
4 | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan 4 1.316,46
v Administrasi 361 33,09 - 0,00
1 Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel 2
(bukti tidak lengkap/tidak valid)
Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/
2. > . ; : ) 66
tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)
3 Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau 5
penetapan anggaran
Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan
4 . N . 41
(tidak menimbulkan kerugian negara)
5 | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan 6
6 | Pelaksanaan lelang secara proforma 1
Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang
7 . 96
pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara
Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan
8 | bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, 39
perpajakan, dan lain-lain.
9 Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang 29
ditentukan
10 Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan 1
melebihi batas waktu yang ditentukan
Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran
11 . 13
belum disetor ke Kas Negara
12 | Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah 30
13 | Lain-lain 3
\) Ketidakhematan 45 4,12 12.941,47 0,19
1 | Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga 45 12.941,47
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Halaman 3 - Lampiran 5

Jumlah o Nilai
No M Kasus % (juta Rp dan ribu valas) %
\'/] Ketidakefektifan 52 4,77 3.138.759,71 47,03
1 Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai 6 1542,13
peruntukan
5 Pemanfaatan bérang/Jasa dilakukan tidak sesuai dengan 3 218.459,15
rencana yang ditetapkan
3 | Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan 28 271.220,80
4 Pemanfa‘atan k‘)arang/Jaselx nd‘ak berdampak terhadap 4 199,73
pencapaian tujuan organisasi
5 Pelaksanaan keglatan terAIambzAat/ terhampat §eh|ngga 10 2.643.909,58
mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi
6 | Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal 1 3.428,32
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan 1.091 100,00 6.673.616,30 100,00
USD 1.000,60
NTD 533,28
Jumlah Rupiah Total 6.685.806,46

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan kebawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bl per 30 Juni 2014
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Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun2009s.d. Tahun 2013

n q ini Tahun ini Tahun ini Tahun ini Tahun ini Tahun
No. Entitas Pemerintah Daerah Cp 200; u e 201; u e 20]; u ) 20132 u Op 20133 u
1 Prov. Aceh
LKPD 24 24 24 24 22
1 1 Prov. Aceh 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 2 Kab. Aceh Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 3 Kab. Aceh Barat Daya 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 4 Kab. Aceh Besar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
5 5 Kab. Aceh Jaya 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WDP
6 6 Kab. Aceh Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 7 | Kab. Aceh Singkil 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 8 | Kab. Aceh Tamiang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 9 Kab. Aceh Tengah 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WDP
10 10 | Kab. Aceh Tenggara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 11 | Kab. Aceh Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 12 | Kab. Aceh Utara 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 13 | Kab. Bener Meriah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
14 14 | Kab. Bireuen 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
15 15 | Kab. Gayo Lues 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
16 16 | Kab. Nagan Raya 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP
17 17 | Kab. Pidie 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 18 | Kab. Pidie Jaya 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 19 |Kab. Simeulue 1 W 1 W 1 WDP 1 WDP
20 20 |Kota Banda Aceh 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP
21 21 | Kota Langsa 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
22 22 | Kota Lhokseumawe 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
23 23 | Kota Sabang 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
24 24 | Kota Subulussalam 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
2 Prov. Sumatera Utara
LKPD 29 34 34 34 27

1 25 | Prov. Sumatera Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 26 |Kab. Asahan 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
3 27 | Kab. Batubara 1 T™MP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WbP
4 28 | Kab. Dairi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
5 29 | Kab. Deli Serdang 1 T™MP 1 TMP 1 TMP 1 ™ 1 T™P
6 30 |Kab. Humbang Hasundutan 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 | WTPDPP 1 | WTPDPP
7 31 |Kab. Karo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 32 |Kab. Labuhanbatu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
9 33 | Kab. Labuhanbatu Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 | WTPDPP
10 | 34 |Kab.Labuhanbatu Utara 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
11 35 | Kab. Langkat 1 T™MP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WwbP
12 36 | Kab. Mandailing Natal 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 T™P
13 37 |Kab. Nias 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WbP
14 38 | Kab. Nias Barat 1 TMP 1 TMP 1 TMP
15 39 | Kab. Nias Selatan 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
16 40 | Kab. Nias Utara 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP
17 41 | Kab. Padang Lawas 1 T™MP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
18 42 | Kab. Padang Lawas Utara 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
19 43 | Kab. Pakpak Bharat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
20 44 | Kab. Samosir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
21 | 45 |Kab.Serdang Bedagai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
22 46 | Kab. Simalungun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 T™P
23 47 | Kab. Tapanuli Selatan 1 TW 1 W 1 WDP 1 WDP 1 wop
24 | 48 |Kab. Tapanuli Tengah 1 WDP 1 WDP 1 T™P 1 WDP 1 WbP
25 49 | Kab. Tapanuli Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
26 50 |Kab. Toba Samosir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
27 51 | Kota Binjai 1 T™W 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WbP
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No. Entitas Pemerintah Daerah Oplr;lm')r;hun Oplglo'{aohun Opl;lo':alhun Opl;loIazhun Opl;:"{ashun
28 52 | Kota Gunung Sitoli 1 WDP 1 WDP 1 WDP
29 53 | Kota Medan 1 TMP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
30 | 54 |Kota Padangsidimpuan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
31 | 55 |Kota Pematangsiantar 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbDP
32 56 | Kota Sibolga 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WDP 1 wbP
33 57 | Kota Tanjungbalai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 T™P
34 58 | Kota Tebing Tinggi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
3 Prov. Sumatera Barat
LKPD 20 20 20 20 20
1 59 | Prov. Sumatera Barat 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
2 60 | Kab. Agam 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 61 | Kab. Dharmasraya 1 WDP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 62 | Kab. Kep. Mentawai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 63 | Kab. Lima Puluh Kota 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 64 | Kab. Padang Pariaman 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 | WTPDPP
7 65 | Kab. Pasaman 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 | WTPDPP
8 66 | Kab. Pasaman Barat 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
9 67 | Kab. Pesisir Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
10 68 | Kab. Sijunjung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
11 69 | Kab. Solok 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
12 70 | Kab. Solok Selatan 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WTP DPP
13 71 | Kab. Tanah Datar 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
14 72 | Kota Bukittinggi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 | WTPDPP
15 | 73 |Kota Padang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 | wTPDPP| 1 WDP
16 | 74 |Kota Padang Panjang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 |WTPDPP| 1 |WTPDPP
17 75 | Kota Pariaman 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 wbP
18 76 | Kota Payakumbuh 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 77 | Kota Sawahlunto 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
20 78 | Kota Solok 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 wbP
4 Prov. Riau
LKPD 12 13 13 13 9
1 79 | Prov. Riau 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
2 80 | Kab. Bengkalis 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 WDP
3 81 | Kab. Indragiri Hilir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 82 | Kab. Indragiri Hulu 1 TMP 1 T™W 1 WDP 1 WDP
5 83 | Kab. Kampar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
6 84 | Kab. Kepulauan Meranti 1 WDP 1 WDP 1 |wTP-DPP| 1 | WTPDPP
7 85 | Kab. Kuantan Singingi 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP 1 WTP
8 86 | Kab. Pelalawan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
9 87 | Kab. Rokan Hilir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 88 | Kab. Rokan Hulu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
11 89 | Kab. Siak 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP 1 WTP
12 90 | Kota Dumai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
13 91 | Kota Pekanbaru 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
5 Prov. Jambi
LKPD 12 12 12 12 12
1 92 | Prov. Jambi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
2 93 | Kab. Batang Hari 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 |WTPDPP| 1 |WTPDPP
3 94 | Kab. Bungo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
4 95 | Kab. Kerinci 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 96 | Kab. Merangin 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbDP
6 97 | Kab. Muaro Jambi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
7 98 | Kab. Sarolangun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 99 | Kab. Tanjung Jabung Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
9 | 100 |Kab. Tanjung Jabung Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 | WTPDPP | 1 | WTPDPP
10 | 101 |Kab. Tebo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
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11 102 | Kota Jambi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wop
12 | 103 |Kota Sungai Penuh 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WbP

6 Prov. Sumatera Selatan
LKPD 16 16 16 16 16
1 | 104 |Prov. Sumatera Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
2 105 | Kab. Banyuasin 1 T™W 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP 1 WTP
3 106 | Kab. Empat Lawang 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WbP
4 107 |Kab. Lahat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbp
5 108 | Kab. Muara Enim 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 | WTPDPP
6 109 | Kab. Musi Banyuasin 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
7 110 | Kab. Musi Rawas 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
8 111 | Kab. Ogan llir 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
9 112 | Kab. Ogan Komering Ilir 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
10 113 | Kab. Ogan Komering Ulu 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WwbP
11 | 114 |Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
12 115 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
13 116 | Kota Lubuklinggau 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
14 | 117 |Kota Pagar Alam 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
15 118 | Kota Palembang 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP DPP
16 119 | Kota Prabumulih 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
7 Prov. Bengkulu
LKPD 11 11 11 11 11
1 120 | Prov. Bengkulu 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
2 121 | Kab. Bengkulu Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbp
3 122 | Kab. Bengkulu Tengah 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
4 123 | Kab. Bengkulu Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
5 124 | Kab. Kaur 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
6 125 | Kab. Kepahiang 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 WbP
7 126 |Kab. Lebong 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
8 127 | Kab. Mukomuko 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
9 128 | Kab. Rejang Lebong 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
10 129 | Kab. Seluma 1 WDP 1 WDP 1 W 1 WDP 1 WDP
11 | 130 |Kota Bengkulu 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WDP
8 Prov. Lampung
LKPD 12 15 15 15 15
1 131 | Prov. Lampung 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP 1 WbP
2 132 | Kab. Lampung Barat 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP 1 WTP
3 133 | Kab. Lampung Selatan 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WDP 1 WbP
4 134 | Kab. Lampung Tengah 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 wop
5 135 | Kab. Lampung Timur 1 T™MP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
6 136 | Kab. Lampung Utara 1 WDP 1 T™P 1 WDP 1 TW 1 ™
7 137 | Kab. Mesuji 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
8 138 | Kab. Pesawaran 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
9 139 | Kab. Pesisir Barat
10 140 | Kab. Pringsewu 1 TMP 1 WDP 1 TMP 1 WbP
11 141 | Kab. Tanggamus 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
12 | 142 |Kab. Tulang Bawang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
13 | 143 | Kab. Tulang Bawang Barat 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
14 144 | Kab. Way Kanan 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
15 145 | Kota Bandar Lampung 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP 1 WTP
16 146 | Kota Metro 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
9 Prov. Kepulauan Bangka Belitung
LKPD 8 8 8 8 8
1 | 147 | Prov. Bangka Belitung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
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2 | 148 | Kab. Bangka 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 |wrpDPP| 1 |WTPDPP
3 149 | Kab. Bangka Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 | WTPDPP
4 150 | Kab. Bangka Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
5 151 | Kab. Bangka Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
6 152 | Kab. Belitung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 153 | Kab. Belitung Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
8 | 154 | Kota Pangkalpinang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbDP

10 Prov. Kepulauan Riau

LKPD 8 8 8 8 8
1 155 | Prov. Kepulauan Riau 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
2 156 | Kab. Bintan 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
3 157 | Kab. Karimun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
4 | 158 | Kab. Kepulauan Anambas 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
5 159 | Kab. Lingga 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
6 160 | Kab. Natuna 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
7 161 | Kota Batam 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
8 162 | Kota Tanjungpinang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbpP
11 Prov. DKI Jakarta
LKPD 1 1 1 1 1
1 163 | Prov. DKl Jakarta 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP 1 WbDP
12 Prov. Jawa Barat
LKPD 27 27 27 27 27
1 164 | Prov. Jawa Barat 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
2 165 | Kab. Bandung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 T™P
3 166 | Kab. Bandung Barat 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
4 167 | Kab. Bekasi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbDP
5 168 | Kab. Bogor 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 169 | Kab. Ciamis 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
7 170 | Kab. Cianjur 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 171 | Kab. Cirebon 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbDP
9 172 | Kab. Garut 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
10 | 173 |Kab. Indramayu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 T™P
11 174 | Kab. Karawang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbDP
12 175 | Kab. Kuningan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
13 176 | Kab. Majalengka 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
14 | 177 | Kab. Pangandaran
15 178 | Kab. Purwakarta 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
16 179 | Kab. Subang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
17 180 | Kab. Sukabumi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
18 | 181 |Kab.Sumedang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbpP
19 182 | Kab. Tasikmalaya 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
20 183 | Kota Bandung 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
21 184 | Kota Banjar 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
22 185 | Kota Bekasi 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbDP
23 186 | Kota Bogor 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
24 187 | Kota Cimahi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
25 188 | Kota Cirebon 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
26 189 | Kota Depok 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP 1 WTP
27 | 190 | Kota Sukabumi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
28 191 | Kota Tasikmalaya 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
13 Prov. Jawa Tengah
LKPD 36 36 36 36 36
1 192 | Prov. Jawa Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP 1 WTP DPP
2 193 | Kab. Banjarnegara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
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3 194 | Kab. Banyumas 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
4 195 | Kab. Batang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
5 196 |Kab. Blora 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
6 197 | Kab. Boyolali 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
7 198 | Kab. Brebes 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
8 199 | Kab. Cilacap 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
9 200 | Kab. Demak 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
10 | 201 |Kab. Grobogan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
11 | 202 |Kab.Jepara 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 | wTPDPP
12 | 203 |Kab. Karanganyar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wop
13 204 | Kab. Kebumen 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WbP
14 | 205 |Kab. Kendal 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
15 206 | Kab. Klaten 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
16 | 207 |Kab. Kudus 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
17 208 | Kab. Magelang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WwbP
18 209 | Kab. Pati 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
19 | 210 |Kab. Pekalongan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbp
20 | 211 |Kab.Pemalang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbp
21 212 | Kab. Purbalingga 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 213 | Kab. Purworejo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
23 214 | Kab. Rembang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
24 | 215 |Kab. Semarang 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
25 216 | Kab. Sragen 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
26 | 217 |Kab. Sukoharjo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
27 218 | Kab. Tegal 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
28 | 219 | Kab. Temanggung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
29 220 | Kab. Wonogiri 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
30 | 221 |Kab. Wonosobo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
31 222 | Kota Magelang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
32 223 | Kota Pekalongan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
33 224 | Kota Salatiga 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
34 | 225 | Kota Semarang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP
35 226 | Kota Surakarta 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
36 | 227 |Kota Tegal 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WDP

14 Prov. D.I. Yogyakarta

LKPD 6 6 6 6 6
1 228 | Prov. D.I. Yogyakarta 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP 1 WTP 1 WTP
2 229 | Kab. Bantul 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
3 230 | Kab. Gunung Kidul 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WwbP
4 231 | Kab. Kulon Progo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
5 232 | Kab. Sleman 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP 1 WTP
6 233 | Kota Yogyakarta 1 WTP DPP 1 WTP DPP 1 WTP DPP 1 WTP DPP 1 WTP
15 Prov. Jawa Timur
LKPD 39 39 39 39 39
1 234 | Prov. Jawa Timur 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP 1 WTP DPP
2 235 | Kab. Bangkalan 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
3 236 | Kab. Banyuwangi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
4 237 | Kab. Blitar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
5 238 | Kab. Bojonegoro 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 239 | Kab. Bondowoso 1 WDP 1 WDP 1 |wWTPDPP| 1 WTP 1 WDP
7 240 | Kab. Gresik 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
8 241 | Kab. Jember 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WbP
9 242 | Kab. Jombang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
10 | 243 | Kab. Kediri 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
11 244 | Kab. Lamongan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
12 245 | Kab. Lumajang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
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13 246 | Kab. Madiun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
14 247 | Kab. Magetan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
15 248 | Kab. Malang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
16 249 | Kab. Mojokerto 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 WDP 1 ™w
17 250 | Kab. Nganjuk 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP
18 251 | Kab. Ngawi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
19 252 | Kab. Pacitan 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WDP 1 WTP DPP
20 253 | Kab. Pamekasan 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WDP 1 wbpP
21 | 254 |Kab. Pasuruan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 | WTPDPP
22 255 | Kab. Ponorogo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP
23 256 | Kab. Probolinggo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
24 257 | Kab. Sampang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
25 258 | Kab. Sidoarjo 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
26 259 | Kab. Situbondo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
27 260 | Kab. Sumenep 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
28 | 261 |Kab. Trenggalek 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
29 262 | Kab. Tuban 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WDP 1 wbpP
30 263 | Kab. Tulungagung 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP 1 WTP DPP
31 264 | Kota Batu 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
32 265 | Kota Blitar 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP 1 WTP DPP
33 266 | Kota Kediri 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
34 | 267 | Kota Madiun 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
35 268 | Kota Malang 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP 1 WTP DPP
36 269 | Kota Mojokerto 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP 1 WTP 1 WTP DPP
37 270 | Kota Pasuruan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
38 | 271 | Kota Probolinggo 1 WDP 1 WDP 1 |WTPDPP| 1 WTP 1 | WTPDPP
39 272 | Kota Surabaya 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP

16 Prov. Banten

LKPD 9 9 9 9 9
1 273 | Prov. Banten 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 T™P
2 274 | Kab. Lebak 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 275 | Kab. Pandeglang 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WbDP
4 276 | Kab. Serang 1 WDP 1 WDP 1 | WTPDPP | 1 WTP 1 | WTPDPP
5 277 | Kab. Tangerang 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP DPP
6 278 | Kota Cilegon 1 WDP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
7 279 | Kota Serang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
8 280 | Kota Tangerang 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
9 | 281 | Kota Tangerang Selatan 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 |WTPDPP| 1 WbDP

17 | Prov. Bali

LKPD 10 10 10 10 10
1 282 | Prov. Bali 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
2 283 | Kab. Badung 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP 1 ™w
3 284 | Kab. Bangli 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 T™P
4 285 | Kab. Buleleng 1 WDP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
5 286 | Kab. Gianyar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
6 287 | Kab. Jembrana 1 ™ 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 288 | Kab. Karangasem 1 WDP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
8 | 289 |Kab. Klungkung 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 | 290 |Kab. Tabanan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 WDP
10 291 | Kota Denpasar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP

18 Prov. Nusa Tenggara Barat

LKPD 11 11 11 11 11
1 292 | Prov. Nusa Tenggara Barat 1 WDP 1 TMP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
2 293 | Kab. Bima 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
3 | 294 |Kab. Dompu 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
4 | 295 |Kab. Lombok Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
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5 296 | Kab. Lombok Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
6 297 |Kab. Lombok Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 298 | Kab. Lombok Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
8 299 | Kab. Sumbawa 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
9 300 | Kab. Sumbawa Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
10 | 301 |Kota Bima 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
11 302 | Kota Mataram 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
19 Prov. Nusa Tenggara Timur
LKPD 21 22 22 22 12
1 | 303 |Prov. Nusa Tenggara Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
2 304 | Kab. Alor 1 T™MP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
3 305 | Kab. Belu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 306 | Kab. Ende 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
5 307 | Kab. Flores Timur 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WwbP
6 308 | Kab. Kupang 1 T™MP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
7 309 |Kab. Lembata 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 WDP
8 310 | Kab. Manggarai 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 | 311 |Kab. Manggarai Barat 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 | 312 | Kab. Manggarai Timur 1 T™MP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
11 313 | Kab. Nagekeo 1 T™MP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
12 314 | Kab. Ngada 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP 1 WDP 1 WbP
13 315 | Kab. Rote Ndao 1 T™MP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™P
14 | 316 |Kab. Sabu Raijua 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
15 317 | Kab. Sikka 1 T™MP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
16 318 | Kab. Sumba Barat 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 wop
17 | 319 |Kab. Sumba Barat Daya 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
18 320 | Kab. Sumba Tengah 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
19 321 | Kab. Sumba Timur 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
20 | 322 |Kab. Timor Tengah Selatan 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
21 | 323 |Kab. Timor Tengah Utara 1 T™MP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
22 324 | Kota Kupang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
20 Prov. Kalimantan Barat
LKPD 15 15 15 15 14
1 325 | Prov. Kalimantan Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
2 326 | Kab. Bengkayang 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
3 327 | Kab. Kapuas Hulu 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
4 328 | Kab. Kayong Utara 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
5 329 | Kab. Ketapang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WwbP
6 330 | Kab. Kubu Raya 1 T™W 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WbP
7 331 | Kab. Landak 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
8 332 | Kab. Melawi 1 TW 1 W 1 TW 1 WDP 1 WbP
9 333 | Kab. Pontianak 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
10 | 334 |Kab.Sambas 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
11 335 | Kab. Sanggau 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
12 336 | Kab. Sekadau 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WTP DPP
13 337 | Kab. Sintang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
14 | 338 | Kota Pontianak 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP DPP 1 WTP DPP
15 | 339 |Kota Singkawang 1 W 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wop
21 Prov. Kalimantan Tengah
LKPD 15 15 15 15 11
1 | 340 |Prov. Kalimantan Tengah 1 W 1 WDP 1 WDP 1 T™P 1 WbP
2 | 341 |Kab. Barito Selatan 1 T™W 1 T™W 1 T™MP 1 WDP 1 T™P
3 342 | Kab. Barito Timur 1 T™W 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 ™w
4 343 | Kab. Barito Utara 1 T™W 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WbP
5 344 | Kab. Gunung Mas 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WTP-DPP 1 WbP
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6 | 345 |Kab. Kapuas 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 346 | Kab. Katingan 1 WDP 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WTP
8 347 | Kab. Kotawaringin Barat 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP
9 348 | Kab. Kotawaringin Timur 1 ™ 1 ™ 1 WDP 1 T™MP
10 349 | Kab. Lamandau 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
11 350 | Kab. Murung Raya 1 ™ 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WbP
12 351 | Kab. Pulang Pisau 1 ™ 1 T™W 1 T™W 1 TMP 1 ™w
13 352 | Kab. Seruyan 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
14 353 | Kab. Sukamara 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
15 354 | Kota Palangka Raya 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 TMP

22 Prov. Kalimantan Selatan

LKPD 14 14 14 14 14
1 355 | Prov. Kalimantan Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
2 356 | Kab. Balangan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
3 357 | Kab. Banjar 1 ™ 1 T™W™W 1 WDP 1 WDP 1 WTP
4 358 | Kab. Barito Kuala 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbDP
5 359 | Kab. Hulu Sungai Selatan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
6 360 | Kab. Hulu Sungai Tengah 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
7 361 | Kab. Hulu Sungai Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
8 362 | Kab. Kotabaru 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 T™W 1 wbP
9 363 | Kab. Tabalong 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 WDP 1 WbDP
10 364 | Kab. Tanah Bumbu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
11 365 | Kab. Tanah Laut 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
12 366 | Kab. Tapin 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
13 | 367 | Kota Banjarbaru 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
14 | 368 | Kota Banjarmasin 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
23 Prov. Kalimantan Timur
LKPD 12 12 12 12 8
1 369 | Prov. Kalimantan Timur 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WTP
2 370 | Kab. Berau 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbDP
3 371 | Kab. Bulungan 1 T™W 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 372 | Kab. Kutai Barat 1 T™W 1 TW 1 WDP 1 WDP
5 373 | Kab. Kutai Kartanegara 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 WTP
6 374 | Kab. Kutai Timur 1 TMP 1 ™ 1 T™W 1 WDP
7 375 | Kab. Paser 1 ™ 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
8 | 376 | Kab. Penajam Paser Utara 1 W 1 W 1 WDP 1 WDP 1 WbDP
9 377 | Kota Balikpapan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP
10 378 | Kota Bontang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbDP
11 379 | Kota Samarinda 1 T™W 1 T™MP 1 TMP 1 WDP 1 WDP
12 380 | Kota Tarakan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP DPP
24 Prov. Kalimantan Utara
LKPD 3 3 3 3 2
1 381 | Prov. Kalimantan Utara
2 382 | Kab. Malinau 1 WDP 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WbDP
3 383 | Kab. Nunukan 1 ™ 1 T™W 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 384 | Kab. Tana Tidung 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
25 | Prov. Sulawesi Utara
LKPD 16 16 16 16 12
1 385 | Prov. Sulawesi Utara 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WTP DPP
2 | 386 |Kab. Bolaang Mongondow 1 WDP 1 ™™ 1 T™MP 1 T™MP 1 ™w
3 | 387 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 1 WDP 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 wbP
4 388 | Kab. Bolaang Mongondow Timur 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WTP
5 | 389 | Kab. Bolaang Mongondow Utara 1 WDP 1 W 1 T™MP 1 T™P 1 WbP
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6 390 | Kab. Kepulauan Sangihe 1 W 1 W 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP
7 391 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 1 WDP 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WTP
8 | 392 |Kab. Kepulauan Talaud 1 T™MP 1 TW 1 T™P 1 TW 1 ™w
9 393 | Kab. Minahasa 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 W 1 WDP
10 | 394 |Kab. Minahasa Selatan 1 T™W 1 TMP 1 T™MP 1 T™MP
11 | 395 | Kab. Minahasa Tenggara 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
12 | 396 |Kab. Minahasa Utara 1 WDP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
13 | 397 |Kota Bitung 1 WDP 1 WDP 1 |WTPDPP | 1 | WTPDPP 1 WTP
14 | 398 | Kota Kotamobagu 1 WDP 1 T™W 1 TW 1 WDP 1 WTP
15 | 399 |Kota Manado 1 W 1 T™MP 1 W 1 WDP
16 | 400 |Kota Tomohon 1 W 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WTP

26 Prov. Sulawesi Tengah

LKPD 12 12 12 12 12
1 401 | Prov. Sulawesi Tengah 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 |WTPDPP| 1 WDP
2 402 | Kab. Banggai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
3 403 | Kab. Banggai Kepulauan 1 T™MP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP 1 WTP
4 404 | Kab. Buol 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 TMP 1 wbp
5 405 | Kab. Donggala 1 WDP 1 WDP 1 |WTPDPP| 1 WTP 1 WTP
6 406 | Kab. Morowali 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 | WTPDPP 1 WDP
7 407 | Kab. Parigi Moutong 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 408 | Kab. Poso 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 | WTPDPP 1 WDP
9 409 | Kab. Sigi 1 TMP 1 WDP 1 |WTPDPP| 1 WTP 1 WDP
10 | 410 |Kab. Tojo Una-Una 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
11 | 411 | Kab. Tolitoli 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 412 | Kota Palu 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 wop

27 Prov. Sulawesi Selatan

LKPD 25 25 25 25 25
1 413 | Prov. Sulawesi Selatan 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
2 414 | Kab. Bantaeng 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
3 415 | Kab. Barru 1 WDP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
4 416 | Kab. Bone 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
5 417 | Kab. Bulukumba 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
6 418 | Kab. Enrekang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wop
7 419 | Kab. Gowa 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
8 420 | Kab. Jeneponto 1 WDP 1 WDP 1 T™P 1 T™MP 1 T™P
9 421 | Kab. Kep. Selayar 1 WDP 1 T™MP 1 T™P 1 T™MP 1 T™P
10 | 422 |Kab. Luwu 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
11 | 423 |Kab. Luwu Timur 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 | WTPDPP 1 WDP
12 | 424 |Kab. Luwu Utara 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
13 | 425 |Kab. Maros 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
14 | 426 |Kab. Pangkajene dan Kepulauan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
15 | 427 |Kab. Pinrang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 |WTPDPP | 1 WTP
16 | 428 |Kab. Sidenreng Rappang 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wop
17 | 429 |Kab. Sinjai 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
18 | 430 |Kab. Soppeng 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 WDP
19 | 431 |Kab. Takalar 1 WDP 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP 1 T™P
20 | 432 |Kab. Tana Toraja 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
21 | 433 | Kab. Toraja Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
22 | 434 | Kab. Wajo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 | WTPDPP 1 WDP
23 | 435 | Kota Makassar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
24 | 436 |Kota Palopo 1 T™MP 1 T™P 1 T™P 1 WDP 1 T™P
25 | 437 |Kota Pare-Pare 1 WDP 1 WDP 1 T™MP 1 T™MP 1 WbP

28 Prov. Sulawesi Tenggara

LKPD 13 13 13 13 13

1 | 438 | Prov. Sulawesi Tenggara 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
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2 439 | Kab. Bombana 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WTP DPP
3 440 | Kab. Buton 1 WDP 1 WTP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
4 441 | Kab. Buton Utara 1 TMP 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP 1 wbP
5 442 | Kab. Kolaka 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbDP
6 443 | Kab. Kolaka Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
7 444 | Kab. Konawe 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
8 445 | Kab. Konawe Selatan 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WbDP
9 446 | Kab. Konawe Utara 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
10 447 | Kab. Muna 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 wbpP
11 | 448 | Kab. Wakatobi 1 ™ 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
12 | 449 | Kota Baubau 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
13 | 450 | Kota Kendari 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP

29 Prov. Gorontalo

LKPD 7 7 7 7 7
1 451 | Prov. Gorontalo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
2 452 | Kab. Boalemo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
3 453 | Kab. Bone Bolango 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
4 454 | Kab. Gorontalo 1 WTP 1 WTP 1 WDP 1 WTP 1 WTP
5 | 455 |Kab. Gorontalo Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 456 | Kab. Pohuwato 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
7 457 | Kota Gorontalo 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbDP
30 | Prov. Sulawesi Barat
LKPD 6 6 6 6 5
1 | 458 | Prov. Sulawesi Barat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 wbP
2 459 | Kab. Majene 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
3 460 | Kab. Mamasa 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 TMP
4 461 | Kab. Mamuju 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP DPP 1 WTP
5 462 | Kab. Mamuju Utara 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
6 463 | Kab. Polewali Mandar 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
31 | Prov. Maluku
LKPD 12 12 12 12 6
1 464 | Prov. Maluku 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
2 465 | Kab. Buru 1 TMP 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP 1 WbDP
3 466 | Kab. Buru Selatan 1 TMP 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP
4 467 | Kab. Kepulauan Aru 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
5 468 | Kab. Maluku Barat Daya 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
6 469 | Kab. Maluku Tengah 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WbP
7 | 470 | Kab. Maluku Tenggara 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
8 | 471 | Kab. Maluku Tenggara Barat 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP 1 T™P 1 wbP
9 472 | Kab. Seram Bagian Barat 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
10 | 473 | Kab. Seram Bagian Timur 1 TMP 1 T™MP 1 T™MP 1 T™MP
11 | 474 | Kota Ambon 1 TMP 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP
12 | 475 | Kota Tual 1 TMP 1 TMP 1 T™MP 1 T™MP 1 wbP
32 Prov. Maluku Utara
LKPD 9 10 10 10 10
1 476 | Prov. Maluku Utara 1 ™ 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™P
2 | 477 |Kab. Halmahera Barat 1 TW 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WbDP
3 | 478 | Kab. Halmahera Selatan 1 TW 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
4 | 479 | Kab. Halmahera Tengah 1 W 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 ™w
5 | 480 |Kab.Halmahera Timur 1 ™ 1 T™MP 1 T™MP 1 WwoP 1 WDP
6 | 481 |Kab.Halmahera Utara 1 ™W 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
7 482 | Kab. Kepulauan Sula 1 ™ 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 T™P
8 483 | Kab. Pulau Morotai 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WDP
9 484 | Kota Ternate 1 T™W 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
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10 | 485 |Kota Tidore Kepulauan 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
33 Prov. Papua
LKPD 23 28 30 30 16
1 486 | Prov. Papua 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WbP
2 487 | Kab. Asmat 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
3 488 | Kab. Biak Numfor 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 WDP 1 WbP
4 489 | Kab. Boven Digoel 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
5 490 | Kab. Deiyai 1 TMP 1 TMP
6 491 | Kab. Dogiyai 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
7 492 | Kab. Intan Jaya 1 TMP 1 TMP
8 493 | Kab. Jayapura 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
9 494 | Kab. Jayawijaya 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
10 | 495 |Kab. Keerom 1 T™MP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
11 | 496 |Kab. Kepulauan Yapen 1 T™MP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP 1 WwbP
12 | 497 |Kab. Lanny Jaya 1 TMP 1 TMP 1 TMP
13 | 498 | Kab. Mamberamo Raya 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
14 | 499 | Kab. Mamberamo Tengah 1 T™MP 1 TMP 1 TMP
15 | 500 |Kab. Mappi 1 T™MP 1 T™MP 1 T™P 1 T™P 1 T™P
16 | 501 |Kab. Merauke 1 T™MP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 WbP
17 502 | Kab. Mimika 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WbP
18 | 503 |Kab. Nabire 1 T™MP 1 TMP 1 W 1 ™ 1 WbP
19 504 | Kab. Nduga 1 TMP 1 TMP 1 TMP
20 | 505 |Kab. Paniai 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 T™P
21 | 506 |Kab.Pegunungan Bintang 1 WDP 1 TMP 1 T™W 1 WDP 1 wop
22 507 | Kab. Puncak 1 TMP 1 TMP 1 TMP
23 | 508 |Kab.PuncakJaya 1 TMP 1 T™P 1 WDP 1 T™MP 1 ™
24 | 509 |Kab.Sarmi 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP 1 TMP
25 510 | Kab. Supiori 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP 1 TMP
26 511 | Kab. Tolikara 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP 1 TMP
27 512 | Kab. Waropen 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
28 513 | Kab. Yahukimo 1 TMP 1 T™MP 1 TMP 1 TMP 1 WbP
29 514 | Kab. Yalimo 1 T™MP 1 TMP 1 TMP 1 WbP
30 | 515 |KotaJayapura 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP
34 Prov. Papua Barat
LKPD 10 12 12 12 2
1 516 | Prov. Papua Barat 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP 1 TMP
2 517 | Kab. Fakfak 1 T™MP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
3 518 | Kab. Kaimana 1 TMP 1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WTP
4 519 | Kab. Manokwari 1 WDP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
5 520 |Kab. Manokwari Selatan
6 521 | Kab. Maybrat 1 TMP 1 TMP 1 TMP
7 522 | Kab. Pegunungan Arfak
8 523 | Kab. Raja Ampat 1 T™MP 1 WDP 1 TMP 1 WDP
9 524 | Kab. Sorong 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP 1 TMP 1 WTP
10 | 525 |Kab. Sorong Selatan 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
11 526 | Kab. Tambrauw 1 T™MP 1 T™MP 1 TMP
12 527 | Kab. Teluk Bintuni 1 TMP 1 T™MP 1 WDP 1 WDP
13 528 | Kab. Teluk Wondama 1 TMP 1 TMP 1 TMP 1 TMP
14 | 529 |Kota Sorong 1 WDP 1 T™W 1 TMP 1 TMP
Jumlah 504 522 524 524 456
Keterangan
WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)
WTP-DPP  : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (unqualified opinion with modified wording)
WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)
T™W : Opini Tidak Wajar (adverse opinion)
TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer opinion)
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Lampiran 8
Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013
. Jumlah Kasus
No. Kelompok dan Jenis Temuan —
Provinsi | Kabupaten Kota Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
I Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan 140 1.346 343 1.829
Pelaporan
1 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 59 562 159 780
2 Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 45 543 116 704
3 Entitas terlambat menyampaikan laporan - 3 1 4
4 Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai 35 209 62 306
Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum
> didukung SDM yang memadai ! 2 > 33
6 Lain-lain - 2 - 2
" Kelemahan Sistem Pen_gendallan Pelaksanaan Anggaran 195 1.581 398 2174
Pendapatan dan Belanja
1 Perencanaan kegiatan tidak memadai 60 538 119 717
Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta
2 penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai 16 172 46 234

ketentuan

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan
3 bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi 62 443 104 609
yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja

4 Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD 3 18 4 25
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum

5 dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ 31 264 90 385
pendapatan
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum

6 dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja 16 102 23 141

7 Lain-lain 7 44 12 63

] Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 97 822 181 1.100

1 Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu 52 350 88 290
prosedur atau keseluruhan prosedur

) SOP ygng ac{a paFJa entitas tidak berjalan secara optimal 21 226 18 295
atau tidak ditaati

3 Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern 1 2 1 4

4 S_atuan Pgngawas _Intern yang ada tidak memadai atau 23 230 o 295
tidak berjalan optimal

5 Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai - 14 2 16

6 Lain-Lain - - - R

Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 432 3.749 922 5.103
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Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Tingkat Pemerintahan Total
) Provinsi Kabupaten Kota
No. Kelompok dan Jenis Temuan Jumlah Nilai
Jumlah _ Jumlah _ Jumlah i MET
Nilai Nilai Nilai Kasus
Kasus Kasus Kasus
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan
I Kerugian Daerah 268 289.933,43 1.654 565.496,76 417 | 127.031,59 2.339 982.461,78
1 Belanja Perjalanan Dinas Fiktif 16 33.968,65 114 50.750,23 28 5.690,52 158 90.409,40
2 Belanja atau pengadaan fiktif lainnya 16 13.829,79 93 59.151,88 18 2.281,85 127 75.263,52
3 Rekaqan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan 5 4.799,32 2 6.499,75 2 201,72 27 11.590,79
pekerjaan
4 | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang 57 59.019,95 403 143.569,52 93 37.857,35 553 240.446,82
5 | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume 31 22.608,81 195 41.272,96 48 8.529,31 274 72.411,08
pekerjaan dan/atau barang
6 | Pemahalan harga (Mark up) 9 7.319,92 41 12.555,22 16 5.769,31 66 25.644,45
7 Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi 5 1.965,32 81 26.206,61 14 10.464,38 100 38.636,31
g |Bieva Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi 41| 18.44541| 189 |  48.966,40 52| 1256300 282|  79.974,90
standar yang ditetapkan
g | Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi 2| 1141518 72| 4436075 22 1.829,62 116 |  57.605,55
standar yang ditetapkan
10 | Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai 14 5.770,26 58|  13.84431 15 1.254,52 87|  20.869,09
dengan kontrak
11 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan 35 59.897,54 258 59.153,04 79 26.768,57 372 145.819,15
1 Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir 1 693,00 3 886,49 1 108,82 5 1.688,31
macet
13 Kelebihan penetapan dan p‘embay.aran restitusi pajak } B ) 38,91 a B ) 38,01
atau penetapan kompensasi kerugian
Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah
14 tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah 3 367,87 3 367,87
15 | Lain-lain 16 50.200,28 122 57.872,82 29 13.622,53 167 121.695,63
[} Potensi Kerugian Daerah 41 | 1.548.234,41 253 774.541,39 79 313.885,21 373 | 2.636.661,01
Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/
1 | jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan 12 9.079,21 88 52.692,14 24 9.847,96 124 71.619,31
sebagian atau seluruhnya
Rekanan belum melaksanakan kewajiban
2 pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah 1 138,64 8 633,78 1 7,06 10 779,48
rusak selama masa pemeliharaan
3 Aset dikuasai pihak lain 8 798.517,46 55 180.972,80 17 69.946,82 80 | 1.049.437,08
4 Pembelian aset yang berstatus sengketa 2 - 1 - - - 3 -
5 Aset tidak diketahui keberadaannya 5 29.178,84 46 344.435,19 19 111.807,54 70 485.421,57
Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan,
6 pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak - - 2 5.827,26 - - 2 5.827,26
sesuai ketentuan
7 Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk 1 57.775,13 4 1.238,47 2 79.190,00 9 138.203,60
menyerahkan aset kepada daerah
g | Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi 7| 47455327 42| 180.590,14 12| 42362,77 61| 697.506,18
tidak tertagih
9 Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan - - 1 7.098,45 - - 1 7.098,45
10 | Lain-lain 5 178.991,86 6 1.053,16 2 723,06 13 180.768,08
Il | Kekurangan Penerimaan 88 131.751,33 678 197.111,46 179 59.642,06 945 388.504,85
- USD 391,27 UsD 0,07 UsD 391,34
Jumlah Rupiah 131.751,33 201.794,57 59.642,89 393.188,79
Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak
1 ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas 31 22.000,78 247 58.601,35 56 12.828,81 334 93.430,94
Negara/Daerah
Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda
2 keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau 52 104.267,92 368 125.052,39 107 43.875,12 527 273.195,43
dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah
- - - USD 391,27 - usD 0,07 USD 391,34
Jumlah Rupiah 104.267,92 129.735,50 43.875,95 277.879,37
3 Penggunaan langsung Penerimaan Daerah - - 22 3.238,16 2 263,56 24 3.501,72
Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum
4 - - - - - - - -
masuk ke kas Daerah
5 Fenerlmaan dzflerah diterima atau digunakan oleh R R 1 40,90 B R 1 40,90
instansi yang tidak berhak
g | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari 3 5.088,65 19 3.065,31 8 2.118,35 30 10.272,31
ketentuan
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(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Tingkat Pemerintahan Total
o Provinsi Kabupaten Kota
No. Kelompok dan Jenis lat T
Jumlah i Jumlah i Jumlah i el
Nilai Nilai Nilai Kasus
Kasus Kasus Kasus
7 Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah - - 1 0,43 1 256,88 2 257,31
8 Lain-lain 2 393,98 20 7.112,92 5 299,34 27 7.806,24
IV | Administrasi 174 1.565 376 2.115 -
Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak
1 akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) 12 45 6 63
Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak
2 lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas) 49 435 95 579
3 Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau R 3 R 8
penetapan anggaran
Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan
4 (tidak menimbulkan kerugian daerah) 6 64 20 %0
5 Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan - 9 1 10
6 Pelaksanaan lelang secara proforma 1 6 - 7
7 Penyimpangan terhadap peraturan per—UL.JAbldang 2 316 99 459
pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah
Penyimpangan terhadap peraturan perundang-
8 undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, 20 168 37 225
pertambangan, perpajakan, dan lain-lain
9 Pembentukan cadangan piutang, perhitungan . 1 . 1
penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan
10 Penyetoran penenrvaan negara/daerah melebihi 12 138 P 182
batas waktu yang ditentukan
1 Pertanggungjawaban/penyet.oran uang persediaan 6 60 23 o8
melebihi batas waktu yang ditentukan
Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun
12 Anggaran belum disetor ke kas daerah 3 53 12 68
13 Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung 3 57 1 7
bukti yang sah
14 Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang 17 180 36 233
sah
15 | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah - 3 - 3
16 | Lain-lain 1 13 3 17
v Ketidakhematan 11 1.680,63 69 35.826,44 26 18.653,73 106 56.160,80
1 P_enetapan lfualltas dal_'\ kuantitas barang/jasa yang 1 25,30 1 : ) } 2 25,30
digunakan tidak sesuai standar
2 | Pemborosan keuangan daerah/ perusahaan atau 10 1.655,33 68| 35.82644 26| 1865373 104|  56.135,50
kemahalan harga
VI | Ketidakefektifan 7 57.008,47 81 56.849,92 20 20.408,17 108 134.266,56
1 | Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak 5| 49.409,35 39| 2697513 13| 19.196,90 57| 9558138
sesuai peruntukan
2 Pemanfaatan barang/Jalsa dilakukan tidak sesuai ; : 2 1.100,00 2 621,58 2 172158
dengan rencana yang ditetapkan
3 Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan 1 7.599,12 17 15.455,07 2 589,69 20 23.643,88
4 Pemanfafitan l?arang/Jas? ndek berdampak terhadap R . 5 2.508,97 . } 5 2.508,97
pencapaian tujuan organisasi
5 Pelaksanaan kgglatan ter.lambgt/ terham'bat §ehmgga 1 a 5 747,00 1 : 7 747,00
mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi
6 Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal - - 3 7.111,33 - - 3 7.111,33
Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak
7 diselenggarakan dengan baik termasuk target - - 10 2.952,42 2 - 12 2.952,42
penerimaan tidak tercapai
8 Lain-lain - - - - - - - -
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang- 589 | 2.028.608,27 | 4.300 | 1.629.825,97 | 1.097 | 539.620,76 | 5.986 | 4.198.055,00
undangan - UsD 391,27 UsD 0,07 USD 391,34
Jumlah Rupiah 2.028.608,27 1.634.509,08 539.621,59 4.202.738,94

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bl per 30 Juni 2014

Buku Il - Lampiran



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2014

- - - - TEVBT 4 - - - - 4 62L10°T 4 67065 T €9'0VL'E ot TY'8YE'S ST S 4 S vT eleqnieg ‘qe) | Sz | €
- - - - 6v00T [4 - - - - € LSTYY'T T 19°661'T 4 17608'T 9 67°0SL'S a T € € L ueyesy ‘qe) | ¥z | ¢
- - - - 8279t T 8E'BTLEY T 008 T € ¥S'S9L°E € - - 86891V v 06°086'TS [49 T € 14 8 Bleyn eldjewns ‘Aoid | €T | T
08'681 €T 68'88¢ T TT9EV'9 8€ 26'685'79 S ve'seL 14 v6 oz'zLLee 173 9T°L0€'89 t34 86'v82°2S 0ST 05'6£9'802 L9€ 0s 99 61T SE€T BJeIN BINBWNS 'NOId | T
- - - - ST'v8 T - - - - - 06°TL T S6'6VC T £v'06 [ 8Ty 14 14 9 S ST wejessninqns €30 | 7z | ¢t
- - 6T°6€ T £5'59€ 4 - T 9€'769'8 T 14 S0°L9 T ¥8'SEE T ov'sey 14 S9'62S'6 [4" € L [4 [4s Sueqeseioy | 1z | 12
- - - - - - - [4 - - 9 85CC T - - 0L'TST 14 8T'SLT €T T 0T € T dmewnasyoy] g0} | 0T | 0T
- - - - 314 T - - - - S - - - - 019 € 0L'79 8 - S € 8 essuelelo) | 6T | 6T
- - - - 61°€6 4 - - - - S ST'STz T [k 4ad T 61°c6 4 9€°0€L 6 4 14 T L yady epueg €10y | 8T | 8T
- - - - LY'6ET 4 - - - - L €6'LE T - - 8185¢ 4 T1'96C 41 4 L 14 €1 eheraipid ‘qex | LT | LT
- - - - 8066 4 - - - - 14 - - - - 2'sog 14 2'soe 8 9 L 14 LT alpld qeyM| 9T | 9T
- - - - - - - - - - - ¥9°92 asn T - - - - 99 asn T - - - -
- - - - WLy T - - - - 8 90°0L [4 - - SE'96 € ‘99T €T 14 S S T eAey ueSeN ‘qey | ST | ST
969 T - - 0065 [4 - - - - 9 6T'EE [4 - - 85°06T S LL'ETT €1 14 6 S 8T sanjoheo ‘qey | vT | ¥T
- - - - YO'VLE € - - - - L 0T'8EV'T T - - [4: 34301 S 20'TL6'T €1 [ 6 14 ST uanalig ‘qey | €T | €T
- - - - - - - - - - € - - - - vETSO'T € YETSO'T 9 8 S [4 ST YeUdN Jauag qe | ¢T | ZT
- - - - S9'195 14 - - - - 9 0876 T - - 0Z'1EL S 00978 [49 S 0T 9 1T eleln yadv qey | 1T | 1T
- - - - - - - - - - S LT'9LT [4 - - v€'99 4 15Tve 6 € L S ST Jnwil ysdv 'qey | 0T | 0T
0001 T - - - - - - CE'S8T T S SE'SHY'Y € - - 6775 14 96788t €T 4 L € (45 eed8ual yov qe)| 6 | 6
- - - - 06'St 4 - - - - 8 - - - - 00062 8 00°06¢ 9T € 14 S [4y yedual yady ‘qe | 8 | 8
80°TC T - - - - 6€°6L T - - 9 6€°02C'T 4 - - 0£°888 4 80'88T°C 11 S 11 4 8T Sueljwel yady-qey| £ | £
- - - - - - - - - - € 06'1C T - - - - 06T 14 0T L S w ueepPs yadoy'qey | 9 | 9
00'00% T - - - - - - - - S LT'706 14 - T - - L2'706 ot 14 € 9 €T eAeryady ged | S | §
- - - - 08'zce T 0076L'C T - - 14 - T 91T T Y6'EVT € 01'856'C 0T € 14 14 1T desaguydy-ged| v | v
09's T - - - - - - - - € 80789 € ST'VCT T 05'808'C S €LVIIE (4" 14 [4 € 6 eheqjeseg yaoy qe) | € | €
97'1E T - - €8'€E T - - - - L €Y T - - L2202 4 0S°Eve 0T 9 S S 9T leleg UV aed | ¢ | T
LL'€9 [4 - - SY'16 4 - - - - 6 SO‘EVT € 6Y'E6ETT [4 1£'606 9 ST'IVY'ET (4 L 9 ST 8T Yoy noid| T T
- - - - - - - - - - - 992 asn - - - - v9‘9L asn - - - -
£9'8SS 8 6T'6E T 88'€L0'C 9z 6E'TL8'C S 899/8'8 [4 911 0£'589°'6 (43 TYLYSET 8 8v295°0T 9L 9IY'EVS'SY [3:14 88 ovT L6 SCE yaoy 'noud| T
ST vz €C w 174 (74 6T 8T LT 9T ST 141 €T (43 T (U3 6 8 L 9 S v € [4 T
snsey snsey snsey snsey snsey snsey snsey snsey snsey snsey
1ejy 1ejy 1ejy 1ejy 1ej snsey || 1ejy 1 1ejy 1ejy snsey || snsey| || snsey |wi
BN N eI o eI wr | BN e i BN o eI o eI o eI o ) |wir e i |
CIEEEED uesodejad
uejedepuad
w3 Ty uep
ueewauad yesseq o ueewauad yesseq ueljepuaguad Isuejunyy
yeiaeq uet; I L I yesaeq ueisniay |ezoL ueeuesye|ad |exoy
uesueanyay| ueiSniay 1suaiod ueSueinyay ueiSnuay| 1suajod anpinas enepuadua ueljepuasduad sequl *ON
ueyewsajay =P e wassis
wassis
ueyewsay
ueyewsjay
ueesyuawad
sasoud wejep unfuepjepunip yea: Sued uenwa) seje yessep I Sueh L uJa3u| uelepuasuad Walsis Ueyews|d)y
/eiesau sey 3y Auad neje jase 1B]IN

(sejea nqu uep yeidni einf wejep iejiu)

$T0OZ unyey | 193s3WaS Yesaeq Yejuawad uesuena)y uelodeq ueesyiawad |iIseH
seju3 ININUBIAl uenway siuadf uep yodwo|a)| Jeyeq

0T uesidwen - T uewejeq

Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2014

Badan Pemeriksa Keuangan

Buku Il - Lampiran

99°€T 4 - - 608 € - - - - € 8'9rT 4 - - 9€'€0T 14 0z'0st 6 [4 S L T €10} ynind e e | vS | S
- - - - 8T [4 L5'9€S [4 - - € 88'6v9°€ T - - 95'6TL'T [49 10'906'S 8T - S 9 1T 1emejua “day ‘ge | €S | ¥
06°LTT T - - 0v'€0T T - - - - L £2'198 [4 - - v1'629 14 Tv'96v'T €1 [4 0T L 6T ehessewseyg ged | ¢s | €
8899 T - - - - - - - - 4 €8'EVL 14 91'989°€7T T 69'65€ S 89'68LvCT (49 € ST L 14 wesy ‘qey| 1§ |
- - - - ST'ST [4 - - 26'89¢ 14 0T 89'6 T 8T'vT6'T [4 65'86€ 6 LV'T09°€ 9T S 6 - T jejeg eJRjEWINS AOMd | 0S | T
- - - - - - - - - - - £o‘oasn - - - - - £o‘oasn - - - -
15'8TY a - - 29'9LS 114 €9'907°T 9 TT'ssT'T 9 66 TTI8Y'TT w T6'SSE9TT LT 65'0T0°8 96 SE'605'8€T 99z s vET 68 st jeleg eldjewns "Aoid
12474 T - - Ov'sTT 4 §5'sSC T - - 4 TE'0€8 € 198 T £S'€90°€ L oT'8LT'Y v T ¥ € 8 188u1] Buiga) e10) | 6Y
14314 T - - St'98 T - - - - L LOE9T'T € 96786'% 4 OT'6TY'E € €1°G95°0T ST - [4 6 11 tejeqsunfue] e1oy | 8t
- - - - 9€'L T - - - - 14 0z'Lzt T L9'6€€°0C 4 59'9z€ 14 TS€6L°0C 113 - € € 9 esjoqis e10) | Ly
€L'L T - - €9°006 € - - - - 9 2L'60S'T S L0'6ST'T [4 9T'LTY'T 9 S6'S6T'Y 6T € 14 L T JejueisSuelewsd eioy | 9y
- - - - - - - - - - T 98'EL T 60'79Y'T € SE'ETT'T 14 €€7199'C 6 T T 4 14 uendwipis3ueped e10) | Gt
TL'S9T € 68'88C T 65°0L [4 - - - - S L8'VES € S9'8E0°TT 14 €6'856'T 8 SY'TES'ET (4 - 9 14 0T UBP3N BI0) | P
0S°L T - - vETLS € - - - - 14 TL'soE 4 - - 96'CEL'E 6 89'8€0'Y ST - € S 8 tefuig e10y | €y
96°0S T - - 8EVST [4 - - - - S 88796 L LEVY T 96'0€0't T 17'0v0'S 144 9 [4 € T eleln Ijnuede] "qey | zy
- - - - - - - - SO'vES T € L6791 T SO0vL'T [4 15°082 14 8S'6TL'C 123 T T 14 9 yesuay ynuedey “qey | Ty
90 T - - (43744 T - - - - 9 80'SZT T VELLY T 26'868 9 YETOL'T vT 4 - S L ueje|as I|nuedey ‘qey | Of
- - - - 6€0VT 4 S0T60'ET T - - [4 15°T0L 9 00°9€T 4 EE0V0'T 9 68696 T LT 4 € 14 6 unsunjewis ‘qey | 6€
- - - - - - 6v°LL09 T - - [4 vE6LT 4 €9'€66°E € 677€0'T 14 SLT8TTT [4% - € 14 L teSepag Suepias ‘qey | g
- - - - 66'€ T - - 6T°0ST T 14 9'S6T 4 69°9TT [4 SL'€69 S LT'9ST'T T 4 T 14 L disowes "qey | L€
YE'S T - - 0£'99¢ [4 - - - - [4 19'€29 S CE'SETOT [4 ST'9Z8 S 80'S89'TT T - - 4 4 jeleyg yedded ‘qe) | 9¢
- - - - 6v'VTT T - - - - € 6v'6t T - - T6'EEE [4 04313 9 € T 9 0T SEIN ‘geM | GE
- - - - - - - - - - T v0'9LE [4 - - STLT6'T € 62'€67°€ 9 14 T 14 6 leleN Buljiepuely “ge) | vE
91'0C T - - 69'80T'T 14 SYory'T T - - 4 CE'L6E S 20°6vT € YETES'T 6 [3874:84 (4 [4 [4 14 8 1ej8uet qey | €€
- - - - L6'8TT T - - 00°€T T [ S€6T [4 90°0€Y [4 86'00C°C 0T 8S'LE8'T LT 9 - L €T BJein njequeynqen ‘qey | zg
- - - - - - - - - - € S020T'T 14 r'vov'e [4 S8'697°C S TE9L8'S 14 € [4 [4 L uejeds niequeynget ‘qey | I | 6
- - - - - - - - - - 4 8E'€66 4 €5°90L'Y [4 T6°08€'T € 78'080°L 6 4 4 € L niequeyngeq-qey| o¢ | 8
9ttt T - - 16'8T T - - - - 6 SY'60T 4 - - L9TEV'T 9 ST LT - 14 14 8 oJsey ‘qeM | 6T | L
- - - - €8'6C T - - - - S vs'9LT 4 8T'0SET € €8'EVT [4 SS0L8'T [4% T € 9 0T ueinpunsey uequiny "qey | 82 | 9
- - - - 80°€9L € - - - - € 050S8'C [4 SP'0ZT T 75'916'C S LY'188'S T [4 S L T Suepias ijaq aed | Lz | §
€5°L8T T - - SsTeL [4 - - - - € TL'66T T - - vZ'v88'T € S6'€E8T'T L [4 € S 0T uieq-qey | 9z | ¥
ST vz €C w 174 (174 6T 8T LT 9T ST 141 €T (41 T (U3 6 8 L 9 S v € [4 T
1e|IN m_-”.—m.”x eliN m_-_cm.”v_ 1elIN m_q__._m._wv_ N m_-”._m..”v_ 1e|IN m_q__._m..wv_ snsey jur leN m_.”..m.”x leN m_-“-m_”v_ eliN m_::m._wv_ N m_-”._m..”v_ snsey jwr snsey juf snsey jur m_q__._m._wv_
GIEEEED uesodejad
e uejedepuad e
ueewauad yesseq o ueewauad yesseq ueljepuaguad LRy Isuejunyy
uesueinyay| ueiSnia)y 1suaiod plEeEa L g - i ueSueinyay ueiSniay| 1suajod HeleEaliEisnioN 1eoL anpinas _“._MWMHHMMN ueljepuasduad 1e0L sequl "ON
ueyewsajay b NS wassis
R ueyewsaay
ueesyawad
sasoud wejep unfuepjepunip yea: Sued uenwa) seje yessep I Sueh )-8 L uJa3u| uelepuasuad Walsis Ueyewa|a)
/eiesau sey 3y Auad neje jase 1e]IN

(sejea nqu uep yeidni eanf wejep iejiu)

0T uesidwen - ¢ uewejeq



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2014

909 T - - T°LTLT [4 €6°LT T - - € 66'920°€ 14 - - LL'9T8 14 69'TL8°€E (49 € € L €1 o8ung ‘qey | 1g €
90°sT [4 - - Sv'sTy'T S - - - - S 96'86€ € - - 18'9VL'Y S LL'SYT'S €T 14 14 14 (4% ey Bueleg ‘qey | 08 | T
SP'9TE € - - 9€'618'E 14 - - LS'0EE T S [4%: 744 S LETLET T wYT6'E S 8Y'vL8'L LT € T 9 0T lquernoid| 6L | T
20°2ss ot - - 95'6Y2°6 or 86°0EL'T S 9'6YT'E [4 929 19'705°L o€ 8E0ES'6E 14 6085697 98 890L8'8L €0C 8¢ €€ LS 81T lquer-aoid | s
- - - - 15 - - - - - 8 STYIV'T 9 - - 15€09 S 99210 6T (4 oT L 6C njequexad €10y | 8L | 6
S0°0T T - - 0L'18€ 14 - - - - 14 SVET'T € LS T 68€9T°C 8 78'sseE 9T [4 6 S 9T lewngeoy | LL | 8
- - - - WL 14 - - - - [ w'y T 9129, T 8Z'08Y'T 6 99'682°C €1 [ 4 14 8 delS aex| 9L | L
€€°905 € 87259 T €205 T - - - - € 8T'6LS 14 87'759 T 0T'vLS'T L 9L'508°€ ST 9 [4" L ST NNH uexjoy "qey | SL | 9
vT'8E T v0'88 T 00°szE [ - - - - 6 SL'T9 4 9979C'Y 4 11°988'C S STITL 8T 14 14 14 [4% Ueme|e|dd ‘qeM | vL | S
[:%3] T - - - - - - - - v [3:843 € - - 0£'68 T ST'729 8 - 8 € T 18uiBuis ueyueny ‘qey €2 | v
- - - - L0'88 z - - 0007 T L EVL6V'S 4 - - L0865 8 0S'SET'9 8T € 9 14 €1 puesalp ueneinday ‘qey [z | €
- - - - 2098 € - - - - L 19'90S'T [4 LL'BEY'SET T ety S OT'ELELET ST T 6 ot (013 Jedwey qey | TL | T
LL'STE € - - 9v'v0E S - - - - 14 9¥'S0E'6 S €T'SLLLS 4 8STLEOT 9T LTSV LL L 8 91 € Lt Nely’Aoid| 0L | T
vZ'vs6 6 ze‘orL 4 TY'6TY'T 114 - - 00‘ov T 8y £2°080°0  |8T Tv'8v6'86T 8 99'V6T'TT | ¥9 VE'EITOVT 6vT (8% 9L Ly 1744 nery ‘noid | v
- - - - - - - - LT'1ee T 9 08'79Y € YE'66T T L9t 14 €5'8ST'T ST € 9 S T 0]0S €10} | 69 | 0T
€2'66 S - - o't T - - - - € 05'96€ S ve'eey T [ a4qs 14 8T'Iv6 €T S € 14 [49 onjyemes ejoy | 89 | 6T
- - - - - - - - - - 8 - - €0°606'€ T [4: 7433 8 S8'9VTY LT S 9 4 €1 ynquinyedeq e10y | £9 | 8T
01'8e T - - 899 T - - 20°65L T S 9T'6EE € ¥£'898'T T £6'89 14 S8'SET'E T - L S [4" uewelled BJ0) | 99 | LT
- - - - LT'9ET [4 - - - - 14 - - 60°LT T 15°22S € 09'vvS 8 [4 L S T Suefueq Suepeq €30y | 59 | 9T
- - - - - - - - - - - £o‘0asn - - - - - Lo‘oasn - - - - -
or'LS T - - 0819 [ 89'€TL T - - 9 98°€9T [4 08'695C T 16'65¢C € sT'LoLe €T T T S (14 Bueped &30 | ¥9 | ST
- - - - - - - - - - S LT°09L T L9'96€°6L [4 v6'18 T 8L'8ET°08 6 4 6 € T 183umping 10y | €9 | ¥T
- - - - 9LTL € 8€°9ST T - - 14 ST'66 T - - €T2LT 14 99°LTS oT 4 € 4 L Jejeg yeuel ‘qeyl | ¢9 | €T
- - - - - - - T - - 9 - - - - £89LT 14 £€89LT T € S S €T uejedsyolos ‘gey | 19 | T
- - - - 9v'sT T - - - - 9 €907 T - - £€80LS 14 9165 T 4 14 € 6 J010S "qe) | 09 | TT
¥9'ST T - - - - - T - - 14 €E'8EY S TT'ELS [4 vO'vZE'T L 8S'SEET 6T [4 € 14 6 Sunfunfis‘qey | 65 | 0T
- - - - - - - - - - 9 89'LS [4 - - LT'6T [4 S8'9L 0T 14 11 9 114 UBIE|3S JISISAd "ge) | 85 | 6
- - - - 99T [4 - - - - 9 0L'SEE'T S SE'68L 14 (74174 6 LL'YLET 14 S S 14 T jejeg uewesed ‘qe) | LS | 8
- - - - 15T T - - - - € wIUYT 4 - - SE'SYT € LT'L19'T 8 € 14 14 T uewesed "qe) | 95 | L
- - - - - - - - - - 4 18'STS [4 - - 'L 4 [44439 9 T € S 6 uewelied Sueped ‘qe) | SS | 9
ST 144 €T w 174 oz 6T 81T i 9T ST 143 €T (4% i ot 6 8 L 9 S 14 £} (4 T
eIN mH”x reIN m___:m_ﬂv_ reIN m_:_Hv_ eIN m_-ww_ 12N m_:_Hv_ snse) jur elIN mﬂ”x elIN m__“.m_ﬂv_ reIN m___:m_ﬂv_ 12N m_,w_w_ snsey jwr | snseyjwr | snsey juir m_:_“”v_
CITEERUED uesodejad
usRu :.m.“nmu..“u uep
sy O (e iy W : e e moL | e | uesueorea | | e — @
ueyewsajay :m___ﬂﬂ.“uu_“_.u._ wa3sis
ey || MR
ueesyuawad
sasoud wejep unfuepjepunip yea: Sued uenwsy seje yessep Sueh )-8 uJa3u| uelepuasuad WalsIS Ueyew|d)
/eieSau sex ay neje jase 1eIN

(sejea nqu uep yeidna eanf wejep iejiu)

0T uesidwen - € uewejeq

Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2014

Badan Pemeriksa Keuangan

Buku Il - Lampiran

- - - - - - - - - - 4 - - 0T'vir'E z - - [az a3 v 4 T € 9 yesual njny3uag ‘qey | 60T
- - - - - - - - 66791 [4 9 €2'98L 14 - - 90°0€E'T S 87'I8S'E LT S 4 € ot ueje|as niny8uag ‘qey | 80T
12'89 T - - 65'8VE [4 - - 3444 T [4 TTOLE'T 14 - - 6STVO'T € €0'SEV'T 0T 8 S 4 ST niny8uag 'Aoid | LOT
T2'89 T - - 69°01S 9 85081°C S 05'€8S'S €T 114 V6°LIL'E oz OL'EETTE 8 ELYIV'TT El4 Sb'08Y°SS €ET 124 k34 St (4311 nimjduag "noid
- - £5'S0T T 89'S0Y € 00°€LT T 00°ze T L 18°06T T 8T'TTS T 0LT9L 14 6L'89L'T ST € 14 € 0T ylnwnqe.d o) | 90T | 9T
[4%333 T ST'V8E T 06'v29'S 14 SL'16 T ov'0st [4 S 2L'sS0'T 4 ST'V8E T Tv's00'8 8 vr'L8L6 6T € 8 14 ST Suequiajed €10 | SOT | ST
€50 T - - €9'8LS'T 14 €5'9ZE°ET 4 - - L €2'€6T € 68°CET T 85'985°C S €2'8ET9T 8T S 8 L (o4 wely JeSed e10) | ¥OT | ¥T
- - - - 189 T PTVEE T - T T 9€°L9Y [4 - - VE'SET € 78966 8 4 € € 8 nessuipingn e10 | €0T | €T
89'9ST [4 - - €2°9CT 14 - - 8S°LE T [4 69'TLT [4 £9'6T T 8L'8TET 9 T°LL9ST (45 [4 S € 0T Janwiy njn 8ulawoy uedo ‘qey | 0T | ZT
6L'ST [4 - - €9'69T 4 - - - - 8 ST'88T 14 - - 8v'TLS'T T €£°09L'T €C T 9 14 1T ueje|as njn Sulawoy ueso ‘qey | T0T | TT
€878 T 62's9 T €279 € - - - - 14 68°VTT € LTTVT T 66'€9S'T L S0°0Z8'T ST S L 9 8T njn 8unawoy uedo ‘qey | 00T | 0T
- - - - 9€'sT [4 - T - - T 89997 € - - S8°06€ 8 €5°259 €1 [ € € 8 A1 Buiawoy ueso “qey | 66 | 6
SE‘00T T 0£'090°S T vL8YL'T T - - - - 9 TE'697 [4 v1'8L9'8 € 8L'SST'T € €T'EOE'TT T T 4 14 L ues0 ‘qe)l | gg 8
- - 00°20Y T - - - - - - € - - %9596 € 8T'8vS 4 T8'EIST 8 [ S 14 T Semey ISNAI "qB) | /6 L
00's T - - 60'STT € - - - - [4 85Tve € - T S9'€9S 9 €2'906 [49 T 14 € 8 uisenAueg IsnA “qex | 96 | 9
- - - - 66'LL6'C 4 - - - - [4 6'v0T'C [4 - - 20'vr0'S 14 96'8YTL 8 4 14 [4 8 wiuzelenA Qe | S6 | S
67T T - - 19TV 4 - - - - S 67T T - - S9'v86'E S ¥6'586'€ 129 - 4 S L JeUeTGR) | ¥6 | ¥
- - - - - - - - STT99Y € 14 - - - - 20'99L°€ 8 LT'8Ty'8 ST [4 4 S 6 Suemeq jedw3 qed | €6 | €
- - - - - - - - - - 14 000zt T - - YeTCET 9 veIOY'T T 4 € € 8 uisenAueg ‘qey | ¢6 | T
81290°C 4 81'8ZT [4 11'828 € - - 908 T L vT'6LTT € 86Ty 14 10°L28°€ S £8'629'9 (4 14 14 9 T uele|as eJRjWNS A0Id | T6 | T
LLL9LT (4% 68'SYT9 L TOTLY'YT 143 T'szo'vT 9 £8290°S 6 89 66596°L [43 6'S8T'1T 9T 69'VSS'LE 16 68'768'SL we LE oL S9 ur uejeas eidjewns "Aoid | 9
SZ'90T 4 - - 0T9E'T [49 - - S0'618'C T S v0'L6E 9 €9'661°C 14 66'606'T 9T TL'STEL [43 - 14 14 8 ynuad 1euns eloy | 06 | 2T
- - - - - - - - - - € 1818 T 95'€ [4 ¥9'L8T'T 9 L0'6LT°T [49 T T S L lquereloy | 68 | TT
- - - - L6°LL T - - - - € €6°00T'T € 9S°TEV'SE 14 9S'ELY'E S S0°200°0Y ST - 9 S T 0ogaL'qe) | 88 | OT
- - - - JAR:143 € - - - - S [/ T 97'€TsS [4 88'9Z€'T L 98'658'T ST T [4 9 6 Janwiy 8unger 8unfue) "qey | /8 | 6
- - - - - - - - - - € L6'6T T - T YT0L6'C 9 T1°066'C 123 [4 S 9 €T jeleg Bunqer unfue) "qey | 98 | 8
- - - - [3:x43 T - - - - 8 j74013 4 - - W6TLTT 6 9T20€'T 6T € 4 L 0 unsuejoies ‘qey | S8 | L
07'86 4 - - LY'STO'T S - - - - € LLTLT 14 - - TOVLET 9 8L'SYS'T €T 4 T T 14 lqueroJeniA‘qey | ¥8 | 9
- - - - €9'69€ 9 SO‘€0L'T € - - 0T - - - - 9L'v0L 0T 18°L0V'C €T 8 [4 € €T uiBuesa N ge) | €8 | §
- - - - T6'LE T - T - - €1 - - - - 6T'197'T L 6T'197'T TC T 4 € 9 PuULB) "qB) | zg v
ST vz €C w 174 o0z 6T 8T LT 9T ST 141 €T a T (U3 6 8 L 9 S v € [4 T
1e|IN m_-”.—m.”x eliN m_-_cm.”v_ ‘eliN m_q__._m._”v_ leIN m_-”._m..”v_ 1e|IN m_q__._m._”v_ snsey jur leN m_.”.—m.”x leN m_-“-m_”v_ 1eliN m_-_:m._._.mv_ leN m_-”._m..”v_ snsey jwr snsey juf snsey jur m_q__._m._wv_
GIEEEED uesodejad
e uejedepuad e
ueewauad yesseq o ueewauad yesseq ueljepuaguad G Isuejunyy
uesueinyay| ueiSniay 1suaiod plEoEqREl g - 4 ueSueinyay ueiSnuay| 1suajod HeleEalEisnion 1eoL anpinas _“._M_M:HHMMN ueljepuasduad 1e0L sequl *ON
ueyewsajay b NS wassis
TR ueyewsay
ueesyawad
sasoud wejep unfuepjepunip yeja3 Sued uenwa) seje yessep I Sueh )-8 L uJa3u| uelepuasuad Walsis Ueyews|d)y
/eiesau sey 3y Auad neje jase 1B]IN

(sejea nqu uep yeidnu eanf wejep iejiu)

0T uesidwen -  uewejeq



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2014

6EEELS [T - - £0°026 9 - - - - 8 SS'68€9 9 - - 99'L¥6 8 TCLEEL 44 - v € A yesusy exsueg ‘qey | LT | §
- - - - - - - - - - L 002y 4 v6'T T £7'0S€ 4 LE'VEL 4 T L S €1 ueejas eygueg ‘qey | 9€T | ¥
- - - - - - - - - - S - - - - £5°€8C 4 £5°€8C L - € 9 6 jeieg eysueg ‘qe) | GET | €
- - - - - - - - - - 9 z0'orT € ¥9'69 T 88'800'T 6 ¥S'8TTT 6T T L S €1 ej8ueg ‘qey | vET | T
- - - - S9'6 T - - - - 14 1€°958°T € - - 8L'S8LT T 60TV9°E 114 1 4 9 6 8unyijog ex8ueg uenejnda) A0id | €€T | T
€8'VSL'S v - - €2'89C°T €1 YSvITT T €L'8Y T 144 8T'LSL'6 6T 0L'60T°S € T0'vS8'9 vs 9T'VE6'ET wr s 174 w 88 8unyyjag ex3ueg uene|nda)| ‘Aoid | 6
- - - - SSTLT 4 - - Le'ee T 14 - - - - SSVET'T € 78'997°T 8 T 4 T v 013N B10) | ZET | ST
98'TT T - - 60°2LS 14 - T - - 4 98'TT T LT0S8'T T S9°08T'T 14 89'TV0'E 6 4 € € 8 Sundwer Jepueg €10y | TET | vT
- - - - - - 0526 T 00056 T S 67'T T - - €9'T9€ 4 79°0TY'T ot T S 4 8 ueuey Aep “qe) | OFT | €T
S8'9T T 61018 T £€'V8S 4 - - - - 14 S8'9T T 61018 T €€'V8S 4 LETIV'T 8 € € v ot jeseg Suemeg Suejny ‘qey | 62T | T
- - - - - - - - - - 9 8172S T T6'TCE T - - 6078 8 T v v 6 Buemeg Sueiny ‘qey | 82T | TT
- - - - S9°9T 4 Sv'e T 0E'8T6C  |€ € - - [a374 T 65°CIE 14 ¥5'9L9°€ 4 T T v 9 snweg3uey ‘qey | £ZT | 0T
- - - - 18°LLY 4 - - 0z'zse T € - - - - T6'sv8'T 14 T1'860°C 8 4 € v 6 nmassuid ‘qey | 92T | 6
- - - - £0°S8C 1 - - - - € 0v09T 4 TT0TY 4 65'SY8'E jas oT'9TY'Y 8T T 4 € 9 uesemesad ‘qey | SZT | 8
- - - - - - 60°LV9't T - - L 89'6.8 T - - 65'S8T°€ 9 9€'718'8 ST € T v 8 1NsaN "qe) | vZT | £
- - - - 8L€6E T - - TwsTST (T v - - - - 6€'598'T 9 TT'T6EE 4 € € 4 8 eseln Sundwet qey | €21 | 9
- - - - 8T's T 00208 € €5'sLL'9 |1 S 59's9 4 ¥5'65C T 9T'T9E'T € 86'897°6 ST 4 S v T Janwiy Sundwe ‘qey | zzT | §
- - - - 0€'858 v - - - - v £8°20S € - - L9'EV8'Y €1 YSTSE'S oz - € 4 S yesuay Sundwey gey | TZT | v
- - - - - - - - - - T T6'61C € - - LS50Sy € 67'0L9 A v v 14 4 uejejas Sundwe qey | 07T | €
- - - - S9°01T v ST'086 4 - - 14 - - - - v9'0TT S 6L06T'T 12 - 4 € S jeieg Sundwe qey | 61T | C
- - - - T8°£0T T - - - - 14 08°0ZE Y € 16'€C8 T LL6TTY 9 8V'VIE6 vT 4 8 9 9T Sundwey noid | 8TT | T
L8 z 61018 T T'esLe vz |6T'VES9 6 0'vSreT |6 65 0£'90L'9 8T  |€0'6T6 8 sT'?09'sT | 60°9TZ°9S SLT |92 6V 0s seT Sundwetnoid| 8
- - - - OT'LET 4 17°0S€ T 69'6SV'C | € € vE‘Sr8 € £T'799°0C 4 6°L69 L £V°L10°ST 6T 6 9 9 1 niny8uag ey | /11 | 1T
- - - - - - 6€'€78 4 - - S 96'S5Z T TLiTes T vETT6 8 TY'€TS'T LT T € L jas ewn|as "qex | 91T | 0T
- - - - - - - - €7°L0S 14 S 6€'sT T 65'€85°L 4 909TL'T L LT'TT8'6 6T 8 T S vT 8uoqa Suelay "ge) | STT | 6
- - - - - - 86'90€'T T - - € 19°TT T - - LS'6E9'T S 91'856'C [ € 8 9 LT onWoNNA "geY | ¥TT | 8
- - - - - - - - €L'68LT |T S 6L'vT T - - - - TSYI8'T 8 € S 4 [ 8uoqa7ged | €TT | £
- - - - 00'sT 4 - - £5'8€€E T 14 97097 4 76'8 T 01'078'T 8 18°LTV'E 9T 4 9 € i Bueiyeday ‘qey | ZIT | 9
- - - - - - - T - - 14 ST'86T € - - 60'85C € YE‘9SY T € S 9 vT aney ‘qey | TTT | §
- - - - - - - - - - 4 - - - - - - - 4 - T 4 € eieyn nnysuag ‘qe | OTT | ¥
14 144 €2 w 14 0z 6T 8T P 9T ST vT €1 z 1 ot 6 8 L 9 H v € z T
eIN mH”x reIN m___:m_ﬂv_ reIN m_:_Hv_ eIN m_-ww_ 12N m_:_Hv_ snse) jur elIN mﬂ”x elIN m__“.m_ﬂv_ reIN m___:m_ﬂv_ 12N m_,w_w_ snsey jwr | snseyjwr | snsey juir m_:_“”v_
CITEERUED uesodejad
iz EHMM“MM——““L uep
T T : e e oL s | uesueeea | S | oy — .
ueyewsaay :m__ﬂﬂ.“uw_“:wa waysis
] ueyews|ay
ueesyuawad
sasoud wejep unfuepjepunip yea: Sued uenwsy seje yessep Sueh )-8 uJa3u| uelepuasuad WalsIS Ueyew|d)
/eesau sey 3y neje jase 1e]IN

(sejea nqu uep yeidna eanf wejep iejiu)

0T uesidwen - g uewejeq

Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2014

Badan Pemeriksa Keuangan

Buku Il - Lampiran

L'y T - - 68'L6T € - - - - 9 10°L 4 - - E€EVLE S YET8E €T [4 € € 8 n “qex | 19T
- - - - - - - - - - - ov‘eTeasn |- - - - - Ov‘€TE Asn - - - - -
TL'STT T - - 6L'LL 4 - T - - 4 87'€S8 14 20'TIE T ¥L'086'C L YO'SYT'Y ST 14 14 L ST Suemese) ‘qey | 09T
018 T - - - - 00095 T - - T 88VIT'T € - - 00T’ € 0€'S8L'6 8 T T € S nAeweupul “qey | 65T
1L T - - ¥8'768'T 14 - - - - 14 L0'8€6 S - - ¥0'00T"€ T TT'8E0'Y (4 4 T 14 L nJeg "qe) | 8ST | 6
8Y'€0T T - - 15°02S T - - - - € 9Y'EST'T 14 6€°0VT T 6€269'9 €T vT'9IT'8 114 - € 4 S uogauly 'qe) | LST |8
€0 T - - TTLET T - - - - 4 506 [4 - T 6L'780'T S €E'SLTT 0T 4 € T 9 Jnfuerd “qey | 9ST | £
- - - - €6'TST € - - - - 4 - - - - T0°0vY S T0°0vY L - - € € siweld ‘qe) | SST | 9
- - - - 6€'S9Y'T [4 - - - - 6 LL'S66'C € 15766 € 8€'SSY'S 14 99'st'6 6T € [4 9 1T Jogog “qe)l | ¥ST | §
- - - - Y6ELT'T S 65T98'T T 9S€TT'T [4 T - - - - 90SST'T 9 17°0€T’S 0T € T 8 [ Isexag ‘qe) | ST | ¥
- - - - - - - - - - 14 y'60T'T € - - Sv'z8s S 68'T69'T [4" [ S [4 6 1eJeg Sunpueg ‘qey | ST | €
¥S'LT T - - 8L'0Lt € 9S€LTT T - - S ST T 05'280°S T 15'90S'TT 8 TT°068°LT 9T € [4 6 T Sunpueg "qey | 1ST |
- - - - 9L'ELT € TT'66S'L T - - € 00'L T - - 16'7v0'C T €0'159'6 9T € L 8 8T jeleg BMe[ 'A0Md | OST | T
- - - - - - - - - - - ov‘eTeasn |- - - - - Ov‘€TE AsN - - - - -
9L'88€T €T - - 6E'6EL'TT & LTYYETT L €6'SYEE S 8 LLLOL9T 0s TLOSLL €T 98°80L°08 vt vS°L58°0CT 9EE El4 wu TET (374 leieg emef ‘Aoid
vL'0ET’E 9 - - 95°4T0TT |9 - - - - 0z 06'7vC69 | TT T8LSS'STET |6 78'86T'SL | vE €5'666'6SY'T | VL ST A 61 15 BLIBE[ INQ 0Md | 67T
vL'ogze |9 - - 9S°LT0°TT |9 - - - - 0z 06'7vZ'69 | TT T8'LSS'STET |6 78'86T'SL | VE €5'666'6SV'T | VL ST LT 61 s eyeyer g noid
- - - - - - - - - - 9 85781 T - - LS'ELE 4 ST'9SS 6 € T L T SueuidSunfue e3oy | 8T
9T'C T - - - - - - - - L 1€'s T - - 9€'09 T £9's9 6 9 4 € 1T wejeq 10y | L¥T
- - - - - - - - - - 9 (744 [4 - - v6'18S € 99799 T 14 9 € €T BunieN "qey | 9vT
86'6T T - - 2’801 [4 - - - - S 86'6T T - - 0€‘z6Y [ 82'T1S 8 [4 14 4 8 e38ur qey | SyT
- - - - - - - - - - 9 - - - - - - - 9 T € € L sequeuy uene|nday qey| | yyT
- - - - - - - - - - T - - - - - - - T L 14 [4 €T unwue) ‘qey | evT
- - - - - - - - - - 14 66T T 8997 T 96°0L [ 85'sSE 8 T S € 6 uejuig "qey | ZvT
- - - - - - - - - - € 66y T - - ST'0SE € LE'60E'S L € 14 € (o) nery uene|nday ‘A0ud | TvT
e [4 - - v2'80T [4 - - - - 8€ SL'69T'S L 8979 T 82'626'T €T TL'EIY'L 6S L 62 9z [4:1 nery uene|nda)| "Aoid
659 T - - 95'vLT S - - - - 9 9'6€ 4 - - Lv'T89 9 60°CTL T T ot 14 ST Sueuidjeysued €10y | 0T
- - - - S6'8T T YSvIT'T T €L'8Y T € €6'VL8 [4 [4%:10 T €€'68S 9 S9'STL'8 14 - T L 8 JanwiL Bunyag qey | 6€T | £
S8Vl T - - - - - - - - S S8Vl T - - €6'S07'T L 8L'0ZT'T €1 T L 9 T Bunyag "qey | 8€T |9
ST vz €C w 174 (174 6T 8T LT 9T ST 141 €T (41 T (U3 6 8 L 9 S v € [4 T
snsey snsey snsey snsey snsey snsey snsey snsey snsey snsey
1]y 1ejy 1ejy 1ejy €] snsey| || 1ej 1ejy 1ejy 1ejy snsey |wi snsey| |, snsey |wi
T vl B T (e eI o eI wr | BN e i eI o eI o eI o eI o ) |wir e i |
GIEEEED uesodejad
uejedepuad
(] I uep
ueewauad yesseq o ueewauad yesseq ueijepuaduad Isuejunyy
yeiaeq et I L L yesaeq ueisniay |ezoL ueeuesye|ad |exop
uesueinyay| ueiSnia)y 1suaiod ueSueinyay ueiSniay| 1suajod anpinas enepuadua ueljepuasduad sequl "ON
ueyewsajay =P e wassis
wajsis
ueyewsaay
ueyews|ay
ueesyuawad
sasoud wejep unfuepjepunip yea: Sued uenwa) seje yessep I Sueh )-8 L uJa3u| uelepuasuad Walsis Ueyewa|a)
/eiesau sey 3y Auad neje jase 1e]IN

(sejea nqu uep yeidns eanf wejep iejiu)

0T uesidwen - 9 uewejeq



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2014

(sejea nqu uep yeidns eanf wejep 1ejiu)

0T ueaidwe - £ uewejeq

6L'ST T S9'SE € 65221 - 9 52'985 z - - T0'796'T 8 S8'109C 6T |- s v 6 uatepy gey | T6T | ST
S5'92T T 67797 [4 - - s 05261 [ - - 87679 € 8L'9v8 or |z 2 € 6 |epua) ‘qe) | 06T | ¥T
- - TST9T |v 0005 - - S8'6S T ¥8'60L'6 T 75 T19°T S TTTENTT 8 - T € 14 uawngay ‘qe | 68T | €T
- - LT'SLT T - - S 69'29T 4 - T TSYTE v oz'LLy a |- 9 v ot JeAueBueiey ‘qey | 88T | ZT
stz T 60'995 v - - 9 9T'T699 [ - - vLLTL 8 06'80t°L a1 |- S 14 L esedar ‘qey | £8T | TT
0s's T vT'LT 4 - - € 1029 4 0S'LE 4 0£'08 14 T8'v8T 6 14 9 H €1 uegoqouo ‘qedt | 98T | 0T
- - sy'zy T - - s 9508€ T - - 50T T €1'T0S L z L Iz €1 Yewaq ‘qey | S8T |6
- - 609 4 - - 8 95'88Y € ov'L T LL'928 € €L'728 ST e L 2 1 deoeyid ‘qey | v8T |8
- - ST'8YT € - - 2 L£6'90L v S0'6L z 9.'959 9 8L'0VY'T a  |v 6 - €1 30219 "qe)l | €8T [ £
- - Tr's6L 2 - - € - - - - T6'€ST'T 2 T6'€ST'T L . s - s 1jejoAog "gey | 8T | 9
€0'TE [4 7581 T ET'9PT - v €8'9E 2 - - vL'T [4 oL'ote or e 6 € ST elojg ‘qe) | 18T |§
ov've] T £v'L2T T - - 9 8€'EE8 T - - €v'LTT T 18'096 6 ot 9 [4 8T Sueleg ‘qey | 08T | v
- - - - - - S 00 T - T - - 00 L T 8 T ot sewnAueg gy | 64T | €
T6'SET T 29'LsT 4 - - L 69'TST 4 - - 18261 4 05779 T T € S esedauseflueg ey | 8LT | T
99'SPT S 0v'€s9 8 - - ot 0168 S - - 8€'€59 ot 8Y'Z00'T st |t 8 € €1 yeduaL emer n0id | £LT [T
TWBEST | L2 €€'868'6  |6L | TL'€TY TL269 st 0S'6LL'ET (89  |€S'SY86 €1 |vS'€8E'TZ  |9ZT | 00'SZTT'9Y oL |€8 oL1 €1 06¢€ yesua) emer AoJd | €T
- - - - - - T - - - - S800€'S L S8'00€'S 6 - T 9 L ehejewnisel e303 | 9/T | £Z
- - 08'9 T - - € - z - T £L'956'9 L LL'956'9 €T |- € S 8 1NgeyNS e10) | SLT | 92
82721 [4 £8'ESL 9 - - s '9r'e (v - - TE'EL8 9 8L'6EE’E ST e [ T 9 sjodaq eioy | v£T | 5T
0007 T - - - - [4 ¥8'v9E € - - 58'69€ v 69'VEL 6 [4 z 9 ot uogaI) eI0N | €£T | ¥T
- - T8'vLT z 00'0S0°'T 8'Lee € - - - - 69728 6 15'002°C T[T 2 9 T 1yewID ©I0Y [ ZLT | €T
- - 05261 T - - 14 - - - - ET'EES € ET'EES s 4 T 9 6 Jo80g e30M | TLT | 2T
vLBYTT [T €L'E T - 96'02T 9 6L'520°€  |€ 95'6vT T YEVLE'T 6 S9'0LE'S oz v € 8 ST 1sexag €10y | 0LT | 1T
- - 79'ss€ T - - v - - - - 79'sse T 29'ss€ S - - 12 v Jefueg e10) | 69T | 0T
- - - - - - v €2'979 12 or'zy T 00'0€S"t 8 €E'86T'S |- v L 1 Sunpueg ejoy | 89T | 6T
- - - - - 65'€8L € - - - - 96'870'€ s Sszeg’e 6 T T € s ehejeunjisel “qey | £9T | 8T
89'ST T - - - - € L€'9TT z or'62L T 6€'8L0°T v 98'120'C or |- s € 8 Suepawns ‘qey | 99T | LT
- - YT'066'E |V - - [4 sz'oze T - - 09'€T9'L €1 S8'6€6'L a |1 L L ST iwngexns ‘qey | S9T | 9T
- - - - - - [4 €T620T |2 €5'T0T [4 966 € 423454 6 z z S 6 Sueqns ‘qey | 9T | ST
- - - - - - T - - - - ov'L29T [2 ov'L29T S € € S T eupyemIng ‘qey | €97 | vT
- - - - - - 2 oL'LTE T - - 9'TTOT 8 IT'0EET € |2 [ € L exgusjeleln ey | Z9T | €T

m Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2014

Badan Pemeriksa Keuangan

Buku Il - Lampiran

- - - - 86'L8T°€9 |9 - - - - € st |1 9258y T S6'48T°€9 | 0T €8'SYT'0L ST T - 4 € emef 'A0d | 6TT
- - - - - - - - - - - Le'oasn |- - - - - Lg‘0asn - - - - -
¥8'08T'S [sz  |0Z'9L 1 €S'9EV'LL (28 [S9'T80'T  [L €5'9€S z €11 16'880'Zy |6V (Z2'€S9'S8 (¥  |€S'6V'8TT |8CT |¥8'60Z'8YZ |ETE |bb 0€T 8€T [353 Anwi) emer ‘Aoid
69'61 T - - 06'v6C € - - - - 14 €TV0C 4 - - 0T'€TE € €€°L1S 6 1 S 4 8 eledeASo; e10) | 8T
62'S0T z - - 't 1 - - - - 9 EV'TSL 4 0908t T Tz 1 SL'YET'S ot 4 1 4 S uewsa|s ‘qey | L1Z
- - - - 15°6T T - T - - L - - - - 15°6T 1 1561 6 T S 14 o) 080ud uojny "qey | 9T
- - - - - - - - - - 8 - - - - - - - 8 € 8 6 0z InpBI Bununo "qey | STz
05912 € - - §5'85¢C 1 - - - - 6 SL'T9E 9 - - €2'99¢C 4 86'L79 LT 4 S 9 €T Injueg “qey | ¥T1Z
- - - - - - - - - - 14 18'T0E 4 - - - - 18'T0€ 9 14 S 4 1T eyexeASo, *I'q noud | €12
8Y'TLE 9 - - 89'SLS 9 - T - - 8€ TT'6T9T |20 |09°08v'Y T 99'109 L 8€'T0L9 65 €T 62 ST 19 epieyeA3o, | *g ‘noid
- - - - 17444 1 - - - - 4 8509 T - - [{ 3743 ¥ 05s8T 6 T S S 1T |e3aL €10y | ZTZ
- - - - £6'2C 1 - - - - 4 12T 1 - 4 YLvLT  |€ oL'evL'T 8 € 4 L 43 elieyeIns eloy 117
14584 T - - 10'SS0T  |S - - v6'SYS T 9 ¥0'L1T € - T 88'ISET  |L 98YIT'T 8T 1 9 S 43 Suesewas e10) | 017
69°0 T - - 65'LET 1 - - - - S L6'ST € - - 65°LET 1 95°€91T 6 1 8 4 1T e3nees e10) | 60¢
- - - - 98°Z1T 14 - - - - 1 sT'9 1 - - 68'96€ 14 vT'E0y 9 z 4 € L uesuoexad e10) | 80T
1612 4 - - 60'STT € - - - - S L8'8TT € - - 15087 S 8€'669 €1 14 € S 44 SueaBe|n €10y | L0T
78’6 1 - - - - - - - - 14 LY'6L 4 - - 16'8€9 € 8E'8TL 6 € 1 S 6 0GOSouoM “qey [ 90T
69'TL € - - 67€E 4 - - v1'sL T 4 89'TL 4 - T LY'vEY S 62185 €1 - S 14 6 0uoM "qey | 50T
- - - - 8Ey 1 - - - - € - - - - 3014 4 304 S 4 4 9 [4) 3ungsuews] “qey | y0T
- - - - 6EvY € - - - - S 00°05 T - - 08's8S'T S 08'SE8'T 1T € € 14 ()8 1e331 "qey | €0z
€Y'2T T - - T€'S0T 4 - - - - - 1228 4 - - 19'SHT z [4:9ka4 14 4 S € ot olieyons qeyl | 0z
- - - - T6'LTT 4 - - - - 14 70 T - - €L'01C € [4aard 8 v 4 S 1T uagess ‘qey | 10T
98"y T - - WLyt 4 - - - - - 98"y 1 - - WLyt z 82'2ST € z L ¥ €1 Suesewsas ‘qey | 002
492 T - - vE9PY 1 - - - - 14 ot'6ze € - - v0'9ty 1 yI'SLL 8 € € 9 43 Suequay ‘qeyl | 66T
8€'C T - - S6'€6T 4 - - - - € 8¢ T - - TT'EEY 4 6v'SEY 8 S 9 S E)s ofaioming ‘qey | 86T
- - - - 8.7z 4 - - - - 4 0v'695 € - - 6v'62C 14 6886 6 14 1 € 8 ed3uleqing “qey | L6T
- - - - €STTL 4 - - - - 9 81188 T vLTT T €SCIL 4 SY'TT9'T ot 4 14 € 6 Buejewad "qe) | 96T
- - - - TE0LT 4 00°00T T €9'1L T 8 6€VET 12 - - TE0LT 4 €€°9LY o1 1 T 4 T ueguoleyad ‘qey | S6T
£8'08 4 - - 8Y'1E 1 - - - - S 1808 z - - 8v'1E 1 SETIT 8 4 € S ot ted “gey | v6T
- - - - 2434 T - - - - 4 20's T - - €£'20S € SL'L0S 9 9 v 12 T Sueja8eIN “qey | €6T
- - - - 59625 € - - - - 4 - - - - €981 4 €981 8 z v 4 ot snpny “qe | 6T

sz 124 34 144 24 0z 6T 14 A 9T ST 123 34 41 i ot 6 8 L 9 S 12 € z T

1ejIN m_.ww_ tejIN m_._:m_”v_ tejIN m_q_hw_ 1ejIN m_-wwv_ 1e|IN m_q_..m_w_ snse | 1ejIN m_.ww_ 1eIN m_._cm_”v_ tejIN m_._hwv_ 1eIN m_.ww_ snsey jwr | snsey jur snsey| jwp m_q_hwv_

GIEEEED uesodejad
e uejedepuad e
ueewauadd yesaeq ueewauad yesaeq ueyjepuasuad oY) Isueumyy
uesueinyay| ueiSnia)y 1suaiod ] g - i ueSueinyay ueiSniay| 1suajod HeleEaliEisnioN 1eoL anpinas _“._MWMHHMMN ueljepuasduad 1e0L sequl "ON
ueyews|a)y - wasis wagsis
ueyeusajay ueyews|a)y
ueesyawad

sasoud wejep unfuepjepunip yea: Sued uenwa) seje yessep I Sueh )-8 L uJa3u| uelepuasuad Walsis Ueyewa|a)

/eiesau sey 3y Auad neje jase 1e]IN

(sejea nqu uep yeidnu eanf wejep iejiu)

0T uesidwen - g uewejeq



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2014

- - - - €0'1T [4 - - - - € - - - - S8eIeET |9 S8TIET 6 1 T 2 9 LIP3yl e30) | TST | €€
- - 0z'9L T 6L'85C z - - - - z so'ove'E € 0z'9L T 88'L9 z ETV8TY 8 T € € L Je|g BI0) | 0ST | ZE
vi'L8Y T - - LS'TET 4 - - - - S 6L'LV00T |€ - - LS'TET 4 9€'6LT°0T o1 4 4 S 1T nieg e10) | 6vZ | T€
ST'e T - - 61°L69 z - - vL've T € ST'E 1 - - 81708 14 LT'2€8 6 - 9 4 8 8un3esun|n. qey | 8% | 0€
- - - - €9'559 4 - - - - S - - - - 04589 4 04589 L v 4 4 8 ueqny “qey | L¥Z | 62
- - - - €2T0L 1 - - - - z - - - - €2°T0L T €2T0L € € 14 € ot ¥31e88uaiL "qey | 9vZ | 8T
€L'EL 4 - - 61vy 1 0008 T - - S 0L'LST 14 v1'eys 4 €LSY0'T € L5'STTT ST 4 € 14 6 dauawins "qey | sz | LT
- - - - - - - - - - S L6'0T 4 - - 6878 T 98's6 8 ¥ - S 6 opuoqniis ‘qey | 2 | 92
76T 1 - - LE'S6ET  |S - - - - € 88'szz'8 |t L0T80°L 4 9E'S6ET |9 TE20L°9T [ 9 L €1 olieopis ‘qey | €47 | ST
- - - - 19'00CT  |€ - - - - - - - 66901 T LT'9€8'T  |¥ ITEVT'T S 1 € 4 9 Suedwes ‘qey | zvz | vT
sezL 4 - - LT'9€ 4 - - - - 4 S0v0T 4 €9°€79'T T LT'9€ € S6'€9L'T 8 - v S 6 o33uljoqoud "qey | TvZ | €2
- - - - 00001 T - - - - T 0€'VTT T - - LT'86L € L5726 S - [4 4 v og0Jouod qey | 0vT | 7T
- - - - v9'EEL € ST'YS € - - 1 Pr'vE 1 - - TV'ZEL € 01’18 8 1 1 € S uenunsed ‘qe) | 6€Z | TZ
- - - - TLLL T - - - - 9 - - - - et € Ts'0LTT 6 - v 9 ot uesedawed ‘qey | 8€Z | 0T
- - - - - - 0002 T - - € - - - - - - 0002 v 1 - [ € uelded “qe) | LET | 6T
86'LE T - - L6LYT 4 - - - - - 78L6T T - - 6£'589 4 19°€88 € - 4 4 9 IMeSN “qey | 9€Z | 8T
- - - - 87'0LT 4 - - - - € - - - - 00'68€ z 00'68€ S 1 € € L AnfuesN qey | Sz | LT
- - - - 88'€LST |9 - - - - 9 9EvrT 4 - - TT09Tve | 0T 8Y'v0EvT |81 € v 14 1 ouoloN “ge) | vET | 9T
81'S0T 14 - - SEL6T 4 - - - - € 10'9LT S - - 66'€TY € 00065 |- S € 8 Suelen ‘qey | €62 | ST
L00 T - - 80871 1 - - - - 14 6L 1 - - 20's6y 4 96205 L 2 € z 6 uejaBen ‘qey | 2z | ¥T
- - - - 9,18 € 06'6YT T - - T - - - - JAR744 € LO'VLE S 1 4 4 S unipei “qey | TEZ | €T
[43°14 T - - TEVST 1 - - - - € TL'90€ 4 0v'v8T T 0S'T6Y 4 79286 8 - 4 9 8 Suelewn "qey | 0z | ZT
LL'Tt T - - ¥2'58L € - - - - € 9589T°0T  |€ w'Ls 4 99'978'% (¥ ¥9'250°ST 44 1 4 2 L ueSuowe] ‘qey | 622 | 1T
86'€E T - - LY'69C z - - - - 4 86°€E T - - L¥'69 z SY'E0E S 1 1 9 8 11pay "qex | 87z | 0T
- - - - T€'LT [4 - - - - € - - - - 6T'SET € 6T'SET 9 1 v 4 L Suequior “qed | £2Z | 6
90'€ T - - 6972 14 - - - - 4 90'€ 1 - - S9'S66'T | S TL'866'T 8 - 1 9 L Jaquiar ‘gey | 97z | 8
- - - - - - - - - - - Lg0asn |- - - - - Lg‘0asn - - - - -
- - - - - - - - - - z [4%74 4 00°88T°0L  |¢ - - Tr'zeToL |9 4 9 S €1 AIS2ID "qe) | ST | L
- - - - 8€'68C 4 - - - - 4 - - - - 06'vTL 4 06'VTL 9 - S 14 6 osomopuog “‘qe) | ¥zZ |9
0L'10€ 4 - - 07T |€ - - - - 9 SY00€ 4 - - ST'188'C  |S 09'18T°€ €T |- 8 14 43 ouo3auofog ‘gey | €22 | §
9z'0 T - - ¥2'S0T 1 - - 6LTIS [T € [4a43 4 - - ¥2's0T T SY'6v9 L 1 9 14 1T Jeyig "qey | zez | v
- - - - L6'€TE 4 - - - - 1 - - - - 96'€€ z 96'€2€ € 1 S T L 18uemnAueg "qey | 12z | €
w'zst T - - 80107 € - - - - 14 w'zst 1 - - LT'26TT |V 65VLY'T 6 1 T T 14 ueeysueg ‘qe) | 072 | T

sz vz 34 (14 1z 0z 6T 8T A 9T ST vT €T 41 has ot 6 8 L 9 S 12 € 4 T

e TP e O e TR e TP e T snsepwr | e TR e TR e [T e | S snsejur | snsexpur | snser | S

CITEERUED uesodejad
uwL| :”u“_“““——h_“n uep
T T : e e oL ione | cemenea | U | e — -
ueyewsaay :m__ﬂﬂ.“uw_m:wa waisis
S ueyews|ay
ueesyuawad

sasoud wejep unfuepjepunip yea: Sued uenwsay seje yessep Sued )-8 uJa3u| ueljepuasuad WalsIS Ueyew|d)

/eesau sey 3y neje jase 1e]IN

(sejea nqu uep yeidna eanf wejep iejiu)

0T uesidwen - g uewejeq

Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2014

Badan Pemeriksa Keuangan

- - - - §5'595 1 - - - - z - - 01'708'9 T 55595 z S9'99¢€'L S - € S 8 Jeseduaq €30y | 9/ | 0T
¥1°00C T - - ST'LTL € - - - - L 60'60€ T - - YTLTL 2 €2'920'T 41 € S S €1 ueueqe] ‘qe) | ST |6
- - - - 69'vLT 1 - - - - S SL'9T T - T TTE8T 1 L6'66T 8 v S € 43 Suny3un|y "qex | vz |8
T€L T - - €6'95S 4 - - - - € £8'6S 4 - - 8L'909'T L $9999'T 49 4 T 4 L wasesueley "qe) [ €47 | L
- - - - vL'62T 4 - - - - 14 - - 96'€5S € €L'6T1 z 69'€89 6 4 4 4 9 euelquiar qey | 2£Z |9
- - - - 8205 1 S5'79¢ T 00°0€T T 4 oSty T - - 82°0s¢C 1 €€'589 8 - € € 9 JeAuels ‘qey | TLZ | §
- - - - 7785 4 - T - - S 19697 4 €9'710'E 4 16'250T (¥ ST'T9S 'Y vT - €1 S 8T 3uajaing qey | 0LZ | ¥
- - - - vZ'T6T 4 - - - - 8 - - - - Y179 4 v1'v9T 49 4 6 € vT 69| €
#0581 T - - 00'VET9 ¥ 05682 T 65'STL T ot LL99L 1 LS'VOT'9E |2 L0'€TE9 |9 0S'€0T 7t 1T 1 43 jad 124 Sunpeg "qey (897 | ¢
- - - - LT'69TE  |€ - - - - L 09vT T - T 908LTE |V 99267°€ €1 1 v € 8 leg nAoud | L9 | T
61'26€ € - - 9Z'ELS'TT (€T | SO'9YS € 65'ss8 |2 s§ 6T'€L9T |6 9Z'v0S'9y  |OT  |880LEWT |SE L6'6V6'€9 vIT [T LS w 91T 1leg 'noud | LT
- - - - 5016 T - - 09'09T T € 19°9¢T T 92'00C T EEVIY'S  |S 08'126'S 3 € 4 € 8 ueje|as Buesaduel €30y (997 | 6
0581 T - - v6'TS 1 - - - - € 09'60T'T  |€ oL'zeLLy |1 weLre |9 8502€°CS €1 1 S 4 8 Suesadue) 10y (597 |8
15801 € - - 08v9 1 85729 4 - - 14 0687L 4 - T T0V9L'Y S 6V'VET9 91 S S L LT Suelas e10) | y9Z | £
- - - - LY'€9T 1 - - - - € vE'LY 1 - - YEYITT  |S 89'T12'C 6 z € 14 6 uoda|1) e10) | €97 |9
- - - - 15€29 € 00°6L T £486C T ot S5'858 € 16'878'T T 98'€18'C 9 S0'6L8'S [44 € 8 4 ST Buesadue] "qey | z9z| S
- - - - - - - - - - - 9g'0asn |- - - - - 980 asn - - - - -
8L'L T - - 61zeT 4 - - 66'TET T 9 ¥9°569 S - - S6'€65°E S 8S'TCYY L1 L 4 T [4) 8uesas "qey | 19 |
ST'8TT 4 - - L6'8€ € - - - - S 99'LTY v - - £€00€ 14 66'LTL €1 4 a4 14 A Suej3apued ‘qe) | 092 | €
- - - - 8S'6L 1 - - 0€'6Y 4 9 - - 9z'LL6 4 60'L18C (¥ S9EV8'E vT 4 4 S 6 eqa "qey | 65z | Z
- - - - (74143 T - - 86'6LT 4 6 TCY1s8 L LTOSY'T T 62'9€0'vS | 8T 5908179 L€ 134 1T 9 87 uajueg 'A0id | 85T | T
- - - - - - - - - - - 9g'oasn |- - - - - 98‘0 asn - - - - -
v0‘zzs L - - €2'S9E'T  [¥T | 8S°00L € 09'0z8  |L 6 1S'8€S°ZT 8T  |9g'68T'ZS  [L w'e8e'6L | 8S LY'TEY'SYT  [TST  |9€ 15 9€ €21 uajueg ‘Aoid | 9T
08'E€TL'E |€ - - [4313 € - - - - 4 06709'S |¥ - - ST'v6E S ST'966'S 1T 1 4 4 L eAeqeins €10y | /ST | 6€
- - - - €679 4 0S'LLL T - - z - - - - €679 4 £V'T8 S z 14 4 8 033uljoqoid e10) | 957 | 8€
- - - - TE'6YE 4 - - - - € - - - - TEr6 S 12'Ev6 8 1 - € 4 uenunsed e10) | 557 | LE
6€'C T - - 10'89 4 - - - - S 0189 4 11'808 1 98'9er’z |8 LOETEE 9T 1 9 L vT ouoloN eI0) | ¥ST | 9€
- - - - TE'ST8 1 - - - - € - - - - TE'ST8 T TE'ST8 4 T L S €T SuejelN €30) | €57 | SE
- - - - - - - - - - T - - - - - - - 1 - € € 9 unipei 10y | 52 | vE

sz 124 34 144 24 0z 6T 14 A 9T ST 123 34 41 i ot 6 8 L 9 S 12 € z T

1ejIN m_.wwx tejIN m___cm_wv_ tejIN m_q_hwv_ 1ejIN m_.”_m_”v_ 1e|IN m_q__.m_wv_ snse | 1ejIN m_.wwx 1eIN m__H”V_ tejIN m_._hwv_ 1eIN m_.”_m_”v_ snsey jwr | snsey jur snsey| jwp m_q_hwv_

GIEEEED uesodejad
e uejedepuad e
ueewauadd yesaeq ueewauad yesaeq ueyjepuasuad oY) Isueumyy
ueSueanyay ueiSniay| 1suajod \esoed g - y ueSueinyay ueiSniay| 1suajod HeleEaliEisnioN 1eoL anpjnas _“.MWMMHMMN ueljepuasduad Ie0L seypul “ON
ueyews|a)y - wasis wagsis
ueyeusajay ueyews|a)y
ueesyawad

sasoud wejep unfuepjepunip yea: Sued uenwa) seje yessep I Sueh )-8 L uJa3u| uelepuasuad Walsis Ueyewa|a)

/eiesau sey 3y Auad neje jase 1e]IN

(sejea nqu uep yeidnu eanf wejep iejiu)

0T uesidwen - 0T uewejey

Buku Il - Lampiran



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2014

/eesau sey 3y

neje jase

- - - - - - - - - - 4 s 4 T0°€T T 0€'T9€ 4 £V'657 6 - 4 S 6 ehey ngny “qey | v0€ | S
- - - - - - - - - - z SE'80T 1 - - TLT8L € L0168 9 - z T € Suedela qey | €0€ | ¥
- - - - 99'eT T - - - - 9 LL'89 1 €0°2L T 16615 9 1L099 vT € 14 € ot eseln Suohey qey | o€ | €
- - - - €9°€EE 4 - - - - € - - €5'TY 4 w'teer (L §5797°C 43 - 4 ¥ 9 ninH sendey “qey | TO€E | ¢
- - - - - - - - - - € y0'€0Y € - - 6€'VLT 4 €V'LL9 8 4 4 € 6 Sueeysuag ‘qey | 00€ | T
TT650'T  |¥ S§T T L6'9€0'T  |€T |- - - - 6€ 9z'906'v |0z |SL'8SL'€6 9T |88'880'6  [Lb  |68'E€SL'LOT |ZZT |9T 124 124 10T jeleg uejuew|e)| ‘Aoid | 0Z
98'veT T - - 106 1 - - - - 43 76'8L6 € Ss'LTy T 66'606 L W'ITET 34 € 6 S A Suedny| e30) | 667 | ZT
¥€°00S € - - 0s'8 1 - - - - ot €8'TOr'E (8 - - LT'168'T | OT 0T'€67'9 8z |9 S L 8T uele|as yesuay Jowll "qex | 867 | TT
76'6€ T - - L8'TS 1 - - - - 8 76'6€ 1 - - 8€'6TY 14 €697 €1 4 L T ot JnwilL equins “gey | £62 | 0T
LY'S8 4 - - w'is 1 - - - - S Tw'9sT 4 50T T vL'v6 4 09'19¢ ot - 4 14 9 1eleg equins “qey | 967 | 6
0SeT T - - S0'ST € - - - - S 79's8TT (L - - 19'6LT L €2'T95°C 61 € v 4 6 IS .M | S67 |8
- - - - L9'91T 1 - - - - 9 TSTIrET | SL'SST T v5'5L8 € 182SY'vT 43 1 4 14 L enliey nqes "qe) | ¥67 | £
SY'eT 4 - - L9'v6E 4 - - - - L €1°991 S v£'8¥0°0T € ?9'1L6 S 67°98T'TT 0z € o) S 8T OBPN 210y qe) | €67 | 9
8€'L8T T - - 0v'66T 14 - - - - € oL'ste 4 v9'vy8'L 1 6€'66T 14 €L'657'8 ot L € 14 vT epesN ‘qe) | z62 | §
Sv'8 € - - 6206 14 - - - - 9T 05'665°C  |S - - 09°ST8 ot OT'STY'E 1€ 14 9 v vT 1eleg lee35uel "qe) | 167 | ¥
6v'C T - - 9119 € - - - - L 66'TL € - - £9'SLE 9 T9'Lry £l 14 9 ¥ vT Inwi) 31014 "qed | 062 | €
68'CS T - - 1Lty 1 - - - - 8 79709 S - - YTTY9 14 8LSYT'T JAS € 1 14 8 apu3 "qey | 687 |
- - - - - - - - - - € Y9'V0ET  |¥ - - or'LET 4 v0'TYS'T 6 € 43 8 34 Jnwi) ese33ua) esnN Aoid | 88T | T
L'zt L |- - SL'9er'T |z |- - - - 06 s8'ove’sT |Lv  |TTL8v'8T  |L TELTL8 | V9 82'155°7S 807 |6€ L9 4] 8sT Janwiy ese33ua) esNN ‘A0.d | 6T
0s'T T - - L6T0E S - - 8T'LE T € SLET 4 - - 99'£2S 9 69'8LS 48 4 € € 8 WweJele €10 | £8Z | TT
- - - - - - €197 |2 - - 8 L0'8SY T 00'sL T 95V L 98'06€'€ 6T T S 2 ot ewg e30) 987 | 0T
[4%7%3 € - - 9€'905 9 S0's80°T |2 - - 6 S8T6L' T |S T1'9€ T L9'LZy'T |0 89THE'Y Jxd z S 14 1T leieg eMequINS “qey | S8Z | 6
18T T - - 89'T0€ S - - L1°2€9 4 € 76'8YT [4 - - Le'ene S 9€'€60°T a - v T S eMequINS “qey | ¥87 | 8
743 T - - - - - - [aa43 T 14 20911 S - - 02's6T € S9'Evy €1 1 8 € 43 e1BIN YOquioT "qey | €8T | £
1'e T - - 9L'vST 1 - - - - € 19°8€C 4 - 4 £0°0S6 L ¥9'88T°T vT - 9 S 12 anwi] joquiot “qex | z8z |9
- - - - 1261 € - - - - z - - - - £8'T0C € £€8'T0C S 14 1 T 9 yeual soquioT ‘qey | 18Z | §
- - - - - - - - - - S ST'v0EY [T LY'SSL'T T 2o'sL 1 ¥9'v9T'9 8 1 1 8 ot eieg yoquiol ‘qey | 08T | ¥
- - - - - - - - - - 9 TT95T 4 00'LL T £6'699 14 80°€06 €1 T € S 6 ndwoq ‘qey | 6£2 | €
SE'9S 4 - - €€'80T 4 - - - - L TL'6EL v - - 9e'87ST |8 £0897°T 61 € 9 4 1 ewig "qey | 8.z |z
vS'TS T - - 9z'ees 14 00091 1 - - 4 ¥S'TS T 75'6€9°CE 4 £0'808 S 60099°€€ 1T - 14 4 9 je.leq ele33ua) eSNN A0Id | LLT (T
LLLsT or |- - L5'T0zT |97 |8Z'6S8'€  |S 88'T0L |V 4] €'020'8 |Sz  |OT'ET9VE |8 09'6€0°L |65 65'VETYS €ST |ST 9 8€ 66 jeleg eseS3ua) esny ‘Aoid | 8T

sz vz 34 (14 1z 0z 6T 8T A 9T ST vT €T 41 has ot 6 8 L 9 S 12 € 4 T

e TP e O e TR e TP e T snsepwr | e TR e TR e [T e | S snsejur | snsexpur | snser | S

CITEERUED uesodejad
uwL| :—M_H_MMM——““L uep
weuminpy | ey uasod || VORIV : e e oL imon | veeuesresa | SN | o — -
ueyews|ay| :m__ﬂﬂ.“uw_“:wa waisis
ueyewa)ay ueyews|ay|
ueesyuawad

sasoud wejep unfuepjepunip yea: Sued uenwsay seje yessep Sued -3 uJa3u| ueljepuasuad WalsIS Ueyew|d)

(sejea nqu uep yeidna eanf wejep iejiu)

0T uesidwen - TT uewejey

Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2014

Badan Pemeriksa Keuangan

Buku Il - Lampiran

- - - - TT'%9 4 - - - - 43 6v'zy 4 - - 68958 S 8£'668 61 S ot 9 1T 8uoleqel "qey | €€ |6
- - - - - - - - - - 14 69vT 1 - - 86'08CC |€ £9'S6T°T 8 S € 14 43 nieqeloy ‘qey | ze€ |8
STl 1 - - L 1 - - - - 14 18'6€€ 9 - - SO'6TL 6 98'850'T 61 € 4 9 1T eseln 1e8uns NNy "qedl | TEE | L
- - S8's T TL'SST 4 - - - - 4 - - 6€vTL 4 w891 € 18768 L - 4 v 9 yesua] 1e8ung niny “qey | 0€E | 9
- - - - - - - - - - 9 - - 6€'85T'T 1 89'8YT 1 L0'LOV'T 8 4 S S 43 uele|as 1euns NNy ‘qe) | 62€ | §
06'SL T - - 0T'sT 4 - - - - L 08°9€T 4 04269 T 8T'€S 4 89788 43 4 € € 8 e|enyl ojeg ‘qeyl | 8Z€ | ¥
- - - - LY'TE 1 - - - - 1 62'65T T - - v£'60T 1 €069 € € T z 9 Jelueg "qey | £z | €
£0°8€ T - - €9°€€T 4 - - - - 4 £0°66 T 00°00T T 08'68T 4 £888€ 0T € S 14 4 uesueleg ‘qey | 9Z€ | T
05'90€ € - - 08'STT 1 - - - - 9 vL'TSLT € 0052y T 66'20€ € €L/08Y'C €1 4 6 T 43 ue3e|as uejuewl|ey Aoid | SZE | T
€5L€S 0T |SE'sz 4 8L'€S6 8T |- - - - 19 08T’ |ZT  [90°96%°ST 1T [89'220L €S 9T'v08°ST €ST |8€ €9 [43 €ST ueje|as uejuewi|e) ‘Aoid | ZZ
- - - - 1Sv8T € 68'TvE T - - z €6'6 T LT'L T vL'88€ 9 €L'8YL jas - € 4 S eleweyns "qey | 4z | 1T
0S'LS T - - €YY 4 - - - - € 88'SSE 4 S8ELT'T 4 S8€TT L 8G€SL'T vT € 9 9 ST nesid Suejnd ‘qe) | €z€ | 0T
60991 T - - TL'9€9 € - - - - L STI8TT |2 - - 87'6L68 |9 £7'092°0T ST 4 L 6 81 eAey Buninin “qey | ZZ€ | 6
- - - - - - 8L'6L9'S [T - - € - - - - - - 8L'6L9'S ¥ - € S 8 nepuewe ‘qe) | 1Z€ |8
- - - - - - - - - - 1 - - 69°€€L'9 4 67°0TT 1 8T'vr8'9 v z € 9 1T ueduney "qey | 0ze | £
- - - - 89'8/T (¢ - - - - [4 - - €0'85L T 0r'09sT  |€ €9'81€°C 9 1 S [ 8 sende)| ‘qe) | 6T€ |9
1671 T - - €7'96T 14 - - - - T 1671 1 T'6s 1 99°0€ S 6970€ 8 € 8 14 ST seln 8ununo "qey| | 8TE | S
- - - - - - - - - - S ST'vST 1 - - £5°086 T 89'VET'T L € € 9 49 eleyn ojJeg ‘qe) | LI€ | ¥
- - - - 9S'veT'T |2 - - 6106 T ot £T'S9T 1 82'z€6'E € 8r'S68'C |8 TT'EB0L € v 8 8 0z JInwi) oleg “qey 9TE | €
- - - - 86'70S 4 85'TL6 T - - 4 TETY € 80'T6 T £€°T8S 4 0€'s89'T €1 4 4 9 4 ueie|as oylleq ‘qey | STE| T
- - 1T'E6Y T 20'€86'T [T - - - - S - - TT'E6Y T T0'€86'T [T £T9LY'T 8 z 8 14 vT yesuay uejuewi|ey oid | ¥TE | T
05'8€S € 174334 T T2'€20'9  |0Z |ST'v66'9 € 61°06 T 134 09‘zZT'z  |TT  |€9'8VT VT T [BL'EE6’LT €V SY'68E'TY ETT  |vT 95 8S 8ET ye3ua) uejuewjey ‘Aoid | TZ
£V'6T 1 - - - - - - - - 4 v5'991 4 LA T - - 00'8£8'8S S T 4 4 S Sueme3uls €30y | €T€ | ¥T
8€'L00T |T - - - - - - - - 14 8€'L00T |T €9°200°L 4 00'v€ 1 T0'6€€'8 8 - 1 € 14 Yeuenuog e10y | 1€ | €T
vE‘9z 1 - - 62'CS 4 - - - - 4 [ rdnd € - - 95°TSE S TL'€95 ot - € 4 S Suejuis “qey | 11| ZT
- - - - - - - - - - € E'8ETT T 9'S68 € 95°TT 1 SY'Sv0°T 8 1 9 9 €1 nepesas ‘qey [ 0T | TT
- - 85T T 0€'sSE z - - - - 1 vS‘€Te 1 S5°C 4 8T'T6TT  |€ LEBIY'T L 1 € T S negsues "qe) | 60€ | 0T
- - - - - - - - - - T LTy T LS'8TY T €L'1eT 4 1v'€86 S 1 4 € 9 sequies ‘qeyl | 80€ | 6
- - - - - - - - - - € ST'C 1 SSVL9'E T 0E'V6L € 00'TLY'Y 8 14 S 14 €1 euenuod ‘qey | LO€E |8
- - - - 743 4 - - - - S £5°979 T £€8°£08'TC T L1°928'T 9 £5°08ZvC €1 € € S 1T IMBI3IN Q) | 90€ | £
L6'S T - - S8'9€T 14 - - - - z ST'LTT 4 ETVOY'T 1 ¥6'T0€ 14 TTET8T 6 - - 4 z yepuel ‘qey | o€ |9

sz 124 34 144 24 0z 6T 14 A 9T ST 123 34 41 i ot 6 8 L 9 S 12 € z T

1ejIN m_.wwx tejIN m___:m.”v_ tejIN m_q_hwv_ 1ejIN m_.ww_ 1e|IN m_q__,m_wv_ snse | 1ejIN m_.wwx 1eIN m__H”v_ tejIN m_._hwv_ 1eIN m_.ww_ snsey jwr | snsey jur snsey| jwp m_q_hwv_

GIEEEED uesodejad
e uejedepuad e
ueewauadd yesaeq ueewauad yesaeq ueyjepuasuad oY) Isueumyy
ueSueanyay ueiSniay| 1suajod \esoed g - y ueSueinyay ueiSniay| 1suajod HeleEaliEisnioN 1eoL anpjnas _“.MWMMHMMN ueljepuasduad Ie0L seypul “ON
ueyews|a)y - wasis wagsis
ueyeusajay ueyews|a)y
ueesyawad

sasoud wejep unfuepjepunip yea: Sued uenwa) seje yessep I Sueh )-8 L uJa3u| uelepuasuad Walsis Ueyewa|a)

/eiesau sey 3y Auad neje jase 1e]IN

(sejea nqu uep yeidnu eanf wejep iejiu)

0T uesidwen - ¢ uewejey



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2014

- - - - ST'TT9 z - - 5608 € € 88'T0T € - - 85'67€T |6 W'2IST 8T 1 € 4 9 uoyouwiol e10) | 09€ | ZT
86'SE 4 - - 0L'v8TT |6 - T €2'T66'T |V ot 743 € L6'E6L 4 SSV66'T ST 0L'S0T'S S€ € 4 T 8 n8eqouweloy €10y | 6S¢ | TT
- - 60°€LT 1 vE'E66 9 - - 99%9 1 1 90901 T 60€LT 1 0€€66 9 TULEY'T or |1 2 T 9 8unyig €103 | 85€ | 0T
LL'8 € - - LY'STC 8 - - 08€T 1 13 €€'SLT S £9'796 4 05796 47 9z's1TT i€ 4 4% 9 w elein eseyeulin "qe) | LSE | 6
85C1T z - - LT'ESE € - - - - ot LSTyT € 97'208'€ 4 87198 S 119087 0z € 9 14 €1 BSeUBUIIA Qe | 9S€ |8
- - W't T S0°9T 4 - T €5'€T6 € L Ly'T1S 4 S6°76L T 0£'159'C 4 59'988'Y 8T 9 6 S 0z pnejel uenejnday ‘qex | SS€ | £
99°TL 1 - - TE'S8TT |8 - - 12691 z € 85€0€ € - - 0E79Y'T | €T 65'S€6'T v 4 14 ot 3uepueinges neis 4%%%_“ vSE(9
- - - - 85'9V0T (L - T 62°0€T 1 6 75991 € - - S6'6L6T |6 89'9LT°C €¢ |€ ¥ € ot ayiBues uenejnday ‘qe) | €S€ | S
- - - - 2006 4 - T €T'L€CT |€ 8 LE'T0T € wt T 91’961 8 88'S€8'C 174 S S 9 9T MopUOSUO m:mm_o%ﬂm SE| Y
P . . P Jnwiy
- - - - or'eL S - - - - € - - 66'LT 1 19096 ot 99'8L6 ] 9 4 9T mopuoduop Sueejog -qey | F5€ | €
. P . . . . P . ueje|as

- - - - - - 00°80T T - - S L9°T6L 9 0E'LSET 14 18°8LL°T |11 87'9€0°S e |t ¥ z 8 mopuoSuo Sueejog -qey | °5€ | €
TrLs € - - 66'8€ST  |ET |- - 8L'8L T L vT'Try S - - TU'9vL'€  |ST | €0°99C 8¢ |s S v T mopuoBuo Suee|og ‘qe)l | 6VE | T
11982 1T |TELT z 6Z'LIV'L |S9 | 00°80T S 80'T69'S |6T |LL 9v'89Z°€  |LE  |1¥'000'8 ¥T |19'%ZT°0Z [LIT |95°T6T'LE  |69T |St v9 or 67T elein 1same|ns | 4z
6T'TTT T - - - - - - - - € S8'V6L 4 - - L8'T9E 1 TL'9ST'T 9 € € 4 8 uexede] €10 | 8%€ | 0T
L6°20C T - - 90'2S 1 - - - - S 8L'€79T  |€ - T 90°2vS T v8'S9T'E ot 1 9 4 6 BpULIBWES BI0Y | LVE | 6
£8'069 4 LS'SST'S [T €1°€09 1 - - - - € €8TrT'E  |¢ 89'TSK9T  |S 59799 € 9T'LS5T°0T €T |- L 2 T Suejuog €10 | 9vE | 8
6E9STT |€ - - 9v'18€ 1 - - - - 4 6C69T'T € - - 9Y'T8E 1 SL'0SS'T 9 1 4 14 L uededyjijeg e10y | SYE | £
- - - - - - - € - - 43 78'€0S'T  |T ST'T20'T 4 SE'95C 1 TET8LT 6T |¥ 4] L [34 eJel( Jased weleuad ‘qey | yy€ |9
L8'ST 1 SL'TYT T 95°LT 1 - - - - z £0'86T 4 €E°L659T |9 95'LT 1 76'718°91 jas z 4 € L Jased ‘qey | EVE | S
- - - - £6'8T€E v - - - - 9 v2'29€ S 98'T9€'E T T5'856'T (8 79'789'S T [T L 2 €1 uenuUNN ‘qe) | Zve |t
- - - - - - - - - - S LY'vTS ¥ T7'9LT'T € 808 S 9€'805°C LT 1 jas T €1 neuljein ‘gey | Tve | €
- - 66'c6 T 76'09¢ 1 - - - - 2 wLssT |t ST'667°€ v €CT0s |9 0£'668'6 9T [4 € 2 6 uedun|ng ‘qey | O¥E | ¢
- - - - 16'60€ 14 - - - - L - - - - v6'826'C |61 ¥6'876'C 9z |9 14 €1 34 neiag ‘qey | 6€€ | T
62281 |8 TET6ES |V L6'€EST  |ET |- € - - 61 ET'LL8'TT VT  [89°806'TY €2 |T1'8S6'CT |9 €6'EVL'99 SVT |2z LS 144 €21 Jnwiy ueyuewiiey| | €2
8L'0C T 05'6T T st'sy 1 - - - - S 8.0t 1 v8'LTT 4 an:14 4 €£°98€ o) 4 T 4 S uisewuefueg 10y | 8€€ | T
- - - - - - - - - - S €€°48T 1 S9'998'TT |2 9v'LST 14 PPTTECT 43 z 6 S 9T nieqJefueg €10y | LE€ | €T
- - - - 19THT 1 - - - - 14 - - - - LLreL € LLeL L 1 4 14 L uide] “qey | 9€€ | T
0001 T - - - - - - - - 9 LY'26T 4 - - 97’16 L €L'€TTT ST v L S 9T ne7 yeuel ‘qey | SEE | TT
L1'6S [ - - 8E'6ET S - - - - 1 66VET 4 60T T SE'BET 9 £7'585 or v v T 6 nquing yeuey "qe) | ye€ | 0T

sz vz 34 (14 1z 0z 6T 8T A 9T ST vT €T 41 has ot 6 8 L 9 S 12 € 4 T

e TP e O e TR e TP e T snsepwr | e TR e TR e [T e | S snsejur | snsexpur | snser | S

CITEERUED uesodejad
uwL| :”“M“MM——““L uep
T T : e e oL ione | cemenea | U | e — -
ueyewsaay :m__ﬂﬂ.“uw_m:wa waisis
S ueyews|ay
ueesyuawad

sasoud wejep unfuepjepunip yea: Sued uenwsay seje yessep Sued )-8 uJa3u| ueljepuasuad WalsIS Ueyew|d)

/eesau sey 3y neje jase 1e]IN

(sejea nqu uep yeidna eanf wejep iejiu)

0T uesidwen - €T uewejey

Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2014

Badan Pemeriksa Keuangan

vL'€T 4 - - 0L'185°C  |T - - - - 9 60°€9 4 - - 89°009'C 14 LL'€99°T 4 9 8 L 114 Sueddey 3ua.uapis ‘qey | 88€ | 9T
€£'80T 4 - - 9995 4 - - - - L 69'8€T 4 - 1 59'95 4 vE'S6T 43 14 1T T 9T Sueiuid "qey | £8€ | ST

. . B B B uene|nday
L0 T - - €€°9L 4 - - - - L 8T'8TL € - T ¥9°0€T € 76'818 vT 4 v 4 8 uep susfeydueq -qey | %8¢ | 7T
- - - - 06'%9 1 - - - - 1 or'8Ty 4 8T'€9 T ST'88T 1 €£'699 S 1 4 - € SOJBIN "ge) | S8€E | €T
98'€€T € - - SS'ST T - - - - L 09°02€ 2 - - €8'LS v €7'8LE ST S 9T - 1T elein nmnT qey | 8¢ | 7T
TL'96Y z - - 65TLT € - - - - S 64859 € 87'S6T 4 ST'€0S 9 TELSY'T 9T 4 L L 9T Inwil nmnT “ged | €8¢ | TT
oz'se 1 - - 00T 1 - - - - 1 8T'TL T - - 86'8€C S 9T'TIE L 4 6 S 8T nmn1-qey | zge | 0T
£V'L8S T - - 99'65 4 - - - - 14 wevr'z |8 TELIT'S 4 8e'687°E |11 0T'906°0T st |y v 14 43 Jehejas “day "qex | T8¢ | 6
- - - - 991t 4 - - - - S TESIOT  |¥ - - S9'20T'S L 96°LTL9 9T 4 6 8 24 ojuodauar ‘gey | 08€ | 8
£9'88€ 4 - - €5'6L0T |V - - - - 9 90%S8'€ | - - 6L'9%6Y'T  |¥ S8'05€'9 43 4 S 4 6 eMOD "qRY | 6LE | L
- - - - 00sS 1 - T - - 43 L1207 4 sT'st 4 18°€SL € €TTLTT 0z |9 jas 9 34 Suexaiu3 ‘qey | 8L€ |9
708t z - - LE'Y69 € - - - - € ST'09Y 4 - - 9€'v69 € T9%ST'T 8 1 6 4 43 equinyning "qe) | LLE | S
L9°0T T - - 90012 1 - T - - 6 0€'TZ T - T 90012 1 9e'TET €1 1 v 14 6 auog "qey [ 9L€ | ¥
16'895 4 - - vETS 1 - T - - € LT'656 € 18'878'€ T €T'T9 [4 1608 ot € € 4 8 niieg ‘qey | SLE | €
- - - - 08'evT 1 - - - - 14 STY8T T - - ET'LYS 1 8E'TE8 9 14 S 9 ST Suaejueg "qe) | vL€ | Z
SL'TS z - - 16'8L0Y (¥ - - - - 6 €1'689°TT |€ - - SL'0929 | OT 88'SY6°LT w v 9 4 44 Ue1e|as 1SaMeINS A0Id | E£€ | T
v6'€60°€  [LT |- - Sp's0S'ZT €S |- € - - 8yl vL'zzTLz |89 |8S00v'VT LT |90'896'6€ [8IT |8ET6S'I8  |vSE |L8 €6T 96 9LE uele3S Isame|NS “A0Id | 9T
- - 95'6T T 65969 € - - - - T 16'S0T 1 €€T6€ € STLEYT  |L 6Y'SET'T 43 1 € 4 9 njed e30) | ZLE | T
8Ty T - - sv'LLe 1 - - - - € TL'SET 4 11092 T ET'TI9T 8 S6'900°C 121 - T 4 € 10M[OL "qB) | TLE| TT
- - - - 0€'615 9 9€8ET T 69908 4 € - - - - L5'0v0T |8 79'586'C vT - T - 1 eun-eun ofoL ‘qey | 0LE | 0T
SO‘TY € - - wertT |6 09'€6T T 8L'6T T 4 TE'Ey € - - Tt 4 T6'LLET 1z - L € ()8 131S "qe) | 69€ | 6
- - - - €2'905'T  |S 99592 T - - € - - - - 0T'sE8T  |S 9,'00T'C 6 - ¥ € L 0s0d "qe) | 89¢€ | 8
8671 T - - 9TYI6T  |S - - Sv'79€ 4 L 80STC € 82'800°'T T LT'E6S°E 8 86'8LT'S 24 4 4 € 6 SuoINOW 181ied "qey | L9€E | £
e T - - 66'vT T - T v€‘T0C T 9 LEEILT |9 - - 09'0v0's |6 T€'S00°L 134 1 8 4 jas |[EMOJOIN "G | 99€ | 9
LY'LEL € 88'L0T T 85'869'T  |€ - - - - € vr'OvTe | €0V9€ T 8L'068T (¥ S6°007'7 €1 € 4 € 8 eje33uoq ‘qey | S9€ | §
¥2°05Y 4 Sv'v8 T TeILe S - - 0007 [T 2 v6'9TL € ¥%'5T0'9 € €8'6YST  |S s 9T 1 v 4 L |ong “ged | ¥9€ | ¥
€108 z - - TL'es8 14 - - - - S £V'8YT € - - L0'S9T°T  |S 0S€TY'T €1 - v T S uene|nday| 1e88ueg "qey | £9€ | €
v1e1S 14 - - 8SCSTT |9 - T - - 4 vIeIs 4 £8'760'C T €6'€6C'T 9 06°006°€ vT 4 € - L 1e88ueg ‘qe) | z9€ | T
8E'6ET T - - €L'S65°CT  |L Ly'ser's | 6T'69L T 14 LY'8vY 14 8%'£99 4 95€€6'0T | 0T LT'YTE8T €€ |- 14 € L yesuay Isame|ns ‘A0ud | T9E | T
€0'e86'T (8T |68'TIE € L8'9ZE'ET |SS  |60'€60'9  |L 9v'665°C |8 St 0S'S€ET’9  |vE | 0S°208°0T T |TT'eisse |6 9L'TvS'T9 €0z |zt St v 18 yesua] Isame|ns ‘A0Jd | ST

sz 124 34 144 24 0z 6T 14 A 9T ST 123 34 41 i ot 6 8 L 9 S 12 € z T

1ejIN m_.wwx tejIN m___cm_wv_ tejIN m_q_hwv_ 1ejIN m_.”_m_”v_ 1e|IN m_q__.m_wv_ snse | 1ejIN m_.wwx 1eIN m__H”V_ tejIN m_._hwv_ 1eIN m_.”_m_”v_ snsey jwr | snsey jur snsey| jwp m_q_hwv_

GIEEEED uesodejad
e uejedepuad e
ueewauadd yesaeq ueewauad yesaeq ueyjepuasuad oY) Isueumyy
ueSueanyay ueiSniay| 1suajod \esoed g - y ueSueinyay ueiSniay| 1suajod HeleEaliEisnioN 1eoL anpjnas _“.MWMMHMMN ueljepuasduad Ie0L seypul “ON
ueyews|a)y - wasis wagsis
ueyeusajay ueyews|a)y
ueesyawad

sasoud wejep unfuepjepunip yea: Sued uenwa) seje yessep I Sueh )-8 uJa3u| uelepuasuad Walsis Ueyewa|a)

/eiesau sey 3y Auad neje jase 1e]IN
(sejea nqu uep yeidnu eanf wejep iejiu)

0T uesidwen - T uewejey

Buku Il - Lampiran



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2014

- - - - - - - - - - € L¥'S0€E € 89'€C T S6°96€ L o1'9zL vT 4 9 v 49 0|IU0IOD BIOY | LT | L
- - - - 18T 1 05'L8Y 4 86'c6 T 14 TE'09€ 1 or'TT T £2°06Y 14 WEPY'T €1 - € T 14 o1emnyod "qex | 9Ty |9
- - - - - - - - 18TLVT |€ 4 96201 T - - 89885 4 SY'EIT'E 49 1 T v 9 elR}N) 0|RIUCIOD ‘GRY | STV | §
- - - - - - 00°0tY 1 - - € £0'vC 4 ¥9'LT6 1 87'€9€ € S6'PLT ot 1 9 ¥ 134 0[e3U0I0D "G} | PTY | ¥
06'T 1 - - 059 T 09002 T - - 4 £9°0v 4 - - 0818 € €0°€CS o1 4 6 4 ST o8uejog auog ‘qey | €TY | €
- - - - - - - - 00066 1 9 ST'L6€E S - - 06'08TT | ¥T S1'899'C 9z 4 € 14 6 ows|eog "qe) | ZTv | Z
- - - - T2'6LE € 05'se T - - 4 18°99¢ 4 89°901 T L0867 L 90°20Z'T ST 4 4 € L 0[e3U0I0D NOId | TTH | T
06'T T - - Te'L8e H 09°€9T'T  |S 6L'SSS'E |§ 8z 9b'L6v'T 9T  |OV'6SE'T ¥ 16'668'€  |Zv  |9T'9LY'TT 00T |zT o€ 44 v9 0[e3U0109 "NoId | 8Z
TLTTT z - - - - - - - - 9 99€LY'T  |S TS 4 - - 8€'986'T €1 4 S - L 1iepuay e10) | 0T | €T
- - - - €€'99 [4 - - - - 6 LY'8TE 4 - - 0L'796's | 0T LT'T6T°9 144 4 T 4 S neqneg €30} | 60t | ZT
- - - - - - - - - - € ST'vTe 2 9T'S0T'T T 19'S8T v T6'70S°T €1 [4 [4 4 9 1901e3eM "qe) 80Y | TT
- - - - 671 1 - - - - € LTSy T - - LE'VTT € 79615 L 4 jas € 9T euniA “qey | L0v | 0T
888€T T - - €EVOST |1 - - - - 4 9T'sTy 4 99'8T T 0S'7e8'T 8 w'ssTe €1 - S 4 L elein ameuoy ‘qey | 90v | 6
TS'66TT  |T - - 69'9€ 4 - - - - S 65'€20Y € - - 89'Tvy'z | 0T L2599 8T € 9 T ot Uele|3S aMRUOY “qe) | SO | 8
- - - - 66°0TC 1 - - - - 4 60'T0ZT |S 05°259 T 86'LYS'T 4 L5'90V'€ v - 4 14 8 ameuoy| "qey | yov | L
8T'ETT 4 - - 98'08Y S - - - - T LT'ETT 4 - - 68'ST9 8 90'6€L a4 1 S T L eleln exe|oy ‘qey | €0 9
- - - - - - - - - - € €670 S S8°€08'9T T 19'sz€ 8 6EVEYLT LT - € € 9 ee|oy "qe) | Zov | S
vL'T T - - TTv6T € - - - - 8 0E'PTT 4 - - 69'8EL 9 66'758 9T € 9 9 ST eieln uoIng “qey | 10 | ¥
€TELS 4 - - vS'T z - - - - L SL'EV8T  |v - - 'Lee 14 9T'TL0'T ST € S 6 LT uoing ‘qey | 00v | €
- - - - 0S'TL 1 - - - - ot - - - T 18185 ot 18185 1T 1 S € 6 euequiog "qe | 66¢€ |
0z'LT 1 - - - - - - - - S T0€€9 ¥ 1268687 |V 0L'6L8 € 76'705°0C 9T 1 S L €1 ese88ua) 1SaMe|NS 'A0Id | 86€ | T
9v'9sT'z 0T |- - v9'285'z (8T |- - - - 99 S9'087°'TT |6€ |OT'/80°8€  |ZT |S6'SYy'9T |8L 0L'€T8'S9  |S6T |0Z €9 £ Fras eied3ua) 1same|ns 'Aoud | £Z
TL'ss 4 - - ST'€0T € - - - - S ST'€9L 6 - - L0°92ET € 7'680°€ A S 6 € LT aued-aued IO | L6E | ST
- - - - - - - - - - z TT'68E 4 - - 11888  |S €E'L9T6 6 14 9 S ST odojed €10y | 96€ | #Z
LSS T - - L1'6TC S - - - - 6 £9°8L9 € [4f a4 € v0°016 8 616007 € 4 o1 14 8T JesseeN BI0Y | S6E | €2
9v'9TT 4 - - ¥S0ST 14 - - - - 1T 9T'sLT 4 L6'SS5'T 4 80'EVE 9 TEVLT'E 114 € ot € 9T olem "qey | ve€ | 7T
18TCE T - - 78'8LE € - - - - L LO'TYE 4 - - 76789 S 10°920°'T v S o) v 6T eseln efesol qey | €6€ | 1T
- - - - 85'€7 T - - - - 9 TETLT 4 9z'rs T 09245 L 81'868 9T S jas 14 0z efelo] eue] "qe) | Z6€ | 0T
- - - - 98'0IT'T  |€ - - - - 8 8T'sT 4 - - 85'899°C |01 9L'€89'C 014 z 8 L JAS Jejexel "qe) | T6€ | 6T
- - - - LT 1 - - - - 4 - - - - LY'ELT 4 LY'ELT 9 1 4 4 L 8uaddos ‘qey | 06€ | 8T
- - - - 959z 4 - - - - 6 €9°29€ € - - €6'8T1T € 95°98Y ST S 43 9 34 tefuls "qey | 68€ | LT

sz vz 34 (14 1z 0z 6T 8T A 9T ST vT €T 41 has ot 6 8 L 9 S 12 € 4 T

e TP e O e TR e TP e T snsepwr | e TR e TR e [T e | S snsejur | snsexpur | snser | S

CITEERUED uesodejad
uwL| :”“M“MM——““L uep
weuminpy | ey uasod || VORIV : e e oL imon | veeuesresa | SN | o — -
ueyews|ay| :m__ﬂﬂ.“uw_“:wa waisis
ueyewa)ay ueyews|ay|
ueesyuawad

sasoud wejep unfuepjepunip yea: Sued uenwsay seje yessep Sued )-8 uJa3u| ueljepuasuad WalsIS Ueyew|d)

/eesau sey 3y neje jase 1e]IN

(sejea nqu uep yeidna eanf wejep iejiu)

0T uesidwen - GT uewejey

Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2014

Badan Pemeriksa Keuangan

Buku Il - Lampiran

00°0T T - - 8S'ee 1 - - - - S €5°LS 4 8Y'EVL'6 T 9,'888°€  |S LL'689ET €1 - ot € (3 eindeher “qey | vy | ¥
- - - - 897197 [4 - - - - S STt | 2078 € eeres s S02TEL ST L ot 4 1T JojwnN Xelg ‘qe | o | €
67'SL 1 76's8 1 0002 T - - - - L 90622 T £500€ 1 r09TE |8 £0°069°€ LT T 14 1 9 1ewsy ‘e | ovY | T
20126 € ET'ESY'T |1 €6's70'8 (9 - - - - S EV'L6TE  |€ ET'E8Y'T T vI'9TZ6  |L 0L'966°€T 91 € ot T vT ended Isuinold | 6€Y | T
86'20'T |9 S0°69S°T |2 £6'905'8 |€T  |00'00T'T [T - - 86 0v's9z’zT |ST |80'SS8'L6  |9T |60'SLLTIT |¥8 LS'S66'€2T  |vTT  |6S 61T 9 244 endeq 'Aoid | Z€
- - - - v1'66 1 - - - - € 05'69€ T 18C6L'7 4 8L'6TE € 60'28Y'S 6 4 1 4 S uene|nday| 10p1] €10 | €Y | OT
- - - - - - - - €ECS 1 € 9T'vET € - - 8T'€6L S LL'6L0'T 43 1 € 4 9 91eusa) eIoN | LEV |6
- - - - - - - - - - 9 8L€LT 4 - - 97'868'C  |L Y0'TLT'E ST € 4 z L 1B10IOIA NBINg "qe) | 9€Y | 8
- - - - - - - - - - S 0866 € L¥'89 T 95'6ST'6Z |6 €8°£20°0€ 8T L € 0T 0z e|ns uene|nday ‘qey | Sev | £
- - - - - - - - - - € £6'90T 4 01’69 T T8'L0ST |9 68€8L'T 43 14 v € a4 eleln eJayewleH ‘e | yey |9
- - - - 59085 4 w'eser |1 - - 1 9€'87 T WYy 4 LL'916°E |8 L6'8LSTT €1 4 € 14 6 Inwi) elayew|ey ‘qey | €€y | S
- - - - L8'69ST |V 00°SSL T - - L 76'96T 1 T9'sLye 4 8y'05¢'8 | 0T 20'8L9'TT T v L 9 L1 yesua) esayewl|eH ‘qey | ey | ¥
- - - - S9'61 1 - - - - 14 80'€TY'T L LY'9ST'T 14 09'veEE |8 STY16'S 34 z v 4 8 uele|as eJayewle ‘e | Tey | €
- - - - 92'89¢ 4 - - - - 4 10°CTT € TLT9SLT € 9'6TT'T 6 8T'€6L'6T LT € T S 6 leJeg esdyew|eH ‘qe) | 0€y | T
- - - - 18°T6L € - - - - S LT'SST 1 98'TrLTT € €T'6EE8 | TT 9z'LETTT oz |t 14 L 41 eleln minjeN ‘A0id | 621 | T
- - - - 8E'6SE'E (ST |TvLOL'E |2 €€°TS 1 6€ S8'66L'€ (v |9v'8vS'vy (8T |PI'6€9°09 |9L 0Z'LyL'TIT 09T |62 43 £ 0T elein mjnje ‘Aoid | TE
- - - - - - - - - - 4 856 T - - 0Z'609'T € 8L'859'T 91 4 L 14 €T |enL B0y | 8Zv 9
- - - - 0s'Lt 1 - - - - 6 80°9TT 1 981067 T 8T'TOLT  |L TU6TL9 8T z 6 jas [44 jeleq ele33ual MinjeN qey | LZh | §
- - 65°9LT T 69°LT 1 - - - - L vv°06C 4 L8°LES € 60°80Z'T ot 0v'9€0'C 174 T 1T S LT eie88ual MiNjeN “qey | 92y |
- - - - - - - - - - 14 - - SY'vLT T €8'T6L € 8796 8 L ¥ 14 ST yedual minjeln "qex | szy | €
ETVT T - - - - 00°TYE T - - S 66887 T 66667 T 00'60LT |9 86'8LL'E vT - € 14 L ning "qey | vy |
- - - - 19121 1 - T - - 43 75518 ¥ 6'79TEs |t 0€T69YT | ST vL'66L°86 vy |- 8 ¥ 43 MN[eN Aoid | €2 | T
ETVT 1 65°9LT T 08‘9LT € 00'TYE z - - 6% 19°06L'T |TT  |60°ZTT'68 |8 09'TTL'2T | ¥S 0€'096°'€TT  |¥2T [T w 43 98 nynjei "Aoid
- - - - 06T 1 - T v6'TT T ot £€6'SST v - - TT'e6T S 80°2LY 114 1 9 8 ST Jepuel 1|emajod "qe) | Zzy
75'95S T - - S9'9TT 9 - - - T 14 ST'666'T |V - - £9°98C'T 6 88'S87°€ 8T 4 4 T LT elein ninwe “qeyl | Tey
6701 T - - 9€E'€6S € - - - - S 6v'LT 4 - - PL'ESTT  |S €9°0LT'T 43 € 6 € ST ninwenp “qey | 0zt
050 T - - ja4 1 - - - - 9 LO'EET 4 - - v0'reST L 11°459'C LT € 4 6 vT auale| "qey | 6T1
- - - - wYETT (L - - - - L - - - - SE'966'S | ST SE'966'S w |- €1 v LT 1eieg IS9MEINS 'A0Id | 8TY
15295 € - - vE'0S6'T (8T |- T v6'ze 4 [43 vL'sove |yt |- - LE'SST'TT |1V S0‘Z8S€T 06 6 vE S€ 8L jeieg Isame|ns ‘Aoid

sz 124 34 144 24 0z 6T 14 A 9T ST 123 34 41 i ot 6 8 L 9 S 12 € z T

1ejIN m_.wwx tejIN m_._:m_”v_ tejIN m_q_hwv_ 1ejIN m_ﬁm_”v_ 1e|IN m_q__.m_wv_ snse | 1ejIN m_.wwx 1eIN m_._cm_”v_ tejIN m_._hwv_ 1eIN m_.wwv_ snsey jwr | snsey jur snsey| jwp m_q_hwv_

GIEEEED uesodejad
e uejedepuad e
ueewauadd yesaeq ueewauad yesaeq ueyjepuasuad oY) Isueumyy
ueSueanyay ueiSniay| 1suajod \esoed g - y ueSueinyay ueiSniay| 1suajod HeleEaliEisnioN 1eoL anpjnas _“.MWMMHMMN ueljepuasduad Ie0L seypul “ON
ueyews|a) - waisis wajsis
ueyeusajay ueyews|a)y
ueesyawad

sasoud wejep unfuepjepunip yea: Sued uenwa) seje yessep I Sueh )-8 L uJa3u| uelepuasuad Walsis Ueyewa|a)

/eiesau sey 3y Auad neje jase 1e]IN

(sejea nqu uep yeidnu eanf wejep iejiu)

0T uesidwen - 9T uewejey



Badan Pemeriksa Keuangan

IHPS | Tahun 2014

65'662°0T TL'T9€9 69'58%°9Z L1'80%°02 €L'€59'8T 687v9'6S TZ'S8'ETE 65‘T€0°LZT 65'T29'6€S (yerdny e10)) £T0Z VL QdX1 yejwnr
- - - - - - - - - - - co‘oasn |- - - - - Lo‘oasn - - - - -
65'662°0T (19 |2L'T9€9 |OT [69'S8Y'9Z |6ST [LI‘80v'0Z |0C |€L'€S9'8T (9T |9LE 90°Cv9'6S |6LT |TZ'S8S'ETE |64 |6S'TE0LZT |LIv |9L'0Z9'6€ES |L60'T |T8T 86€ 343 [443 (e301) €102 VL AdX1 Yejwng
58066'1Z oL'6L8'L 99'670°00T 26'6v8'95 ¥b'9z8'SE LS'V6L°T0T 6E'TYS VLL 9L'96Y°595 80'605'V€9'T (etdny uarednqe))
€T0Z VL Ad)1 yejwunr
LT'T6E ASN LT'T6E ASN
S8'066'TZ |L6T |OL'6/8°L |ST |99'6¥0°00T |66S |Z6'6¥8'9S |18 |Ub'9Z8'SE (69 |S9S'T Op‘TTT'L6T |8L9 |6ETPSVLL |€ST |9L°96¥°S9S |¥S9'T |L6°528'629'T |00EY | 228 186'T 9vE'T 6vL'€ | (uarednge) €107 VL QdX1 Yejwnf
LT'T69°L |€€  |2SVOT'T |¥ SO'8EE'VOT |98 | L¥'800°LS |L €9°089'T (1T | LT €E'TSL'TET 88  |TY'VET'8YS'T |Th |EV'EE6'68C |89Z | LZ'809°820°'C |68S | L6 S6T ort (434 (1suinoud) €T0Z VL AdX1 yejwng
T9'I86'6€ v6'SYE9T Ov'€EL8°0ET 95'99Z'vET 08°091°95 6L'88T°€6E 10'T99'9€9°C 8L'19v'286 v6'8€L°20T'Y yerdny €102 VL Ad)1 yejwng
- - - - - - - - - - - vE'T6E ASN |- - - - - ve'reeasn |- - - - -
T9'T86'6€ 162 |V6'SYE'IT |6C |OV'EL8'0EZ |v¥8 |9S'99Z'VET (80T |08‘09T°9S |90T |STT'T S8‘V0S'88E |S¥6 |TO'T99'9€9'C |E€LE |BL'TIV'Z86 |6EE'Z |00°SS0'86T'V |986°S |00T'T LT 628°T €0T'S €T0Z V1 ad)1 yejwnr
- - - - v0zze S - - - - € - - 90v6Y'T 4 9,'200T  |S 78'961'C ot 1 v - S 8uolos "qey | 957 | Z
06'2TT 4 - - 60'6VLT |V - - - - € 0v'9rT 4 - - vE'209T  |S vL'8YL'T ot 1 S T L euewie) ‘qey | 55y | T
06°CTT 4 - - ET'TL6T |6 - - - - 9 ov'ovT 4 90'v6Y'T 4 01'S09°€ ot 95'svT’S 0z 4 6 T 4 jeseg ended ‘Aod | €€
£9'9 1 - - 00'sZT 4 - - - - S v8'LYT 4 - - ETL9TS  |L L6VIY'S vT 9 6 14 6T eundeher e1oy | Sy | 9T
- - - - - - - - - - € - - L0°2LT 4 99'996'T (¥ EL'8ET'T 6 1 v T L oulles “qe) | €5 | ST
- - - - - - - - - - 8 wELTY |2 - - wars s 7E'S89'6 ST L S € ST ownnyea "qex | Zsy | vT
- - - - - - - - - - [4 vE9T T 95609 4 £0°8S8'T 4 €6'€8Y°C L 8 8 € 61 eAefyeound ‘qey | TSy | €T
- - - - - - - - - - 6 67'60€ 1 16'811'S T EV'SEL'ST | 0T €8'€9Y'1T 114 € jas € JAS Suejuig uedunun3ad "qey | 05t | 7T
- - - - - - 00°00T'T T - - 9 01812 T - - vv'Lr9T 4 ¥5'596°€ o) 4 S S 49 lejued "qe) | 6vv | TT
- - - - - - - - - - 6 - - SY'E9r T T2097°€T |9 99'€6'€T 9T - 8 S €1 aJIqeN "qey | 8vp | 0T
- - - - 8L'0C 1 - - - - L €026V T ¥L'96T T ST'T9C 4 26'676 1T € 9 T ot BYIWIN "qB) | LYY | 6
- - - - - - - - - - L 090 1 09'2€799 1T 8S'€LTT (¥ 8LT1S°L9 €1 1 14 € 8 AN "qed | oY |8
- - - - - - - - - - 4 9T's6TT |9 - - €L'YY0L L 66°LEE'8 L1 € 9 T ot 1ddey “qey | Sy | £
- - - - - - - - - - L - - - - €T'220S  |S €1'220'S 43 L 8 ¥ 61 uadey "day ‘qey | viy |9
- - - - - - - - - - 6 68759 4 65S07'CT 4 TLBYETT (S 02’607 € 81 L 1T € 14 eAelimeder ‘qey | evy | S
sz vz 34 (14 1z 0z 6T 8T A 9T ST vT €T 41 has ot 6 8 L 9 S 12 € 4 T
snsey snsey snsey| snsey| snsey| snsey snsey snsey snsey| snsey|
1elIN e 1elIN I 1elIN o 1elIN e 1elIN o || S 1elIN T 1elIN o 1elIN 0 1elIN || SERG | S FERG ||
CITEERUED uesodejad
uejedepuad
uizu| :m..mmM:( uep
ueewauad yesaeq yesseq ueis ! Iseqsiulwpy UBBWIBUR] yesaeq yesseq ueysniay je01 uejjepuaduad ueeuesyeld Isueumy)y o
ueSueinyay ueiSniay| Isuaiod ueSueinyay ueiSnia) 1suaiod anpinais T ueiepuaduag sejqul "ON
ueyews|ay| 1ep! d waisis
wajsis
ueyews|ay|
ueyews|a)y
ueesyuawad
sasoud wejep unfuepjepunip yea: Sued uenwsay seje yessep Sued )-8 uJa3u| ueljepuasuad WalsIS Ueyew|d)
/eesau sey 3y neje jase 1e]IN

(sejea nqu uep yeidna eanf wejep iejiu)

0T uesidwen - /T uewejey

Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2014

Badan Pemeriksa Keuangan

unr og 4ad |g Yesua) siny| [B]IU 1ENSSS UBYISIDAUOYIP Ye[a) SeeA I

ueSueialay
65'662°0T 2LT9E9 69'S8Y°9Z L1'801°07 €L'€S9'8T 687v9'65 TZ'S88'ETE 65TE0°LZT 65TZ9'6€S {yeidny e103)
2T0Z + €102 V1 AdX1 yejwng
- - - - - £0‘0 asn - - £0‘0 asn
6S'662°0T |T9 |ZL'T9E'9 [OT |69'S8Y'9Z |6ST |[LI‘80v'0Z |0C |EL'€ES9'ST (9T |9LE 90°2v9'6S |6LT |TZ'SB8'ETE |6L |6S‘TE0LTT |LT¥ |9L'0Z9'6€ES |[L60'T |TST 86€ 1343 [443 (e303) ZTOZ + £T0Z VL QdX1 Yejwnr
S8066'1Z oL'6L8°L 99'6¥0°00T 26'6¥8°95 96'658'SE 61857202 6ETYSVLL ST'9vL'895 T9'sSV'8€9'T (uetdny uaednqey)
2102 + €10Z V1 AdX1 yejwng
- - - - - LZ't6E ASN - - LZ't6E ASN
S8‘066'TZ |L6T |0L'6L8'L |ST  |99'6¥0°00T |66S |Z6'6¥8'9S |18 [96'658'SE |0L |28S'T 80'SLLL6T |¥89 |6ETYS'WLL |€ST |ST'OVL'89S |T99'T |0S‘TLLEEY'T |ZEEY |€€8 68S'T LSE'T 6LL'E (uazedngey)
2T0Z + €10Z V1 AdX1 yejwng
ISUIAOJ,
LT'T69°L |€€  |TS'VOT'T |¥ SO'8EE'VOT |98  |LY'800°LS |[L €9°089°T |TT |vLT €E'TSLTET (88  |TY'VET'SYS'T Ty  |EV'EE6'68C (89T | L2'809'8Z0°C (685 |16 S6T ovt (434 — mz.v.N L nnw_._ yequnr
19'T86°6€ ¥6'SYE9IT 0v'€L8°0€T 95'99Z°vET TE'V6T'9S TH'258°€6€ 10'T99°9€9°C LT'TTL'S86 £1'589°907't yeidny ZT0Z + £10Z V1 AdX1 yejwng
- - - - - PET6E AsN - - PET6E ASN
19'I86'6€ | 162 |V6'SYE'OT |62 |OV'EL8'0ET |v¥8 |9S'99Z°VET |8OT |ZE'V6T'9S |LOT |ZET'T LY'8IT'68E [1S6 |T0T99°9€9'C |€ELE |LI'TTL'S86 |LPE'Z |€ST00°ZOZ'Y |8T0°9 |TIT'T [4:1ar4 ov8'T €ET'S 2T0Z + €10Z V1 Ad)1 yejwng
- - - - - - - - Ts'€e 1 JA 79'€99 9 - - 6E'6vTE |8 €596°€ 43 111 8 21 o€ niy uenejnday ‘qey | T [T
- - - - - - - - T5'€e T L1 29'e99 9 - - 6c'6vz’e |8 €596°E 43 11 8 11 o€ minjey ‘Aoid
<10Z unyel adii

(sejea nqu uep yeidni eanf wejep

0T uesidwen - gT uewejey

¢10C unyel adil

47

Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2014

Badan Pemeriksa Keuangan

Lampiran 11
Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester | Tahun 2014
No Kelompok Temuan Jumlah Kasus %
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
| Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 25 25,77
1 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 7
2 Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 10
3 Entitas terlambat menyampaikan laporan 1
4 Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai 7
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
] R 28 28,87
Belanja
1 Perencanaan kegiatan tidak memadai 5
Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
2 teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang 6
pendapatan dan belanja
3 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan 1
berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan
4 . R R . 16
berakibat peningkatan biaya/belanja
] Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 44 45,36
1 Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau 7
keseluruhan prosedur
2 SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati 20
3 Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal 1
4 Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai 2
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 97 100
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Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester | Tahun 2014

Nilai
No Kelompok dan Jenis Temuan JGTIELD % (juta Rp dan ribu %
Kasus
valas)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan
| Kerugian Negara 20 31,25 8.583,89 23,91
1 Belanja Perjalanan Dinas Fiktif 1 5,13
2 Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang 1 118,33
3 Kelebl'han pembayaran selain kekurangan volume 7 5.380,87
pekerjaan dan/ atau barang
4 Pemahalan harga (Mark up) 1 3,10
5 Biaya Fferjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar ) 289,74
yang ditetapkan
6 Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar ) 2739
yang ditetapkan
7 Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan 6 2.759,33
1] Potensi Kerugian Negara/Perusahaan 11 17,19 23.566,76 65,65
uUsD 11,70
23.706,79

Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa
1 tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian 8 19.992,75
atau seluruhnya

usD 11,70
Jumlah Rupiah 20.132,78
2 Aset dikuasai pihak lain 1 -
3 Plutan.g/plnjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak 5 3.574,01
tertagih
1 Kekurangan Penerimaan 6 9,38 3.629,73 10,11

Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan
1 atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau 3 1.127,85
perusahaan milik negara

Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan)
2 belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke 3 2.501,88
Kas Negara atau perusahaan milik negara

v Administrasi 19 29,69 -

Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel

! (bukti tidak lengkap/tidak valid) 2
Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/

2 . > ) . X . 3
tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)

3 Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau 1
penetapan anggaran

4 Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan 5

(tidak menimbulkan kerugian negara)

Penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-
5 undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, 8
pertambangan, perpajakan, dan lain-lain

\'} Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan 3 4,69 114,92 0,32

1 Pemborosan keuangan Negara atau kemahalan harga 3 114,92
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VI Ketidakefektifan 5 7,81 - -
1 Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga 5 .
mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang- 64 100,00 35.895,30 100
undangan USD 11,70
Jumlah Total Rupiah 36.035,33

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bl per 30 Juni 2014
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Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester | Tahun 2014

X Daftar LHP
No Enfitas Jml Objek Pemeriksaan
PEMERIKSAAN KEUANGAN
| | Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
1 1 | Pemerintah Pusat 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013
1
] Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
1 2 | Majelis Permusyawaratan Rakyat 1 LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2013
2 3 | Dewan Perwakilan Rakyat 1 LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2013
3 4 | Mahkamah Agung 1 LK Mahkamah Agung Tahun 2013
4 | 5 [Kejaksaan Republik Indonesia 1 LK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013
5 6 | Kementerian Sekretariat Negara 1 LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2013
6 7 | Kementerian Dalam Negeri 1 LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013
7 8 | Kementerian Luar Negeri 1 LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2013
8 9 | Kementerian Pertahanan 1 LK Kementerian Pertahanan Tahun 2013
9 | 10 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 1 LK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013
10 | 11 | Kementerian Keuangan 1 LK Kementerian Keuangan Tahun 2013
11 | 12 | Kementerian Pertanian 1 LK Kementerian Pertanian Tahun 2013
12 | 13 [ Kementerian Perindustrian 1 LK Kementerian Perindustrian Tahun 2013
13 | 14 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 1 LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2013
14 | 15 | Kementerian Perhubungan 1 LK Kementerian Perhubungan Tahun 2013
15 | 16 | Kementerian Pendidikan dan kebudayaan 1 LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013
16 | 17 [ Kementerian Kesehatan 1 LK Kementerian Kesehatan Tahun 2013
17 | 18 | Kementerian Agama 1 LK Kementerian Agama Tahun 2013
18 | 19 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 LK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2013
19 | 20 | Kementerian Sosial 1 LK Kementerian Sosial Tahun 2013
20 | 21 | Kementerian Kehutanan 1 LK Kementerian Kehutanan Tahun 2013
21 | 22 | Kementerian Kelautan dan Perikanan 1 LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013
22 | 23 | Kementerian Pekerjaan Umum 1 LK Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2013
23 | 24 | Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum 1 LK Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
dan Keamanan Tahun 2013
24 | 25 [ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 1 LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2013
25 [ 26 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan 1 LK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun
Rakyat 2013
26 | 27 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 LK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2013
27 | 28 | Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara 1 LK Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2013
28 | 29 | Kementerian Negara Riset dan Teknologi 1 LK Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun 2013
29 | 30 | Kementerian Lingkungan Hidup 1 LK Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2013
30 | 31 | Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil 1 LK Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Menengah Tahun 2013
31 | 32 | Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 1 LK Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan
dan Perlindungan Anak Perlindungan Anak Tahun 2013
32 | 33 | Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur 1 LK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Tahun 2013
33 | 34 [ Badan Intelijen Negara 1 Badan Intelijen Negara Tahun 2013
34 | 35 | Lembaga Sandi Negara 1 Lembaga Sandi Negara Tahun 2013
35 | 36 | Dewan Ketahanan Nasional 1 Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2013
36 | 37 | Badan Pusat Statistik 1 Badan Pusat Statistik Tahun 2013
37 | 38 | Kementerian Pembangunan dan Perencanaan 1 LK Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/
Nasional/Bappenas Bappenas Tahun 2013
38 | 39 | Badan Pertanahan Nasional 1 Badan Pertanahan Nasional Tahun 2013
39 | 40 | Perpustakaan Negara Republik Indonesia 1 Perpustakaan Negara Republik Indonesia Tahun 2013
40 | 41 | Kementerian Komunikasi dan Informatika 1 LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2013
41 | 42 | Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2013
42 | 43 | Badan Pengawas Obat dan Makanan 1 LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2013
43 | 44 | Lembaga Ketahanan Nasional 1 LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2013
44 | 45 | Badan Koordinasi Penanaman Modal 1 LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2013
45 | 46 | Badan Narkotika Nasional 1 LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2013
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. Daftar LHP
No Entitas Jml Objek Pemeriksaan
46 | 47 | Kementerian Negara Pembangunan Daerah 1 LK Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun
Tertinggal 2013
47 | 48 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun
Nasional 2013
48 | 49 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 1 LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2013
49 [ 50 | Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 1 LK Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2013
50 | 51 | Komisi Pemilihan Umum 1 LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013
51 | 52 | Mahkamah Konstitusi 1 LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2013
52 | 53 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 1 LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013
53 | 54 | Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia 1 LK Lembaga limu Pengetahuan Indonesia Tahun 2013
54 | 55 [ Badan Tenaga Nuklir Nasional 1 | LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2013
55 | 56 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 1 LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2013
56 | 57 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 1 LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2013
57 | 58 | Badan Informasi Geospasial 1 LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2013
58 | 59 [ Badan Standardisasi Nasional 1 LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2013
59 | 60 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir 1 LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2013
60 | 61 | Lembaga Administrasi Negara 1 LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2013
61 [ 62 | Arsip Nasional Republik Indonesia 1 LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2013
62 | 63 | Badan Kepegawaian Negara 1 LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2013
63 | 64 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1 LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2013
64 | 65 | Kementerian Perdagangan 1 LK Kementerian Perdagangan Tahun 2013
65 | 66 | Kementerian Perumahan Rakyat 1 LK Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2013
66 | 67 | Kementerian Pemuda dan Olahraga 1 LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2013
67 | 68 | Komisi Pemberantasan Korupsi 1 LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2013
68 | 69 | Dewan Perwakilan Daerah 1 LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2013
69 [ 70 | Komisi Yudisial 1 LK Komisi Yudisial Tahun 2013
70 | 71 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana 1 LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2013
71 | 72 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 1 LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Indonesia Indonesia Tahun 2013
72 | 73 | Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 1 LK Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2013
73 | 74 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 1 LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun
Pemerintah 2013
74 | 75 | Badan SAR Nasional 1 LK Badan SAR Nasional Tahun 2013
75 | 76 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha 1 LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2013
76 | 77 | Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura 1 LK Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura Tahun 2013
77 | 78 | Ombudsman Republik Indonesia 1 LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2013
78 | 79 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan 1 | LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2013
79 | 80 | Badan Nasional Penanggulangan Teroris 1 | LK Badan Nasional Penanggulangan Teroris Tahun 2013
80 | 81 | Sekretariat Kabinet 1 LK Sekretariat Kabinet Tahun 2013
81 | 82 | Badan Pengawas Pemilihan Umum 1 LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2013
82 | 83 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republlik 1 LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun
Indonesia 2013
83 | 84 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republlik 1 LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun
Indonesia 2013
84 | 85 | Badan Pengusal K 1 Perd d 1 LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2013
85 | 86 | Bendahara Umum Negara (BUN) 1 LK Bendahara Umum Negara Tahun 2013
86 | 87 | Badan Pengusahaan Batam 1 LK Badan Pengusahaan Batam Tahun 2013
86
Il | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1 Provinsi Aceh 1 LKPD Pemerintah Aceh Tahun 2013
1 LKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013
1 LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013
1 LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013
1 LKPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013

Buku Il - Lampiran



IHPS | Tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman 3 - Lampiran 14

Daftar LHP

Objek Pemeriksaan
LKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013
LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013
LKPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013
LKPD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013
LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013
LKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013
LKPD Kabupaten Bireuen Tahun 2013
LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013
LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013
LKPD Kabupaten Pidie Tahun 2013
LKPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013
LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2013
LKPD Kota Langsa Tahun 2013
LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2013
LKPD Kota Sabang Tahun 2013
LKPD Kota Subulussalam Tahun 2013
LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013
LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Batubara Tahun 2013
LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2013
LKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013
LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Karo Tahun 2013
LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013
LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013
LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2013
LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013
LKPD Kabupaten Nias Tahun 2013
LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013
LKPD Kabupaten Samosir Tahun 2013
LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013
LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2013
LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013
LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013
LKPD Kota Binjai Tahun 2013
LKPD Kota Medan Tahun 2013
LKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2013
LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2013
LKPD Kota Sibolga Tahun 2013
LKPD Kota Tanjung Balai Tahun 2013
LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2013
LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013
LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Agam Tahun 2013
LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013
LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013
LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013
LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2013
LKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2013
LKPD Kabupaten Solok Tahun 2013

No Entitas

3

2 Provinsi Sumatera Utara

3 Provinsi Sumatera Barat
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Badan Pemeriksa Keuangan IHPS | Tahun 2014

Halaman 4 - Lampiran 14

Daftar LHP
Jml Objek Pemeriksaan
LKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013
LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2013
LKPD Kota Padang Tahun 2013
LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2013
LKPD Kota Pariaman Tahun 2013
LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2013
LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2013
LKPD Kota Solok Tahun 2013
LKPD Provinsi Riau Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013
LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013
LKPD Kabupaten Siak Tahun 2013
LKPD Kota Dumai Tahun 2013
LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2013
LKPD Provinsi Jambi Tahun 2013
LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2013
LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2013
LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2013
LKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013
LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013
LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2013
LKPD Kota Jambi Tahun 2013
LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2013
LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2013
LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013
LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2013
LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2013
LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013
LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013
LKPD Kabupaten Ogan llir Tahun 2013
LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013
LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013
LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2013
LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2013
LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2013
LKPD Kota Palembang Tahun 2013
LKPD Kota Prabumulih Tahun 2013
LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2013
LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013
LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2013
LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2013
LKPD Kabupaten Muko-muko Tahun 2013
LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2013

No Entitas

4 Provinsi Riau

5 Provinsi Jambi

6 Provinsi Sumatera Selatan

7 Provinsi Bengkulu
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IHPS | Tahun 2014

Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman 5 - Lampiran 14

No

Entitas

Daftar LHP

3

Objek Pemeriksaan

LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2013

LKPD Kota Bengkulu Tahun 2013

Provinsi Lampung

LKPD Provinsi Lampung Tahun 2013

LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013

LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013

LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013

LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013

LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013

LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013

LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013

LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013

LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2013

LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2013

LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2013

LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2013

LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2013

LKPD Kota Metro Tahun 2013

Provinsi Bangka Belitung

LKPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2013

LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2013

LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013

LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013

LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013

LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2013

LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013

LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2013

10

Provinsi Kepulauan Riau

LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2013

LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2013

LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013

LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2013

LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2013

LKPD Kota Batam Tahun 2013

LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2013

11

Provinsi DKI Jakarta

LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

12

Provinsi Jawa Barat

LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013

LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013

LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2013

LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013

LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2013

LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2013

LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2013

LKPD Kabupaten Garut Tahun 2013

LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2013

LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2013

LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2013

LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2013

LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013

LKPD Kabupaten Subang Tahun 2013

LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2013

LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2013

LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013

LKPD Kota Bandung Tahun 2013

LKPD Kota Banjar Tahun 2013
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LKPD Kota Bekasi Tahun 2013
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Badan Pemeriksa Keuangan IHPS | Tahun 2014

Halaman 6 - Lampiran 14

Daftar LHP
Jml Objek Pemeriksaan
LKPD Kota Bogor Tahun 2013
LKPD Kota Cimahi Tahun 2013
LKPD Kota Cirebon Tahun 2013
LKPD Kota Depok Tahun 2013
LKPD Kota Sukabumi Tahun 2013
LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2013
LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
LKPD Kabupaten Demak Tahun 2013
LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013
LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2013
LKPD Kabupaten Batang Tahun 2013
LKPD Kabupaten Blora Tahun 2013
LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2013
LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2013
LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2013
LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2013
LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2013
LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2013
LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2013
LKPD Kabupaten Pati Tahun 2013
LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2013
LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2013
LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2013
LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2013
LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013
LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2013
LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2013
LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2013
LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2013
LKPD Kota Magelang Tahun 2013
LKPD Kota Pekalongan Tahun 2013
LKPD Kota Salatiga Tahun 2013
LKPD Kota Semarang Tahun 2013
LKPD Kota Surakarta Tahun 2013
LKPD Kota Tegal Tahun 2013
LKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013
LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013
LKPD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013
LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2013
LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013
LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2013
LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013
LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2013
LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2013

No Entitas

13 Provinsi Jawa Tengah

14 Provinsi D | Yogyakarta

15 Provinsi Jawa Timur
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IHPS | Tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman 7 - Lampiran 14

Daftar LHP
Objek Pemeriksaan

LKPD Kabupaten Jember Tahun 2013
LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2013
LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2013
LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2013
LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Malang Tahun 2013
LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2013
LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2013
LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2013
LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2013
LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013
LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2013
LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2013
LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2013
LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2013
LKPD Kota Batu Tahun 2013
LKPD Kota Blitar Tahun 2013
LKPD Kota Kediri Tahun 2013
LKPD Kota Madiun Tahun 2013
LKPD Kota Malang Tahun 2013
LKPD Kota Mojokerto Tahun 2013
LKPD Kota Pasuruan Tahun 2013
LKPD Kota Probolinggo Tahun 2013
LKPD Kota Surabaya Tahun 2013
LKPD Provinsi Banten Tahun 2013
LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2013
LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013
LKPD Kabupaten Serang Tahun 2013
LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2013
LKPD Kota Cilegon Tahun 2013
LKPD Kota Serang Tahun 2013
LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2013
LKPD Kota Tangerang Tahun 2013
LKPD Provinsi Bali Tahun 2013
LKPD Kabupaten Badung Tahun 2013
LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2013
LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2013
LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2013
LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013
LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2013
LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2013
LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2013
LKPD Kota Denpasar Tahun 2013
LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013
LKPD Kabupaten Bima Tahun 2013
LKPD Kabupaten Dompu Tahun 2013
LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

No Entitas

3

16 Provinsi Banten

17 Provinsi Bali

18 Provinsi Nusa Tenggara Barat
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Badan Pemeriksa Keuangan IHPS | Tahun 2014

Halaman 8 - Lampiran 14

Daftar LHP
Jml Objek Pemeriksaan
LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013
LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013
LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2013
LKPD Kota Bima Tahun 2013
LKPD Kota Mataram Tahun 2013
LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013
LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sikka Tahun 2013
LKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013
LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013
LKPD Kabupaten Ende Tahun 2013
LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2013
LKPD Kota Kupang Tahun 2013
LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013
LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013
LKPD Kabupaten Landak Tahun 2013
LKPD Kabupaten Melawi Tahun 2013
LKPD Kabupaten Pontianak Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
LKPD Kota Pontianak Tahun 2013
LKPD Kota Singkawang Tahun 2013
LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013
LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2013
LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013
LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2013
LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2013
LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2013
LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013
LKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2013
LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2013
LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013
LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013
LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2013
LKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2013
LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013
LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013

No Entitas

19 Provinsi Nusa Tenggara Timur

20 Provinsi Kalimantan Barat

21 Provinsi Kalimantan Tengah

22 Provinsi Kalimantan Selatan
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IHPS | Tahun 2014

Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman 9 - Lampiran 14

No

Entitas

Daftar LHP

3

Objek Pemeriksaan

LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2013

LKPD Kota Banjarbaru Tahun 2013

LKPD Kota Banjarmasin Tahun 2013

23

Provinsi Kalimantan Timur

LKPD Kabupaten Berau Tahun 2013

LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2013

LKPD Kabupaten Malinau Tahun 2013

LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2013

LKPD Kabupaten Paser Tahun 2013

LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013

LKPD Kota Balikpapan Tahun 2013

LKPD Kota Bontang Tahun 2013

LKPD Kota Samarinda Tahun 2013

LKPD Kota Tarakan Tahun 2013

24

Provinsi Sulawesi Utara

LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2013

LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013

LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2013

LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013

LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2013

LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2013

LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013

LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2013

LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013

LKPD Kota Bitung Tahun 2013

LKPD Kota Kotamobagu Tahun 2013

LKPD Kota Tomohon Tahun 2013

25

Provinsi Sulawesi Tengah

LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013

LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2013

LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013

LKPD Kabupaten Buol Tahun 2013

LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2013

LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2013

LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013

LKPD Kabupaten Poso Tahun 2013

LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2013

LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013

LKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2013

LKPD Kota Palu Tahun 2013

26

Provinsi Sulawesi Selatan

LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

LKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2013

LKPD Kabupaten Barru Tahun 2013

LKPD Kabupaten Bone Tahun 2013

LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2013

LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2013

LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2013

LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2013

LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2013

LKPD Kabupaten Luwu TImur Tahun 2013

LKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013

LKPD Kabupaten Maros Tahun 2013

LKPD Kabupaten Pangkejene Kepulauan Tahun 2013

LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2013

LKPD Kabupaten Selayar Tahun 2013

LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013

LKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2013
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LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2013
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Badan Pemeriksa Keuangan IHPS | Tahun 2014

Halaman 10 - Lampiran 14

Daftar LHP
Jml Objek Pemeriksaan
LKPD Kabupaten Takalar Tahun 2013
LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013
LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013
LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2013
LKPD Kota Makassar Tahun 2013
LKPD Kota Palopo Tahun 2013
LKPD Kota Pare-Pare Tahun 2013

No Entitas

27 Provinsi Sulawesi Tenggara LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013
LKPD Kabupaten Bombana Tahun 2013

LKPD Kabupaten Buton Tahun 2013

LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2013

LKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013
LKPD Kabupaten Konawe Tahun 2013

LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2013
LKPD Kabupaten Muna Tahun 2013

LKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2013

LKPD Kota Bau-Bau Tahun 2013

LKPD Kota Kendari Tahun 2013

LKPD Provinsi Gorontalo TA 2013

LKPD Kabupaten Boalemo TA 2013

LKPD Kabupaten Bone Bolango TA 2013

LKPD Kabupaten Gorontalo TA 2013

LKPD Kabupaten Gorontalo Utara TA 2013
LKPD Kabupaten Pahuwato TA 2013

LKPD Kota Gorontalo TA 2013

LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013
LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2013

LKPD Kabupaten Majene Tahun 2013

LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013
LKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013
LKPD Provinsi Maluku Tahun 2013

LKPD Kabupaten Buru Tahun 2013

LKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013
LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013
LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013
LKPD Kota Tual Tahun 2013

LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012
LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

LKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2013
LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013
LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2013
LKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2013
LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2013
LKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013
LKPD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013
LKPD Kota Ternate Tahun 2013

LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013

LKPD Provinsi Papua Tahun 2013

LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2013

LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013
LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2013

LKPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013

LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013

28 Provinsi Gorontalo

29 Provinsi Sulawesi Barat

30 Provinsi Maluku

31 Provinsi Maluku Utara

32 Provinsi Papua
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IHPS | Tahun 2014

Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman 11 - Lampiran 14

No

Entitas

Daftar LHP

Jml

Objek Pemeriksaan

LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2013

LKPD Kabupaten Merauke Tahun 2013

LKPD Kabupaten Mimika Tahun 2013

LKPD Kabupaten Nabire Tahun 2013

LKPD Kabupaten Paniai tahun 2013

LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2013

LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013

LKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2013

LKPD Kabupaten Yalimo Tahun 2013

LKPD Kota Jayapura Tahun 2013

33

Provinsi Papua Barat

LKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2013

T e e I B e e e e N R

LKPD Kabupaten Sorong Tahun 2013

457

B

adan

lainnya

Bank Indonesia

LK Tahunan Bank Indonesia Tahun 2013

Lembaga Penjamin Simpanan

LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2013

Otoritas Jasa Keuangan

LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2013

SBlw(N|RL|x

Kementerian Pekerjaan Umum

R R Rk |k

LK Loan ADB 2575-INO Pada Rural Infrastructure Support To
The PNPM Mandiri Project Il Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2013

LK Loan ADB No. 2654-INO Pada Metropolitan Sanitation
Management And Health Project Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2013

LK Loan ADB 2768-INO Pada Urban Sanitation And Rural
Infrastructure (USRI) Support To PNPM Mandiri Project Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2013

LK Loan World Bank No. 8043-ID Tahun 2013 Pada Western
Indonesia Nasional Roads Improvement Project (WINRIP)
Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum

LK Loan World Bank No. 8121-ID Tahun 2013 Pada Jakarta Urgent
Flood Mitigation Project (JUFMP)/Jakarta Emergency Dredging
Initiative (JEDI) Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov DKl Jakarta

LK Loan ADB NO. 2817-INO Tahun 2013 Regional Roads
Development Project Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian
Pekerjaan Umum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

LK Loan ADB No. 2928-INO pada Polytechnic Education
Development Project Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013

Kementerian Pertanian

LK Loan IBRD No.8188-ID pada Sustainable Management of
Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD)
Project Kementerian Pertanian Tahun 2013

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

LK Loan ADB 2927-INO pada State Accountability Revitalization
(STAR) Project BPKP Tahun 2013

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi

LK Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi untuk Periode 14 Nopember s.d. 31 Desember 2012
dan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2013

10

Perum Film Negara

LK Perum Film Negara Tahun 2012

LK Perum Film Negara Tahun 2011

15

Jumlah Laporan Keuangan

559
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BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja

Pengertian Pemeriksaan Kinerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang
terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek
efektivitas.

BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan
maksud mengidentifikasi dan menemukan permasalahan yang ada pada pengelolaan
kegiatan entitas yang diperiksa. Selanjutnya, BPK dapat memberikan rekomendasi
yang berguna untuk meningkatkan kinerja entitas.

Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, selain menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas (3E), pemeriksa juga menguji sistem pengendalian intern serta kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pemeriksaan Kinerja

Tujuan pemeriksaan kinerja adalah menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau
efektivitas program/kegiatan. Dalam menilai aspek efektivitas, pemeriksaan bertujuan
mengukur sejauh mana suatu program/kegiatan mencapai tujuannya. Dalam menilai
aspek ekonomi dan efisiensi, pemeriksaan bertujuan mengukur apakah suatu entitas
telah menggunakan sumber dayanya dengan cara paling produktif dan hemat dalam
mencapai tujuan program/kegiatan. Kedua tujuan pemeriksaan ini berhubungan
satu sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu pemeriksaan
kinerja.

Konsep Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)
Aspek 3E dalam pemeriksaan kinerja adalah sebagai berikut.

e Ekonomi berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam
proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar. Ekonomi
berarti meminimalkan biaya perolehan input untuk digunakan dalam proses,
dengantetap menjagakualitas sejalan dengan prinsip dan praktikadministrasiyang
sehat dan kebijakan manajemen. Penekanan untuk aspek ekonomi berhubungan
dengan perolehan barang atau jasa sebelum digunakan untuk proses.
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e Efisiensi merupakan hubungan yang optimal antara input dan output. Suatu
entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan
jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan
memanfaatkan input minimal.

o Efektivitas pada dasarnya adalah pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan
dengan hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai
(outcome). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang
telah ditetapkan.

Pada prinsipnya, konsep 3E yang menjadi dasar pemeriksaan kinerja berkaitan
erat dengan konsep input, proses, output, dan outcome. Keempat konsep tersebut
didefinisikan sebagai berikut.

e Input merupakan sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia (SDM),
peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output.

e Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk
menghasilkan output.

e Output adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan,
atau hasil-hasil lain dari proses atas input.

e Outcome adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output.

Gambar 1.1 Hubungan Input, Proses, Output, dan Outcome

SUMBER
INPUT OUTPUT

ol = PROSES _J| outcome
T T~ (| T
1 i1 N 1
I I : 1 I
1 1 I I
I 1! I I
I I : I I
I 1 : 1 1
L movomt  j=d e EFISIENS| m——— L gravms )=l

Manfaat Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematik menggunakan berbagai
macam bukti, untuk menilai secara independen terhadap kinerja program/kegiatan
entitas yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna
untuk meningkatkan kinerja suatu program/kegiatan, dan memudahkan pengambilan
keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengambil
tindakan koreksi. Pemeriksaan kinerja juga bermanfaat untuk meningkatkan
pertanggungjawaban publik.
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Pemeriksaan kinerja dapat menggunakan berbagai metodologi, berbagai tingkat
analisis, penelitian, dan evaluasi. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan,
simpulan, dan rekomendasi.

Untuk menuju Indonesia yang lebih baik, pembenahan diperlukan terutama dalam
hal perbaikan kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja merupakan salah satu cara
untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelayanan publik.

Hasil pemeriksaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang
memuat temuan, simpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu
ataulebih permasalahandandibedakan dalamtiga kategori, yaitu: (1) ketidakhematan/
ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan; (2) kelemahan sistem
pengendalian intern (SPI); dan (3) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan,
potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, dan
kelemahan administrasi. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di
dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah “kasus”.
Namun, istilah kasus tidak selalu berimplikasi hukum atau finansial.
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BAB 2

Resume Pemeriksaan Kinerja Semester | Tahun 2014

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas 16 objek pemeriksaan, yaitu 9 objek
pemeriksaan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, 4 objek
pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, dan 2 objek pemeriksaan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN).

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam tujuh tema sebagai berikut:
e Kependudukan;

e Kesehatan;

e Infrastruktur;

e Pertahanan Keamanan;

e Penyelenggaraan Ibadah Haji;

e BUMN; dan

e Kinerja Lainnya yang terdiri atas 2 objek pemeriksaan pemerintah pusat dan 2
objek pemeriksaan pemerintah daerah.

Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas
program/kegiatan. Pemeriksaan kinerja pada Semester | Tahun 2014 utamanya
bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan entitas.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan kinerja utamanya menyimpulkan bahwa program/kegiatan yang
diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja suatu
program/kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

HasilpemeriksaankinerjaSemester| Tahun 2014 menemukan 6 kasus ketidakhematan/
ketidakekonomisan senilai Rp77.903,12 juta, 5 kasus ketidakefisienan, dan 173 kasus
ketidakefektifan senilai Rp419.593,25 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran
1. Sedangkan, jumlah kasus dan nilai rupiah tiap-tiap kelompok temuan per objek
pemeriksaan disajikan dalam Tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja
Semester | Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan
(nilai dalam juta rupiah)
Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan

Total

Objek Ketidakhematan/ Ketidakekonomisan,

J Tl . . . .
No Pemeriksaan Obrik Ketidakekonomisan Ketidakefisienan Ketidakefektifan Ketidakefisienan,
(Obrik) dan Ketidakefektifan
Jml T Jml o Jml _ Jml -
Kasus Nilai Kasus Nilai Kasus Nilai Kasus Nilai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pusat 9 5 77.903,12 2 - 98 419.593,25 105 497.496,37
2 Provinsi 1 - - - - 5 - 5
3 Kabupaten/ 4 _ ) ) _ 49 _ 49
Kota
4 BUMN 2 1 - 3 - 21 - 25
Jumlah 16 6 77.903,12 5 - 173 419.593,25 184 497.496,37

Hasil pemeriksaan kinerja pada Semester | Tahun 2014, di antaranya sebagai berikut.
Pemerintah Pusat

e Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2013 pada Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) dan tujuh pemerintah provinsi menunjukkan bahwa
Kemendagri telah berupaya agar program penerapan KTP Elektronik dapat
berjalan efektif. Upaya-upaya tersebut, di antaranya: menyusun Grand Design
penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan perangkat
peraturan penerapan KTP Elektronik, serta penyediaan sarana dan prasarana
penerapan KTP Elektronik.

Selain keberhasilan beberapa upaya tersebut, hasil pemeriksaan kinerja BPK
menyimpulkan bahwa penerapan KTP Elektronik kurang efektif. Hal tersebut
ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan, di antaranya target distribusi
KTP Elektronik Tahun 2011 dan 2012 semula sebanyak 172 juta keping, Tahun
2013 berubah menjadi 145 juta keping dan baru terdistribusi 120,11 juta
keping (82,83%). Akibatnya, penduduk wajib KTP sebanyak 27 juta orang tidak
memperoleh KTP Elektronik dan minimal sebanyak 24,89 juta penduduk terlambat
memperoleh KTP Elektronik.

Selain itu, regulasi pengujian kualitas KTP Elektronik, untuk data maupun fisik
secara berkala belum disusun. Tolok ukur atau indikator untuk menilai kinerja
atas pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik belum dibuat.
Akibatnya, kerusakan fisik blangko dan kesalahan data kependudukan dalam
KTP Elektronik tidak dapat diidentifikasi lebih awal sebelum KTP Elektronik
didistribusikan ke penduduk.

e Hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Pemeliharaan Kapal TA 2010 s.d. TA 2013
pada jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menunjukkan
bahwa kegiatan pemeliharaan kapal belum efisien dan efektif dalam mendukung
tercapainya sasaran kegiatan. Yaitu pemeliharaan kapal secara optimal untuk
memenuhi kebutuhan operasi, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sumber
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dengan hargayangpalingmenguntungkan negara. BPK menemukan permasalahan
mendasar yang secara sighifikan memengaruhi kinerja pemeliharaan kapal,
di antaranya: konsep dan praktik pemeliharaan kapal TNI AL belum dapat
mendukung tercapainya pelaksanaan pemeliharaan secara efisien dan efektif,
serta peningkatan profesionalisme personil.

Selain permasalahan bersifat substantif di atas, terdapat permasalahan
pemeliharaankapalyangharussegeraditindaklanjuti. Halituuntuk menghindarkan
risiko yang tidak diinginkan terkait repowering empat Kapal Republik Indonesia
(KRI) tipe Patrol Ship Killer (PSK/satuan kapal cepat) dan perbaikan tingkat W6
motor pendorong kapal (MPK) Il dan Il sistem kontrol dan cerobong KRI HBS-382.

e Hasil pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M
di Indonesia dan Arab Saudi, menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji
pada sepuluh dari sebelas sektor (pemantauan secara uji petik) di Makkah telah
mengalami kemajuan, yaitu dalam pelayanan katering dan pelayanan transportasi
darat.

Secara umum, Kementerian Agama berhasil mengupayakan peningkatan kualitas
penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M dibanding tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji Tahun
1434H/2013M cukup efektif. Meskipun demikian, BPK masih menemukan
permasalahan berulang yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja
penyelenggaraan ibadah haji.

Permasalahan tersebut di antaranya terkait pelayanan perumahan, pelayanan
katering, dan pelayanan transportasi. Akibatnya, masih ada jemaah haji tidak
memperoleh fasilitas pelayanan perumahan yang layak; terjadi pemborosan biaya
penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dalam penyediaan katering bagi jemaah haji
di Mina; serta sebagian jemaah haji Indonesia belum memperoleh pelayanan
angkutan penerbangan secara tepat waktu.

e Hasil pemeriksaan atas Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris, dan
Dewan Pengawas BUMN Tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Kementerian BUMN
menunjukkan bahwa Kementerian BUMN telah berupaya untuk meningkatkan
proses seleksi direksi BUMN agar direksi yang terpilih merupakan direksi yang
profesional, berintegritas, berdedikasi, dan kompeten.

Namun, upaya tersebut masih terkendala beberapa hal. Hasil pemeriksaan
menyimpulkan bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris
dan dewan pengawas BUMN tidak didukung dengan aturan yang memadai,
komprehensif, dan transparan serta memenuhi kriteria tata kelola yang
baik. Walaupun telah terdapat aturan tata kelola dalam pengangkatan dan
pemberhentian direksi BUMN, tetapi hal tersebut tidak didukung dengan
pelaksanaan tata cara pengangkatan direksi BUMN yang sesuai dengan peraturan
yang telah ditetapkan.
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Masalah pokok yang mendorong belum optimalnya kegiatan tersebut antara lain:
Kementerian BUMN tidak menetapkan peraturan mengenai persyaratan dan
tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN;
perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian atas kegiatan pengangkatan
dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN belum memadai serta
tidak didukung dengan kriteria dan pedoman penilaian; dan, tidak ada proses
penjaringan pada kegiatan pengangkatan komisaris/dewan pengawas BUMN dan
pelaksanaan penilaian direksi kurang memadai.

Beberapa kelemahan tersebut mengakibatkan tata kelola yang baik dalam proses
pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas
BUMN belum sepenuhnya terlaksana.

Pemerintah Daerah

Hasil pemeriksaan kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) TA
2012 s.d. Semester | TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon menyimpulkan
bahwa ditinjau dari aspek kepesertaan, pendanaan, dan pelayanan, pengelolaan
program Jamkesda TA 2012 dan Semester | TA 2013 pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Cirebon, RSUD Waled, dan RSUD Arjawinangun belum efektif.

Simpulan tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang
memengaruhi efektivitas Program Jamkesda. Antara lain, Pemerintah Kabupaten
Cirebon belum memiliki database masyarakat miskin yang berhak mendapatkan
fasilitas pelayanan Program Jamkesda. Database peserta Jamkesda yang rinci (by
name by address) tidak ada. Hal itu mengakibatkan data yang ada tidak dapat
dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan dan menganggarkan program dan
kegiatan Jamkesda.

BUMN

Hasil pemeriksaan kinerja atas Efisiensi Intermediasi, Produksi, dan Operasional
pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk TA 2013 di Provinsi DKI Jakarta,
Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara, menyimpulkan bahwa
berdasarkan hasil perhitungan dengan DEAP (Data Envelopment Analysis
(Computer) Program), BRI telah efisien pada fungsi intermediasi, produksi,
dan operasional. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian, di antaranya: pengelolaan kredit hapus buku belum sesuai dengan
Peraturan Intern Bank BRI. Data kompilasi agunan debitur hapus buku seluruh
Indonesia tidak tersedia dan terdapat 1.023 rekening debitur hapus buku Tahun
2013 bersaldo negatif senilai Rp13,20 miliar. Akibatnya, Bank BRI tidak dapat
mengetahui potensi recovery dan sisa agunan debitur hapus buku, serta terdapat
kelebihan pengakuan pendapatan recovery maksimal senilai Rp13,20 miliar.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan 45 kasus kelemahan sistem
pengendalian intern yang memengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.
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Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan 10 kasus ketidakpatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan senilai

Rp42.288,32 juta. Rincian

kasus ketidakpatuhan tersebut terdiri atas: 6 kasus kerugian negara/daerah senilai
Rp30.612,98 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 3 kasus
senilai Rp2.562,02 juta), 3 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp11.675,34 juta,
dan 1 kasus kelemahan administrasi sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1. Jumlah
kasus tiap-tiap kelompok temuan per objek pemeriksaan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester | Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan

Objek
No Pemeriksaan
(Obrik)
1 2
1 Pusat

2 Provinsi

Kabupaten/
Kota

4 BUMN

Jumlah

Jml
Obrik

16

(nilai dalam juta rupiah)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan
Potensi

Kerugian Negara/ Kerugian Kekurangan Kelemal?- Total
. an Admi- .
Daerah Negara/ Penerimaan . . Ketidakpatuhan
nistrasi
Daerah
Jm Nilai ml g™ S| e | Nilai
Kasus Kasus Kasus Kasus
4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 30.459,15 - - 3 11.675,34 1 9 42.134,49
1 153,83 - - - - - 1 153,83
6 30.612,98 - - 3 11.675,34 1 10 42.288,32

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses

Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan kinerja,

entitas belum menindaklanjuti temuan

ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan dengan
melakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah.
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Kependudukan

3.1

3.2

3.3

3.4

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik merupakan amanat Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal
64 ayat 3 yaitu “Mewajibkan kepada pemerintah bahwa dalam KTP harus
disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik
data kependudukan.” Program KTP Elektronik bersifat nasional dengan
lingkup pekerjaan penerbitan KTP Elektronik untuk 172 juta penduduk wajib
KTP pada Tahun 2011 dan 2012. Alokasi anggaran program ini adalah senilai

Rp5,59 triliun.

KTP Elektronik terdiri atas blangko dan
chipyang memilikiruang penyimpanan
data dengan aspek keamanan data
serta pengelolaan kartu. Standar data
kependudukan dalam KTP Elektronik
yang tercantum dalam Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun
2009 sebagaimana diubah dalam
Perpres No. 112 Tahun 2013 tentang
Penerapan KTP Elektronik, terdiri
atas biodata, pas foto, dan sidik jari
seluruh jari tangan penduduk yang
bersangkutan.

Pada periode sebelumnya, BPK
telah memeriksa penerapan KTP
Elektronik pada Tahun 2011 dan
2012. Pada pemeriksaan tersebut,
BPK telah mengidentifikasikan
adanya kelemahan-kelemahan dalam
penerapan KTP Elektronik yang dapat
mengganggu keberhasilan program.
Kelemahan tersebut, di antaranya:
pendistribusian dan  pemasangan
perangkat KTP Elektronik belum

Entitas yang Diperiksa:

Direktorat Jenderal
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri
(Ditjen Dukcapil
Kemendagri);

Pemerintah Provinsi Aceh;
Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan;
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta;

Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah;

Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah;
Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara; dan
Pemerintah Provinsi Papua.

sesuai kontrak, penyediaan jaringan komunikasi data belum dilaksanakan
secara optimal, serta perkembangan pendistribusian KTP Elektronik tidak
sesuai rencana.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan upaya-upaya
agar program penerapan KTP Elektronik dapat berjalan efektif, di antaranya,
sebagai berikut.
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3.5

3.6

3.7

3.8

e Penyusunan Grand Design penerapan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) dan perangkat peraturan penerapan KTP Elektronik.

e Penetapan standar kualifikasi sumber daya manusia (SDM) pelaksana
administrasi kependudukan dengan target keberhasilan tersusunnya
standar kualifikasi SDM pelaksana SIAK dari level strategic, managerial,
hingga operational.

e Pembagian peran antara pemerintah pusat (dhi. Kemendagri) sebagai
penyelenggara administrasi kependudukan secara nasional, pemerintah
daerah sebagai instansi pelaksana, dan pengelola data kependudukan di
tingkat daerah.

e Penyusunan dan penerbitan regulasi/kebijakan/pedoman mengenai
penerapan KTP Elektronik, antara lain: prosedur perekaman data
penduduk, mekanisme pendistribusian KTP Elektronik, dan tata cara
pemberian izin serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK),
data kependudukan, serta KTP Elektronik untuk pelayanan publik.

e Penyediaan sarana dan prasarana penerapan KTP Elektronik, terdiri atas:
blangko KTP berbasis chip, peralatan di data centre dan disaster recovery
centre, perangkat perekaman di kabupaten/kota dan kecamatan, sistem
Automatic Fingerprint Identification System (AFIS), perangkat lunak di
kabupaten/kota dan kecamatan, serta jaringan komunikasi data yang
terintegrasi dengan SIAK.

Pada Semester | Tahun 2014, BPK menyelesaikan Pemeriksaan Kinerja atas
Efektivitas Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik)
Tahun 2013 pada Kemendagri dan tujuh pemerintah provinsi. Pemeriksaan
kinerja ini bertujuan menilai efektivitas penerapan KTP Elektronik dalam hal
pendistribusian KTP Elektronik, pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan
KTP Elektronik, serta penjaminan kualitas blangko dan data kependudukan
dalam KTP Elektronik.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penerapan KTP Elektronik kurang
efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya permasalahan-
permasalahan yang memengaruhi efektivitas penerapan KTP Elektronik
berbasis NIK nasional, yang terdiri atas 11 kasus ketidakefektifan senilai
Rp357.207,80 juta.

Selain keberhasilan Kemendagri dalam upaya penerapan KTP Elektronik,
masih dijumpai permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian dalam
program penerapan KTP Elektronik, antara lain, sebagai berikut.

Pendistribusian KTP Elektronik

Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas penerapan KTP
Elektronik dalam hal pendistribusian KTP Elektronik, di antaranya sebagai
berikut.
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3.9

3.10

Standar waktu pendistribusian KTP Elektronik sampai ke penduduk,
dan pendistribusian kembali atas KTP Elektronik yang rusak/cacat/
data salah yang telah diperbaiki belum diatur secara rinci. Hal tersebut
mengakibatkan, antara lain, penduduk tidak dapat segera memiliki dan
memanfaatkan KTP Elektronik. Hal tersebut terjadi karena Direktur
Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan tidak optimal
dalam menyusun mekanisme pendistribusian KTP Elektronik yang lebih
rinci mengenai standar waktu pendistribusian pada daerah-daerah yang
sulit terjangkau, dan pendistribusian kembali atas KTP Elektronik yang
rusak/cacat/data salah yang telah diperbaiki.

Target pendistribusian KTP Elektronik yang telah ditetapkan dalam
Adendum Kontrak IX tidak tercapai sampai dengan tanggal berakhirnya
kontrak. Pendistribusian KTP Elektronik Tahun 2011 dan 2012 semula
ditargetkan sebanyak 172 juta keping. Pada Tahun 2013, terjadi
perubahan target pencapaian menjadi sebanyak 145 juta keping. KTP
Elektronik yang didistribusikan ke kabupaten/kota/kecamatan baru
sebanyak 120,11 juta keping (82,83%) dari jumlah yang ditetapkan
sebanyak 145 juta keping.

Akibatnya, penduduk wajib KTP sebanyak 27 juta (172 juta — 145 juta)
orang tidak memperoleh KTP Elektronik dan minimal sebanyak 24,89
juta (145 juta — 120,11 juta) penduduk terlambat memperoleh KTP
Elektronik. Penyebabnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil selaku
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lemah dalam melakukan pengawasan
dan pengendalian atas kegiatan Penerapan KTP Elektronik sesuai tugas
dan tanggung jawabnya.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Menteri Dalam Negeri, antara lain agar:

memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil dan Direktur
Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan untuk
menyempurnakan mekanisme pendistribusian KTP Elektronik yang lebih
rinci mengenai standar waktu pendistibusian KTP Elektronik sampai ke
penduduk, pendistribusian pada daerah-daerah yang sulit terjangkau,
dan pendistribusian kembali atas KTP Elektronik yang rusak/cacat/data
salah yang telah diperbaiki; serta

memberikan sanksi kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil
selaku KPA yang lemah dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan
Penerapan KTP Elektronik sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik

Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas penerapan KTP
Elektronik dalam hal pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP
Elektronik, di antaranya sebagai berikut.
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Regulasi tentang kelengkapan teknis yang wajib disiapkan oleh instansi
pemerintah pusat/daerah, lembaga perbankan, dan swasta berkaitan
dengan penerapan KTP Elektronik belum tersedia. Akibatnya, antara
lain, pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik oleh
instansi-instansi pengguna belum efektif. Hal tersebut terjadi, antara
lain, karena Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan
Administrasi Kependudukan tidak optimal dalam menyusun ketentuan
tentang kelengkapan teknis tersebut sesuai Pasal 10 C Perpres No. 67
Tahun 2011.

Pemanfaatan data kependudukan oleh instansi/lembaga tidak sesuai
dengan persyaratan dan tata cara mendapatkan izin pemanfaatan
data kependudukan. Terdapat mekanisme pemanfaatan NIK dan data
penduduk pada instansi pengguna yang tidak dilaksanakan. Misalnya,
pengguna data mengajukan surat permohonan izin tanpa dilampiri
persyaratan. Persyaratan yang dimaksud, antara lain: membuat surat
pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data,
menyampaikan fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan lembaga
nonpemerintah, dan fotokopi akta pendirian lembaga nonpemerintah.

Akibatnya, antara lain, pemanfaatan data kependudukan, NIK, dan KTP
Elektronik belum efektif. Penyebabnya, antara lain, Dirjen Dukcapil tidak
memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25
Tahun 2011 dalam memberikan izin pemanfaatan data kependudukan.

3.11 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Menteri Dalam Negeri, antara lain agar:

memerintahkan Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi
dan Administrasi Kependudukan untuk menyusun ketentuan tentang
kelengkapan teknis yang wajib disiapkan oleh instansi pemerintah,
pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta berkaitan dengan
penerapan KTP Elektronik sesuai Pasal 10 C Perpres No. 67 Tahun 2011,
dan

memerintahkan Dirjen Dukcapil dalam memberikan izin pemanfaatan
dan kependudukan sesuai Permendagri No. 25 Tahun 2011.

Penjaminan Kualitas KTP Elektronik

3.12 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas penerapan KTP
Elektronik dalam hal penjaminan kualitas KTP Elektronik, di antaranya
sebagai berikut.
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3.13

3.14

3.15

diidentifikasi lebih awal sebelum KTP Elektronik didistribusikan ke
penduduk.

Penyebabnya, Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan
Administrasi Kependudukan tidak optimal dalam hal menyusun kebijakan
terkait penjaminan kualitas KTP Elektronik.

Penjaminan atas kualitas blangko KTP Elektronik tidak dilakukan secara
memadai. Mekanisme otorisasi dalam akses data dan pengamanan
database kependudukan belum memadai. Back up data di kecamatan
belum dibuat dan operator perekaman KTP Elektronik tidak sesuai
standar kualifikasi personil. Hal tersebut mengakibatkan kualitas blangko
dan chip KTP Elektronik berpotensi tidak terjamin sesuai spesifikasi yang
ditetapkan. Penyebabnya, tidak ada standard operating procedure (SOP)
yang mengatur pengujian berkala atas blangko dan chip KTP Elektronik
serta Tim Teknis dan Tim Personalisasi Penerbitan KTP Elektronik secara
massal tidak optimal dalam melaksanakan tugas.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Menteri Dalam Negeri, antara lain agar:

memberikan sanksi kepada Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan
Informasi dan Administrasi Kependudukan, serta memerintahkan pihak-
pihak tersebut untuk menyusun kebijakan terkait penjaminan kualitas
KTP Elektronik;

memberikan sanksi kepada Tim Teknis dan Tim Personalisasi atas
kelalaiannya dalam melaksanakan tugas; dan

memerintahkan Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan
Administrasi Kependudukan untuk menetapkan SOP tentang pengujian
blangko dan chip KTP Elektronik secara berkala serta ketentuan atas
otorisasi hak akses data kependudukan di pusat dan daerah.

Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkap adanya 8 kasus kelemahan
sistem pengendalian intern, 1 kasus kerugian negara senilai Rp24.908,70
juta, 1 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp10.982,97 juta, dan 1 kasus
kelemahan administrasi.

Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam
cakram padat terlampir.
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BAB 4

Kesehatan

4.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan
bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi
masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh
dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan
masyarakat. Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui
pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, dilakukan melalui peningkatan
kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, inti program aksi
bidang kesehatan adalah Program Kesehatan Masyarakat, Program KB,
Sarana Kesehatan, Obat, dan Asuransi Kesehatan Nasional.

4.2 Pada Semester | Tahun 2014, BPK menyelesaikan dua pemeriksaan kinerja
bidang kesehatan, yaitu pemeriksaan pengelolaan pelayanan obat dan
pemeriksaan jaminan kesehatan daerah. Berdasarkan tingkat pemerintahan,
pemeriksaan tersebut meliputi 1 objek pemeriksaan pemerintah pusat dan 1
objek pemeriksaan pemerintah kabupaten, yaitu:

Pemerintah Pusat

e Pengelolaan Pelayanan Obat TA 2012 dan Semester | TA 2013 pada
Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi di Semarang.

Pemerintah Daerah

e Kinerja Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) TA 2012 s.d.
Semester | TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber.

4.3 Hasil pemeriksaan kinerja bidang kesehatan menunjukkan permasalahan
ketidakefektifan sebanyak 15 kasus.

4.4 Rincian hasil pemeriksaan tersebut, adalah sebagai berikut.

Pengelolaan Pelayanan Obat TA 2012 dan Semester | TA
2013 pada RSUP Dr. Kariadi

4.5 Tujuan pemeriksaan adalah menilai pengelolaan pelayanan farmasi dalam
keadaan biasa maupun dalam keadaan darurat, menilai penyelenggaraan
dan pengelolaan pelayanan farmasi oleh SDM berpengalaman, dan menilai
penyediaan obat yang bermutu dan terjangkau dalam rangka pelayanan
farmasi kepada masyarakat.

4.6 Dalam beberapa hal, pelaksanaan kegiatan di RSUP Dr. Kariadi telah
memadai, misalnya:
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e |Instalasi Farmasi telah menerapkan pelayanan dengan sistem satu pintu
sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;

e memiliki SOP yang mengatur pelaksanaan pelayanan farmasi mulai dari
perencanaan sampai dengan pemantauan;

e menggunakan tiga metode pengadaan (lelang, penunjukkan langsung,
dan pembelian insidentil) untuk meminimalkan terjadinya kekosongan
obat;

e memiliki indikator mutu yang menjadi acuan dalam melaksanakan
pelayanan farmasi; dan

e melakukan pemantauan secara simultan melalui Komite Medik, Komite
Mutu dan Keselamatan Pasien, serta melalui Tim Farmasi dan Terapi.
Selain itu, Satuan Pemeriksaan Intern telah melakukan pemeriksaan
internal secara post audit.

4.7 Sesuai dengan kondisi tersebut disimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan
obatpadaRSUP Dr. Kariadi cukup efektif. Namun, hasil pemeriksaan BPK masih
menemukan kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas kegiatan
pengelolaan pelayanan obat, yang terdiri atas 5 kasus ketidakefektifan.

4.8 Kelemahan yang memengaruhi efektivitas kegiatan tersebut, antara lain
sebagai berikut.

e Perencanaan perbekalan farmasi RSUP Dr. Kariadi Tahun 2012 dan 2013
belum sepenuhnya mengikuti SOP yang berlaku, antara lain Instalasi
Farmasi tidak memiliki ketentuan mengenai buffer stock untuk tiap
jenis obat karena besarnya kebutuhan bersifat dinamis (dapat berubah
setiap saat). Buffer stock merupakan persediaan minimal yang harus
ada (khususnya di gudang farmasi sebagai pusat mutasi obat) untuk
menghindari terjadinya kekosongan obat.

Hal tersebut mengakibatkan pelayanan farmasi atas perencanaan
pengadaan obat belum optimal. Hal tersebut terjadi karena Direksi
belum menetapkan besaran buffer stock sesuai dengan SOP.

e Waktu tunggu pelayanan obat kepada pasien rawat jalan belum
sepenuhnya mencapai indikator mutu rumah sakit yang mengakibatkan
pasien belum mendapat pelayanan obat farmasi secara optimal. Hal
tersebut terjadi karena Kepala Instalasi Farmasi belum menempatkan
SDM sesuai dengan beban kerja yang harus dilayani dan belum
menyiapkan sarana dan prasarana/sistem yang efektif sesuai dengan
kebutuhan pelayanan obat kepada pasien.

4.9 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi agar:
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4.12

4.13

4.14

e menetapkan besaran buffer stock; dan

e memerintahkan Kepala Instalasi Farmasi menempatkan SDM sesuai
dengan analisis beban kerja yang harus dilayani dan berkoordinasi
dengan unit kerja terkait untuk menyiapkan sarana dan prasarana/sistem
yang efektif sesuai dengan kebutuhan pelayanan obat kepada pasien.

Hasil pemeriksaan pengelolaan pelayanan obat di RSUP Dr. Kariadi juga
mengungkap adanya 2 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

Program Jamkesda TA 2012 s.d. Semester | TA 2013 pada
Pemerintah Kabupaten Cirebon

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang dan semua warga negara berhak
mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk masyarakat miskin. UUD
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat,
khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu adalah tanggung jawab
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rangka memberikan
jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di luar
kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Pemerintah Kabupaten
Cirebon menyelenggarakan Jamkesda.

Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pengelolaan kegiatan
kepesertaan, efektivitas pengelolaan kegiatan pendanaan, dan efektivitas
pengelolaan kegiatan pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon,
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waled, dan RSUD Arjawinangun.

Selain keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon,
hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa dariaspek kepesertaan, pendanaan,
dan pelayanan, pengelolaan program Jamkesda TA 2012 dan Semester | TA
2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, RSUD Waled, dan RSUD
Arjawinangun belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya
kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas Program Jamkesda,
yang terdiri atas 10 kasus ketidakefektifan.

Kelemahan yang memengaruhi efektivitas Program Jamkesda, antara lain
sebagai berikut.

e Pemerintah Kabupaten Cirebon belum memiliki database masyarakat
miskin yang berhak mendapatkan fasilitas pelayanan Program Jamkesda.
Database peserta Jamkesda yang rinci (by name by address) tidak ada
sehingga data yang ada tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam
merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan Jamkesda.

Hal tersebut terjadi karena Bupati Cirebon belum menetapkan secara
jelas uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD teknis terkait
untuk menyusun database masyarakat miskin di wilayah Kabupaten
Cirebon.
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Penyediaan dana Program Jamkesda Kabupaten Cirebon tidak didasarkan
pada hasil perhitungan kebutuhan yang riil. Pemerintah Kabupaten
Cirebon dalam menghitung kebutuhan anggaran pelayanan kesehatan
kepada pasien Jamkesda tidak didasarkan pada jumlah kepesertaan
Jamkesda. Akibatnya, pengajuan dana bantuan dari Kabupaten Cirebon
kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mencerminkan kebutuhan
dana yang sesungguhnya.

Hal tersebut terjadi karena Tim Pengelola Jamkesda belum sepenuhnya
mematuhi Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Bidang
Kesehatan Tahun 2012 dan 2013 tentang penetapan dan perhitungan
dana Program Jamkesda.

Ketersediaan jumlah tenaga medis dan para medis pada RSUD Waled
dan RSUD Arjawinangun belum sesuai standar kebutuhan. Akibatnya,
pelayanan terhadap pasien Jamkesda yang membutuhkan penanganan
dokter spesialis kurang optimal dan pelayanan paramedis terhadap
pasien Jamkesda pada instalasi rawat inap kurang maksimal.

Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kabupaten Cirebon kurang
memprioritaskan penyediaan formasi tenaga medis dasar, spesialis, dan
paramedis yang bersifat tetap secara memadai.

4.15 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Bupati Cirebon agar:

menetapkan secara jelas uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing
SKPD teknis terkait yang diserahi tanggung jawab untuk menyusun
database masyarakat miskin. Database tersebut akan digunakan sebagai
dasar perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Jamkesda;

memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
selaku penanggung jawab Program Jamkesda untuk menghitung
kebutuhan anggaran pelayanan terhadap pasien Jamkesda didasarkan
pada data peserta Jamkesda yang telah diverifikasi serta divalidasi secara
cermat; dan

memerintahkan Direktur RSUD Waled dan Direktur RSUD Arjawinangun
untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian
Kabupaten Cirebon supaya memprioritaskan penyediaan formasi tenaga
medis dasar, spesialis, dan paramedis yang bersifat tetap pada RSUD
Waled dan RSUD Arjawinangun.

4.16 Hasil pemeriksaan atas Program Jamkesda juga mengungkap adanya 2 kasus
kelemahan sistem pengendalian intern.

4.17 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam cakram
padat terlampir.

Buku Il IHPS



Badan Pemeriksa Keuangan IHPS | Tahun 2014

BAB 5

Infrastruktur

5.1 Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas nasional yang
memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi
dan sosial yang berkeadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat
umum di seluruh Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Pencapaian sasaran bidang infrastruktur ditunjukkan dengan meningkatnya
kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan, seperti
jalan dan jembatan.

5.2 Pada Semester | Tahun 2014, BPK menyelesaikan dua pemeriksaan kinerja
atas bidang infrastruktur, yaitu Infrastruktur TA 2011 s.d. Semester | TA
2013 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung serta Penyediaan
Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2012 dan Semester | TA 2013 pada Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Serang di Serang.

5.3 Pemeriksaan kinerja Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertujuan
menilai apakah kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan.
Penilaian tersebut untuk memperoleh pengukuran hasil pengelolaan dan
pelayanan jalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jaringan
Jalan dan SPM Ruas Jalan.

5.4 Pemeriksaan kinerja penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan pada Dinas
PU Kabupaten Serang bertujuan menilai apakah: (1) proses penyusunan
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas paket-paket pembangunan jalan dan
jembatan telah dilaksanakan secara efektif (dengan menghasilkan HPS yang
ekonomis dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan); (2) proses
pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan
telah dilaksanakan secara efektif (dengan menghasilkan hasil pekerjaan yang
sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak).

Hasil pemeriksaan

5.5 Selain keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa
Barat, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Dinas Bina Marga belum efektif
merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan menindaklanjuti kegiatan
monitoring dan evaluasi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh
pengukuran hasil pengelolaan dan pelayanan jalan sesuai dengan standar
yang ditetapkan dalam SPM Jaringan Jalan dan SPM Ruas Jalan.

5.6 Pemeriksaan kinerja atas penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan pada
Dinas PU Kabupaten Serang difokuskan pada dua proses kegiatan, yaitu
proses penyusunan HPS dan proses pengawasan atas pelaksanaan paket-
paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan. Hasil pemeriksaan atas
hal tersebut adalah sebagai berikut.
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Kegiatan penyusunan HPS atas paket-paket pembangunan jalan dan
jembatan TA 2012 dan 2013 (s.d. Semester 1) belum efektif.

Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan
dan jembatan TA 2012 dan TA 2013 (s.d. Semester ) belum efektif.

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP) telah efektif meminimalkan risiko kelebihan pembayaran senilai
Rp16,01 miliar pada TA 2012 dan senilai Rp1,09 miliar pada TA 2013 (s.d.
Triwulan 111).

5.7 Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang
memengaruhi kinerja atas bidang infrastruktur, yang terdiri atas 12 kasus
ketidakefektifan.

5.8 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja bidang infrastruktur

tersebut, antara lain sebagai berikut.
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Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi belum mengacu pada
standar pengukuran yang ditetapkan dalam SPM lJaringan Jalan dan
SPM Ruas Jalan. Akibatnya, hasil monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pembangunan jalan dan inspeksi kondisi jalan, tidak dapat
dimanfaatkan secara maksimal.

Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
belum menyusun indikator kinerja pelaksanaan kegiatan monitoring
dan evaluasi berdasarkan SPM Jaringan Jalan dan SPM Ruas Jalan,
selain masalah belum konsisten dan komprehensif dalam menerapkan
indikator kondisi jalan.

Penyusunan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) menggunakan pedoman
analisis harga satuan yang tidak mutakhir. HSP disusun berdasarkan
Pedoman Analisis Harga Satuan (PAHS) yang dikeluarkan oleh Dirjen
Bina Marga Departemen PU. Penyusunan HSP TA 2012 dan 2013,
Dinas PU Kabupaten Serang masih menggunakan PAHS yang pertama
kali dikeluarkan. Seharusnya, Dinas PU Kabupaten Serang mengubah
pedoman yang digunakan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat
ini. Akibatnya, perhitungan harga satuan beberapa jenis pekerjaan tidak
akurat.

Haltersebut terjadikarena Dinas PU Kabupaten Serang kurang memahami
Pedoman Analisis Harga Satuan yang mutakhir.

Terdapat beberapa kelemahan dalam pengawasan yang dilaksanakan
oleh pembantu pelaksana teknis kegiatan (peltek). Kelemahan tersebut
yaitu, kelemahan dalam persyaratan kompetensi teknis peltek dan
kelemahan perbandingan jumlah peltek dibandingkan jumlah paket
pekerjaan. Kelemahan lain, yaitu: kelemahan dalam penerapan metode
kerja pengawasan atas pekerjaan hotmix, beton, dan pekerjaan lainnya,
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serta kelemahan dalam penyediaan fasilitas dan peralatan kerja.

Hal tersebut mengakibatkan pengawasan yang dilaksanakan oleh peltek
tidak optimal, sehingga tidak diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai
dengan kontrak. Hal tersebut terjadi karena Dinas PU Kabupaten Serang
belum memerhatikan dan mendayagunakan peltek secara optimal.

5.9 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

e Gubernur Jawa Barat agar memerintahkan Kepala Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat untuk menyusun indikator kinerja pelaksanaan
monitoring dan evaluasi sesuai dengan SPM Jaringan Jalan dan SPM
Ruas Jalan, serta menerapkan indikator kondisi jalan secara konsisten
dan komprehensif; dan

e Bupati Serang agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten
Serang untuk

— menggunakan pedoman yang mutakhir dalam penyusunan HPS; dan

— (1) meningkatkan kompetensi teknis para peltek, (2) meningkatkan
angka perbandingan jumlah peltek dengan jumlah paket pekerjaan
pada angka yang ideal, (3) menginstruksikan kepada peltek agar
memperbaiki metode kerja pengawasan; dan (4) menyediakan
fasilitas dan peralatan kerja yang memadai.

5.10 Hasil pemeriksaan kinerja atas bidang infrastruktur juga mengungkap adanya
1 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan 1 kasus kerugian daerah
senilai Rp153,83 juta.

5.11 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam cakram
padat terlampir.
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BAB 6

Pertahanan Keamanan

6.1 Misi pembangunan nasional di antaranya adalah mewujudkan Indonesia
aman, damai, dan bersatu. Salah satu caranya adalah dengan membangun
kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga melampaui kekuatan
esensial minimum yang disegani di kawasan regional dan internasional;
memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Polri) agar mampu melindungi dan mengayomi
masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindakan
kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen
negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan
komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan, dan kontribusi
industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

6.2 Pada Semester | Tahun 2014, BPK menyelesaikan tiga pemeriksaan kinerja
bidang pertahanan keamanan, yaitu:

e Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas TA 2011, 2012, dan 2013
(s.d. Semester |I) pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI;

e Kegiatan Pemeliharaan Kapal TA 2010 s.d. TA 2013 pada Jajaran Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL); dan

e Kinerja Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2008 s.d.
Semester | 2013 pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri,
Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, dan Polda Kalimantan Timur.

6.3 Hasil pemeriksaan kinerja bidang pertahanan keamanan menemukan
permasalahan ketidakefisienan sebanyak 2 kasus dan ketidakefektifan
sebanyak 42 kasus senilai Rp62.385,45 juta.

Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas TA 2011, 2012,
dan 2013 (s.d. Semester |) pada Kemhan dan TNI

6.4 Pemeriksaan atas pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP)
pada Kemhan dan TNI dilakukan karena BMP mempunyai peranan yang
sangat penting. Tanpa pengelolaan BMP yang baik, dapat menyebabkan
terhambatnya kegiatan atau kegiatan tidak terlaksana karena dukungan
BMP ke alat utama/alat peralatan/alat material terlambat, kurang, atau
tidak tersedia.

6.5 Tujuan pemeriksaan adalah menilai apakah penyusunan dan penetapan
kebijakan, pengelolaan pendistribusian, dan pengelolaan penghapusan BMP
yang dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI telah efektif dalam mendukung
pencapaian tujuan kelembagaan Kemhan dan TNI.
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6.6 Selain keberhasilan yang telah dicapai oleh Kemhan dan TNI dalam
pengelolaan BMP, hasil pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa
pengelolaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI belum mendukung
pencapaian tujuan pengelolaan secara efektif. BPK masih menemukan
kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan BMP,
yang terdiri atas 8 kasus ketidakefektifan.

6.7 Kelemahan-kelemahan yang memengarubhi kinerja kegiatan tersebut, antara
lain sebagai berikut.

Ketidakselarasan kebijakan pengelolaan BMP yang ditetapkan oleh
Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Akibatnya, proses pengelolaan
BMP di lingkungan Kemhan dan TNI tidak berjalan secara optimal karena
ketidakjelasan pengaturan prosedur pelaksanaan distribusi BMP dan
ketidakjelasan penentuan kesatuan pemakaian. Hal tersebut terjadi
karena belum ada kesepahaman antara Kemhan dengan Mabes TNI
dalam merumuskan batasan kewenangan antara keduanya, terutama
dalam hal perumusan kebijakan dalam pengelolaan BMP di lingkungan
Kemhan dan TNI.

Prosedur dan administrasi kegiatan distribusi bahan bakar minyak
(BBM) di lingkungan Kemhan dan TNI belum dilaksanakan secara
optimal. Pendistribusian BBM tidak sesuai dengan surat perintah
pelaksanaan pengambilan BMP (SP3M) serta keterlambatan penerbitan
surat alokasi (SA), surat perintah penyaluran BMP (SP2M), dan SP3M.
Dokumentasi pertanggungjawaban kegiatan penerimaan, penyaluran,
dan penggunaan BMP belum dilaksanakan secara memadai. Hal tersebut
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kegiatan rutin dan kegiatan
operasional/intensitas/latihan unit organisasi/satuan kerja/satuan
pemakai/satuan perawatan. Distribusi BMP yang kurang memadai
mengakibatkan dukungan BMP tidak tepat sasaran dan realisasi
penggunaannya tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga membuka
peluang penyalahgunaan.

Hal tersebut terjadi antara lain karena: belum ada SOP Distribusi dan
Pengendalian Pengawasan BMP yang disusun secara detail, lengkap,
dan jelas; lemahnya penyusunan perencanaan pendistribusian BMP;
serta tidak dipahami dan dipatuhinya ketentuan distribusi BMP dan
penyusunan pertanggungjawaban distribusi BMP.

6.8 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Menteri Pertahanan/Panglima TNI agar:
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berkoordinasi melakukan perbaikan atas kebijakan pengelolaan BMP;
dan
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6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

e segera berkoordinasi menyusun SOP Distribusi dan Pengendalian
Pengawasan BMP secara detail, lengkap, dan jelas; serta memerintahkan
seluruh pengelola BMP di lingkungan Kemhan dan TNI supaya
melaksanakan prosedur pengelolaan BMP sesuai peraturan yang ada.

Kegiatan Pemeliharaan Kapal TA 2010 s.d. TA 2013 pada Jajaran
TNI AL

Pemeliharaan kapal merupakan kegiatan yang paling menentukan kesiapan
kapal dalam melaksanakan tugas operasi TNI AL. Apalagi, saat ini, usia kapal
rata-rata di atas 30 tahun.

Tujuan pemeriksaan adalah menilaiapakah kegiatan pemeliharaan kapaltelah
efisien dan efektif mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemeliharaan
kapal secara optimal untuk memenuhi kebutuhan operasi, tepat waktu, tepat
kualitas, tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan negara.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan kapal
belum efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan
pemeliharaan kapal secara optimal untuk memenuhi kebutuhan operasi,
tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sumber dengan harga yang paling
menguntungkan negara. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya
kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja kegiatan pemeliharaan
kapal, yang terdiriatas 2 kasus ketidakefisienan dan 22 kasus ketidakefektifan.

Terdapat tiga permasalahan mendasar yang secara signifikan memengaruhi
kinerja pemeliharaan kapal TNI AL, sebagai berikut.

e Konsep dan praktik pemeliharaan kapal TNI AL belum dapat mendukung
tercapainya pelaksanaan pemeliharaan secara efisien dan efektif serta
peningkatan profesionalisme personil.

e Organisasi dan tata laksana pemeliharaan kapal TNI AL belum dapat
menjamin terlaksananya pemeliharaan kapal secara efisien dan efektif.

e Strategi pengadaan dan kontrak dalam kegiatan pemeliharaan kapal
belum memadai.

Selain ketiga permasalahan yang bersifat substantif tersebut di atas, terdapat
permasalahan pemeliharaan kapal yang harus segera ditindaklanjuti untuk
menghindari terjadinya risiko yang tidak diinginkan, di antaranya sebagai
berikut.

e Repowering empat Kapal Republik Indonesia (KRI) Tipe Patrol Ship Killer
(PSK/satuan kapal cepat).

Tujuan dan sasaran Repowering, yaitu mengembalikan kondisi kapal
sesuai teknis yang dipersyaratkan. Repowering empat KRI yang
dilaksanakan dalam periode 2005-2010 masih menyisakan permasalahan
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6.14

secara substansi walaupun penyempurnaan telah dilaksanakan terus-
menerus. Khususnya terkait kesiapan sistem pendorong, yang terlihat
dari data dan informasi salah satu KRI yang saat ini hanya mencapai 6
knot. Dengan terjadinya permasalahan yang identik pada keempat kapal
yang menggunakan mesin pendorong yang sama, hal tersebut berisiko
tinggi akan terjadi pada tiga kapal lainnya. Untuk itu, tindak lanjut atas
keempat kapal tersebut perlu dilakukan untuk mendalami permasalahan
dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan kesiapan
kapal sesuai tujuan dan sasaran pengadaan.

e Perbaikan tingkat W6 motor pendorong kapal (MPK) Il dan Il sistem
kontrol dan cerobong KRI HBS-382

Terkait sistem pendorong, KRl HBS-382 memiliki tiga MPK dengan
komposisi MPK I, MPK 1l dan MPK Ill. Kondisi MPK | sampai dengan
dibuatnya berita acara sudah rusak sehingga tidak pernah digunakan
lagi. Dalam pelaksanaan pemeliharaan kapal tingkat W6 MPK adalah
perbaikan pada MPK Il dan Il

Kegiatan perbaikan tingkat W6 MPK Il dan IIl sistem kontrol dan cerobong
KRl HBS-382 dilaksanakan oleh CV Abadi dengan kontrak senilai Rp9,15
miliar. Proses pemilihan CV Abadi sebagai pelaksana tidak memadai.
CV Abadi tidak memiliki pengalaman perbaikan/pemeliharaan MPK
khusus mesin MTU, sehingga mengalami kegagalan memperbaiki sesuai
persyaratan teknis kontrak. Kegagalan berdampak terjadi kerusakan
yang lebih signifikan pada MPK, sehingga kapal tidak dapat dioperasikan
saat ini. Selain itu, kerusakan yang terjadi berpotensi menimbulkan
penambahan biaya baru untuk memperbaiki dan mengganti suku cadang
yang rusak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut
untuk meyakini kesalahan CV Abadi secara objektif dan mengambil
tindakan yang dianggap perlu untuk meminta pertanggungjawaban CV
Abadi dalam memulihkan kerugian yang terjadi dan pengenaan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku.

Permasalahan tersebut harus didalami lebih lanjut oleh Inspektorat
Jenderal TNI AL untuk memetakan masalah secara jelas dan komprehensif.
Selanjutnya, pendalaman tersebut untuk mengambil keputusan yang objektif
dalam menyelesaikan masalah yang ada. Pendalaman juga dilakukan untuk
memulihkan pembayaran yang telah dilakukan negara dan/atau penyelesaian
pekerjaan oleh penyedia yang bertanggung jawab dan/atau pemberian
sanksi kepada penyedia yang terbukti wanprestasi.

Terhadap kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala
Staf TNI AL agar memperbaiki pengelolaan kegiatan pemeliharaan kapal di
lingkungan TNI AL melalui langkah-langkah sebagai berikut.

e Melakukan pembenahan konsep dan praktik pemeliharaan kapal TNI AL
agar dapat mendukung tercapainya pelaksanaan pemeliharaan secara
efisien dan efektif serta peningkatan profesionalisme personil.
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e Melakukan pembenahan organisasi dan tata laksana pemeliharaan kapal
TNI AL khususnya terkait rencana pembentukan Komandan Pemeliharaan
Material Angkutan Laut.

e Melakukan pembenahan strategi pengadaan dan kontrak untuk
meningkatkan pengelolaan risiko dalam rangkaian siklus pengadaan.

e Memerintahkan Inspektur Jenderal TNI AL untuk mendalami
permasalahan dalam LHP ini secara jelas dan komprehensif. Untuk
selanjutnya, sebagai bahan pengambilan keputusan yang objektif untuk
menyelesaikan masalah dan kemungkinan pemulihan atas keluarnya
pembayaran oleh negara dan/atau menyelesaikan pekerjaan oleh
penyedia yang bertanggung jawab. Selain itu, untuk pemberian sanksi
kepada penyedia yang terbukti melakukan wanprestasi.

6.15 Hasil pemeriksaan kinerja pemeliharaan kapal juga mengungkap adanya 1
kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2008 s.d.
Semester | Tahun 2013 pada Bareskrim Polri, Polda Sumatera
Utara, dan Polda Kalimantan Timur

6.16 Tindak pidana umum (tipidum) memiliki signifikansi yang lebih tinggi
dibandingkan dengan tindak pidana lain (tindak pidana ekonomi dan khusus,
tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana tertentu)
baik dari segi anggaran penyelidikan dan penyidikan, jumlah perkara atau
Laporan Polisi (LP), maupun jumlah perkara tunggakan. Pertambahan jumlah
perkara tiap tahun yang lebih besar dibandingkan jumlah perkara yang dapat
diselesaikan, berdampak risiko akumulasi LP tunggakan semakin besar tiap
tahun. Dengan demikian, Polri harus memberikan perhatian lebih tinggi
untuk perbaikan pengelolaan penanganan perkara tindak pidana umum.

6.17 Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pengelolaan penanganan
perkara tindak pidana umum.

6.18 Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polri dalam mengelola proses
penanganan perkara, di antaranya sebagai berikut.

e Polri telah menerbitkan aturan internal berupa Peraturan Kapolri
(Perkapolri) terkait penanganan perkara mulai dari Tata Cara Penanganan
Pengaduan Masyarakatdilingkungan Polri, Pengawasan dan Pengendalian
Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Polri, Manajemen Penyidikan
Tindak Pidana, Kode Etik Polri hingga Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti
di lingkungan Polri; dan

e Bareskrim Polri telah menindaklanjuti Perkapolri No. 14 Tahun 2012
tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dengan menyusun
Konsep Peraturan Kabareskrim sebagai pedoman dan petunjuk teknis
manajemen penyidikan.
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6.19 Selain keberhasilanyangtelah dicapaioleh Polridalam menyelesaikan perkara
tipidum, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penanganan perkara
tipidum pada Bareskrim Polri, Polda Sumut dan Polda Kaltim, belum cukup
efektif dalam pengelolaan proses penanganan perkara di jajaran reskrim
umum. BPK masih menemukan kelemahan-kelemahan yang memengaruhi
kinerja kegiatan tersebut, yang terdiri atas 12 kasus ketidakefektifan senilai
Rp62.385,45 juta.

6.20 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas kegiatan tersebut,
antara lain sebagai berikut.

Belum ada standar pelayanan penerimaan aduan di Sentra Pelayanan
Kepolisian Terpadu (SPKT) yang berlaku umum di seluruh SPKT. Akibatnya,
masyarakat memperoleh perlakuan pelayanan yang bervariasi dan tidak
standar. Hal tersebut terjadi karena Bareskrim Polri belum pernah
melakukan analisis dan identifikasi risiko atas proses penanganan
perkara, khususnya mengenai pelayanan penerimaan aduan SPKT.

Gambar 6.1 Ruang Pelayanan SPKT
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Proses penyelesaian perkara melalui mekanisme Alternative Dispute
Resolution (ADR) belum memiliki payung hukum yang jelas. Penyelesaian
perkara dengan pendekatan ADR merupakan penyelesaian perkara diluar
sidang pengadilan dengan mengutamakan rasa keadilan dan manfaat
serta adanya perdamaian antara yang berperkara. Akibatnya, kepastian
hukum atas penyelesaian perkara menjadi lemah; kasus tindak pidana
apabila diselesaikan di luar pengadilan melemahkan upaya peningkatan
kemampuan profesionalisme anggota Reskrim Polri; dan tingginya
risiko penyalahgunaan kewenangan penyidik dalam proses penanganan
perkara.

Hal tersebut terjadi antara lain karena Bareskrim Polri belum memiliki
peraturan baku atas penyelesaian perkara secara ADR yang tidak
bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) dan setiap pejabat Kepolisian memiliki kewenangan diskresi,
yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan
penilaian sendiri.
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6.21 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Kabareskrim agar:

e berkoordinasi dengan Asisten Operasi Kapolri untuk menyusun dan

menetapkan standar pelayanan minimum penerimaan aduan masyarakat
di SPKT; dan

e menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan peraturanyang mengatur
mekanisme penyelesaian perkara secara ADR yang tidak bertentangan
dengan KUHAP.

6.22 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam cakram
padat terlampir.
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BAB 7
Penyelenggaraan Ibadah Haji

7.1 Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan
pelaksanaan ibadah haji. Bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan,
dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji, sehingga jemaah
haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai ajaran agama Islam.

7.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 mengamanatkan tiga aspek tugas
pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, yaitu: aspek pembinaan,
pelayanan, dan perlindungan.

e Aspek pembinaan, tugas pemerintah adalah memberikan penyuluhan
kepada masyarakat, bimbingan manasik dan nonmanasik haji kepada
jemaah, serta bimbingan ibadah selama di Arab Saudi.

e Aspek pelayanan, tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan
kepada calon jemaah haji pada saat pendaftaran dan pelunasan Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pelayanan dokumen haji, pelayanan
di embarkasi/debarkasi, pelayanan transportasi udara, pelayanan
transportasi darat di Arab Saudi, pelayanan akomodasi dan katering
selama di Arab Saudi, pelayanan akomodasi dan katering selama di
Arafah dan Mina (Armina).

e Aspekperlindungan, tugas pemerintah adalah memberikan perlindungan
kepada Warga Negara Indonesia (WNI) terutama atas pelayanan
kesehatan dan keamanan selama pelaksanaan ibadah haji.

7.3 Pada Semester | Tahun 2014, BPK menyelesaikan dua laporan pemeriksaan
kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji yang terdiri atas dua objek
pemeriksaan pemerintah pusat yaitu Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun
1433H/2012M dan Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 1434H/2013M
masing-masing di Indonesia dan Arab Saudi.

7.4 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai efektivitas:

e pengelolaan pelayanan perumahan, katering, transportasi
penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M dan 1434H/2013M;

e pengelolaan pelayanan kesehatan penyelenggaran ibadah haji Tahun
1433H/2012M; dan

e pembinaan kepada calon jemaah haji dan pembinaan kepada

penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) pada penyelenggaraan ibadah
haji Tahun 1434H/2013M.
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7.5

7.6

7.7

Hasil Pemeriksaan

Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M, penyelenggaraan
ibadah haji pada sepuluh dari sebelas sektor (pemantauan secara uji petik)
di Makkah telah mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut antara lain:

e untuk pelayanan katering, pada Tahun 1433H telah tersedia chef atau
juru masak yang menangani katering dan telah tersedia sarapan roti
untuk jemaah haji; dan

e untuk pelayanan transportasi darat (shalawat), telah ditunjuk
perusahaan angkutan bus SAPTCO untuk melayani transportasi jemaah
dari pemondokan ke Masjidil Haram dan sebaliknya.

Gambar 7.1 Bus SAPTCO yang Digunakan Sebagai Shuttle Bus

.

Meskipun telah mengalami kemajuan, hasil pemeriksaan penyelenggaraan
ibadah haji Tahun 1433H/2012M menunjukkan bahwa penyelenggaraan
ibadah haji Tahun 1433H/2012M kurang efektif.

Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M, salah satu misi
Kementerian Agama (Kemenag) terkait penyelenggaraan haji berdasarkan
Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 2010, adalah meningkatkan
kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Untuk mencapai misi tersebut,
Kemenag melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan pelayanan
kepada jemaah, yaitu:

e Terkait dengan pelayanan perumahan, antara lain melakukan penyewaan
perumahan lebih awal, menaikkan plafon sewa, negosiasi harga sewa
kepada pemilik rumah untuk memperoleh harga yang wajar, dan mencari
perumahan yang berkapasitas besar agar jemaah tidak terpisah-pisah;

o Terkait dengan pelayanan katering, antara lain: menaikkan plafon
katering di Madinah, dan menyediakan katering dengan sistem kotak
yang bertanda khusus, sehingga mengurangi antrian jemaah di Armina
serta risiko makanan yang sudah basi; dan
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7.8

7.9

7.10

7.11

e Terkait dengan pelayanan transportasi, antara lain, upgrade transportasi
perkotaan dan ketersediaan sarana transportasi yang memadai.

Secara umum, Kemenag telah berhasil mengupayakan peningkatan kualitas
penyelenggaraanibadah haji. Meski demikian, masih dijumpai permasalahan
yang di antaranya merupakan masalah berulang yang perlu mendapat
perhatian. Namun, dengan mempertimbangkan bahwa permasalahan
tersebut tidak memengaruhi secara signifikan atas kinerja penyelenggaraan
ibadah haji Tahun 1434H/2013M, kondisi tersebut menunjukkan bahwa
penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M cukup efektif.

Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun
1433H/2012M  dan  1434H/2013M  menunjukkan  permasalahan
ketidakefektifan sebanyak 24 kasus.

Rincian hasil pemeriksaan tersebut, adalah sebagai berikut.
Pelayanan Perumahan

Kelemahan-kelemahanyang memengaruhiefektivitas pelayanan perumahan,
di antaranya sebagai berikut.

e Jemaah haji belum seluruhnya memperoleh fasilitas pelayanan
perumahan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Pada
penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M, hasil pemeriksaan
terhadap 67 rumah (termasuk rumah cadangan) dari 346 rumah yang
disewa menunjukkan 16 jenis fasilitas yang seharusnya disediakan oleh
pemilik ternyata tidak seluruhnya tersedia. Dari 67 rumah yang diuji
petik, terdapat 3 rumah yang lokasinya berada di lingkungan yang tidak
layak. Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M, hasil
pemeriksaan terhadap 36 rumah (termasuk rumah cadangan) dari 196
rumah yang disewa menunjukkan bahwa terdapat 11 jenis fasilitas yang
seharusnya disediakan oleh pemilik ternyata tidak seluruhnya tersedia.

Akibatnya, jemaah tidak memperoleh fasilitas yang menjadi haknya dan
berkurangnya kenyamanan jemaah karena tidak memperoleh fasilitas
sesuai dengan ketentuan.

Hal tersebut terjadi, antara lain, karena ketua kloter dan tim perumahan
sektor lalai dalam melaksanakan pekerjaan, lemahnya pengawasan
yang dilakukan oleh kepala sektor, serta pemilik rumah tidak mematuhi
kontrak yang telah disepakati.

e Terjadi pemborosan dan kurang maksimalnya pemenuhan kuota
haji. Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M dan
1434H/2013M, Kemenag sebagai penyelenggara ibadah haji tidak dapat
memaksimalkan kuota jemaah haji yang diberikan oleh Pemerintah
Arab Saudi. Jumlah jemaah yang berangkat kurang dari kuota jemaah
haji, sedangkan realisasi pembayaran untuk perumahan adalah sebesar
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kuota haji. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan situasi di tanah
air, yaitu di satu sisi terbatasnya kuota yang diberikan Pemerintah
Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia menyebabkan terjadinya
antrian untuk melaksanakan ibadah haji lebih dari 11 tahun (rata-rata
nasional per Desember 2012). Namun, di sisi lain Kemenag tidak dapat
memaksimalkan kuota yang diberikan.

Hal ini mengakibatkan pemborosan atas biaya pembayaran perumahan
di Makkah senilai SAR8,39 juta dan jumlah jemaah haji reguler yang
masuk daftar tunggu akan semakin banyak.

Penyebabnya, karena Kemenag dhi. Direktorat Pelayanan Haji kurang
optimal dalam memenuhi kuota haji reguler.

7.12 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan
kepada Menteri Agama agar mengintruksikan Direktur Jenderal (Dirjen)
Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), antara lain untuk:

memperketat pengawasan dan pengendalianterkait dengan penempatan
jemaah haji di Arab Saudi dan di masa yang akan datang supaya lebih
berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi serta membuat
kontrak yang mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban para pihak
terkait dengan pelayanan perumahan supaya lebih dapat menjamin
tercapainya pelayanan perumahan yang memadai bagi jemaah; dan

memperbaiki sistem pemenuhan kuota jemaah haji regular supaya lebih
optimal untuk menghindari terjadinya pemborosan keuangan BPIH
serta memperbaiki sistem penyewaan dan penempatan jemaah dalam
perumahan untuk menghindari terjadinya pemborosan keuangan BPIH
dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan jemaah.

Pelayanan Katering

7.13 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan katering, di
antaranya sebagai berikut.
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Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M dan
1434H/2013M, penyediaan katering untuk jemaah haji selama di Mina
tidak memerhatikan jemaah yang mengambil nafar awal. Nafar awal
adalah melontar jumrah selama 3 hari dan bermalam di Mina selama 2
malam. Jemaah haji Indonesia dapat memilih melaksanakan nafar awal
atau nafar tsani. Nafar tsani adalah melontar jumrah selama 4 hari dan
bermalam di Mina selama 3 malam. Sesuai dengan kontrak penyediaan
katering, perusahaan penyedia katering wajib menyediakan makanan di
Mina sebanyak 11 kali atau dianggap seluruh jemaah melakukan nafar
tsani. Meskipun sebenarnya ketika jemaah mengambil nafar awal, maka
penyediaan katering untuk jemaah lebih sedikit dibanding nafar tsani.

Permasalahan terkait penyediaan katering ini sudah terjadi pada tahun-
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7.14

7.15

tahun sebelumnya, namun pihak Kemenag belum melakukan upaya
perbaikan untuk mencegah terjadinya pemborosan.

Hal ini mengakibatkan adanya pemborosan keuangan BPIH dalam
penyediaan katering bagi jemaah di Mina.

Hal tersebut antara lain terjadi karena Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
(PPIH) Arab Saudi dalam menyusun kontrak pengadaan katering di Mina
lalai tidak mempertimbangkan bahwa ada jemaah yang melaksanakan
nafar awal dan nafar tsani.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU untuk menyusun klausal
kontrak pelayanan katering yang lebih fleksibel agar dapat mengakomodir
jemaah yang melaksanakan nafar awal untuk menghindari terjadinya
pemborosan keuangan BPIH.

Pelayanan Transportasi

Kelemahan-kelemahan vyang memengaruhi efektivitas pelayanan
transportasi, di antaranya sebagai berikut.

e Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M keberangkatan
jemaah ke Tanah Suci belum seluruhnya sesuai jadwal yang ditetapkan
dan klausul sanksi pada kontrak angkutan udara jemaah haji belum
memadai.

Akibatnya, sebagian jemaah hajiIndonesia belum memperoleh pelayanan
angkutan penerbangan yang memadai.

Hal tersebut terjadi, antara lain, karena maskapai penerbangan PT
Garuda Indonesia dan Saudi Arabia belum mematuhi ketentuan yang
diatur di dalam kontrak.

e Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M pemberitahuan
jadwal pemulangan jemaah haji pada penyelenggaraan haji dari Makkah
ke Jeddah kurang dikoordinasikan antara maktab, kloter, dan sektor
terkait. Jadwal keberangkatan jemaah haji dari Makkah ke Jeddah
pada tanggal 20 dan 21 Oktober 2013 dimajukan kurang lebih dua jam
dengan alasan menghindari penumpukan jemaah di Jeddah. Sedangkan,
keberangkatan jemaah haji dari Makkah ke Madinah dimajukan tiga jam,
namun perubahan jadwal ini tidak diikuti dengan perubahan jadwal
untuk hotel di Madinah.

Hal ini mengakibatkan terjadi penumpukan jemaah haji di bandara King
Abdul Azis International Airport di Jeddah serta di penginapan Madinah.

Penyebabnya karena tidak ada koordinasi antara muassasah, maktab,
ketua kloter, dan petugas lapangan sektor terkait jam pemberangkatan
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jemaah haji dari Makkah ke Jeddah atau ke Madinah.

7.16 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU, antara lain untuk:

berkoordinasi dengan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines selaku salah
satu penyedia jasa transportasi udara bagi jemaah haji agar pihak-pihak
tersebut memberikan pelayanan yang terbaik bagi para jemaah haji dan
dapat melaksanakan kontrak transportasi udara secara konsisten sesuai
dengan ketentuan yang telah diperjanjikan; dan

menetapkan suatu mekanisme koordinasi antara muassasah, maktab,
ketua kloter, dan petugas lapangan sektor terkait jam pemberangkatan
jemaah haji dari Makkah ke Jeddah dan Madinah.

Pelayanan Kesehatan

7.17 Kelemahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan pada
penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M, di antaranya sebagai
berikut.
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Pelayanan kesehatan haji Indonesia di Arab Saudi belum optimal, antara
lain: perumahan jemaah haji tidak menyediakan tempat khusus untuk
melayani jemaah yang sakit, terbatasnya tempat pelayanan kesehatan di
Armina, dan ketersediaan tenaga farmasi di setiap sektor.

Akibatnya, pemeriksaan pasien/jemaah sakit tidak dapat dilayani secara
maksimum dan pelayanan kesehatan jemaah yang sakit di Madinah dan
Armina tidak optimal.

Hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara Pemerintah
Indonesia dhi. Konjen Rl di Madinah dengan Dinas Kesehatan Madinah,
belum optimalnya koordinasi pelayanan kesehatan antara Misi Haji
Kemenag dan Tim BPHI, serta terbatasnya luas/jumlah tenda yang
disiapkan oleh Misi Haji Indonesia.

Gambar 7.2 Posko Layanan Kesehatan Jemaah Haji
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7.19

Terhadap kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri
Agama, antara lain, agar melakukan koordinasi dengan Menteri Kesehatan
untuk mengkaji kembali sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
khususnya di daerah kerja Madinah dan di masing-masing kloter untuk
maktab Makkah.

Pembinaan Kepada PIHK Serta Pelayanan oleh PIHK Kepada Jemaah
Haji

Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pembinaan kepada
PIHK serta pelayanan oleh PIHK kepada jemaah haji pada penyelenggaraan
ibadah haji Tahun 1434H/2013M, di antaranya sebagai berikut.

Pelaksanaan kebijakan penggantian porsi petugas dengan jemaah
haji belum memadai, antara lain terdapat petugas yang menunda
keberangkatan namun digantikan oleh jemaah, bukan oleh petugas, dan
terdapat selisih kurang atas komposisi petugas per PIHK dibandingkan
dengan jemaah yang dilayani. Selain itu, belum ada mekanisme verifikasi
dan evaluasi terkait jumlah dan kualifikasi petugas yang diusulkan oleh
PIHK.

Hal ini mengakibatkan komposisi petugas per PIHK dibandingkan dengan
jemaah yang dilayani tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
(SPM), sehingga mengurangi kenyamanan jemaah dan indikasi adanya
jual beli kuota petugas haji oleh PIHK.

Hal tersebut, antara lain, terjadi karena Dirjen PHU serta Direktur
Pelayanan Haji lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Mekanisme lunas tunda ganti dan pemotongan kuota jemaah pada
penyelenggaraan haji khusus tidak sesuai ketentuan. Mekanisme lunas
tunda ganti adalah setiap jemaah haji yang telah melunasi BPIH, tapi
menunda keberangkatannya. Dengan demikian, porsi/jatah jemaah
tersebut dapat digantikan dengan jemaah lainnya yang masih dalam
satu PIHK yang sama. Jemaah haji pada tujuh PIHK memberikan alasan
penundaan yang tidak relevan. Selain itu, terdapat jemaah tunda
tanpa dilengkapi dengan surat pernyataan tunda dan jemaah haji yang
seharusnya berhak untuk menggantikan jemaah yang lunas tunda
ganti sesuai urutan porsi, namun tidak memperoleh haknya sebagai
pengganti. Selain itu, terdapat jemaah yang menyatakan tidak pernah
mendaftar haji, namun bisa masuk sebagai jemaah haji yang tercantum
dalam kuota Tahun 2013.

Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya berhak menggantikan jemaah
tunda tidak memperoleh haknya. Selain itu, ada indikasi terjadinya
jual beli porsi kepada calon jemaah, dan daftar tunggu jemaah haji
khusus semakin lama dari yang seharusnya karena terdapat rekayasa
pendaftaran.
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7.22

Hal ini disebabkan karena penetapan status tunda ganti oleh Direktur
Pelayanan Haji dan Kasubdit Pendaftaran tidak memedomani Kepdirjen
Nomor D/433 Tahun 2013 dan PIHK-PIHK terkait dalam melakukan
penggantian calon jemaah batal/tunda ganti tidak memedomani
ketentuan dan berindikasi merekayasa pendaftaran calon jemaah.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Menteri Agama supaya menginstruksikan Dirjen PHU, antara lain agar:

e memerintahkan Direktur Pelayanan Haji melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan kebijakan penggantian porsi petugas dengan porsi jemaah
dan terhadap jumlah, serta kualifikasi petugas PIHK; dan

e memberikan sanksi kepada Direktur Pelayanan Haji dan Kasubdit
Pendaftaran serta memerintahkan pihak tersebut supaya dalam
menyetujui penetapan jemaah batal/tunda ganti memedomani
ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun
1433H/2012M dan 1434H/2013M juga mengungkapkan adanya 5 kasus
ketidakhematan senilai Rp77.903,12 juta, 2 kasus kelemahan sistem
pengendalian intern, 4 kasus kerugian negara senilai Rp5.550,45 juta (di
antaranya terdapat indikasi kerugian senilai Rp2.562,02 juta), dan 2 kasus
kekurangan penerimaan senilai Rp692,37 juta.

Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam cakram
padat terlampir.
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BAB 8
Badan Usaha Milik Negara

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Pada Semester | Tahun 2014, BPK menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas
dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu:

e Pengelolaan Produksi pada PT Industri Gelas (Iglas) (Persero) Tahun 2012
dan 2013 (Semester |) di Gresik; dan

e Efisiensi Intermediasi, Produksi, dan Operasional pada PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk TA 2013 di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau,
Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

Hasil pemeriksaan kinerja atas BUMN menemukan permasalahan-
permasalahan ketidakekonomisan sebanyak 1 kasus, ketidakefisienan
sebanyak 3 kasus, dan ketidakefektifan sebanyak 21 kasus.

Rincian hasil pemeriksaan tersebut, adalah sebagai berikut.
PT Iglas (Persero)

PT Iglas (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang kemasan gelas
dan produk-produk kemas gelas atau peralatan dari gelas.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai apakah pengelolaan produksi
botol pada PT Iglas (Persero) telah ekonomis, efisien, dan efektif dalam
mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

Hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa pengelolaan produksi botol
pada PT Iglas (Persero) belum ekonomis, efisien, dan efektif. Hal tersebut
terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi
kinerja pengelolaan produksi pada PT Iglas (Persero) yang terdiri atas 1 kasus
ketidakekonomisan, 1 kasus ketidakefisienan, dan 11 kasus ketidakefektifan.

Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja kegiatan tersebut, antara
lain sebagai berikut.

e Pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk mendukung proses produksi
belum memberikan harga yang paling menguntungkan perusahaan.
PT Iglas (Persero) mengalami kesulitan keuangan, sehingga mengalami
ketergantungan terhadap supplier tertentu. Selain itu, bahan baku yang
diperlukan untuk proses produksi belum sesuai standar baik jenis, jumlah
maupun waktu pemenuhan. Kondisi tersebut mengakibatkan harga
pokok produksi menjadi tinggi dan memengaruhi batch composition.

Hal tersebut terjadi, antara lain, karena standar harga bahan baku yang
dibuat/dimiliki PT Iglas (Persero) belum sepenuhnya mengacu pada
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harga pasar/wajar, serta pengadaan bahan baku belum sepenuhnya
sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung
tidak dilakukan. Kondisi fasilitas produksi yang tidak optimal semakin
buruk dengan pemeliharaan dan perbaikan yang tidak dilakukan. Target
kualitas dan kuantitas produksi tidak tercapai sesuai dengan rencana
yang ditetapkan. Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kerusakan
mesin/fasilitas produksi semakin besar dan potensi produk cacat/reject
semakin besar.

Hal tersebut terjadi karena biaya pemeliharaan/perbaikan fasilitas
produksi tidak tersedia secara memadai.

Pelaksanaan produksi belum efisien. Jumlah produk yang dihasilkan
masih di bawah target yang ditetapkan dan tingkat reject juga tinggi.
Produksi yang tidak efisien tersebut karena kinerja mesin produksi tidak
optimal. Kondisi tersebut, antara lain, mengakibatkan biaya produksi
tinggi, sehingga penjualan mengalami kerugian.

Hal tersebut terjadi karena kinerja fasilitas produksi tidak optimal dan
belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan pelanggan.

8.8 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Direksi PT Iglas (Persero), antara lain agar:

mencari alternatif supplier sehingga tidak tergantung pada supplier
tertentu;

berkoordinasi secara aktif dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)
untuk mempercepat pencairan dana restrukturisasi atau mencari
alternatif pendanaan untuk memperbaiki fasilitas produksi; memperbaiki
fasilitas produksi dengan biaya minimal antara lain dengan mencari suku
cadang lokal memanfaatkan suku cadang yang ada; dan

menerima order sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi,
sehingga meminimalkan adanya produk reject dan kerugian perusahaan,
serta membuat perjanjian dengan customer yang memuat hak dan
kewajiban para pihak secara seimbang.

8.9 Hasil pemeriksaan juga mengungkap adanya 4 kasus kelemahan sistem
pengendalian intern.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

8.10 Agar mampu bersaing dalam industri perbankan, pasca pengesahan
kepemilikan bank oleh pihak asing, Bank BUMN harus beroperasi lebih
efisien. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Bank
BRI, memiliki kantor cabang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Bank

Buku Il IHPS



Badan Pemeriksa Keuangan IHPS | Tahun 2014

8.11

8.12

8.13

8.14

BRI memiliki 9.808 jaringan kerja yang membutuhkan biaya operasional
senilai Rp41,68 triliun per Desember 2013. Oleh karena itu, efisiensi
berperan penting dalam mendukung pencapaian target bisnis agar dapat
bersaing dalam industri perbankan.

Pemeriksaan kinerja pada Bank BRI bertujuan menilai efisiensi fungsi
intermediasi, produksi, dan operasional.

Fungsi intermediasi, meliputi: proses penghimpunan dana pihak ketiga
(DPK), pengelolaan sumber daya manusia (SDM), biaya tenaga kerja, proses
penyaluran kredit, pengelolaan struktur permodalan, dan penggunaan
jaringan kerja. Fungsi produksi, meliputi: pengelolaan SDM dan biaya
tenaga kerja, aktivitas marketing communication, kualitas layanan, proses
penghimpunan DPK, penetapan tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman,
serta pengelolaan struktur permodalan dan proses penyaluran kredit.
Fungsi operasional, meliputi: pengelolaan SDM dan biaya tenaga kerja,
penetapan tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman, aktivitas marketing
communication, dan pengelolaan fee based income (FBI).

Hasil pemeriksaan kinerja atas efisiensi intermediasi, produksi, dan
operasional pada Bank BRI di Provinsi DKl Jakarta, Kepulauan Riau,
Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara, menyimpulkan bahwa berdasarkan
hasil perhitungan dengan DEAP (Data Envelopment Analysis (Computer)
Program), Bank BRI telah efisien pada fungsi intermediasi, produksi, dan
operasional. Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan Bank BRI,
BPK masih menemukan 2 kasus ketidakefisienan.

Bank BRItelah berusaha maksimal untuk meningkatkan efisiensiintermediasi,
produksi, dan operasional. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan, antara lain sebagai berikut.

e Personil dan strategi/program penjualan DPK pada Bank BRI belum
mendukung pencapaian target DPK Tahun 2013. Bank BRI (dhi. Divisi
Jaringan Bisnis Ritel/JBR) tidak merinci target dan program penjualan
per jenis produk dan tidak menurunkan (cascade) target penjualan DPK
ke Mantri Kontrak. Selain itu, Bank BRI tidak menyusun rencana program
dan strategi pemasaran DPK yang disusun oleh Funding Officer (FO) dan
Mantri selama Tahun 2013. Akibatnya, target DPK, khususnya untuk
dana murah Tahun 2013, tidak tercapai.

Hal tersebut terjadi karena kurang optimalnya monitoring secara
berjenjang dari atasan langsung FO dan Mantri, serta daftar uraian
jabatan (DUJ) Mantri Kontrak belum memuat tugas dan tanggung jawab
untuk mencapai target simpanan.

e Fasilitaskredit Briguna kepada 1.937 pegawai pemerintah daerah (Pemda)
di wilayah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp119,70 miliar berpotensi
menjadi kredit bermasalah. Perubahan mekanisme pembayaran
gaji pegawai Pemda Sulawesi Utara, dari mekanisme pembayaran

Buku 11l IHPS



IHPS | Tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan

8.15

8.16

8.17

tunai menjadi transfer ke rekening pada Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Utara (BPD Sulut), membuat Bendahara Pengeluaran Pemda
Sulawesi Utara tidak dapat melakukan pemotongan gaji. Hal tersebut
mengakibatkan Bank BRI memiliki risiko menurunnya kualitas kredit.

Haltersebut terjadi karena Bank BRI terlambat membuat langkah-langkah
antisipasi atas perubahan sistem pembayaran gaji pegawai Pemda Sulut.

e Pengelolaan kredit hapus buku belum sesuai dengan Peraturan Intern
Bank BRI. Data kompilasi agunan debitur hapus buku seluruh Indonesia
tidak tersedia dan terdapat 1.023 rekening debitur hapus buku Tahun
2013 bersaldo negatif senilai Rp13,20 miliar. Hal tersebut mengakibatkan
Bank BRI tidak dapat mengetahui potensi recovery dan sisa agunan
debitur hapus buku serta terdapat kelebihan pengakuan pendapatan
recovery maksimal senilai Rp13,20 miliar.

Hal tersebut terjadi karena jajaran pejabat kredit (yang menangani
recovery) yang ditunjuk untuk mengelola kredit/debitur hapus buku
pada Kantor Cabang (Kanca) Batam, Medan Iskandarmuda, Medan
Gatot Subroto, dan Kanca Manado belum sepenuhnya memerhatikan
ketentuan perkreditan terkait pengelolaan kredit hapus buku.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Direktur Bank BRI, antara lain agar:

e memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pimpinan Cabang, Manajer
Pemasaran, FO, dan Mantri yang belum melaksanakan tugas dan
kewajibannya; memasukkan kewajiban membuat strategi pemasaran ke
dalam DUJ Mantri;

e menginstruksikan Pimpinan Kantor Wilayah Sulawesi Utara untuk
membuat langkah-langkah antisipasi atas perubahan sistem pembayaran
gaji pegawai Pemda Sulut, antara lain: menghentikan pemberian fasilitas
Kredit Briguna kepada pegawai Pemda Sulut; memberikan sanksi kepada
pengelola kredit yang terlambat; membuat langkah-langkah antisipasi
atas perubahan sistem pembayaran gaji pegawai Pemda Sulut; dan

e memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada jajaran pejabat kredit (yang
menangani recovery) yang ditunjuk untuk mengelola kredit/debitur
hapus buku pada Kanca Batam, Medan Iskandarmuda, Medan Gatot
Subroto, dan Kanca Manado yang belum sepenuhnya memerhatikan
ketentuan perkreditan terkait pengelolaan kredit hapus buku.

Hasil pemeriksaan tersebut juga mengungkap adanya 10 kasus
ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam cakram
padat terlampir.
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BAB 9

Kinerja Lainnya

9.1 Selain tema pemeriksaan kinerja seperti yang diuraikan pada bab-bab
sebelumnya, pada Semester | Tahun 2014, BPK menyelesaikan empat objek
pemeriksaan kinerja lainnya. Objek pemeriksaan tersebut terdiri atas 2
objek pemeriksaan pemerintah pusat dan 2 objek pemeriksaan pemerintah
daerah.

9.2 Dua objek pemeriksaan pemerintah pusat, yaitu:

e Pengelolaan Penerusan Pinjaman Tahun 2011 - Juni 2013 pada
Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta; dan

e Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan
Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun 2011, 2012, dan
2013 pada Kementerian BUMN.

9.3 Dua objek pemeriksaan pemerintah daerah, yaitu:

e Pelayanan dan Pengawasan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) TA 2012
dan 2013 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah
Kota Bandung dan Instansi Terkait Lainnya di Bandung; dan

e Pengelolaan Kegiatan Produksi dan Distribusi pada Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung Tahun 2012 dan Semester
| Tahun 2013 di Bandung.

9.4 Hasil pemeriksaankinerjalainnyamenunjukkan permasalahan-permasalahan
ketidakefektifan sebanyak 48 kasus.

9.5 Rincian hasil pemeriksaan tersebut, adalah sebagai berikut.

Pengelolaan Penerusan Pinjaman Tahun 2011 - Juni 2013
pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya

9.6 Tujuan pemeriksaan adalah menilai apakah kerangka hukum dan desain
kerja pengelolaan penerusan pinjaman telah menjamin tercapainya tujuan
penerusan pinjaman. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kerangka
hukum dan desain kerja pengelolaan penerusan pinjaman Tahun 2011 —Juni
2013 tidak efektif untuk menjamin tercapainya tujuan penerusan pinjaman.
Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang
memengaruhi efektivitas pengelolaan penerusan pinjaman, yang terdiri atas
8 kasus ketidakefektifan.
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9.7 Ketidakefektifan kerangka hukum dan desain kerja pengelolaan penerusan
pinjaman, antara lain terlihat dari permasalahan-permasalahan sebagai
berikut.

Kerangka hukum pengelolaan penerusan pinjaman terkait perencanaan,
pemantauan dan evaluasi, penyelesaian piutang penerusan pinjaman,
serta penatausahaan belum lengkap dan terpadu. Permasalahan
tersebut di antaranya belum adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
mengenai tata cara pengusulan, penilaian, dan penetapan penerusan
pinjaman dikaitkan dengan tujuan penerusan pinjaman. Permasalahan
lain adalah belum adanya SOP terpadu/SOP link yang mengatur
mekanisme koordinasi pada tahap perencanaan penerusan pinjaman
antara Kementerian Keuangan, yang bertugas menilai kelayakan
pembiayaan, dan Kementerian PPN/Bappenas, yang bertugas menilai
kelayakan kegiatan yang akan dibiayai penerusan pinjaman.

Penganggaran pembiayaan penerusan pinjaman belum sepenuhnya
mempertimbangkan tingkat kebutuhan pembiayaan dan aspek kesiapan
kegiatan yang akan dibiayai dari penerusan pinjaman. Permasalahan
tersebut di antaranya, mekanisme penganggaran pembiayaan penerusan
pinjaman belum memerhatikan prasyarat pengalokasian anggaran suatu
kegiatan. Permasalahan lain adalah, kriteria penilaian kesiapan kegiatan
belum didukung langkah antisipatif terhadap tingkat kesiapan kegiatan
dan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja kegiatan tahun sebelumnya.

Akibatnya, antara lain, kegiatan yang telah dinyatakan siap untuk dibiayai
dengan anggaran penerusan pinjaman, pelaksanaannya tertunda. Hal
tersebut terjadi karena proses pembahasan dan penyusunan alokasi
pembiayaan penerusan pinjaman belum memerhatikan prasyarat
pengalokasian anggaran dan aspek kegiatan yang akan dibiayai dari
penerusan pinjaman.

9.8 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

Menteri Keuangan agar menyusun dan menetapkan PMK tentang
tata cara pengusulan, penilaian, dan penetapan penerusan pinjaman
dikaitkan dengan tujuan penerusan pinjaman dan penerapan manajemen
risiko, serta berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk
menyusun SOP link antarinstansi yang mengatur lingkup masing-masing
pihak; dan

Direktur Sistem Manajemen Investasi agar menetapkan SOP terkait
penganggaran penerusan pinjaman yang di antaranya memerhatikan
prasyarat pengalokasian anggaran dan aspek kesiapan kegiatan yang
akan dibiayai dari penerusan pinjaman, serta menerapkannya secara
konsisten.

9.9 Hasil pemeriksaan pengelolaan penerusan pinjaman juga mengungkap
adanya 10 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.
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9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris, dan
Dewan Pengawas BUMN Tahun 2011, 2012, dan 2013 pada
Kementerian BUMN

Kegiatan pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan
pengawas BUMN merupakan salah satu kewenangan Kementerian BUMN
dhi. Menteri BUMN. Tahap dalam proses pengangkatan dan pemberhentian
direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN meliputitahapan penjaringan,
pengujian, penilaian, evaluasi, pemberhentian, dan pengangkatan.

Tujuan pemeriksaan adalah mengevaluasi efektivitas pengelolaan kegiatan
pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas
BUMN.

Kementerian BUMN telah berupaya meningkatkan proses seleksi direksi
BUMN agar direksi yang terpilih merupakan direksi yang profesional,
berintegritas, berdedikasi, dan kompeten. Upaya tersebut diwujudkan
melalui penerbitan Peraturan Menteri BUMN yang mengatur prasyarat serta
tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMN, mengikutsertakan
lembaga profesional dalam proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon
direksi BUMN, dan menyiapkan sistem-sistem pendukung dalam rangka
monitoring pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan
pengawas BUMN guna memenuhi kaidah tata kelola yang baik.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa tata cara pengangkatan dan
pemberhentian komisaris dan dewan pengawas BUMN tidak didukung
denganaturanyang memadai, komprehensif, dantransparan sertamemenubhi
kriteria tata kelola yang baik. Demikian pula, walaupun telah terdapat aturan
tata kelola dalam pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMN, tetapi
hal tersebut juga tidak didukung dengan pelaksanaan tata cara pengangkatan
direksi BUMN yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hasil
pemeriksaan menunjukkan adanya 8 kasus ketidakefektifan.

Masalah pokok yang mendorong belum optimalnya pengelolaan kegiatan
pengangkatan dan pemberhentian direksi, dewan komisaris, dan dewan
pengawas BUMN, antara lain sebagai berikut.

e Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi
BUMN telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN. Namun, Kementerian
BUMN tidak menetapkan peraturan mengenai persyaratan dan tata
cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas
BUMN. Tidak adanya panduan yang jelas mengenai tugas, fungsi dan
tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pada
kegiatan pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan dewan
pengawas BUMN.

e Perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian atas kegiatan
pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN
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belum memadai serta tidak didukung dengan kriteria dan pedoman
penilaian.

Jumlah komisaris/dewan pengawas independen pada BUMN belum
sesuai Peraturan Menteri BUMN yang menyatakan paling sedikit 20%
dari jumlah dewan komisaris/dewan pengawas. Kelemahan lain, masih
terdapat direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN yang merangkap
sebagai direksi dan/atau komisaris/dewan pengawas pada BUMN lain
atau merangkap sebagai Pejabat Instansi Pemerintah yang merupakan
regulator dari bidang bisnis BUMN yang bersangkutan.

Pelaksanaan tahapan kegiatan pengangkatan direksi/komisaris/dewan
pengawas BUMN tidak tepat waktu dan masa jabatannya tidak sesuai
dengan ketentuan. Terdapat anggota direksi, komisaris dan dewan
pengawas BUMN yang sudah habis masa jabatannya namun belum
dilakukan penggantian.

Dokumentasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengangkatan dan
pemberhentian direksi dan komisaris atau dewan pengawas BUMN
belum memadai.

9.15 Beberapa kelemahan tersebut mengakibatkan tata kelola perusahaan yang
baik dalam pengelolaan pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris,
dan dewan pengawas BUMN belum sepenuhnya terlaksana.

9.16 Terhadap rekomendasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada
Menteri BUMN, antara lain, agar:

mengatur lebih lanjut persyaratan dan tata cara pengangkatan dan
pemberhentian komisaris dan dewan pengawas BUMN;

mengevaluasi kembali pejabat yang berasal dari instansi pemerintah yang
menjabat sebagai direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN
yang bergerak dibidang yang sama dengan instansi asalnya dengan
mempertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
tata kelola yang baik di lingkungan pemerintahan maupun BUMN yang
bersangkutan;

memperhatikan dan menertibkan komposisi komisaris independen
dalam suatu BUMN dan larangan rangkap jabatan direksi/komisaris/
dewan pengawas BUMN.

9.17 Hasil pemeriksaan kinerja tersebut juga mengungkap adanya 2 kasus
kelemahan sistem pengendalian intern.
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9.18

9.19

9.20

9.21

Pelayanan dan Pengawasan IMB TA 2012 dan 2013 pada
BPPT Pemerintah Kota Bandung dan Instansi Terkait
Lainnya

IMB merupakan salah satu jenis perizinan yang memiliki nilai strategis bagi
pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
sekaligus mengendalikan tata ruang wilayah dalam kegiatan pembangunan
gedung dan bangunan. IMB diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi
atau badan usaha untuk mengatur, mengawasi, serta mengendalikan setiap
kegiatan membangun, memperbaiki, merombak/merobohkan bangunan
agar desain pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tata ruang yang
berlaku. Tujuan diperlukannya IMB adalah menjaga ketertiban, keselarasan,
kenyamanan, dan keamanan bangunan terhadap penghuninya maupun
lingkungan sekitarnya.

Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pelayanan dan pengawasan
IMB pada Pemerintah Kota Bandung.

Selain keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Bandung
dalam memberikan pelayanan dan pengawasan IMB, hasil pemeriksaan
menyimpulkan bahwa kinerja pelayanan dan pengawasan IMB pada
Pemerintah Kota Bandung TA 2012 dan TA 2013 belum efektif. Hal tersebut
terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi
efektivitas pelayanan dan pengawasan IMB, yang terdiri atas 17 kasus
ketidakefektifan.

Kelemahan-kelemahan yang dimaksud, di antaranya diuraikan sebagai
berikut.

e Pelayanan perizinan terpadu satu pintu pengurusan perizinan IMB
di Kota Bandung belum optimal. Pelaksanaan pembuatan IMB pada
kenyataannya belum dilakukan satu pintu karena dilakukan oleh dua
SKPD. Pelayanan IMB yang belum sepenuhnya satu pintu mempunyai
kelemahan, di antaranya jika terjadi keterlambatan, bagian atau unit
yang terlambat tidak diketahui secara pasti, begitu juga dengan tanggung
jawabnya.

Hal tersebut mengakibatkan tujuan penyelenggaraan pelayanan
terpadu satu pintu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
belum dapat dicapai secara optimal. Hal tersebut terjadi karena BPPT
belum menyelenggarakan pelayanan penuh satu pintu sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Perizinan dan belum menjalankan pelayanan
berdasarkan Struktur Organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

e Fungsi pengawasan IMB belum optimal, sehingga masih ditemukan
bangunan yang tidak memiliki IMB dan/atau tidak sesuai IMB. Akibatnya,
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9.22

9.23

9.24

9.25

9.26

pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang, dan ketersediaan ruang
terbuka kurang terkendali, sehingga berpotensi terjadinya penggunaan
lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan berpotensi
menghilangkan pendapatan retribusi daerah dari pembangunan yang
dilaksanakan tanpa IMB atau tidak sesuai dengan luasan dan fungsinya.

Hal tersebut terjadi karena pengawasan atas kegiatan pembangunan
gedung dan bangunan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip)
kurang maksimal dan pengawas lapangan Distarcip tidak memiliki berkas
IMB yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengawasan.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Walikota Bandung agar:

e memerintahkan Kepala BPPT untuk menjalankan fungsi pelayanan
perizinan satu pintu sesuai struktur organisasi dan ketentuan yang
berlaku; dan

e memerintahkan Kepala Distarcip supaya berkoordinasi dengan Satpol PP
untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan dalam Perda terhadap
pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB atau pembangunannya tidak
sesuai dengan IMB; dan, berkoordinasi dengan BPPT untuk memperoleh
data IMB yang diterbitkan oleh BPPT sebagai informasi awal untuk
pengawasan pembangunan gedung dan bangunan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan dan pengawasan IMB juga
mengungkap adanya 8 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

Pengelolaan Kegiatan Produksi dan Distribusi pada PDAM
Tirtawening Kota Bandung Tahun 2012 dan Semester |
Tahun 2013

Tujuan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan produksi dan
distribusi pada PDAM Tirtawening Kota Bandung adalah menilai efektivitas
pengelolaan kegiatan produksi pada PDAM Tirtawening Kota Bandung dan
menilai efektivitas pengelolaan kegiatan distribusi pada PDAM Tirtawening
Kota Bandung.

Selain keberhasilan yang telah dicapai oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung,
hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa manajemen PDAM Tirtawening
Kota Bandung belum efektif dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan
produksi dan distribusi. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya
kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan kegiatan
produksi dan distribusi pada PDAM Tirtawening, yang terdiri atas 15 kasus
ketidakefektifan.

Ketidakefektifan tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-
kelemahan, di antaranya diuraikan sebagai berikut.
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PDAM Tirtawening Kota Bandung belum memiliki SOP Produksi dan
Distribusi. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan produksi dan distribusi
belum seragam dan berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian
tujuan perusahaan. Belum adanya SOP juga berpotensi menimbulkan
risiko tidak terjaminnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi air,
serta tidak meratanya distribusi air kepada pelanggan.

Hal tersebut terjadi karena Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian
Distribusi, Kepala Bagian Meter dan Penertiban Jaringan, serta Kepala
Bagian Pencatat Meter kurang memerhatikan pentingnya SOP dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.

Cakupan distribusi pelayanan air bersih kepada pelanggan belum merata
ke seluruh masyarakat Kota Bandung dan durasi pengaliran air bersih
belum 24 jam per hari. Akibatnya, tingkat kepuasan pelanggan berkurang.

Hal tersebut terjadi karena PDAM Tirtawening Kota Bandung belum
memiliki pola pendistribusian air yang baik, sehingga distribusi hasil
produksi air belum mencapai ke seluruh wilayah Kota Bandung dan
tingginya tingkat kehilangan air.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Direktur Utama PDAM Tirtawening Kota Bandung agar:

menginstruksikan kepada Kepala Bagian/Kepala Unit/Satuan Kerja untuk
melakukan evaluasi atas konsep SOP yang telah dibuat dan mengajukan
kembali kepada Direksi; menetapkan SOP yang telah diajukan oleh
Kepala Bagian/Kepala Unit/Satuan Kerja untuk disahkan; dan

menginstruksikan kepada Kepala Bagian Distribusi untuk memperbaiki
pola pendistribusian air sehingga pembagian air lebih merata, serta
menginstruksikan kepada Direktur Air Minum untuk meningkatkan
pengawasan dan memberikan dukungan atas kinerja masing-masing
bagian dalam upaya menurunkan tingkat kehilangan air.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan produksi dan distribusi
PDAM Tirtawening juga mengungkap adanya 5 kasus kelemahan sistem
pengendalian intern.

Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam cakram
padat terlampir.
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DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

ADR
AFIS
Almat
Alpal
Alut
Armina

B
Bareskrim
BBM
BMP
BPD
BPHI
BPIH
BPK
BPPT
BRI
BUMN

D

DC

DEAP

Dinas PU
Direktur SMI
Dirjen PHU
Distarcip
Ditjen Dukcapil
DKI

DPK

DRC

DUlJ

FBI
FO

HPS
HSP

Alternative Dispute Resolution

Automatic Fingerprint Identification System
Alat material

Alat peralatan

Alat utama

Arafah dan Mina

Badan Reserse Kriminal

Bahan Bakar Minyak

Bahan bakar Minyak dan Pelumas
Bank Pembangunan Daerah

Balai Pengobatan Haji Indonesia
Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji
Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Bank Rakyat Indonesia

Badan Usaha Milik Negara

Data Centre

Data Envelopment Analysis (Computer) Program
Dinas Pekerjaan Umum

Direktur Sistem Manajemen Investasi

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah Khusus lbukota

Dana Pihak Ketiga

Disaster Recovery Centre

Daftar Uraian Jabatan

Fee Based Income
Funding Officer

Harga Perkiraan Sendiri
Harga Satuan Pekerjaan
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Iglas
IHPS
IMB

J

JBR
Jamkesda
Jamkesmas

K

Kanca
Kemenag
Kemendagri
Kemenkeu

Kementerian PPN/Bappenas

Kemhan
KPA

KRI

KTP
KUHAP

LHP
LP

Menhan
MPK

NIK

P
PAD

PAHS

PDAM

Peltek
Pemda
Pemkab
Pemkot
Pemprov
Perda
Permendagri
Perkapolri
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Peraturan Presiden

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri Keuangan
Kepolisian Daerah

Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perusahaan Pengelola Aset

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Pusat

Surat Alokasi

Satuan Pemakai

Satuan kerja

Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber Daya Manusia

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Standard Operating Procedure

Surat Perintah

Surat Perintah Penyaluran BMP

Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP
Satuan Pemeriksaan Intern

Sistem Pengendalian Intern

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
Standar Pelayanan Minimal

Tahun Anggaran

Tindak pidana umum

Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Uji Kelayakan dan Kepatutan
Unit Organisasi
Undang-Undang

Warga Negara Indonesia

Buku 11l IHPS



IHPS | Tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan

m Buku Il IHPS



Badan Pemeriksa Keuangan
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Buffer stock
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Database

Fee Based Income
Funding Officer
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Persediaan minimal yang harus ada (khususnya di gudang
farmasi sebagai pusat mutasi obat) untuk menghindari
terjadinya kekosongan obat

Pedoman bagi pekerja dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab sesuai jabatannya serta pedoman dalam
menyusun target kinerja sesuai ketentuan yang berlaku

Dana masyarakat yang disimpan di bank dalam tabungan,
giro, dan deposito berjangka

Susunan data operasional dari organisasi atau perusahaan,
yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan
menggunakan metode tertentu dalam komputer sehingga
mampu memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan
oleh pengguna

Pendapatan operasional non bunga yang terdiri dari komisi,
provisi, fee, dan administrasi

Manajer Pemasaran, yaitu Tenaga pemasar produk-produk
dana dan jasa

Penghapusbukuan kredit, yaitu tindakan administratif bank
untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar
kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada
debitur

Sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia,
peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan
output

Aktivitas yang dilakukan untuk memberikan kenyamanan,
kemudahan kepada nasabah yang bertujuan agar nasabah
menjadi loyal/setia

Ritual melempar batu pada tiang (ula, wustha, agobah) yang
melambangkan perlawanan manusia terhadap syaitan
Kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum
berdasarkan penilaian sendiri

Tenaga pemasar produk bisnis mikro (pinjaman, simpanan,
dan jasa bank lainnya) yang berada di bawah Bank BRI Unit
Wilayah perumahan haji

Kegiatan komunikasi pemasaran seluruh produk, jasa, layanan,
dan jaringan BRI secara efektif dan efisien yang bertujuan
untuk membangun brand awareness, brand images, dan
brand loyalty serta mendukung program akuisisi, retensi, dan
loyalty produk, jasa, layanan BRI

Buku Il IHPS



IHPS | Tahun 2014

Mekanisme lunas tunda ganti

Muassasah

Nafar awal

Nafar tsani

Outcome
Output

Proses
Recovery
Reject

SOP

SOP link
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Setiap jemaah haji yang telah melunasi BPIH, tapi menunda
keberangkatannya, maka porsi jemaah tersebut dapat
digantikan dengan jemaah lainnya yang masih dalam satu
PIHK yang sama

Kelompok/perorangan yang merupakan pemiliki perusahaan-
perusahaan

Melontar jumrah selama 3 hari (10, 11, 12 Dzulhijjah) dan
bermalam di Mina selama 2 malam (11 dan 12 Dzulhijjah)
Melontar jumrah selama 4 hari (10, 11, 12, 13 Dzulhijjah) dan
bermalam di Mina selama 3 malam (11, 12, dan 13 Dzulhijjah)
Tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output
Barang-barang vyang diproduksi, jasa yang diserahkan/
diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input
Kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input
untuk menghasilkan output

Pengembalian piutang atas debituryangtelah dihapusbukukan
Produk cacat

Serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai
proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah

SOP terpadu
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Halaman 1 - Lampiran 2

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester | Tahun 2014

) Daftar LHP
No Entitas " "
Jml Objek Pemeriksaan
PEMERIKSAAN KINERJA
| Kependudukan
1 |1 |Kementerian Dalam Negeri 1 | Efektivitas Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP
Elektronik) Tahun 2013 pada Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri di Jakarta
Jumlah 1
Il Kesehatan
1 |2 [Kementerian Kesehatan 1 Pengelolaan Pelayanan Obat TA 2012 s.d Semester |
TA 2013 pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi di
Semarang
2 |3 |ProvinsiJawa Barat 1 Kinerja Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
Tahun Anggaran 2012 s.d. Semester | Tahun Anggaran
2013 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber
Jumlah 2
I [ Infrastruktur
1 |4 |Provinsilawa Barat 1 [Kinerja Infrastruktur TA 2011 s.d. Semester | TA 2013 pada
Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
2 |5 |Provinsi Banten 1 | Penyediaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2012
dan Semester | TA 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Serang di Serang
Jumlah 2
IV [ Pertahanan Keamanan
1 |6 [Kementerian Pertahanan dan 1 Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas TA 2011,
TNI 2012, dan 2013 (s.d. Semester |) pada Kementerian
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
2 |7 |TNI 1 Kegiatan Pemeliharaan Kapal TA 2010 s.d. TA 2013 pada
Jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
3 [8 |Kepolisian Negara Republik 1 [Kinerja Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun
Indonesia 2008 s.d. Semester | 2013 pada Bareskrim Polri, Polda
Sumut, dan Polda Kaltim
Jumlah 3
V | Penyelenggaraan Ibadah Haji
1 |9 [Kementerian Agama 1 [Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 1433H/2012M di
Indonesia dan Arab Saudi
10 1 Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 1434H/2013M di
Indonesia dan Arab Saudi
Jumlah 2
VI | Badan Usaha Milik Negara
1 |11 (PTlIglas (Persero) 1 Pengelolaan Produksi pada PT Iglas (Persero) Tahun 2012
dan 2013 (Semester I) di Gresik
2 |12 | PT Bank Rakyat Indonesia 1 Efisiensi Intermediasi, Produksi, dan Operasional pada PT
(Persero) Tbk Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk TA 2013 di Provinsi
DKl Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan
Sulawesi Utara
Jumlah 2
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Halaman 2 - Lampiran 2

) Daftar LHP
No Entitas - -
Jml Objek Pemeriksaan
VIl [ Kinerja Lainnya
1 |13 | Kementerian Keuangan 1 [Pengelolaan Penerusan Pinjaman Tahun 2011 - Juni 2013
pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya
di Jakarta
2 |14 [ Kementerian BUMN 1 [Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris
BUMN pada Kementerian BUMN
3 |15 | Provinsi Jawa Barat 1 Pelayanan dan Pengawasan lIzin Mendirikan Bangunan
(IMB) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota
Bandung dan Instansi Terkait Lainnya di Bandung
16 | Provinsi Jawa Barat 1 Pengelolaan Kegiatan Produksi dan Distribusi pada
Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung
Tahun 2012 dan Semester | Tahun 2013 di Bandung
Jumlah 4
Jumlah Pemeriksaan Kinerja 16
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BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pengertian PDTT

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 1 dinyatakan pemeriksaan
terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu (PDTT). Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
menyatakan pengertian PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan
khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam
pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang
berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Tujuan dan Sifat PDTT

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), PDTT bertujuan untuk
memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT bisa bersifat eksaminasi
(pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (agreed upon procedures).

e Eksaminasi ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan
tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah
disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria.

e Reviuialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat
keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari
pekerjaan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pokok masalah tidak sesuai
dengan kriteria dalam semua hal yang material.

e Prosedur yang disepakati (agreed upon procedures) ialah pengujian yang
memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu
yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Cara Penentuan Sifat PDTT

Penentuan sifat PDTT yang akan dilakukan pemeriksa harus mempertimbangkan
prosedur yang akan dijalankan dan tingkat keyakinan yang diinginkan pengguna. Jika
prosedur yang akan dilakukan disepakati dengan pemakai tertentu, pemeriksa harus
melakukan PDTT yang bersifat agreed upon procedures. Jika tidak, pemeriksa dapat
melakukan reviu atau eksaminasi.

Penentuan pemilihan PDTT reviu atau eksaminasi ditentukan oleh tingkat keyakinan
yang diinginkan pemakaitertentu. Jika pengguna menginginkan tingkat keyakinan yang
tinggi, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat eksaminasi. Sebaliknya, jika
pengguna menginginkan tingkat keyakinan menengah, pemeriksa harus melakukan
PDTT yang bersifat reviu.

Sebagian besar pemeriksaan yang dilaksanakan BPK bersifat eksaminasi.
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Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat
temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau
lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan: kerugian negara/daerah
atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah,
potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi
pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan
administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap
permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan
istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau
berdampak finansial.

Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil PDTT disajikan dalam 2 kategori, yaitu
SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern
Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam 3 kategori, yakni sebagai berikut.

e Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan
sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan
keuangan yang dapat memengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan
pengamanan atas aset.

e Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja,
yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran
penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan
program/kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat memengaruhi efisiensi
dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

e Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan
ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur
pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh
terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PDTT juga melakukan penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi
kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, kelemahan
administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, dengan
pengertian sebagai berikut.

e Kerugiannegara/daerah/perusahaan adalah kerugian nyata berupa berkurangnya
kekayaan negara/daerah/perusahaan sesuai pengertian dalam Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, “Kerugian negara/daerah atau kerugian
negara/daerah yang terjadi di perusahaan adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan
kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan adalah kerugian nyata berupa
berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, tetapi masih berupa risiko, terjadi kerugian apabila
suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-benar
terjadi di kemudian hari.

e Kekurangan penerimaan adalah penerimaan yang sudah menjadi hak negara/
daerah, tetapi belum/tidak masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur
ketidakpatuhan.

e Kelemahan administrasi adalah penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku
baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional
perusahaan, tetapipenyimpangantersebuttidak mengakibatkan kerugian negara/
daerah atau potensi kerugian negara/daerah atau kekurangan penerimaan, dan
uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur
indikasi tindak pidana.

e Ketidakhematan/pemborosan adalah penggunaan input dengan harga atau
kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi
kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa
pada waktu dan kondisi yang sama.

e Ketidakefisienan adalah rasio antara input dan output yang lebih tinggi
dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.

e Ketidakefektifan adalah kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang
direncanakan serta fungsi entitas yang tidak optimal, sehingga tujuan organisasi
tidak tercapai.
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BAB 2
Resume PDTT Semester | Tahun 2014

Pada Semester | Tahun 2014, BPK melakukan PDTT atas 95 objek pemeriksaan. PDTT
tersebut meliputi 33 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 10 objek pemeriksaan
pemerintah provinsi, 23 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, 23 objek
pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 1 objek pemeriksaan Badan Hukum
Milik Negara (BHMN), 2 objek pemeriksaan Badan Lainnya, 2 objek pemeriksaan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 1 objek pemeriksaan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD). Cakupan pemeriksaan atas 95 objek pemeriksaan tersebut adalah
senilai Rp1.725,31 triliun (88%) dari realisasi anggaran senilai Rp1.954,96 triliun.
Rincian cakupan PDTT atas 95 objek pemeriksaan disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Cakupan PDTT Semester | Tahun 2014
(nilai dalam juta rupiah)

Entitas Jgr;lrliakh Anggaran Realisasi Pecr:::‘ii::an %
Pusat 33 1.184.879.808,38 1.230.602.031,97 1.210.377.715,71 98%
Provinsi 10 26.467.805,27 21.642.018,22 12.337.820,43 57%
Kabupaten/Kota 23 24.674.988,45 20.287.456,51 11.440.582,10 56%
BUMN 23 455.667.833,24 639.329.889,34 475.438.485,66 74%
BHMN 1 2.326.240,38 2.128.476,61 1.937.586,53 91%
Badan Lainnya 2 3.495.319,68 2.182.560,94 2.182.560,94 100%
BUMD 2 38.675.759,00 38.675.759,00 11.602.727,70 30%
BLUD 1 132.626,77 118.254,99 = -

Total 95 1.736.320.381,17 1.954.966.447,58 1.725.317.479,07 88%

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam 6 tema, yaitu:

e pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat;
e pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah;
* pengelolaan aset tetap;

e pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (KPU) atau Public Service
Obligation (PSO) dan operasional BUMN;

e operasional BPD; dan
e pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) lainnya.

Rekapitulasi hasil PDTT disajikan dalam Lampiran 1.
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Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam 2 kategori,
yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil PDTT Semester | Tahun 2014 menunjukkan adanya 538 kasus kelemahan SPI.
Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kelompok Temuan SPI atas PDTT Semester | Tahun 2014

No. Sub Kelompok Temuan Jumlah Kasus
1 Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 89
) Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 736

Belanja
3 Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 213
Jumlah 538

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil PDTT Semester| Tahun 2014 mengungkapkanketidakpatuhanterhadapketentuan
peraturan perundang-undangan sebanyak 956 kasus senilai Rp19.408.571,09 juta.
Jumlah dan nilai tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

atas PDTT Semester | Tahun 2014
(nilai dalam juta rupiah)

No. Sub Kelompok Temuan Jumlah Kasus Nilai

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :

1 Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan 300 491.751,33
2 Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan 120 7.446.765,13
3 Kekurangan Penerimaan 130 10.173.307,39
Sub Total | 550 18.111.823,85
4 Kelemahan Administrasi 289 -
5 Ketidakhematan 49 861.446,25
6 Ketidakefisienan 1 66.744,83
7 Ketidakefektifan 67 368.556,16
Sub Total Il 406 1.296.747,24

Total 956 19.408.571,09

Berdasarkan Tabel 2.3, hasil PDTT Semester | Tahun 2014 menemukan sebagai berikut.

e Kasus ketidakpatuhanyang mengakibatkan kerugian negara/daerah/ perusahaan,
potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, dan kekurangan penerimaan
sebanyak 550 kasus senilai Rp18.111.823,85 juta.

Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut antara lain adalah penyerahan aset
atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.
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Kasus kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan
ketidakefektifan sebanyak 406 kasus senilai Rp1.296.747,24 juta.

Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau
perbaikan SPI.

Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Kasus kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 300 kasus senilai Rp491.751,33
juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2, di antaranya terdapat indikasi kerugian
negara/daerah/perusahaan sebanyak 79 kasus senilai Rp91.345,06 juta. Persentase
kasus kerugian negara/daerah/perusahaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik

2.1.

Grafik 2.1 Persentase Kasus Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

' &
-

m kekurangan volume pekerjaan dan/atau
barang

m kelebihan pembayaran selain kekurangan
volume pekerjaan dan/atau barang

® belanja tidak sesuai atau melebihi
ketentuan

® pemahalan harga (Mark up)

m spesifikasi barang/jasa yang diterima
tidak sesuai dengan kontrak

O

® kerugian Lainnya

Grafik 2.1 menyajikan kasus-kasus kerugian negara/daerah/perusahaan yang terjadi,
yaitu:

kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 78 kasus (26%) senilai
Rp54.574,14 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan
pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pengelolaan
pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, serta pada pelaksanaan
subsidi/PSO dan operasional BUMN;

kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang
sebanyak 65 kasus (22%) senilai Rp85.076,20 juta. Kasus-kasus tersebut, sering
terjadi pada: pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN, pengelolaan
pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, serta pada pengelolaan
pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat;
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e belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 53 kasus (18%) senilai
Rp158.073,87 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan
pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pengelolaan
pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, serta pada pelaksanaan
subsidi/PSO dan operasional BUMN;

e pemahalan harga (mark up) sebanyak 25 kasus (8%) senilai Rp31.379,06
juta. Kasus-kasus tersebut sering, terjadi pada: pengelolaan pendapatan
dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pengelolaan pendapatan dan
pelaksanaan belanja pemerintah pusat, serta pada PDTT lainnya;

e spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak
18 kasus (6%) senilai Rp16.961,43 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi
pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah,
pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, serta pada
pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN; dan

e kerugian lainnya sebanyak 61 kasus (20%) senilai Rp145.686,63 juta. Kasus-
kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan
belanja pemerintah daerah, pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja
pemerintah pusat, serta pada pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN.

Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 120 kasus senilai
Rp7.446.765,13 juta disajikan dalam Lampiran 3. Persentase kasus potensi kerugian
negara/daerah/perusahaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.2.

Grafik 2.2 Persentase Kasus Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

» ketidaksesuaian Pekerjaan dengan kontrak
tetapi pembayaran pekerjaan belum
dilakukan sebagian atau seluruhnya

= piutang/pinjaman atau dana bergulir yang

berpotensi tidak tertagih

aset dikuasai pihak lain

= potensi kerugian lainnya

Grafik 2.2 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan yang
terjadi, yaitu:

o ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan
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belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 37 kasus (31%) senilai
Rp72.113,53 juta. Kasus-kasus tersebut, terjadi pada: pengelolaan pendapatan
dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pelaksanaan subsidi/PSO dan
operasional BUMN, serta pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja
pemerintah pusat;

e piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak
37 kasus (31%) senilai Rp475.629,57 juta. Kasus-kasus tersebut, terjadi pada:
operasional BPD, pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN, serta pada
PDTT lainnya;

e aset dikuasai pihak lain sebanyak 23 kasus (19%) senilai Rp1.042.559,40 juta.
Kasus-kasus tersebut, terjadi pada: pengelolaan aset tetap, pengelolaan
pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, serta pada PDTT lainnya;
dan

e potensi kerugian lainnya sebanyak 23 kasus (19%) senilai Rp5.856.462,63
juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan
dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, pengelolaan pendapatan dan
pelaksanaan belanja pemerintah daerah, serta pada pelaksanaan subsidi/PSO
dan operasional BUMN.

Kekurangan Penerimaan

Kasus kekurangan penerimaan sebanyak 130 kasus senilai Rp10.173.307,39 juta
disajikan dalam Lampiran 4. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang banyak
terjadi disajikan dalam Grafik 2.3.

Grafik 2.3 Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan

m denda keterlambatan pekerjaan
belum/tidak ditetapkan atau
dipungut/diterima/disetor ke kas
negara/daerah/perusahaan

® penerimaan negara/daerah/perusahaan
milik negara/daerah lainnya (selain denda
keterlambatan) belum/tidak ditetapkan
atau dipungut/diterima/disetor ke kas
negara/daerah/perusahaan

Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah
dari ketentuan
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Grafik 2.3 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu:

e denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/
diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 65 kasus (50%)
senilai Rp133.549,45 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan
pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pelaksanaan subsidi/
PSO dan operasional BUMN, serta pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan
belanja pemerintah pusat;

e penerimaan negara/daerah/perusahaan (selain denda keterlambatan) belum/
tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/
perusahaan sebanyak 62 kasus (48%) senilai Rp10.038.253,71 juta. Kasus-kasus
tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja
pemerintah pusat, pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN, serta pada
pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja daerah; dan

e pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 3 kasus
(2%) senilai Rp1.504,23 juta. Kasus-kasus tersebut, terjadi pada: pengelolaan
pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, serta pada pelaksanaan
subsidi/PSO dan operasional BUMN.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama
Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai
Rp18.111.823,85 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti
dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai
Rp5.804.961,29 juta. Rinciannya adalah: temuan kerugian senilai Rp58.925,47
juta, potensi kerugian senilai Rp4.876,25 juta, dan kekurangan penerimaan senilai
Rp5.741.159,57 juta.

Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Entitas

Temuan PDTT selama Semester | Tahun 2014 berupa temuan kelemahan SPI dan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kasus-kasus
tersebut sering terjadi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN,
BHMN, badan lainnya, BUMD dan BLUD, sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil PDTT pada 33 objek pemeriksaan pemerintah pusat menemukan 177 kasus
kelemahan SPI dan 237 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan senilai Rp15.517.574,17 juta. Dari total temuan PDTT
pemerintah pusat tersebut, sebanyak 117 kasus merupakan temuan yang
berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan
kekurangan penerimaan senilai Rp15.392.977,56 juta. Rincian temuan PDTT pada
pemerintah pusat disajikan dalam Tabel 2.4.
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No.

Tabel 2.4 Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)
Pemerintah Pusat

Sub Kelompok Temuan
Jumlah Kasus Nilai

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

SPI 177 =

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

Kerugian Negara 70 81.983,99
Potensi Kerugian Negara 11 6.397.459,20
Kekurangan Penerimaan 36 8.913.534,37
Sub Total | 117 15.392.977,56

Kelemahan Administrasi 80 -
Ketidakhematan 11 47.249,87
Ketidakefektifan 29 77.346,74
Sub Total Il 120 124.596,61

Total 237 15.517.574,17

Hasil PDTT pemerintah pusat menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara
lain sebagai berikut.

Temuan kerugian negara, berupa: kekurangan volume pekerjaan dan/atau
barang sebanyak 15 kasus senilai Rp3.229,62 juta, belanja tidak sesuai atau
melebihi ketentuan sebanyak 13 kasus senilai Rp4.729,71 juta, dan kelebihan
pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak
12 kasus senilai Rp43.082,67 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi
pada pengelolaan pelaksanaan belanja. Pada umumnya, kasus tersebut
disebabkan: pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia pengadaan tidak
memedomani ketentuan yang berlaku dan tidak cermat dalam melaksanakan
tugasnya; serta, panitia serah terima pertama pekerjaan tidak teliti dalam
melakukan pemeriksaan pekerjaan. Selain itu, kasus tersebut disebabkan:
konsultan pengawas belum optimal dalam melakukan pengawasan
pekerjaan; dan, rekanan tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK
merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa,
antara lain agar: memberikan sanksi kepada rekanan, konsultan pengawas
dan pejabat yang bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan
kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/
menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPK merekomendasikan
kepada pimpinan kementerian/lembaga agar meningkatkan pengawasan
dan pengendalian dalam melaksanakan kegiatan.

Temuan potensi kerugian negara, berupa: aset dikuasai pihak lain
sebanyak 4 kasus senilai Rp585.828,81 juta, potensi kerugian lain-lain
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sebanyak 4 kasus senilai Rp1.534,91 juta, dan aset tetap tidak diketahui
keberadaannya sebanyak 1 kasus senilai Rp5.809.865,52 juta. Kasus-kasus
tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan
belanja. Pada umumnya, kasus tersebut disebabkan: pengawas, kontraktor
pelaksana, panitia pengadaan, dan pejabat yang bertanggung jawab lalai
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta tidak mematuhi
ketentuan yang berlaku. Selain itu, pejabat pelaksana dan PPK lemah dalam
melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut,
BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang
diperiksa, antara lain: memberikan sanksi kepada pejabat dan pelaksana
yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas, mempertanggungjawabkan
potensi kerugian yang terjadi dengan menyetorkan sejumlah uang ke kas
negara/memperhitungkan dalam termin pembayaran, serta meningkatkan
pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada
pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, agar: berkoordinasi dengan
pihak terkait untuk melakukan penelusuran bukti dan keberadaan aset,
menertibkan aset serta melakukan upaya hukum atas aset yang dikuasai
pihak ketiga.

¢ Temuan kekurangan penerimaan, berupa: penerimaan negara lainnya (selain
denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/
disetor ke kas negara sebanyak 22 kasus senilai Rp8.896.606,49 juta, dan
denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/
diterima/disetor ke kas negara sebanyak 14 kasus senilai Rp16.927,88 juta.
Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan
pelaksanaan belanja. Pada umumnya, kasus tersebut disebabkan karena:
pelaksana kegiatan, panitia pengadaan dan PPK kurang cermat dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta, penanggung jawab
kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara
tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga
yang diperiksa, antara lain agar: segera menagih kekurangan penerimaan
dan denda keterlambatan untuk segera menyetorkannya ke kas negara,
mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta
meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai
Rp15.392.977,56 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti
dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp5.783.171,09
juta dengan rincian: temuan kerugian senilai Rp42.804,81 juta, dan kekurangan
penerimaan senilai Rp5.740.366,28 juta.
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2. Pemerintah Daerah

Hasil PDTT pada 10 objek pemeriksaan pemerintah provinsi menemukan
54 kasus kelemahan SPI dan 177 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan senilai Rp259.544,48 juta. Dari total temuan
PDTT pemerintah provinsi tersebut, sebanyak 115 kasus merupakan temuan
yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian,
dan kekurangan penerimaan senilai Rp202.140,48 juta.

Sementara itu, hasil PDTT atas 23 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota
menemukan 65 kasus kelemahan SPI dan 203 kasus ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp206.323,92 juta. Dari total
temuan PDTT kabupaten/kota tersebut, sebanyak 143 kasus merupakan temuan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan vyang
mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai
Rp176.589,45 juta. Rincian temuan PDTT pada pemerintah daerah disajikan
dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah
(nilai dalam juta rupiah)

Provinsi Kabupaten/Kota

No. Sub Kelompok Temuan  j,mIah Jumlah
Nilai Nilai

Kasus Kasus

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1 SPI

54

65

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Daerah 79 33.332,80 79 35.366,43
2 Potensi Kerugian Daerah 17 164.545,64 33 122.236,05
3 Kekurangan Penerimaan 19 4.262,04 31 18.986,97
Sub Total | 115 202.140,48 143 176.589,45

4 Kelemahan Administrasi 42 - 39 -
5 Ketidakhematan 8 4.584,14 11 12.017,54
6 Ketidakefektifan 12 52.819,86 10 17.716,93
Sub Total Il 62 57.404,00 60 29.734,47

Total 177 259.544,48 203 206.323,92

Hasil PDTT pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) menunjukkan kasus-

kasus yang sering terjadi antara lain sebagai berikut.

e Temuan kerugian daerah, berupa: kekurangan volume pekerjaan dan/atau
barang sebanyak 57 kasus senilai Rp23.547,98 juta, belanja tidak sesuai atau
melebihiketentuan sebanyak 30kasussenilaiRp12.393,84 juta, dan kelebihan
pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak
23 kasus senilai Rp7.514,47 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada
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pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja. Pada umumnya, kasus
tersebut disebabkan: pejabat dan pelaksana yang bertanggung jawab lalai
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta, tidak optimal
dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan. Selain itu, kasus
tersebut juga terjadi karena: kontraktor pelaksana tidak melaksanakan
pekerjaan sesuai kontrak; serta, konsultan pengawas belum optimal dalam
melakukan pengawasan pekerjaan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK
merekomendasikan kepada kepala daerah yang diperiksa, antara lain agar:
memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan
tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi
dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui
mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Selain itu, kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang
berlaku dan penanggung jawab kegiatan meningkatkan pengawasan dan
pengendalian.

e Temuan potensi kerugian daerah, berupa: ketidaksesuaian pekerjaan dengan
kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau
seluruhnya sebanyak 28 kasus senilai Rp20.515,57 juta, aset dikuasai pihak
lain sebanyak 17 kasus senilai Rp264.435,95 juta, potensi kerugian lain-
lain sebanyak 3 kasus senilai Rp915,61 juta, dan aset tetap tidak diketahui
keberadaannya sebanyak 2 kasus senilai Rp914,56 juta. Kasus-kasus tersebut,
sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja,
serta pengelolaan aset tetap. Pada umumnya, disebabkan: kontraktor tidak
melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati; para pelaksana
belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan; serta, lemahnya pengawasan
dan pengendalian pimpinan entitas.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut,
BPK merekomendasikan kepada kepala daerah yang diperiksa, antara lain
agar: memberikan sanksi kepada pelaksana dan kontraktor yang lalai dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku,
memperhitungkan kekurangan volume pekerjaan pada realisasi keuangan
berikutnya, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

e Temuan kekurangan penerimaan, berupa: denda keterlambatan pekerjaan
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/
daerah sebanyak 28 kasus senilai Rp5.244,38 juta, penerimaan negara/
daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak/ ditetapkan
atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 20 kasus
senilai Rp16.647,39 juta, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari
ketentuan sebanyak 2 kasus senilai Rp1.357,24 juta. Kasus-kasus tersebut
sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja,
serta pengelolaaan aset tetap. Pada umumnya, disebabkan: rekanan tidak
menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan tidak segera menyelesaikan
pekerjaannya tepat waktu, pelaksana kegiatan kurang cermat dan lalai dalam
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melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan
dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan entitas.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah
tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah yang diperiksa, antara lain
agar: segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan
segera menyetorkannya ke kas daerah, mengenakan sanksi kepada pejabat
pelaksana yang kurang optimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya,
serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses
Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai
Rp378.729,93 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti
dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai
Rp17.355,54 juta. Rinciannya adalah: temuan kerugian senilai Rp11.900,21 juta,
potensi kerugian senilai Rp4.746,25 juta, dan kekurangan penerimaan senilai
Rp709,08 juta.

3. BUMN

Hasil PDTT pada 23 objek pemeriksaan BUMN menemukan 180 kasus kelemahan
SPI dan 254 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan senilai Rp2.715.550,11 juta. Dari total temuan PDTT BUMN tersebut,
sebanyak 117 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai
Rp1.762.750,64 juta. Rincian temuan PDTT pada BUMN disajikan dalam Tabel 2.6
berikut.

Tabel 2.6 Kelompok Temuan PDTT pada BUMN
(nilai dalam juta rupiah)

BUMN

Jumlah Kasus Nilai

No. Sub Kelompok Temuan

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
1 SPI 180 -

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Perusahaan 58 333.379,78
2 Potensi Kerugian Perusahaan 22 210.139,23
3 Kekurangan Penerimaan 37 1.219.231,63
Sub Total | 117 1.762.750,64

4 Kelemahan Administrasi 106 -
5 Ketidakhematan 17 797.230,79
6 Ketidakefisienan 1 66.744,83
7 Ketidakefektifan 13 88.823,85
Sub Total Il 137 952.799,47

Total 254 2.715.550,11
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Hasil PDTT BUMN menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi, antara lain
sebagai berikut.

Temuan kerugian perusahaan, berupa: kelebihan pembayaran selain
kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 27 kasus senilai
Rp33.882,83 juta; belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 7
kasus senilai Rp140.136,55 juta; dan, kerugian perusahaan lain-lain sebanyak
7 kasus senilai Rp68.871,76 juta. Pada umumnya, disebabkan: panitia/
pelaksana pengadaan tidak cermat dalam menyusun HPS dan melakukan
evaluasi penawaran; database penerima bantuan belum akurat; konsultan
perencana/pengawas/manajemen konstruksi lalai dalam menjalankan
tugasnya; rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; pejabat
pelaksana belum memerhatikan ketentuan yang berlaku; serta, indikasi
oknum pegawai sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian perusahaan tersebut, BPK
merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa, antara lain
agar: memberikan sanksi kepada para pelaksana yang tidak cermat dalam
menjalankan tugasnya, mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi
dengan cara menyetor uang ke kas negara/perusahaan, serta meningkatkan
pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada
entitas untuk melakukan rekonsiliasi database dengan pihak terkait, merevisi
kontrak sesuai SOP, dan mengupayakan penyelesaian secara hukum atas
kredit yang bermasalah.

Temuan potensi kerugian perusahaan, berupa: ketidaksesuaian pekerjaan
dengan kontrak, tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian
atau seluruhnya sebanyak 8 kasus senilai Rp51.553,27 juta, potensi kerugian
lain-lain sebanyak 6 kasus senilai Rp10.944,14 juta, dan piutang/pinjaman
atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 4 kasus senilai
Rp121.586,53 juta. Pada umumnya kasus tersebut disebabkan: panitia
pengadaan tidak cermat dalam melaksanakan negosiasi dan analisa harga
satuan; pemimpin proyek belum melakukan addendum terkait adanya
perubahan metode kerja; rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai
kontrak; dan, pejabat pelaksana kurang cermat dalam menjalankan tugas
dan tidak aktif menagih pelunasan piutang.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK
merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: mengenakan sanksi
kepada panitia/pelaksana pengadaan yang tidak cermat dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya, melakukan negosiasi harga dengan kontraktor
pelaksana yang menguntungkan kedua belah pihak, memperhitungkan
potensi kerugian pada termin pembayaran selanjutnya atau menuangkannya
dalam adendum final, dan mengupayakan penagihan piutang secara intensif.
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e Temuan kekurangan penerimaan, berupa: denda keterlambatan pekerjaan
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/
perusahaan milik negara sebanyak 19 kasus senilai Rp110.727,05 juta,
penerimaan negara/perusahaan lainnya (selaindendaketerlambatan) belum/
tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan
sebanyak 17 kasus senilai Rp1.108.357,59 juta, dan pengenaan tarif pajak/
PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 1 kasus senilai Rp146,99 juta.
Penyebabnya antara lain: direksi belum melakukan penagihan/tidak tegas
dalam menagih kekurangan pembayaran subsidi, tunggakan klaim yang belum
dibayar pemerintah daerah, pembayaran pekerjaan yang telah menjadi hak
perusahaan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan/pembayaran
piutang.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut,
BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas, antara lain agar: secara
proaktif melakukan penagihan atas kekurangan pembayaran subsidi,
tunggakan klaim yang belum dibayarkan, pembayaran pekerjaan yang telah
menjadi hak perusahaan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan/
pembayaran piutang.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Perusahaan Selama Proses
Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai
Rp1.762.750,64 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti
dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/perusahaan senilai
Rp4.382,88 juta. Rinciannya adalah: temuan kerugian negara/perusahaan
senilai Rp4.170,45 juta, potensi kerugian senilai Rp130,00 juta dan kekurangan
penerimaan senilai Rp82,43 juta.

4. BHMN dan Badan Lainnya

Hasil PDTT pada 1 objek pemeriksaan BHMN menemukan 26 kasus kelemahan
SPI dan 25 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan senilai Rp209.266,41 juta. Dari total temuan PDTT BHMN tersebut,
sebanyak 17 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai
Rp 209.266,41 juta.

Hasil PDTT pada 2 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya menemukan 7
kasus kelemahan SPI dan 4 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Rincian temuan PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya disajikan dalam Tabel 2.7
berikut.
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No.

Tabel 2.7 Kelompok Temuan PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya
(nilai dalam juta rupiah)

BHMN Badan Lainnya
Sub Kelompok Temuan
Jml Kasus Nilai Jml Kasus Nilai

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
SPI 26 ) 7 -

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

Kerugian Negara 11 7.421,46
Potensi Kerugian Negara 4 201.285,30
Kekurangan Penerimaan 2 559,65
Sub Total I 17 209.266,41 - -
Kelemahan Administrasi 7 - 3 -
Ketidakefektifan 1 - 1
Sub Total Il 8 - 4 -
Total 25 209.266,41 4 -

Hasil PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya menunjukkan kasus-kasus yang sering
terjadi, antara lain sebagai berikut.

Temuan kerugian negara, berupa: belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak
3 kasus senilai Rp813,77 juta, pemahalan harga sebanyak 2 kasus senilai
Rp5.623,39 juta, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume
pekerjaan dan/atau barang sebanyak 2 kasus senilai Rp578,41 juta. Kasus-
kasus tersebut pada umumnya disebabkan: PPK lalai dalam membuat HPS
pengadaan barang dan kurang cermat dalam membuat spesifikasi yang
dibutuhkan; adanya itikad yang tidak baik dari vendor yang telah memberikan
penawaran ke entitas; dan, rekanan dengan perbedaan harga yang tidak
wajar.

Rekomendasi. BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang
diperiksa, antara lain agar: PPK, Panitia/Pokja Pengadaan dan penyedia
barang mempertanggungjawabkan indikasi kerugian dan menyetorkan ke
kas negara.

Temuan potensi kerugian negara, berupa: aset dikuasai pihak lain sebanyak
2 kasus senilai Rp192.294,64 juta, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang
berpotensi tidak tertagih sebanyak 1 kasus senilai Rp2.990,66 juta, dan lain-
lain potensi kerugian negara sebanyak 1 kasus senilai Rp6.000,00 juta. Kasus-
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kasus tersebut, pada umumnya disebabkan: pimpinan entitas belum optimal
dalam mengupayakan sertifikasi tanah dan pengelolaan pengamanan aset,
kurang optimal dalam melakukan monitoring dan pengawasan, serta pejabat
pelaksana kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK
merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: melakukan upaya
sertifikasi aset tanah, mengamankan dan menertibkan pemanfaatan lahan
oleh pihak ketiga.

e Temuan kekurangan penerimaan, berupa denda keterlambatan pekerjaan
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara
sebanyak 2 kasus senilai Rp559,65 juta. Kasus tersebut pada umumnya
disebabkan: PPK lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya,
tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta lalai memungut denda
keterlambatan kepada rekanan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara
tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: memberikan
sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan
yang berlaku, serta menagih denda keterlambatan pekerjaan dan segera
menyetorkannya ke kas negara.

5. BUMD dan BLUD

Hasil PDTT pada 2 objek pemeriksaan BUMD menemukan 21 kasus kelemahan SPI
dan 43 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
senilai Rp499.565,94 juta. Dari total temuan PDTT BUMD tersebut, sebanyak 36
kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi
kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp367.717,16 juta.

Hasil PDTT pada 1 objek pemeriksaan BLUD menemukan 8 kasus kelemahan SPI
dan 13 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
senilai Rp746,06 juta. Dari total temuan PDTT BLUD tersebut, sebanyak 5 kasus
merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan
kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp382,15 juta.

Rincian temuan PDTT pada BUMD dan BLUD disajikan dalam Tabel 2.8 berikut.
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Tabel 2.8 Kelompok Temuan PDTT pada BUMD dan BLUD
(nilai dalam juta rupiah)
BUMD BLUD

No. Sub Kelompok Temuan

Jml Kasus Nilai Jml Kasus Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
SPI 21 - 8 -

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

Kerugian daerah/perusahaan - - 3 266,87
EZ:EZ:LE:;“gia” daerah/ 32 351.052,38 1 47,33
Kekurangan Penerimaan 4 16.664,78 1 67,95
Sub Total | 36 367.717,16 5 382,15

Kelemahan Administrasi 6 - 6 -
Ketidakhematan - - 2 363,91
Ketidakefektifan 1 131.848,78 - -
Sub Total Il 7 131.848,78 8 363,91

Total 43 499.565,94 13 746,06

Hasil PDTT BUMD dan BLUD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi, antara
lain sebagai berikut.

Temuan kerugian daerah/perusahaan, berupa: pemahalan harga (Mark Up)
sebanyak 1 kasus senilai Rp199,05 juta, belanja atau pengadaan fiktif lainnya
sebanyak 1 kasus senilai Rp50,00 juta, dan kelebihan pembayaran selain
kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 1 kasus senilai
Rp17,82 juta. Kasus tersebut pada umumnya disebabkan PPK tidak cermat
dalam menetapkan HPS.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah/perusahaan tersebut,
BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar menarik kelebihan
pembayaran atas kasus kerugian daerah/perusahaan tersebut.

Temuan potensi kerugian daerah/perusahaan, berupa: piutang/pinjaman
atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 32 kasus senilai
Rp351.052,38 juta, dan aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 1
kasus senilai Rp47,33 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan
pejabat pelaksana tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang
berlaku serta lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung
jawabnya, serta pejabat yang bertanggung jawab tidak melakukan
pengawasan dan pengendalian secara optimal.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK
merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: memberi sanksi kepada
pejabat pelaksana yang tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan
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yang berlaku, mengambil langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir kerugian, serta
meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset.

e Temuan kekurangan penerimaan, berupa: penerimaan daerah lainnya (selain
denda keterlambatan) belum/tidak tepat ditetapkan atau dipungut/diterima/
disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak
3 kasus senilai Rp16.642,24 juta, dan denda keterlambatan pekerjaan belum/
tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau
perusahaan milik negara/daerah sebanyak 2 kasus senilai Rp90,49 juta.
Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan: pejabat pelaksana tidak
cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta lalai dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara
tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: memberi
sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak cermat dan tidak memedomani
ketentuan yang berlaku, mengenakan denda dan menarik kekurangan
penerimaan serta menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama
Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai
Rp368.099,31 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti
dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan
senilai Rp51,78 juta. Rinciannya adalah: temuan kerugian negara/daerah/
perusahaan senilai Rp50,00 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,78 juta.
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BAB 3

Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah

Pusat

3.1

3.2

3.3

3.4

Pada Semester | Tahun 2014, BPK memeriksa pengelolaan pendapatan dan
pelaksanaan belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran (TA) 2011 s.d. 2013.
Pemeriksaan dilakukan pada 18 kementerian/lembaga (KL) yang meliputi 31
objek pemeriksaan.

Cakupan pemeriksaan pada 18 KL adalah senilai Rp1.210.377.715,71 juta
dari realisasi anggaran belanja senilai Rp1.230.602.031,97 juta.

Tujuan Pemeriksaan
Secara umum, tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah:

e sistem pengendalian intern (SPI) atas pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk penerimaan negara,
pelaksanaan anggaran belanja, dan pengadaan barang/jasa telah
dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan
pengendalian;

e pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk
penerimaan negara, pelaksanaan anggaran belanja, dan pengadaan
barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanganyangberlaku mulaidariperencanaan, pelaksanaan,
pengelolaan dan pertanggungjawaban;

e hasil pengadaan telah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku dan telah dimanfaatkan sesuai tujuannya serta
telah memenubhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif; dan

e laporan keuangan, dan kecukupan pengungkapan informasi keuangan
yang diperiksa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 379 kasus senilai Rp9.697.680,43
juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 158 kasus di 17
entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan sebanyak 221 kasus senilai Rp9.697.680,43 juta di 17 entitas. Dari
nilai tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas negara selama
proses pemeriksaan senilai Rp5.783.171,09 juta. Rincian jumlah dan nilai
kasus serta penyerahan aset/penyetoran kas selama proses pemeriksaan
per kelompok temuan disajikan pada Tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan dan
Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kelemahan .
Uraian SPI Kerugian R Kek Kel han
Kerugian . L . 3E Total
Negara Penerimaan Administrasi
Negara
Jumlah kasus 158 70 10 35 66 40 221
Nilai kasus - 81.983,99 587.593,68 8.903.506,15 - 124.596,61 9.697.680,43
Jumlah Entitas 17 11 6 11 16 12 17*

Nilai penyetoran
selama proses - 42.804,81 - 5.740.366,28 - 5.783.171,09
pemeriksaan

Keterangan:

SPI = Sistem Pengendalian Intern 3 E = Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

* Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan.

35

3.6

3.7

Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pengelolaan
pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat disajikan pada
Lampiran 5.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan SPI mengungkap sebanyak 158 kasus kelemahan SPI.
Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: 32 kasus kelemahan sistem
pengendalian akuntansi dan pelaporan, 62 kasus kelemahan sistem
pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 64 kasus
kelemahan struktur pengendalian intern.

Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan pendapatan
dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat disajikan dalam Grafik 3.1.

Grafik 3.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan
dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

B Kelemahan Sistem
Pengendalian Akuntansi
dan Pelaporan

M Kelemahan Sistem
Pengendalian Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja

= Kelemahan Struktur
Pengendalian Intern
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3.8 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.

Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau
keseluruhan prosedur, yang terjadi di 11 entitas, seperti: Kementerian
Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian
Pertanian (Kementan). Kasus-kasus tersebut, terutama: kegiatan
penyelesaian atas hasil penjualan gas melalui mekanisme offset dan
Domestic Market Obligation (DMO) fee belum memiliki payung hukum;
metode penghitungan PNBP sumber daya alam (SDA) migas belum
didukung dengan kebijakan formal; entitas belum memiliki pedoman
mengenai penanganan pengembalian uang dan barang sitaan para
Warga Negara Indonesia (WNI) terkait people smuggling; dan, petunjuk
pelaksanaan verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi tidak menjelaskan
prosedur secara jelas dan rinci.

Kasus-kasus lain yang perlu menjadi perhatian adalah pengendalian
pengelolaan belanja subsidi oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna
Anggaran (PA) tidak memadai. Hal ini terutama karena tidak adanya
pedoman umum pengelolaan belanja subsidi bagi PA dan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), sehingga kebijakan turunan subsidi bervariasi, belum
diatur secara jelas terkait pejabat yang berwenang dan mekanisme
koordinasi PA dan KPA dalam menetapkan komponen biaya yang dapat
diperhitungkan sebagai harga pokok subsidi. Selain itu, perlakuan
Pemerintah atas kekurangan pembayaran subsidi berbeda antara satu
dan lain operator BUMN; penetapan margin fee bagi operator subsidi/
KPU tidak berdasar pada ketentuan yang jelas; kebijakan penentuan
struktur biaya serta unsur-unsur biaya yang dapat diperhitungkan
dan tidak dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO/subsidi
tidak seragam; ketentuan mengenai pembayaran subsidi yang dapat
diperhitungkan dengan kewajiban operator pelaksana kepada negara
tidak ditetapkan untuk semua jenis subsidi, ketidakselarasan ketentuan
antara peraturan yang dibuat PA dengan yang dibuat oleh KPA; dan,
ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi atas pengelolaan belanja
subsidi tidak diatur dengan jelas oleh PA.

Perencanaan kegiatan tidak memadai, yang terjadi di 12 entitas, seperti:
Kementerian Pertahanan (Kemhan), TNIAU, dan Kementerian Perumahan
Rakyat (Kemenpera). Kasus-kasus tersebut, terutama: entitas belum
merencanakan dan mengusulkan anggaran kegiatan penting secara
cermat; entitas menyusun rencana kebutuhan barang personil tetapi
belum didasarkan perhitungan yang memadai; perencanaan pengadaan
bekal tidak sesuai norma/indeks perencanaan program dan anggaran;
serta, entitas tidak membuat rencana penggunaan dana APBN.

Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, yang terjadi di 4
entitas, seperti: Universitas Lampung (Unila), Kemenkeu (BA 999.01),
dan Paspampres. Kasus-kasus tersebut, terutama: masih ada selisih nilai
realisasi pendapatan BLU pada LRA dengan rekening Koran; kesalahan
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3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; serta, pencatatan
yang dibuat tidak mutakhir dan belum menggambarkan saldo akhir dan
masih terdapat dana-dana yang belum dilakukan pencatatan.

Penyebab

Kasus-kasus kelemahan SPI terutama terjadi karena: pengelola keuangan
dan pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun pedoman/
kebijakan untuk suatu kegiatan, tidak memedomani peraturan yang berlaku,
perencanaan yang dilakukan tidak memadai, serta lemahnya pengawasan
dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan.

Selain itu, kasus tersebut terjadi, karena: Dirjen Anggaran sebagai PPA
Pengelolaan Belanja Subsidi tidak membuat ketentuan pedoman umum
yang dapat dijadikan acuan standar bagi KPA dalam membuat kebijakan
pengelolaan belanja subsidi yang menjadi tanggungjawabnya; PA tidak
membuat aturan atau SOP mekanisme pengawasan PA terhadap KPA atas
pengelolaan belanja subsidi; dan, KPA belum sepenuhnya memerhatikan
ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam membuat kebijakan
dalam pengelolaan belanja subsidi.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan
kepada pimpinan entitas untuk: menyusun pedoman/kebijakan pelaksanaan
kegiatan; memedomani peraturan yang berlaku; memberikan sanksi sesuai
ketentuan yang berlaku kepada pengelola keuangan yang lalai dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; lebih cermat dalam menyusun
anggaran dan perencanaan kegiatan; serta, meningkatkan pengawasan dan
pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.

BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk: membuat
pedoman umum yang dapat dijadikan sebagai acuan standar bagi KPA,
mencabut kebijakan PA dalam PMK terkait yang mengakomodasi kekurangan
pembayaransubsidiatastagihanyangmelebihipaguuntukdianggarkandalam
anggaran tahun berikutnya, merumuskan kebijakan KPA dalam pengelolaan
belanja subsidi dengan memerhatikan ketentuan perundangan-undangan
yang lebih tinggi sebagai rujukan, dan membuat aturan pelaksanaan atau
SOP yang mengatur mekanisme dan bentuk pengawasan PA terhadap KPA
atas pengelolaan belanja subsidi.

Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pengelolaan pendapatan dan
pelaksanaan belanja pemerintah pusat per kelompok dan jenis temuan
disajikan dalam Lampiran 6.
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3.14

3.15

3.16

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan

Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 221 kasus ketidakpatuhanterhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan di 26 objek pemeriksaan pada 17
entitas senilai Rp9.697.680,43 juta yang disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah

Pusat
(nilai dalam juta rupiah)

No. Sub Kelompok Temuan Jumlah Kasus Nilai

Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Negara 70 81.983,99

2 Potensi Kerugian Negara 10 587.593,68

3 Kekurangan Penerimaan 35 8.903.506,15

4 Kelemahan Administrasi 66

5 Ketidakhematan 11 47.249,87

6 Ketidakefektifan 29 77.346,74
Jumlah 221 9.697.680,43

Kerugian Negara (70 kasus senilai Rp81.983,99 juta)

Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 70 kasus kerugian negara senilai
Rp81.983,99 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak
26 kasus senilai Rp23.440,28 juta. Kasus tersebut terjadi di 14 objek
pemeriksaan pada 11 entitas.

Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut.

e Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/
atau barang senilai Rp43.082,67 juta, yang terjadi di 7 entitas,
antara lain: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pemuda dan Olahraga
(Kemenpora), Kepolisian Negara Rl (Polri), dan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kasus-kasus tersebut, seperti: terdapat
pekerjaan yang belum selesai, namun pembayaran telah dilakukan
seluruhnya dan dinyatakan telah selesai; terdapat pembebanan biaya
dalam kontrak yang tidak sesuai ketentuan dan selisih antara biaya yang
sebenarnya dengan yang dibebankan dalam kontrak; terdapat kelebihan
perhitungan kontrak atas pajak daerah yang tidak disetorkan; serta,
terdapat kelebihan pembayaran atas pembelian barang.

e Pemahalan harga (mark up) senilai Rp12.483,55 juta, yang terjadi
di 4 entitas, vyaitu: Kemendikbud, Kementerian Sosial (Kemensos),
Kementerian Agama (Kemenag), dan Kemenpora. Kasus-kasus tersebut,
seperti: nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan terlalu tinggi dari
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3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

harga yang sebenarnya; harga satuan barang lebih tinggi dari harga
yang sebenarnya; terdapat mark up pertanggungjawaban biaya; dan,
terdapat selisih harga perolehan tanah dengan harga yang sebenarnya
berdasarkan akta jual beli tanah.

Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan, dari kasus-
kasus kerugian negara atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan
belanja pemerintah pusat senilai Rp81.983,99 juta telah ditindaklanjuti
dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp42.804,81
juta, yaitu: Kemendagri senilai Rp41.439,19 juta, Kemenag senilai Rp781,94
juta, Kemendikbud senilai Rp428,55 juta, Kemhan senilai Rp69,46 juta, TNI
AD senilai Rp47,61 juta, dan Mabes TNI senilai Rp38,06 juta.

Penyebab

Kasus-kasus kerugian negara terutama terjadi karena: Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan panitia pengadaan tidak memedomani ketentuan yang
berlaku dan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya, panitia serah terima
pertama pekerjaan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan,
dan KPA tidak cermat dalam menguji hasil pekerjaan. Selain itu, kasus
tersebut juga terjadi karena: PPK kurang cermat dalam penetapan HPS dan
lemah dalam melakukan pengawasan; serta, rekanan tidak melaksanakan
ketentuan dalam kontrak.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan
kepada pimpinan kementerian/lembaga agar: memberikan sanksi kepada
rekanan, konsultan pengawas, dan pejabat yang bertanggung jawab; serta,
mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang
ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme
pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Negara (10 kasus senilai Rp587.593,68 juta)

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak
10 kasus potensi kerugian negara senilai Rp587.593,68 juta di 7 objek
pemeriksaan pada 6 entitas.

Kasus-kasus tersebut terutama adalah aset dikuasai pihak lain, senilai
Rp585.828,81 juta, yang terjadi di 2 entitas, yaitu Kemenkeu, dan
Kemendikbud. Kasus-kasus tersebut, yaitu: aset tanah dan bangunan eks
Pertamina, eks BPPN, dan PT PPA, serta milik Universitas Lampung yang
dikuasai oleh pihak ketiga.

Penyebab

Kasus potensi kerugian negara tersebut terjadi karena: entitas belum optimal
dalam menginventarisasi aset, kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang
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3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

terkait; serta, lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam pengamanan
aset.

Rekomendasi

Terhadap kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan
kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk: melakukan pengamanan
aset secara administrasi dan fisik; melakukan koordinasi dengan pihak-pihak
yang terkait; memberikan teguran tertulis kepada petugas pengelola aset;
serta, meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengamanan
aset.

Kekurangan Penerimaan (35 kasus senilai Rp8.903.506,15 juta)

Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 35 kasus kekurangan penerimaan
negara senilai Rp8.903.506,15 juta di 14 objek pemeriksaan pada sebelas
entitas.

Kasus-kasus tersebut terutama adalah penerimaan negara lainnya (selain
denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/
disetor ke kas negara senilai Rp8.886.578,27 juta, yang terjadi di 8 entitas,
antara lain: Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenpora, BNPB, dan Kemenag.
Kasus-kasus tersebut, seperti: pemerintah belum menerima hasil penjualan
minyak dan gas bagian negara; saldo bank yang belum dapat disetor ke
kas negara karena masih dalam status pemblokiran oleh Kejaksaan Agung;
penerimaan sewa aset BMN wisma Unila yang belum disetorkan ke rekening
penerimaan; dan, sisa dana bantuan penyelenggaraan Islamic Solidarity
Game (ISG) belum disetor ke kas negara.

Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan, dari
kasus-kasus kekurangan penerimaan atas pengelolaan pendapatan dan
pelaksanaan belanja pemerintah pusat senilai Rp8.903.506,15 juta telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp5.740.366,28 juta,
yaitu: Kemenkeu senilai Rp5.738.627,83 juta, Kemenag senilai Rp931,80
juta, BNPB senilai Rp397,58 juta, Kemendikbud senilai Rp379,16 juta, TNI AL
senilai Rp26,45 juta, dan Kemensos senilai Rp3,46 juta.

Penyebab

Kasus-kasus kekurangan penerimaan terutama terjadi karena: pelaksana
kegiatan, panitia pengadaan, dan PPK kurang cermat dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta,
penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan
pengendalian. Selain itu, disebabkan entitas tidak segera memperjelas status
dana yang diblokir kepada Kejaksaan Agung.
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3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK
merekomendasikan  kepada pimpinan kementerian/lembaga  agar:
segera menagih kekurangan penerimaan dan menyetorkannya ke kas
negara; mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab;
serta, meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK juga
merekomendasikan untuk melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung
mengenai status dana yang masih dalam pemblokiran pihak Kejaksaan
Agung.

Kelemahan Administrasi (66 kasus)

Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 66 kasus kelemahan administrasi
di 20 objek pemeriksaan pada 16 entitas.

Kasus-kasus tersebut terutama adalah pertanggungjawaban tidak akuntabel
(bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas), yang
terjadi di 10 entitas, antara lain: TNI AD, Kementan, dan Kemenag. Kasus-
kasus tersebut, seperti: terdapat perbedaan bukti pertanggungjawaban
yang digunakan sebagai dasar pencairan dengan belanja yang dilakukan dan
ketidaksesuaian antara pertanggungjawaban keuangan dengan pelaksanaan
kegiatan; penyaluran Cadangan Benih Nasional (CBN) tidak didukung dengan
berita acara serah terima barang; dan, belanja bansos yang belum didukung
dengan laporan pertanggungjawaban.

Penyebab

Kasus-kasus kelemahan administrasi pada umumnya terjadi karena:
pelaksana kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas, kurang cermat, dan
kurang memahami proses pertanggungjawaban, serta tidak mematuhi
ketentuan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan.

Rekomendasi

Terhadap  kasus-kasus  kelemahan  administrasi  tersebut, @ BPK
merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk: memberi
teguran dan/atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati
ketentuan peraturan perundang-undangan; mempertanggungjawabkan
penggunaan dana dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
serta, memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan
pengawasan dan pengendalian.
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3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

Ketidakhematan (11 kasus senilai Rp47.249,87 juta)

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 11 kasus ketidakpatuhan
yang mengakibatkan ketidakhematan senilai Rp47.249,87 juta di 7 objek
pemeriksaan pada 6 entitas.

Kasus-kasus tersebut terutama adalah pemborosan keuangan negara atau
kemahalan harga senilai Rp47.249,87 juta, yang terjadi di 6 entitas, antara
lain: Mabes TNI, Kemenag, Kemensos, Kemendikbud, Kemdagri, dan TNI
AU. Kasus-kasus tersebut, seperti: terdapat perhitungan HPS melebihi
norma/indeks harga yang diterbitkan oleh entitas dan melebihi harga pasar;
terdapat tumpang tindih pekerjaan jasa konsultansi dalam satu kegiatan
yang sama; serta, terdapat pemberian bantuan pendidikan yang diberikan
kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria pemberian bantuan, sehingga
mengakibatkan pemborosan keuangan negara.

Penyebab

Kasus-kasus ketidakhematan terutama karena: para pelaksana kegiatan
dalam menyusun HPS dan melaksanakan kegiatan lalai dengan tidak
memerhatikan ketentuan vyang berlaku; perencanaan kegiatan tidak
memadai; serta, pejabat yang bertanggung jawab lemah dan kurang optimal
dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK merekomendasikan
kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk: lebih cermat dalam
menetapkan HPS sesuai ketentuan yang berlaku; memberikan sanksi
kepada pejabat yang bertanggung jawab dan pelaksana kegiatan; serta,
berkoordinasi dengan pihak yang terkait. Selain itu, BPK merekomendasikan
agar menyalurkan bansos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang
dilaksanakan.

Ketidakefektifan (29 kasus senilai Rp77.346,74 juta)

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 29 kasus ketidakpatuhan yang
mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp77.346,74 juta di 12 objek
pemeriksaan pada 10 entitas.

Kasus-kasus tersebut terutama adalah barang yang dibeli belum/tidak
dapat dimanfaatkan senilai Rp44.648,73 juta, yang terjadi di 6 entitas,
yaitu: Kemendikbud, Kemenag, Kemensos, TNI AL, BNPB, dan TNI AD. Kasus-
kasus tersebut, seperti: pengadaan peralatan laboratorium, buku wajib yang
tidak dapat digunakan; sistem radio komunikasi repeater yang belum dapat
dimanfaatkan karena belum ada izin; persediaan yang tidak dapat digunakan
karena spesifikasi teknisnya tidak sesuai; serta, terdapat persediaan dalam
kondisi rusak.
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3.40

3.41

3.42

Penyebab

Kasus-kasus ketidakefektifan terutama terjadi karena: entitas tidak
cermat dalam merencanakan kebutuhan; pejabat pelaksana lalai dalam
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
serta, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan belum optimal.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK merekomendasikan
kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk: memberi sanksi kepada
pihak-pihak yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, menyusun rencana
yang lebih realistis sesuai ketentuan dan kebutuhan yang senyatanya, serta
meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.

Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan terhadap pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan
belanja pemerintah pusat per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam
Lampiran 7.

Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam cakram
padat atau compact disc (CD) terlampir.
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BAB 4

Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah
Daerah

41

4.2

4.3

4.4

Uraian

Pada Semester | Tahun 2014, BPK memeriksa pengelolaan pendapatan dan
pelaksanaan belanja pemerintah daerah TA 2011 s.d. 2013 atas 28 objek
pemeriksaan, yang terdiri 8 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, dan 20
objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota.

Cakupan pemeriksaan atas 28 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai
Rp7.377.187,40 juta dari realisasi anggaran senilai Rp25.528.259,60 juta.

Tujuan Pemeriksaan
Secara umum, tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah:

e sistem pengendalian intern atas pengelolaan pendapatan dan
pelaksanaan belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai
untuk mencapai tujuan pengendalian; dan

e pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja telah dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 414 kasus senilai Rp188.874,06
juta. Kasus tersebut terdiri dari temuan kelemahan SPI sebanyak 86 kasus
di 17 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan sebanyak 328 kasus senilai Rp188.874,06 juta di 25 entitas. Dari
nilai tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas daerah selama
proses pemeriksaan senilai Rp17.355,54 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus
serta penyerahan/penyetoran selama proses pemeriksaan per kelompok
temuan disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja
Pemerintah Daerah
(nilai dalam juta rupiah)
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Kelemahan . Potensi
Kerugian ]
SPI Kerugian
Daerah
Daerah

Kekurangan Kelemahan

Penerimaan  Administrasi 3E Total

Jumlah kasus 86 158 31 47 52 40 328

Nilai temuan - 68.699,23 21.431,18 11.653,18 - 87.090,47 188.874,06
Jumlah Entitas 17 21 12 23 17 15 25%

Nilai penyetoran selama

proses pemeriksaan

Keterangan:

11.900,21 4.746,25 709,08 = = 17.355,54

SPI . sistem pengendalian intern 3E : ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

*

Total pada jumlah entiitas bukan merupakan hasil penjumlahan
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4.5 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pengelolaan
pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah disajikan pada
Lampiran 8.

Sistem Pengendalian Intern

4.6 Hasil pemeriksaan SPI mengungkap sebanyak 86 kasus kelemahan SPI, yaitu:
4 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 66 kasus
kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja, serta 16 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana
disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan dan
Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

Jumlah Kasus
No. Sub Kelompok Temuan Kabupaten/

Provinsi Total
Kota

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas
1 Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 3 1 4

Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
2 29 37 66

Pendapatan dan Belanja

3 Struktur Pengendalian Intern 9 7 16
Jumlah 41 45 86
4.7 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan pendapatan

dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah disajikan dalam Grafik 4.1.

Grafik 4.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan
dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

B Kelemahan Sistem
Pengendalian Akuntansi dan
Pelaporan

B Kelemahan Sistem
Pengendalian Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja

m Kelemahan Struktur
Pengendalian Intern
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4.8

4.9

Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.

e Perencanaan kegiatan tidak memadai, yang terjadi di 13 entitas, antara
lain: Kabupaten Tangerang, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Bandung
Barat. Kasus-kasus tersebut, seperti: entitas tidak membuat alokasi
anggaran per tahun dalam kontrak pekerjaan tahun jamak serta tidak
membuat nota kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) yang merupakan syarat persetujuan kontrak tahun jamak untuk
menjamin ketersediaan anggaran; terdapat realisasi belanja barang dan
jasa pada kegiatan perayaan hari-hari besar nasional yang digunakan
untuk biaya perjalanan dan akomodasi kunjungan wisata bagi tim
drumband dan pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka); serta,
proses penganggaran belanja hibah tidak didukung verifikasi dan evaluasi
memadai.

e Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa
tentang pendapatan dan belanja, yang terjadi di 9 entitas, antara
lain: Provinsi Aceh, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tabanan. Kasus-
kasus tersebut, seperti: entitas memberikan bantuan sosial dan hibah
kepada orang yang mengaku tidak pernah menerima dana hibah, tidak
diketahui keberadaannya, tidak dikenal oleh lingkungan sekitarnya;
dan hibah diberikan kepada anggota DPRD. Selain itu, terdapat
menara telekomunikasi yang telah berdiri namun belum dilengkapi izin
mendirikanbangunan (IMB); serta, belumdikenakan retribusiIMB menara
telekomunikasi dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

e Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau
keseluruhan prosedur, yang terjadi di 7 entitas, antara lain: Provinsi
Jawa Timur, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Pandeglang. Kasus-kasus
tersebut, seperti: standar biaya hibah dan pedoman yang mengatur
kegiatan yang dapat dibiayai dari belanja hibah belum disusun; tugas
panitia penerima hasil pekerjaan belum diatur secara lengkap; serta, tim
pemeriksa hasil pekerjaan dinas pekerjaan umum (PU) belum memiliki
format yang baku dalam pemeriksaan fisik atas pelaksanaan pekerjaan
pengadaan barang/jasa.

Penyebab

Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan: pejabat terkait
kurang cermat dalam penyusunan anggaran; satuan kerja pemerintah daerah
(SKPD) kurang cermat dalam melakukan verifikasi dan monitoring penyaluran
bantuan hibah dan sosial; dinas terkait belum menyusun Standard Operating
Procedure (SOP)/Peraturan Daerah (Perda); serta, pejabat yang bertanggung
jawab tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Buku IV IHPS



IHPS | Tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan
kepada kepala daerah agar: memberi sanksi kepada pejabat terkait yang
kurang cermat dalam penyusunan anggaran sesuai rencana dan lalai dalam
mengawasi penyaluran belanja hibah; menyusun dan menetapkan SOP/
Perda yang diperlukan; serta, pimpinan entitas meningkatkan pengawasan
dan pengendalian.

Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pengelolaan pendapatan dan
pelaksanaan belanja pemerintah daerah per kelompok dan jenis temuan
disajikan dalam Lampiran 9.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Peraturan
Perundang-undangan

Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 328 kasus ketidakpatuhanterhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan di 28 objek pemeriksaan pada 25
entitas senilai Rp188.874,06 juta yang disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

Provinsi Kabupaten/Kota Total
D e - Jumlah o Jumlah "
Nilai Nilai Nilai
Kasus Kasus Kasus

Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Daerah 79 33.332,80 79 35.366,43 158 68.699,23

2 Potensi Kerugian Daerah 3 3.428,36 28 18.002,82 31 21.431,18

3 Kekurangan Penerimaan 19 4.262,04 28 7.391,14 47 11.653,18

4 Kelemahan Administrasi 30 - 22 - 52

5 Ketidakhematan 8 4.584,14 11 12.017,54 19 16.601,68

5 Ketidakefektifan 12 52.819,86 9 17.668,93 21 70.488,79
Jumlah 151 98.427,20 177 90.446,86 328 188.874,06

Kerugian Daerah (158 kasus senilai Rp68.699,23 juta)

Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 158 kasus kerugian daerah senilai
Rp68.699,23 juta di 23 objek pemeriksaan pada 21 entitas, di antaranya
senilai Rp20.831,57 juta merupakan indikasi kerugian daerah.

Kasus-kasus tersebut terutama adalah kekurangan volume pekerjaan dan/
atau barang senilai Rp23.547,98 juta, yang terjadi di 18 entitas, antara lain:
Provinsi Banten, Provinsi Riau, Kota Cilegon, dan Kota Samarinda. Kasus-kasus
tersebut adalah realisasi fisik yang tidak sesuai kontrak tetapi pembayaran
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4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

pekerjaan telah dilakukan seluruhnya, sehingga terdapat kerugian dari
selisih antara yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan dan/
atau barang yang diterima.

Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan, dari kasus-
kasus kerugian daerah atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan
belanja pemerintah daerah senilai Rp68.699,23 juta telah ditindaklanjuti
pemerintah daerah dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp11.900,21
juta, antara lain: Provinsi Riau senilai Rp4.443,74 juta, Provinsi Banten senilai
Rp1.891,39 juta, Provinsi Jawa Timur senilai Rp1.403,02 juta, Kabupaten
Gianyar senilai Rp1.088,82 juta, dan Kota Cilegon senilai Rp1.011,35 juta.

Penyebab

Kasus kerugian daerah tersebut terjadi karena: pejabat pembuat komitmen
lalai dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak; dan, kepala dinas terkait
lemah dalam mengawasi dan mengendalikan pekerjaan bawahannya.
Selain itu, karena kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan
sesuai kontrak; serta, konsultan pengawas belum optimal dalam mengawasi
pekerjaan.

Rekomendasi

Terhadap kasus kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada
kepala daerah agar: memberi sanksi kepada kontraktor pelaksana, konsultan
pengawas, dan para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugas;
memberikan sanksi kepada kepala dinas terkait atas kelemahan pengawasan
dan pengendalian; serta, memerintahkan untuk memproses kerugian
maupun indikasi kerugian daerah, dan menyetorkan ke kas daerah.

Potensi Kerugian Daerah (31 kasus senilai Rp21.431,18 juta)

Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 31 kasus potensi kerugian daerah
senilai Rp21.431,18 juta di 12 objek pemeriksaan pada 12 entitas.

Kasus-kasus tersebut terutama adalah ketidaksesuaian pekerjaan dengan
kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau
seluruhnya senilai Rp20.515,57 juta, yang terjadi di 12 entitas, antara lain:
Kota Samarinda, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Riau, Kabupaten Bogor, dan
Kabupaten Sumedang. Kasus-kasus tersebut, seperti: kekurangan volume
pekerjaan dan ketidaksesuaian mutu beton yang terpasang; serta, biaya atas
pengurusan IMB yang belum dilaksanakan. Terhadap kasus-kasus tersebut
belum dilakukan pembayaran seluruhnya.

Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan, dari
kasus-kasus potensi kerugian daerah atas pengelolaan pendapatan dan
pelaksanaan belanja pemerintah daerah senilai Rp21.431,18 juta telah

Buku IV IHPS



IHPS | Tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyetoran ke kas daerah senilai
Rp4.746,25 juta, yaitu: Provinsi Riau senilai Rp3.451,60 juta, Kabupaten
Tangerang senilai Rp474,42 juta, Kabupaten Pandeglang senilai Rp432,67
juta, Kabupaten Bogor senilai Rp309,01 juta dan Kota Cilegon senilai Rp75,14
juta, serta Kabupaten Gianyar senilai Rp3,41 juta.

Penyebab

Kasus-kasus potensi kerugian daerah terutama terjadi karena: kontraktor
pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; konsultan pengawas
dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak cermat dalam mengawasi
pekerjaan; serta, kepala dinas terkait kurang optimal dalam mengawasi
pelaksanaan pekerjaan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan
kepada kepala daerah agar: memberi sanksi sesuai ketentuan kepada
kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan pejabat terkait yang lalai
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; kepada kepala dinas
agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
serta, memperhitungkan kekurangan volume pekerjaan dalam pelunasan
pembayaran kepada rekanan.

Kekurangan Penerimaan (47 kasus senilai Rp11.653,18 juta)

Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 47 kasus kekurangan penerimaan
daerah senilai Rp11.653,18 juta di 23 objek pemeriksaan pada 23 entitas.

Kasus-kasus tersebut terutama adalah denda keterlambatan pekerjaan
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah
senilai Rp5.244,38 juta, yang terjadi di 18 entitas, antara lain: Kabupaten
Sukoharjo, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Provinsi Riau, dan Kabupaten
Merauke. Kasus-kasus tersebut adalah kontrak pekerjaan pengadaan barang/
jasa yang terlambat diselesaikan oleh rekanan sesuai batas waktu yang
ditetapkan dalam kontrak tetapi belum dikenakan denda keterlambatan.

Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan, dari
kasus-kasus kekurangan penerimaan atas pengelolaan pendapatan dan
pelaksanaan belanja pemerintah daerah senilai Rp11.653,18 juta telah
ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp709,08 juta,
antara lain: Provinsi Riau senilai Rp347,05 juta, Provinsi Jawa Timur senilai
Rp156,98 juta, Kota Banjar senilai Rp52,17 juta, Provinsi Banten senilai
Rp51,07 juta, dan Kabupaten Gianyar senilai Rp42,81 juta.
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4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

Penyebab

Kasus-kasus kekurangan penerimaan terutama terjadi karena: kepala
satker tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pekerjaan; PPK
tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta,
rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan tidak segera
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Rekomendasi

Terhadap  kasus-kasus  kekurangan  penerimaan  tersebut, BPK
merekomendasikan kepada kepala daerah agar: segera menagih kekurangan
penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas
daerah; memberi sanksi kepada pejabat yang kurang optimal dalam
melaksanakan tanggung jawabnya; serta, meningkatkan pengawasan dan
pengendalian.

Kelemahan Administrasi (52 kasus)

Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 52 kasus kelemahan administrasi
di 18 objek pemeriksaan pada 17 entitas.

Kasus-kasus tersebut terutama adalah pertanggungjawaban tidak akuntabel
(bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas) yang
terjadi di 9 entitas, antara lain: Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Provinsi
Jawa Timur, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Gianyar. Kasus-kasus tersebut,
seperti: pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak didukung dengan
bukti pengeluaran yang lengkap dan sah seperti nota/faktur pihak ketiga
atau bukti pelaksanaan kegiatan; dan, penerima hibah belum menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan atau penggunaan dana
bantuan sosial dan hibah.

Penyebab

Kasus-kasus kelemahan administrasi terutama terjadi karena: bendahara
pengeluaran hibah lalai menverifikasi bukti pertanggungjawaban
belanja; kepala dinas lalai dalam mengawasi dan mengendalikan bukti
pertanggungjawaban belanja; serta, penerima bantuan sosial dan hibah
tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana.

Rekomendasi
Terhadap  kasus-kasus  kelemahan  administrasi  tersebut, BPK

merekomendasikan kepada kepala daerah agar: memberi teguran/
sanksi kepada pelaksana yang lalai dalam melaksanakan tugas; meminta
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4.32

4.33

4.34

4.35

4.36

4.37

pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah dengan cara melengkapi
dokumen; serta, memerintahkan inspektorat untuk melakukan penelusuran
dan pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja hibah.

Ketidakhematan (19 kasus senilai Rp16.601,68 juta)

Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 19 kasus ketidakhematan senilai
Rp16.601,68 juta pada 11 entitas.

Kasus-kasus tersebut terutama adalah pemborosan keuangan daerah atau
kemahalan harga senilai Rp16.264,73 juta, yang terjadi di 10 entitas, antara
lain: Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Merauke. Kasus-
kasus tersebut, seperti: hasil pekerjaan perencanaan pembangunan stadion
Kabupaten Bogor tidak digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan
pekerjaan pembangunan; terdapat selisih harga antara kontrak induk dengan
sub kontrak; PPK menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) hanya berdasarkan
satu sumber tanpa ada rincian biayanya; dan, belanja penunjang rapat fraksi
digunakan untuk kegiatan yang tidak tepat yaitu pemberian bantuan dan
mobilitas untuk kunjungan konstituen, yang seharusnya digunakan untuk
belanja dalam menunjang rapat.

Penyebab

Kasus-kasus ketidakhematan terutama terjadi karena: PPK kurang cermat
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta, pejabat yang
bertanggung jawab tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan
pekerjaan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK merekomendasikan
kepada kepala daerah agar: memberi sanksi kepada pelaksana dan pejabat
terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian; serta, menarik kembali
dan membatalkan surat keputusan tentang pemberian biaya penunjang
kegiatan fraksi-fraksi di DPRD.

Ketidakefektifan (21 kasus senilai Rp70.488,79 juta)

Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 21 kasus ketidakefektifan senilai
Rp70.488,79 juta pada 11 entitas.

Kasus-kasus tersebut terutama adalah barang yang dibeli belum/tidak
dapat dimanfaatkan senilai Rp52.760,83 juta, yang terjadi di 4 entitas, yaitu:
Provinsi Aceh, Kota Banjar, Provinsi Banten, dan Kabupaten Merauke. Kasus-
kasus tersebut, seperti: gedung laboraturium sekolah belum dimanfaatkan
untuk menunjang kegiatan dan digunakan sebagai gudang; pengadaan AC
(air conditioner) belum dipasang; pengadaan kendaraan berupa ambulance

Buku IV IHPS



Badan Pemeriksa Keuangan IHPS | Tahun 2014

4.38

4.39

4.40

441

tanpa disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan bukti pembayaran
pajak; serta, pengadaan sistem informasi dan aplikasi pendataan pendidikan
terintegrasi tanpa dilengkapi software, sehingga belum bisa dimanfaatkan.

Penyebab

Kasus-kasus ketidakefektifan terutama terjadi karena pejabat terkait kurang
cermat dalam merencanakan kegiatan pengadaan barang sesuai dengan
kebutuhan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK merekomendasikan
kepada kepala daerah agar: memberi sanksi kepada pelaksana dan pejabat
terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta,
membuat perencanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan
pengadaannya.

Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan terhadap pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan
belanja pemerintah daerah per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam
Lampiran 10.

Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam cakram
padat atau compact disc (CD) terlampir.
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BAB 5

Pengelolaan Aset Tetap

5.1 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya. Aset tetap merupakan aset berwujud yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
(Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 7).

5.2 Aset tetap negara/daerah merupakan aset yang paling strategis dalam
pengelolaan keuangan negara/daerah. Pada umumnya, nilai aset tetap
merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada
laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat memengaruhi kelancaran
roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, sistem pengendalian
intern (SPI) atas manajemen/pengelolaan aset tetap negara/daerah harus
handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan
daerah.

5.3 Pada Semester | Tahun 2014, BPK memeriksa pengelolaan aset tetap pada
6 entitas pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada: Kementerian
Keuangan, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah
Kota Tangeran Selatan, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Pemerintah Kota
Tarakan.

Tujuan Pemeriksaan
5.4 Secara umum, tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah:

e sistem pengendalian intern atas manajemen aset telah dirancang dan
dilaksanakan secara memadai; dan

e pengelolaan aset tetap yang meliputi: perencanaan, penerimaan
dan  penyaluran, penatausahaan, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, serta, penghapusan
dan pemindahtanganan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan

5.5 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 114 kasus senilai Rp6.096.888,08
juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 48 kasus dan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
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sebanyak 66 kasus senilai Rp6.096.888,08 juta. Rincian kelompok temuan
disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Aset Tetap

(nilai dalam juta rupiah)
Ketidakpatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Potensi
: Kelemahan Kerugian Kekurangan Kelemahan
Ui g ga elemaha
SPI Negara / Penerimaan  Administrasi 3E feta]
Daerah
Jumlah Kasus 48 20 4 41 1 66
Nilai Kasus - 6.075.216,03 21.624,05 - 48,00 6.096.888,08
Jumlah Entitas 6 5 2 6 6*
Keterangan:
SPI = Sistem Pengendalian Intern 3E : Ekonomis/Ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas
*Total untuk jumlah entitas bukan merupakan penjumlahan
5.6 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pengelolaan aset
tetap disajikan pada Lampiran 11.
Sistem Pengendalian Intern
5.7 Hasil pemeriksaan SPI menunjukkanterdapat 48 kasus kelemahan SPI. Rincian

kelemahan SPI tersebut, meliputi: 19 kasus kelemahan sistem pengendalian
akuntansi dan pelaporan, 18 kasus kelemahan sistem pengendalian
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 11 kasus kelemahan
struktur pengendalian intern.

5.8 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan aset tetap
disajikan dalam Grafik 5.1.

Grafik 5.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Aset Tetap

M Kelemahan Sistem
Pengendalian Akuntansi
dan Pelaporan

M Kelemahan Sistem
Pengendalian Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja

m Kelemahan Struktur
Pengendalian Intern
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5.9

5.10

Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.

e Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, yang terjadi di 6 entitas,
di antaranya: Kota Balikpapan, Kota Tangerang Selatan, dan Kementerian
Keuangan. Kasus-kasus tersebut, seperti: barang milik daerah (BMD)
yang telah diserahkan kepada pihak lain dan aset yang telah kalah
dalam sengketa masih tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB); tanah
eks kekayaan desa belum tercatat pada buku inventaris; kesalahan
pencatatan aset kredit aset dalam restrukturisasi (ADR) ke dalam aset
kredit non ADR; pengklasifikasian hasil pengadaan belanja modal
sebagai aset tetap tidak sesuai peraturan bupati; dan, barang yang tidak
memenuhi kriteria aset masih tercatat dalam KIB.

e Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan
berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan, yang terjadi di 3
entitas, yaitu: Kementerian Keuangan, Provinsi Banten, dan Provinsi Bali.
Kasus-kasus tersebut, seperti: sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas
aset properti eks kelolaan PT PPA telah habis masa berlakunya, sehingga
berpotensi hilang; tarif sewa aset pemerintah daerah ditetapkan lebih
rendah dari ketentuan tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah;
dan, pemanfaatan aset oleh pihak ketiga tidak didukung perjanjian
pinjam pakai dan sewa.

e Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau
keseluruhan prosedur, yang terjadi di 4 entitas, yaitu: Kota Tangerang
Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Bali, dan Kementerian Keuangan.
Kasus-kasus tersebut, seperti: pengelolaan BMD antara lain rumah milik
negara belum didukung status penetapan dan tata cara penggunaannya;
pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah tentang tata cara
dan persyaratan penyerahan prasarana dan sarana dan utilitas dari
pengembang perumahan dan pemukiman; dan pemerintah daerah
belum memiliki SOP tata cara rekonsiliasi aset dengan satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) di lingkungannya; serta, Menteri Keuangan
belum menetapkan SOP pengelolaan aset saham/surat berharga eks
BPPN yang berasal dari tim pemberesan dan Nostro.

Penyebab

Kasus-kasus kelemahan SPlI pada umumnya terjadi karena: pengelola
keuangan dan barang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya; belum ada kebijakan dan prosedur yang jelas tentang pengelolaan
BMD; dan, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam
pengawasan dan pengendalian kegiatan. Selain itu, kasus-kasus tersebut
juga disebabkan: kebijakan metode inventarisasi/penelusuran data aset
kredit belum sesuai ketentuan; koordinasi dengan BPN untuk pengamanan
aset properti belum dilakukan; serta, Menteri Keuangan belum menetapkan
SOP untuk seluruh aset eks BPPN.
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5.13

5.14

5.15

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan
kepada pimpinan entitas terutama untuk: meningkatkan pengawasan dan
pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan; membuat perjanjian sewa
yang mengatur hak dan kewajiban penggunaan aset oleh pihak lain; serta,
menyusun peraturan terkait pengelolaan BMD.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk:
menelusurikembaliaset kredit dan melakukan koreksi pencatatan; melakukan
koordinasi dengan BPN untuk mengamankan seluruh bukti kepemilikan aset
tanah eks BPPN; serta, menetapkan SOP untuk seluruh aset eks BPPN.

Rincian hasil pemeriksaan SPI atas pengelolaan aset tetap pada pemerintah
daerah per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 12.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 66 kasus ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangandi6 entitas senilaiRp6.096.888,08
juta yang disajikan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan atas Pengelolaan Aset Tetap

(nilai dalam juta rupiah)

Pemerintah Pusat Provinsi Kota Total
No Sub Kelompok , . , .
Temuan Jm Nilai Jm Nilai Jm Nilai Jm Nilai
Kasus Kasus Kasus Kasus
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-und yang M kibatkan
| RS GCEE 1 5.809.86552 14 161.117,28 5 104.233,23 20 6.075.216,03
Negara/Daerah
7 |CEUEET 1 10.028,22 . 3 1159583 4 2162405
Penerimaan -
Kelemahan
SR e — £2 : £2 : L : l
4 Ketidakefektifan - - - 1 48,00 1 48,00
Jumlah 14 5.819.893,74 26 161.117,28 26 115.877,06 66 6.096.888,08

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kasus-kasus terutama sebagai
berikut.

o Aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp5.810.780,08 juta, yang
terjadi di 3 entitas, yaitu: Kementerian Keuangan, Provinsi Banten, dan
Kota Balikpapan. Kasus-kasus tersebut, yaitu: kendaraan dinas, peralatan
dan mesin yangtercatat pada KIB namun fisiknya tidak diketahui pemakai/
penanggungjawab kendaraan dan tidak dapat ditelusuri keberadaannya.

e Aset dikuasai pihak lain senilai Rp264.435,95 juta, yang terjadi di 4
entitas, yaitu: Provinsi Banten, Provinsi Bali, Kota Tangerang Selatan, dan
Kota Balikpapan. Kasus-kasus tersebut, seperti: tanah milik pemerintah
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5.16

5.17

daerah telah berubah fungsi menjadi rumah tinggal, kios, pasar, kantor
koperasi; serta, tempat parkir umum dikelola oleh masyarakat maupun
pihak ketiga lainnya.

e Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan
pekerjaan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor
ke kas daerah senilai Rp21.624,05 juta yang terjadi di 2 entitas, yaitu:
Kementerian Keuangan, dan Kota Tangerang Selatan. Kasus-kasus
tersebut, seperti: pemerintah daerah belum menerima hasil sewa atas
pemanfaatan aset yang berasal dari penyediaan prasarana, sarana dan
utilitas (PSU) yang dikelola oleh pengembang atau oleh masyarakat
tanpa izin; serta, terdapat aset Nostro eks BPPN yang masih mengendap
pada rekening giro Bank Beku Operasi (BBO)/Bank Beku Kegiatan Usaha
(BBKU) di Bank Indonesia (BI) dan bank lain.

e Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan
perlengkapan atau barang milik daerah yang terjadi di 6 entitas, antara
lain: Kementerian Keuangan, Provinsi Banten, dan Kota Balikpapan.
Kasus-kasus tersebut, seperti: kendaraan bermotor yang telah habis
masa pinjam pakainya belum dikembalikan pemakai; peminjaman aset
tanah dan bangunan oleh instansi vertikal belum dilengkapi perjanjian
pinjam pakai; SHBG aset jaminan kredit yang telah habis masa berlakunya
di BPN belum dilakukan pemblokiran; serta, kendaraan bermotor yang
telah rusak berat tidak dapat dihapuskan dan dilelang karena tidak
memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB).

Penyebab

Kasus-kasus tersebut terutama terjadi karena: pejabat yang bertanggung
jawab lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan
ketentuan pengelolaan BMD; dan, itikad kurang baik dari pengembang
yang menggunakan aset perolehan PSU milik pemerintah tanpa izin. Selain
itu, kasus tersebut juga disebabkan: kebijakan yang diambil atas metode
inventarisasi/penelusuran data aset kredit eks BPPN tidak berangkat dari
Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys; serta, keterbatasan data/informasi
mengenai rekening Nostro.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan
entitas yang diperiksa, antara lain: melakukan koordinasi dengan SKPD terkait
untuk menelusuri keberadaan fisik aset yang tidak diketahui keberadaannya;
menertibkan BMD yang masih dipinjam pakai oleh pihak ketiga dan
menelusuri bukti kepemilikannya; serta, melakukan upaya hukum atas aset
yang telah dikuasai oleh pihak ketiga. Selain itu, pimpinan entitas menegur
pengelola barang yang tidak tertib melakukan pengelolaan BMD; segera
melakukan pengurusan bukti kepemilikan aset sesuai dengan ketentuan;
melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan, meningkatkan fungsi
pengawasan dan pengendalian.
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5.18 BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk berkoordinasi
dengan Bl untuk memperoleh mutasi rekening BBO/BBKU dan rekening Tim
Pemberesan BPPN sejak tanggal 30 April 2004 s.d. sekarang dan menyetorkan
ke kas negara.

5.19 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan atas pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah
per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 13.

5.20 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam cakram
padat atau compact disc (CD) terlampir.
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BAB 6

Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) atau
Public Service Obligation (PSO) dan Operasional BUMN

6.1 Pada Semester | Tahun 2014, BPK memeriksa pelaksanaan subsidi/PSO dan
operasional BUMN atas 23 objek pemeriksaan pada 19 entitas. Cakupan
pemeriksaan atas 19 entitas tersebut adalah senilai Rp475.438.485,66 juta
dari realisasi anggaran senilai Rp639.329.889,34 juta.

6.2 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 434 kasus senilai Rp2.715.550,11
juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 180 kasus dan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
sebanyak 254 kasus dengan total senilai Rp2.715.550,11 juta. Dari nilai
tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan
selama proses pemeriksaan senilai Rp4.382,88 juta. Rincian kelompok
temuan disajikan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Kelompok Temuan atas Pelaksanaan Subsidi/PSO dan Operasional BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

SPI Ketidakpatuhan Nilai
Tema
Kasus  Kasus Nilai Penyetoran

Pelaksanaan subsidi/PSO 98 102 874.895,12 155,50
Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi
BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) 17 21 141.736,90 151,00
menjadi BPJS Ketenagakerjaan
Pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 36 85 787.897,97
BUMN
BUMN lainnya 29 46 911.020,12 4.076,38

Total 180 254 2.715.550,11 4.382,88

6.3 Pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN terdiri

dari 4 subtema, yaitu:
e pelaksanaan subsidi/PSO;

e pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek
(Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan;

e pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN; dan
e BUMN lainnya.

6.4 Penjelasan lebih lanjut terhadap subtema pelaksanaan subsidi/PSO dan
operasional BUMN disajikan pada uraian berikut.
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Pelaksanaan Subsidi/PSO

6.5

6.6

6.7

6.8

Pada Semester | Tahun 2014, BPK memeriksa pelaksanaan subsidi/PSO Tahun
2013 oleh 10 BUMN. Secara garis besar, pemeriksaan terdiri atas.

e Subsidi energi, yaitu: subsidi listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara
(PT PLN) (Persero), subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan subsidi
LPG tabung gas 3 kg pada PT Pertamina (Persero), pada Kementerian
Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengatur Hilir (BPH)
Migas, termasuk badan usaha lainnya yang mendapat penugasan untuk
mendistribusikan JBT yaitu PT Aneka Kimia Raya Corporindo (PT AKR)
dan PT Surya Parna Siaga (PT SPN).

e Subsidi pupuk disalurkan oleh: PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT
PSP), PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT), PT Pupuk Kujang (PT PK), PT
Petrokimia Gresik (PT PG), dan PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM).

e Subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah (raskin) dan
penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada Perum Bulog.

e PSO bidang angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi pada PT
Kereta Api Indonesia (PT KAI) (Persero) dan PSO bidang angkutan laut
penumpang kelas ekonomi dalam negeri pada PT Pelayaran Nasional
Indonesia (PT Pelni) (Persero).

Cakupan pemeriksaan pada 10 BUMN adalah senilai Rp364.903.283,41 juta
dari realisasi anggaran belanja senilai Rp378.351.429,58 juta.

Tujuan Pemeriksaan
Secara umum, tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai:

e kewajaran nilai subsidi Tahun 2013 yang layak dibayar oleh Pemerintah;
dan

e pelaksanaan subsidi/PSO yang disalurkan telah dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan mengungkap koreksi subsidi positif senilai Rp543,81 miliar
dan koreksi subsidinegatif senilai Rp5,96 triliun. Selain itu, juga mengungkap
sebanyak 200 kasus senilai Rp874,89 miliar yang merupakan kelemahan SPI
sebanyak 98 kasus di 10 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan sebanyak 102 kasus senilai Rp874,89
miliar di 10 entitas. Dari nilai temuan tersebut, terdapat penyerahan aset/
penyetoran ke kas perusahaan selama proses pemeriksaan senilai Rp155,50
juta.
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Koreksi Subsidi
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BPK mengoreksi perhitungan subsidi/PSO, yaitu koreksi subsidi positif senilai
Rp543,81 miliar dan koreksi subsidi negatif senilai Rp5,96 triliun, sehingga

total subsidi/PSO Tahun 2013 yang harus dibayar pemerintah turun dari

Rp385.465.422,65 juta menjadi Rp380.043.757,57 juta. Pemerintah telah
membayar subsidi/PSO senilai 323.402.060,00 juta, sehingga pemerintah
masih mempunyai kewajiban membayar subsidi kepada 8 BUMN senilai
Rp56.520.838,62 juta. Selain itu, terdapat PSO yang ditanggung PT Pelni
(Persero) dan tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah senilai Rp120.858,95

juta. Perhitungan secara rinci diuraikan dalam Tabel 6.2. di bawah ini.

Tabel 6.2 Perhitungan Subsidi/PSO Tahun 2013 per 31 Desember 2013

(nilai dalam juta rupiah)

Nama Per

Subsidi Energi
PT PLN

PT Pertamina, PT AKR
PT Petronas, PT SPN

a. Subsidi jenis bahan
bakar tertentu (JBT)

b. Subsidi LPG Tabung 3
kg (PT Pertamina)

Sub Total Subsidi
Energi

Subsidi Pupuk
PT PSP

PT PKT

PT PK

PT PG

PT PIM

Sub Total Subsidi
Pupuk

Subsidi Beras
Perum Bulog

Sub Total Subsidi Beras

Total Subsidi
D. PSO
1 PT Pelni
2 PTKAI***
Total PSO
Total Subsidi + PSO
Keterangan :

*

Per

(unaudited)

106.800.597,21

193.705.718,15

40.380.974,44

340.887.289,80

2.225.581,55
3.531.206,19
1.174.947,07
14.448.112,77
1.942.736,47

23.322.584,05

20.310.112,42
20.310.112,42
384.519.986,27

945.436,38
0,00
945.436,38

385.465.422,65

Perhitungan subsidi/PSO
Koreksi
BPK (audited)
Positif Negatif
0,00 5.592.738,38  101.207.858,83
0,00 53.246,02 193.652.472,13
0,00 168,78 40.380.805,66
0,00 5.646.153,18  335.241.136,62
0,00 64.049,19 2.161.532,36
0,00 28.702,80 3.502.503,39
0,00 11.504,90 1.163.442,17
0,00 36.407,92 14.411.704,85
0,00 80.605,56 1.862.130,91
0,00 221.270,37 23.101.313,68
543.813,27 0,00 20.853.925,69
543.813,27 0,00 20.853.925,69
543.813,27 5.867.423,55 379.196.375,99
0,00 98.054,80 847.381,58
0,00 0,00 0,00
0,00 98.054,80 847.381,58
543.813,27 5.965.478,35 380.043.757,57

Telah dibayar
Pemerintah

79.413.930,00

173.238.593,56*

33.884.195,68

286.536.719,24

1.014.705,98
2.453.381,05
702.508,47
10.430.131,50
1.227.978,71

15.828.705,71

20.310.112,42
20.310.112,42
322.675.537,37

726.522,63
0,00
726.522,63

323.402.060,00

Kurang (Lebih)
Bayar

21.793.928,83

20.413.878,57

6.496.609,98

48.704.417,38

1.146.826,38
1.049.122,34
460.933,70
3.981.573,35
634.152,20

7.272.607,97

543.813,27
543.813,27
56.520.838,62

120.858,95**
0,00
120.858,95

56.520.838,62

Pembayaran subsidi JBT senilai Rp173,23 triliun termasuk pembayaran utang subsidi utang JBT Tahun 2013 yang dibayar Tahun 2014 senilai

Rp20,00 triliiun.

** Sesuai kontrak PT Pelni dengan Pemerintah, jumlah maksimum PSO yang ditanggung pemerintah senilai anggaran yang telah ditetapkan

pemerintah dan menjadi beban PT Pelni.

*** BPK tidak melakukan koreksi karena perhitungan PSO PT KAI tidak dapat diyakini kewajarannya.

yaitu senilai Rp726.522,63 juta. Dengan demikian, kelebihan realisasi biaya PSO senilai Rp120.858,95 juta tidak dapat ditagihkan kepada

Hasil pemeriksaan atas subsidi energi pada PT PLN (Persero) dan PT
Pertamina (Persero), (termasuk PT AKR dan PT SPN) menunjukkan bahwa

semula BUMN menghitung subsidi energi senilai Rp340.887.289,80 juta
dan dikoreksi negatif (kurang) senilai Rp5.646.153,18 juta, sehingga jumlah
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6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

subsidi energi menjadi senilai Rp335.241.136,62 juta. Pemerintah sudah
membayar subsidi energi kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina
(Persero) senilai Rp286.536.719,24 juta, sehingga Pemerintah masih kurang
membayar subsidi energi senilai Rp48.704.417,38 juta.

Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada 5 BUMN (PT PSP, PT PKT, PT
PK, PT PG, dan PT PIM), menunjukkan bahwa semula BUMN menghitung
subsidi pupuk senilai Rp23.322.584,05 juta, dikoreksi negatif (kurang)
senilai Rp221.270,37 juta, sehingga jumlah subsidi pupuk menjadi senilai
Rp23.101.313,68 juta. Pemerintah sudah membayar subsidi pupuk kepada
5 BUMN senilai Rp15.828.705,71 juta, sehingga Pemerintah masih kurang
membayar subsidi pupuk senilai Rp7.272.607,97 juta.

Hasil pemeriksaan atas subsidi beras/raskin pada Perum Bulog Tahun 2013,
menunjukkan bahwa Perum Bulog mengajukan pembayaran subsidi beras
kepada Pemerintah senilai Rp20.310.112,42 juta. Subsidi beras/raskin
berdasarkan perhitungan adalah senilai Rp20.853.925,69 juta, sehingga
masih terdapat subsidi beras/raskin yang belum ditagih Perum Bulog kepada
Pemerintah senilai Rp543.813,27 juta. Perhitungan subsidi tersebut belum
memperhitungkan margin fee yang seharusnya ditetapkan oleh Pemerintah
dan diterima oleh Perum Bulog.

Hasil pemeriksaan atas PSO pada PT Pelni (Persero), menunjukkan bahwa
semula PT Pelni (Persero) menghitung subsidi PSO senilai Rp945.436,38 juta,
BPK melakukan koreksi negatif (kurang) senilai Rp98.054,80 juta, sehingga
jumlah kewajiban PSO menjadi senilai Rp847.381,58 juta. Pemerintah
telah menetapkan anggaran subsidi PSO dan sudah membayar kepada
PT Pelni (Persero) senilai Rp726.522,63 juta. Sesuai kontrak, jumlah dana
penyelenggaraan pelaksanaan PSO yang ditanggung oleh pemerintah
maksimum senilai anggaran yang telah ditetapkan, sehingga kelebihan
realisasi biaya PSO senilai Rp120.858,95 juta tidak dapat ditagihkan kepada
pemerintah dan menjadi beban PT Pelni (Persero).

Sedangkan untuk PSO PT KAI (Persero), BPK tidak melakukan koreksi karena
perhitungan PSO PT KAI (Persero) tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/PSO selain menyajikan
perhitungan/koreksi atas subsidi yang ditanggung oleh pemerintah, juga
mengungkapkan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan pelaksanaan subsidi/
PSO terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian jumlah
dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 6.3.
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Tabel 6.3 Kelompok Temuan atas Pelaksanaan Subsidi/PSO

(nilai dalam juta rupiah)

5 1 24 65 7 102

Jumlah kasus 98
Nilai kasus S 63.997,79
Jumlah Entitas 10 2

Nilai penyetoran
selama proses 73,07
pemeriksaan

Keterangan:

26,93 707.736,70 =
1 5 10

= 82,43 =

SPI = Sistem Pengendalian Intern 3 E = Ekonomis/ketidakhematan, Efisiensi, dan efektivitas

* Total untuk jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

103.133,70 874.895,12
5 10 *
= 155,50

Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pelaksanaan
subsidi/PSO disajikan pada Lampiran 14.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan SPI pada 10 BUMN mengungkap sebanyak 98 kasus
kelemahan SPI, yaitu: 11 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi
dan pelaporan, 34 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja, serta 53 kasus kelemahan struktur

pengendalian intern.

Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pelaksanaan subsidi/PSO

disajikan dalam Grafik 6.1.

Grafik 6.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pelaksanaan Subsidi/PSO

M Kelemahan Sistem Pengendalian
Akuntansi dan Pelaporan

M Kelemahan Sistem Pengendalian
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja

1 Kelemahan Struktur
Pengendalian Intern
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6.19 Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut.

Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, yang terjadi di
2 entitas, yaitu: PT PLN (Persero), dan PT KAI (Persero). Kasus-kasus
tersebut, seperti: adanya nilai pada laporan penjualan yang tidak sesuai
dengan data pendukung dan tidak dapat ditelusuri; dan, penerapan
kebijakan akuntansi penurunan nilai aset yang tidak dilakukan pada
semua aset tetap, sehingga kebijakan akuntansi menjadi tidak konsisten.
Selain itu, terdapat kelemahan dalam penyusunan laporan, seperti
kelemahan dalam pencatatan serta stock opname dan pengelolaan
material gudang yang belum memadai.

Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan
berakibat peningkatan biaya/belanja, yang terjadi pada 7 entitas,
antara lain: PT Pertamina (Persero), PT PK, dan Perum Bulog. Kasus-kasus
tersebut, seperti: kebijakan pemerintah yang kurang konsisten mengenai
penyaluran solar bersubsidi kepada kapal nelayan ukuran di atas 30
GT menyebabkan ketidakhematan subsidi JBT pada tahun 2013 senilai
Rp478,16 miliar; dan, terdapat biaya koordinasi yang membebani harga
pembelian beras (HPB) pada beberapa subdivre. Selain itu, terdapat
penetapan besaran Harga Pokok Penjualan (HPP) sementara tidak
realistis dan jauh di bawah HPP riil; serta, pembayaran tagihan subsidi
pupuk yang terlambat mengakibatkan modal kerja perusahaan pupuk
tertanam dalam bentuk piutang subsidi, sehingga perusahaan pupuk
harus meminjam dana ke bank. Hal tersebut mengakibatkan porsi biaya
bunga yang menjadi beban HPP pupuk bersubsidi menjadi lebih besar,
sehingga pemerintah menanggung biaya subsidi pupuk Tahun 2013 lebih
tinggi senilai Rp708,62 miliar.

SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak
ditaati, yang terjadi pada 9 entitas, antara lain: PT Pertamina (Persero),
PT PKT dan Perum Bulog. Kasus-kasus tersebut, seperti: Stasiun Pompa
Bensin Umum (SPBU) wilayah Retail Fuel Marketing (RFM) Region V
belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perizinan dan peraturan BPH
Migas No. 5 Tahun 2012, di antaranya mengenai larangan merokok serta
pencatatan penyaluran jerigen; penggilingan gabah melalui satuan tugas
pengadaan gabah/beras dalam negeri tidak sesuai Peraturan Direksi
Perum Bulog tentang Giling Gabah; serta, kemasan pupuk organik dan
anorganik bersubsidi beberapa pabrik pupuk belum sesuai ketentuan
Permentan Nomor 70/Permentan/SR.140/8/2011, salah satunya belum
memuat masa edar.

Penyebab

6.20 Kasus-kasus kelemahan SPI pada pelaksanaan subsidi/PSO pemerintah,
terutama disebabkan: mekanisme rekonsiliasi, koordinasi, monitoring
pelaporan dan penerapan aturan mengenai aset tetap belum dilakukan
secara optimal; kegiatan pengelolaan, pengemasan produk dan giling gabah
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6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

belum dilaksanakan sesuai ketentuan; pejabat terkait lalai dalam menyetujui
permohonan biaya bantuan tim koordinasi; dan, pejabat yang bertanggung
jawab belum optimal dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.

Selainitu, jugadisebabkan: Kementerian ESDM tidak menetapkansecarategas
ketentuan larangan bagi kapal perikanan di atas 30 GT untuk menggunakan
BBM Subsidi di dalam Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2013; penetapan HPP
sementara pupuk bersubsidi oleh Menteri Pertanian hanya mendasarkan
pada besarnya HPP dua tahun sebelumnya dan tidak mempertimbangkan
estimasi harga-harga komponen HPP pada tahun berjalan; serta, sistem
penganggaran, pembayaran, dan pencatatan atas tagihan subsidi pupuk
tahun-tahun sebelumnya pada Kementerian Keuangan tidak dikelola dalam
mata anggaran pembiayaan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai
bagian dari pengendalian.

Rekomendasi

Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK merekomendasikan kepada pimpinan
entitas agar: menetapkan mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi secara
periodik; konsisten dalam menerapkan perlakuan akuntansi; mengenakan
sanksi sesuai ketentuan kepada pejabat terkait; meningkatkan pembinaan,
pengawasan, dan pengendalian; serta, Kementerian ESDM agar melakukan
harmonisasi regulasi antara Perpres Nomor 15 Tahun 2012 dengan Permen
ESDM Nomor 18 Tahun 2013.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada PT Pupuk Indonesia selaku
pemegang saham mengusulkan agar: Menteri Pertanian menghitung
dan menetapkan HPP dengan mempertimbangkan estimasi harga-harga
komponen HPP pada tahun berjalan; serta, mengusulkan kepada Dirjen
Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dan Menteri
Keuangan untuk menata kembali sistem pengelolaan penganggaran,
pembayaran, dan pencatatan atas tagihan subsidi pupuk tahun-tahun
sebelumnya dalam mata anggaran pembiayaan sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pelaksanaan subsidi/PSO per
kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 15.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan

Selain koreksi perhitungan subsidi dan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan
juga mengungkap sebanyak 102 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan di 10 entitas senilai Rp874,89 miliar yang
disajikan dalam Tabel 6.4.
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No.

Tabel 6.4 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan atas Pelaksanaan Subsidi/PSO

(nilai dalam juta rupiah)

Subsidi energi Subsidi Pupuk Subsidi Beras PSO Total
Sub Kelompok
dmi Nilai m Nilai Ll Nilai me N M g
Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus
Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perund | yang kibatkan

Kerugian 3 63.92472 - - 2 73,07 - - 5 63.997,79
Perusahaan
Potensi Kerugian 1 26,93 ~ B _ _ B B 1 26,93
Perusahaan
(NI 13 101.644,56 1 39,00 4 544.410,98 6 6128516 24 707.736,70
Penerimaan
Kelemahan
Administrasi &l : 22 : v : 2 : &
Ketidakhematan 1 33.177,68 1 1.149,10 - - - - 2 34.326,78
Ketidakefisienan - - 1 66.744,83 - - - - 1 66.744,83
Ketidakefektifan 1 - 1 - - - 2 2.062,09 4 2.062,09

Jumlah 50 198.773,89 26 68.289,93 13 544.484,05 13 63.347,25 102 874.895,12

6.26 Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut.
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Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp3.557,49 juta,
yang terjadi di PT PLN (Persero), dan Perum Bulog, yaitu: kekurangan
volume BBM karena tidak dicatatnya selisih kurang volume BBM yang
diangkut dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang; serta, kekurangan
volume pada pekerjaan Rehabilitasi dan Replacement (RR) jalan dan
gudang.

Kerugian lain - lain senilai Rp60.287,64 juta, yang terjadi di PT PLN
(Persero) yaitu: pembangunan sistem interkoneksi kabel laut 20 kV Bali-
Nusa Lembongan yang berisiko tinggi tidak diasuransikan, dan pekerjaan
tersebut tidak berhasil dilaksanakan.

Penerimaan perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/
tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas perusahaan
senilai Rp663.840,90 juta, yang terjadi di 5 entitas, antara lain: Perum
Bulog, PT PLN (Persero), dan PT Pelni (Persero). Kasus-kasus tersebut,
seperti: terdapat subsidi raskin TA 2013 yang belum ditagih Perum
Bulog kepada Pemerintah; pendapatan dari denda kekurangan kWh
produksi, denda Specific Fuel Consumption (SFC), denda keterlambatan
pengoperasian belum diterima; serta, klaim asuransi atas tenggelamnya
KM Fudi Tahun 2011 belum dibayarkan sebagian oleh perusahaan
asuransi.

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll
yang terjadi di 9 entitas, antara lain: PT KAl (Persero), PT PG, dan PT
PKT. Kasus-kasus tersebut, terutama adalah: perhitungan PSO PT KAl
Tahun 2013 senilai Rp682,76 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya
karena beberapa klausul dalam peraturan mengenai PSO tidak selaras



Badan Pemeriksa Keuangan IHPS | Tahun 2014

dan mengandung interprestasi yang multitafsir; pengenaan biaya
penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara tidak memiliki
kejelasan; pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana
perkeretaapian milik negara belum memiliki kejelasan; basis biaya untuk
perhitungan tarif keekonomian jasa angkutan yang diperhitungkan
dalam PSO belum diatur; dan, ketentuan tentang kewajiban melakukan
pemisahan pembukuan tidak memiliki kejelasan.

e Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak
sesuai standar senilai Rp33.177,68 juta, yang terjadi di PT PLN (Persero),
yaitu terdapat kegagalan penggelaran dan pengoperasian kabel laut
20 kV Bali — Nusa Lembongan yang mengharuskan PT PLN (Persero)
mengoperasikan mesin genset berbahan bakar minyak, sehingga harus
mengeluarkan biaya tambahan untuk pemakaian bahan bakar dan sewa
genset.

e Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/
tinggi dari yang seharusnya senilai Rp66.744,83 juta, yang terjadi di PT
PIM, yaitu tidak beroperasinya salah satu pabrik pupuk atau beroperasi
di bawah kapasitas normal akibat kekurangan pasokan gas, sehingga
menimbulkan biaya inefisiensi atas biaya yang diperlukan untuk
mempertahankan kondisi pabrik siap beroperasi.

e Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp2.062,09
juta, yang terjadi di PT Pelni (Persero), yaitu terdapat suku cadang di
gudang yang berpotensi tidak atau belum dapat digunakan oleh kapal,
sedangkan kapal tersebut akan dijual atau dihapusbukukan.

6.27 Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan, dari kasus-
kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
pada BUMN telah dilakukan penyetoran kas atau penyerahan aset ke
perusahaan milik negara senilai Rp155,50 juta, yaitu oleh: Perum Bulog
senilai Rp149,93 juta dan PT PLN (Persero) senilai Rp5,57 juta.

Penyebab

6.28 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan disebabkan: pejabat pelaksana dalam melaksanakan kegiatan
belum memerhatikan ketentuan yang berlaku; para pelaksana kegiatan tidak
cermat dalam menyusun HPS; dan, kurangnya koordinasi antar bagian dalam
perusahaan. Selain itu, permasalahan tersebut juga disebabkan: kurangnya
pengawasan dan pengendalian oleh pejabat yang bertanggung jawab; serta,
PT PIM dan pihak terkait telah menyetujui pembangunan pabrik PIM 2
dengan pihak konsorsium sebelum memperoleh penyediaan pasokan bahan
bakar gas.

6.29 Selain itu, permasalahan tersebut juga disebabkan: peraturan-peraturan
yang mengatur pelaksanaan PSO belum memiliki keselarasan antara
satu peraturan dengan peraturan yang lain; dan, Menteri Perhubungan
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6.30

6.31

6.32

belum merealisasikan anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana
perkeretaapian (Infrastructure Maintenance and Operation/IMO) TA
2013 dan belum mengatur basis biaya yang digunakan dalam formula
perhitungan tarif; serta, belum menetapkan tarif atas penggunaan prasarana
perkeretaapian milik negara (Track Access Charge/TAC) yang merupakan
PNBP.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan
entitas yang diperiksa, antara lain agar: memulihkan kerugian yang terjadi
atas kontrak, merevisi kontrak sesuai SOP, menarik kelebihan pembayaran,
melakukan penagihan secara intensif atas tunggakan klaim yang belum
dibayarkan, dan memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang lalai dalam
melaksanakan kegiatan. Selain itu, merekomendasikan: kepada Menteri
Keuangan agar segera menetapkan anggaran IMO dalam DIPA Kementerian
Perhubungan, Menteri Perhubungan agar berkoordinasi dengan pihak-pihak
terkait untuk merevisi peraturan-peraturan yang mengatur PSO terutama
mengenai biaya yang menjadi objek pemeriksaan dalam perhitungan PSO,
segera merealisasikan pengenaan TAC kepada pemilik sarana dan belanja
IMO setelah ditetapkan oleh pemerintah serta menunjuk pengelola sarana
yang mendapatkan PSO sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BPK juga merekomendasikan agar: entitas menetapkan kebijakan mengenai
pengelolaan pabrik saat kekurangan pasokan gas bumi dengan memerhatikan
prinsip efisiensi; serta, merencanakan, mengajukan pembelian suku cadang,
dan melaksanakan pengadaan barang/suku cadang kapal dilakukan secara
lebih cermat.

Rincian hasil pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan atas pelaksanaan subsidi/PSO per kelompok dan jenis
temuan disajikan dalam Lampiran 16.

Pengalihan PT Askes (Persero) Menjadi BPJS Kesehatan dan PT
Jamsostek (Persero) Menjadi BPJS Ketenagakerjaan

6.33

6.34

Sesuai UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),
SISN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar
hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Untuk
mewujudkan tujuan SISN tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) dibentuk sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Dalam rangka mempercepat terselenggaranya SJSN bagi seluruh rakyat
Indonesia, Pemerintah telah membentuk BPJS Kesehatan dan BPIJS
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6.35

6.36

6.37

6.38

Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014. BPIS
Kesehatan merupakan pengalihan dari PT Askes dan menyelenggarakan
program jaminan kesehatan. Sedangkan, BPJS Ketenagakerjaan saat ini baru
merupakan pengalihan dari PT Jamsostek yang menyelenggarakan program
jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan
kematian. Sesuai UU No. 24 Tahun 2011, pengalihan PT Asabri dan PT Taspen
ke dalam BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan paling lambat Tahun 2029 .

BPJS mengelola aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. Aset BPJS bersumber
dari modal awal dari pemerintah, hasil pengalihan aset BUMN yang
menyelenggarakan program jaminan sosial, hasil pengembangan aset BPIJS,
dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial, dan/atau sumber
lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aset Dana
Jaminan Sosial bersumber dari iuran jaminan sosial termasuk bantuan iuran,
hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial, hasil pengalihan aset BUMN yang
menyelenggarakan program jaminan sosial, dan/atau sumber lain yang sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS
Kesehatan, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) sampai dengan
beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk: menyiapkan operasional BPJS
Kesehatan untuk program jaminan kesehatan, menyiapkan pengalihan aset
dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS
Kesehatan. Sejak tanggal 1 Januari 2014 PT Askes dinyatakan bubar tanpa
likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum
PT Askes menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS
Kesehatan.

Setelah menjadi BPJS Kesehatan maka seluruh program asuransi yang
sebelumnya dilaksanakan oleh PT Askes menjadi Program Jaminan Kesehatan
BPJS dan peserta program asuransi secara otomatis menjadi peserta BPJS
Kesehatan. Begitu juga dengan program Jamkesmas dimana sebelumnya PT
Askes hanya mengelola manajemen kepesertaannya, maka sejak 1 Januari
2014 peserta Jamkesmas menjadi peserta BPJS Kesehatan yang jaminan
kesehatannya dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Sehubungan dengan pengalihan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS
Ketenagakerjaan, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero)
sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan ditugasi untuk:
menyiapkan pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan kepada
BPJS Kesehatan; menyiapkan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun,
dan jaminan kematian; menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta
hak dan kewajiban program jaminan kesehatan PT Jamsostek (Persero)
terkait penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS
Kesehatan, dan menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta
hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.
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6.39

6.40

6.41

6.42

6.43

6.44

Sejak tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa
likuidasi, dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT
Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban
hukum BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan
program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program
jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek
(Persero), termasuk menerima peserta baru.

Pada Semester | Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan atas hasil
inventarisasi aset dan liabilitas, pengelolaan data peserta dan biaya-biaya
umum tahun buku 2013 terkait pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS
Kesehatan, dan pemeriksaan atas pengalihan aset PT Jamsostek (Persero)
menjadi aset program dan aset BPJS Ketenagakerjaan serta kegiatan
pengembangan dana Jaminan Hari Tua (JHT), dan biaya PT Jamsostek pada
BPJS Ketenagakerjaan tahun buku 2012 dan 2013.

Cakupan pemeriksaan adalah senilai Rp23.682.500,49 juta dari realisasi
senilai Rp31.048.602,37 juta.

Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan keyakinan
yang memadai bahwa proses pengalihan aset dan liabilitas serta
pertanggungjawaban penggunaan biaya-biaya umum dari PT Askes ke BPJS
Kesehatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk memastikan bahwa
pengendalian intern atas kegiatan pengembangan dana JHT, non JHT, dan
biaya telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai
tujuan pengendalian, serta pelaksanaan/pengelolaan dana JHT, non JHT, dan
biaya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 38 kasus senilai Rp141.736,90
juta yang merupakan temuan kelemahan SPl sebanyak 17 kasus dan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
sebanyak 21 kasus senilai Rp141.736,90 juta. Dari nilai tersebut, terdapat
penyerahan aset/penyetoran ke kas perusahaan selama proses pemeriksaan
senilai Rp151,00 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan
disajikan dalam Tabel 6.5.
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Tabel 6.5 Kelompok Temuan atas Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan
dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan
(nilai dalam juta rupiah)

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kelemahan
Lhain S Kerugian Potensi Kekurangan Kelemahan 3E Total
Perusahaan Kerugian Penerimaan Administrasi
Jumlah kasus 17 4 2 1 11 B 21
Nilai kasus - 136.343,82 407,61 3.322,13 - 1.663,34 141.736,90
Jumlah Entitas 2 2 1 1 2 2 2%

Nilai penyetoran
selama proses 21,00 130,00 - - - 151,00
pemeriksaan

Keterangan:
SPI = Sistem Pengendalian Intern 3 E = Ekonomis/ketidakhematan, Efisiensi, dan Efektivitas

*Total untuk jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

6.45 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pengalihan PT
Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi
BPJS Ketenagakerjaan disajikan pada Lampiran 17.

Sistem Pengendalian Intern

6.46 Hasil pemeriksaan SPI menunjukkan terdapat 17 kasus kelemahan SPI. Rincian
kelemahan SPI tersebut, meliputi: 6 kasus kelemahan sistem pengendalian
akuntasi dan pelaporan, 4 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja, serta 7 kasus kelemahan struktur
pengendalian intern.

6.47 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengalihan PT Askes
(Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS
Ketenagakerjaan disajikan dalam Grafik 6.2.

Grafik 6.2 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengalihan PT Askes
(Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS
Ketenagakerjaan

M Kelemahan Sistem Pengendalian
Akuntansi dan Pelaporan

41 %
B Kelemahan Sistem Pengendalian
Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Kelemahan Struktur
Pengendalian Intern
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6.48

6.49

6.50

6.51

Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.

e Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, yang terjadi di BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kasus-kasus tersebut, terutama
adalah: perbedaan saldo Dana Pengembangan JHT Tahun 2013 antara
Laporan Keuangan dengan perhitungan berdasarkan Keputusan Direksi
tentang pembagian Dana Pengembangan kepada peserta senilai
Rp25.831,02 juta, dan saldo aset kontijensi yang diungkapkan dalam
Laporan Keuangan Penutup per 31 Desember 2013 dalam rangka
pengalihan aset dan liabilitas kepada BPJS Kesehatan tidak akurat senilai
Rp126.592,69 juta.

e Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa
tentang pendapatan dan belanja, yang terjadi di BPJS Kesehatan, yaitu:
terdapat tunggakan iuran Askes Sosial senilai Rp943.307,69 juta belum
diselesaikan pemerintah daerah, dan data master file peserta TNI/Polri
dan eks Jamsostek untuk pembuatan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan
pembayaran kapitasi pada BPJS Kesehatan belum akurat.

e Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau
keseluruhan prosedur, yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan dan
BPJS Kesehatan, di antaranya: prosedur pembaruan data jenis usaha
perusahaan secara berkala, prosedur rekonsiliasi penerimaan iuran
belum rinci, prosedur proses penyelesaian piutang yang berpotensi tidak
tertagih termasuk prosedur pencatatan dan pelaporannya dalam laporan
keuangan, serta prosedur mekanisme pertanggungjawaban uang muka
kerja dan tata cara pemotongan pembayaran gaji.

Penyebab

Kasus-kasus kelemahan SPI terutama disebabkan: pejabat terkait kurang
informatif dalam menyajikan data untuk menyusun laporan keuangan, tidak
cermat dalam melakukan inventarisasi aset, belum menyusun SOP, dan tidak
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan.

Selain itu, kasus-kasus tersebut juga disebabkan: Pemda terkait belum
mengakui kewajiban luran Wajib (IW) Pemda sebagai hutang dalam neraca
LKPD, Kepala Daerah terkait kurang memiliki keseriusan dan kesadaran untuk
mematuhi kewajibannya membayar iuran askes sosial sesuai ketentuan yang
berlaku, serta Kemendagri dan Kemenkes belum optimal melakukan usaha
untuk mendorong Kepala Daerah terkait membayar iuran askes sosial secara
tertib.

Rekomendasi

Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada
pimpinan entitas agar: melakukan rekonsiliasi atas perbedaan saldo dana,
memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak melaksanakan tugas dan
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fungsi sesuai ketentuan, menyusun dan menetapkan SOP, serta melakukan
koreksi atas kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar: pimpinan entitas meminta
pemda membuat surat pengakuan hutang sebagai langkah awal untuk
melakukan upaya-upaya hukum di kemudian hari; berkoordinasi dengan
Kemendagri dan Kemenkes untuk menginstruksikan Pemda terkait
mengganggarkan tunggakan iuran dalam APBD; serta, mengajukan klausul
sanksi dalam mengajukan revisi terkait peraturan kewajiban pembayaran IW
Pemda.

Rincian hasil pemeriksaan SPIterhadap pengalihan PT Askes (Persero) menjadi
BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan
per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 18.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan

Hasil pemeriksaan mengungkap 21 kasus ketidakpatuhanterhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan pada 2 entitas senilai Rp141.736,90 juta
yang disajikan dalam Tabel 6.6.

Tabel 6.6 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan atas Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek
(Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan

(nilai dalam juta rupiah)

No. Sub Kelompok Temuan Jumlah Kasus Nilai

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan

1 Kerugian Perusahaan 4 136.343,82
2 Potensi Kerugian Perusahaan 2 407,61
3 Kekurangan Penerimaan 1 3.322,13
4 Kelemahan Administrasi 11 -
5 Ketidakhematan 1 1.663,34
6 Ketidakefektifan 2 -

Jumlah 21 141.736,90

Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut.

e Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp134.380,86
juta, yang terjadi di BPJS Kesehatan, yaitu: data master file peserta
Penerima Bantuan luran (PBI) BPJS Kesehatan belum akurat, sehingga
mengakibatkan kelebihan pembayaran premi pemerintah pusat/daerah
kepada BPJS Kesehatan; kelebihan pembayaran kapitasi BPJS Kesehatan
kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama; dan, pembayaran premi
serta kapitasi untuk peserta yang tidak jelas identitasnya, dengan total
nilai Rp134.380,86 juta.
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e Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak
ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan
milik negara senilai Rp3.322,13 juta, yang terjadi di BPJS Kesehatan,
yaitu terdapat piutang pengembalian Consumable Hemodialisa Set (CHD
Set) yang belum dibayar rekanan.

e Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan,
dll., yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan. Kasus-kasus tersebut, di
antaranya: pembentukan dana pengembangan JHT penyangga buffer
senilai Rp1.364.438,67 juta yang berasal dari dana pengembangan JHT
Tahun 2012 yang mengakibatkan peserta JHT tidak menerima seluruh
dana pengembangan JHT Tahun 2012 sebagaimana yang diatur dalam
PP Nomor 22 Tahun 2004; terdapat kekurangan pengalihan Dana
Pengembangan Non JHT ke masing-masing program Dana Jaminan Sosial
(DJS) seluruhnya senilai Rp1.794.835,12 juta; serta, hasil investasi tidak
dibagikan ke Dana Pengembangan Non JHT milik peserta Jamsostek dari
Tahun 2011 s.d. 2013 senilai Rp594.280,49 juta.

e Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, yang terjadi di BPJS
Kesehatan, vyaitu peserta penerima upah minimal sebanyak 2.837
orang yang sudah membayar iuran berpotensi tidak dapat dilayani pada
fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan karena belum terdaftar dalam data
terkini master file kepesertaan.

Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan, dari kasus-
kasus atas pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT
Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan telah ditindaklanjuti
dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas perusahaan oleh BPJS
Kesehatan senilai Rp151,00 juta.

Penyebab

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan terutama disebabkan: database terpadu hasil pendataan Program
Perlindungan Sosial Tahun 2011 belum akurat, Menteri Sosial Republik
Indonesia beserta jajarannya belum menindaklanjuti hasil verifikasi atas
duplikasi data peserta yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan; dan, pejabat
terkait tidak memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta kurang proaktif melakukan penagihan piutang.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan
entitas, terutama agar: melakukan rekonsiliasi dengan instansi terkait atas
kelebihan pembayaran premi dan kapitasi penerima bantuan iuran, dan
memperhitungkan kelebihan bayar ke dalam pembayaran berikutnya. Selain
itu, juga memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang tidak memedomani
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peraturan perundang-undangan, serta melakukan penagihan piutang secara
proaktif.

Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan atas pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS
Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan per
kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 19.

Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

6.60
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6.63

Pada Semester | Tahun 2014, BPK memeriksa pengelolaan pendapatan,
biaya, dan investasi atas 6 objek pemeriksaan pada 5 entitas BUMN yaitu PT
Perusahaan Gas Negara (Persero), Thk. (PT PGN), PT Pelindo Il (Persero), PT
PAL Indonesia (Persero) (PT PAL), PT Angkasa Pura Il (Persero) (PT AP 1l), dan
PT Indofarma (Persero), Tbk (PT INAF).

Cakupan pemeriksaan adalah senilai Rp58.075.187,24 juta dari realisasi
senilai Rp179.419.592,41 juta.

Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah:

e pengendalian intern atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi/
belanja modal telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk
mencapai tujuan pengendalian; dan

e pelaksanaan/pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi/belanja
modal telah sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 121 kasus senilai Rp787.897,97
juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 36 kasus di 5 entitas
dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
sebanyak 85 kasus dengan total nilai sebesar Rp787.897,97 juta di 5 entitas.
Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel
6.7.
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Tabel 6.7 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
(nilai dalam juta rupiah)

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Uraian LS Potensi
SPI Kerugian . Kekurangan  Kelemahan
Kerugian - . . 3E Total
Perusahaan Penerimaan  Administrasi
Perusahaan
Jumlah kasus 36 26 13 8 20 18 85
Nilai temuan - 55.570,04 120.378,96 420.583,39 - 191.365,58 787.897,97
Jumlah Entitas 5 4 4 4 5 4 5

Keterangan:
SPI = Sistem Pengendalian Intern 3 E = Ekonomis/ketidakhematan, Efisiensi, dan efektivitas

* Total untuk jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pengelolaan
pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan pada Lampiran 20.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan SPI mengungkap sebanyak 36 kasus kelemahan SPI. Rincian
kelemahan SPI tersebut, meliputi: 4 kasus kelemahan sistem pengendalian
akuntansi dan pelaporan, 19 kasus kelemahan sistem pengendalian
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 13 kasus kelemahan
struktur pengendalian intern.

Persentase kasus kelemahan SPI atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan
investasi BUMN disajikan dalam Grafik 6.3.

Grafik 6.3 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan,
Biaya, dan Investasi BUMN

B Kelemahan sistem
pengendalian akuntansi dan
pelaporan

B Kelemahan sistem
pengendalian pelaksanaan
anggaran pendapatan dan
belanja

Kelemahan struktur
pengendalian intern

Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.

e Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan

berakibat peningkatan biaya/belanja, yang terjadi di PT PGN (Persero),
Tbk., PT PAL (Persero), dan PT INAF (Persero), Tbk. Kasus-kasus tersebut,
seperti: pembebanan komponen biaya jamuan personil offtake dalam
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Kontrak Jasa Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pipa Gas dan Fasilitasnya
tidak tepat; perusahaan berpotensi dikenakan denda karena terlambat
dalam menyelesaikan proyek pembangunan kapal tug boat; dan, harga
premi bulanan yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan
pesangon karyawan lebih besar daripada harga yang tercantum dalam
surat revisi penawaran rekanan penyedia jasa.

e Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau
keseluruhan prosedur, yang terjadi di PT Pelindo Il (Persero), PT AP
Il (Persero), dan PT INAF (Persero), Tbk. Kasus-kasus tersebut, seperti:
peraturan perusahaan tentang pedoman pengadaan barang dan jasa
belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang
dan jasa; peraturan perusahaan tentang pedoman kegiatan komersial
dan pengembangan usaha belum disesuaikan dengan peraturan
Menteri Negara BUMN terbaru; serta, SOP pengadaan barang dan jasa
perusahaan belum mengatur tentang penyusunan HPS.

e Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, yang terjadi di PT
PGN (Persero), Tbk. dan PT AP Il (Persero). Kasus-kasus tersebut adalah
pencatatan material hibah serta barang bekas pakai peralatan instalasi
gas dalam laporan persediaan belum memadai. Selain itu, inventarisasi
dan pencatatan aset furniture hasil pengadaan di Bandar Udara Medan
Baru Kualanamu belum dilakukan oleh unit aset pusat maupun unit
operasional bandara.

Penyebab

Kasus-kasus kelemahan SPI terutama terjadi karena: direksi tidak cermat
dalam menyusun klausul kontrak; tidak melakukan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan pembangunan proyek; intervensi direksi dalam
penetapan pemenang pengadaan barang/jasa; direksi belum menyusun/
merevisi peraturan perusahaan/SOP/pedoman kegiatan tertentu; serta,
pelaksana kegiatan lalai dalam melakukan serah terima, inventarisasi dan
pencatatan barang.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan
kepada Direksi BUMN agar: memfungsikan perencanaan dan anggaran
sebagai alat kendali manajemen dengan sanksi tegas atas penyimpangannya;
melakukan evaluasi kembali atas perjanjian kerja sama pesangon pegawai,
menyusun/merevisi peraturan perusahaan/SOP/pedoman kegiatan yang
diperlukan; menertibkan pencatatan, administrasi serah terima barang dan
mengamankan aset perusahaan; serta, memberikan sanksi kepada pelaksana
kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian hasil pemeriksaan SPI atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN
per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 21.
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Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 85 kasus ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan pada 5 entitas BUMN senilai
Rp787.897,97 juta yang disajikan dalam Tabel 6.8.

Tabel 6.8 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

(nilai dalam juta rupiah)
No Sub Kelompok Temuan Jumlah Kasus Nilai

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan

1 Kerugian perusahaan 26 55.570,04
2 Potensi kerugian perusahaan 13 120.378,96
3 Kekurangan penerimaan 8 420.583,39
4 Administrasi 20 -
5 Ketidakhematan 12 104.603,82
6 Ketidakefektifan 6 86.761,76

Jumlah 85 787.897,97

Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan mengungkapkan sebanyak 26 kasus kerugian perusahaan senilai
Rp55.570,04 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian perusahaan
sebanyak 11 kasus senilai Rp41.165,43 juta.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan tersebut terutama sebagai berikut.

e Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai 24.089,43 juta,
yangterjadidi PT AP Il (Persero), yaitu kekurangan volume pada pekerjaan
aspal, rigid beton, saluran beton, dan guard rail pada pembangunan
Bandar Udara Medan Baru Kualanamu.

e Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau
barang senilai Rp21.525,07 juta, yang terjadi di PT AP Il (Persero),PT
PGN, PT INAF (Persero), Tbk., dan PT Pelindo Il (Persero). Kasus-kasus
tersebut, seperti: kelebihan pembayaran pekerjaan yang tidak layak
dibayarkan; pekerjaan rigid beton dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi
teknis yang dipersyaratkan; dan, terdapat addendum penambahan
biaya instalasi cladding pada escalator dan travellator yang tidak layak
dibayarkan.

o Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran
pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai
Rp51.118,73 juta, yang terjadi di PT Pelindo Ill (Persero). Kasus-kasus
tersebut, seperti: perubahan material timbunan dan metode kerja
dengan harga satuan yang lebih rendah dari harga kontrak awal belum
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diikuti dengan addendum kontrak perubahan harga; serta, terdapat
kekurangan volume pekerjaan beton dan tiang pancang. Kasus-kasus
tersebut terjadi pada saat pembayaran belum dilakukan sebagian/
seluruhnya.

e Penerimaan perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/
tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas perusahaan
senilai Rp381.421,00 juta, yang terjadi di PT PAL (Persero), yaitu
perusahaan belum menerima pembayaran dari TNI AL atas pekerjaan
Proyek Kapal Cepat Rudal (KCR) serta Proyek Pembangunan Kapal Tug
Boat 2400 M276 dan M277 karena dananya masih tertahan di rekening
penampungan (escrow).

e Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau
dipungut/diterima/disetor ke kas perusahaan senilai Rp39.162,39 juta,
yang terjadi di PT PGN (Persero), Tbk., PT AP Il (Persero) dan PT INAF
(Persero), Tbk. Kasus-kasus tersebut, yaitu: rekanan belum dikenakan
denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada beberapa kegiatan
pengadaan; dan, distributor belum dikenakan denda keterlambatan
pembayaran tagihan/piutang.

e Pemborosan keuangan negara/perusahaan milik negara atau
kemahalan harga senilai Rp104.603,82 juta, yang terjadi di PT AP Il
(Persero), PT Pelindo Il (Persero), dan PT INAF (Persero), Tbk. Kasus-
kasus tersebut, seperti: penetapan harga satuan pekerjaan beton dan
rambu guard rail diperhitungkan lebih tinggi dari yang seharusnya;
dan, terdapat kemahalan harga tiang pancang, beton dan fender design
optimasi pada pekerjaan pembangunan Terminal Multipurpose Teluk
Lamong.

e Barang vyang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai
Rp71.009,27 juta, yang terjadi di PT PGN (Persero), Tbk. dan PT
AP 1l (Persero). Kasus-kasus tersebut, adalah: pengadaan material
investasi tidak memperhitungkan kebutuhan perusahaan, sehingga
hasil pengadaan belum dapat dimanfaatkan; barang hasil pengadaan
tidak bisa difungsikan secara optimal dengan peralatan yang telah ada
sebelumnya; dan, barang hasil pengadaan belum bisa dioperasikan
karena adanya beberapa material yang kurang.

Penyebab

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan terutama disebabkan: panitia/pelaksana pengadaan tidak cermat
dalam menyusun HPS dan melakukan evaluasi penawaran; konsultan
perencana/pengawas/manajemen konstruksi lalai dalam menjalankan
tugasnya; rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; dan, direksi
tidak tegas dalam menagih pembayaran pekerjaan yang telah menjadi hak
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perusahaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan/pembayaran
piutang. Selain itu, pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak didukung
dengan perencanaan/perhitungan kebutuhan yang cermat; dan, pejabat
yang bertanggung jawab tidak melakukan pengawasan dan pengendalian
secara optimal.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada direksi BUMN
agar: mengenakan sanksi kepada panitia/pelaksana pengadaan yang tidak
cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; lebih selektif
dalam memilih rekanan pelaksana pekerjaan dan konsultan perencana/
pengawas/manajemen konstruksi; melakukan penagihan atas kerugian/
potensi kerugian dan kekurangan penerimaan atau memperhitungkannya
pada pembayaran termin berikutnya; serta, memanfaatkan barang hasil
pengadaan yang telah dilakukan.

Rincian hasil pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi
BUMN per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 22.

BUMN Lainnya

6.77
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Selain pemeriksaan atas BUMN vyang telah dijelaskan pada subtema
sebelumnya, pada Semester | Tahun 2014, BPK juga melakukan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu lainnya atas 5 objek pemeriksaan pada 3 entitas
BUMN, yang terdiri 3 objek pemeriksaan pada PT Perusahaan Listrik Negara
(PT PLN) (Persero), 1 objek pemeriksaan pada PT Bank Negara Indonesia
(PT BNI) (Persero) Tbk., dan 1 objek pemeriksaan pada Perusahaan Umum
Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Cakupan pemeriksaan atas 3
entitas tersebut adalah senilai Rp28.777.514,52 juta dari realisasi anggaran
senilai Rp50.510.264,98 juta.

Hasil pemeriksaan terhadap 5 objek pemeriksaan pada 3 entitas BUMN
mengungkap sebanyak 75 kasus senilai Rp911.020,12 juta yang merupakan
temuan kelemahan SPI sebanyak 29 kasus di 3 entitas dan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 46 kasus
senilai Rp911.020,12 juta di 3 entitas. Dari nilai tersebut, terdapat
penyerahan aset/penyetoran ke kas perusahaan selama proses pemeriksaan
senilai Rp4.076,38 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan
disajikan pada Tabel 6.9.
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Tabel 6.9 Kelompok Temuan atas Pengelolaan BUMN Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kelemahan p—
Uraian SPI Kerugian Otensl  yekurangan  Kelemahan
Kerugian . o] " 3E Total
Perusahaan Penerimaan Administrasi
Perusahaan

Jumlah kasus 29 23 6 4 10 3 46
Nilai kasus - 77.468,13 89.325,73 87.589,41 - 656.636,85 911.020,12
Jumlah Entitas 3 3 2 1 2 1 3*
Nilai
penyetoran - 4.076,38 - : - - 407638
selama proses
pemeriksaan
Keterangan:
SPI = Sistem Pengendalian Intern 3 E = Ekonomis/ketidakhematan, Efisiensi, dan Efektivitas

*Total untuk jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

6.79 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pengelolaan
BUMN lainnya disajikan pada Lampiran 23.

Sistem Pengendalian Intern

6.80 Hasil pemeriksaan SPI menunjukkan terdapat 29 kasus kelemahan SPI. Rincian
kelemahan SPI tersebut, meliputi: 3 kasus kelemahan sistem pengendalian
akuntasi dan pelaporan, 8 kasus kelemahan sistem pengendalian
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 18 kasus kelemahan
struktur pengendalian intern. Persentase kelompok temuan kelemahan SPI
atas pengelolaan BUMN lainnya disajikan dalam Grafik 6.4.

Grafik 6.4 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan BUMN
Lainnya

H Kelemahan Sistem Pengendalian
Akuntansi dan Pelaporan

B Kelemahan Sistem Pengendalian
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja

62%

Kelemahan Struktur

Pengendalian Intern

6.81 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.
e SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak

ditaati, yang terjadi di PT BNI (Persero) Tbk., terutama SOP perkreditan
dan perjanjian kredit yang belum ditaati, di antaranya: analis kredit
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tidak melakukan analisis kredit secara memadai; pengelola kredit
tidak melakukan pemantauan perkembangan usaha debitur; beberapa
syarat dalam Surat Keputusan Kredit tidak dituangkan dalam Perjanjian
Kredit; pemberian grace period dan Kredit Investasi (KI) Interest During
Construction kepada debitur yang memperoleh Kl refinancing tidak tepat;
dan, pencairan fasilitas Kredit Urusan Rakyat (KUR) Kl-pokok diragukan
kewajarannya.

e Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan
berakibat peningkatan biaya/belanja yang terjadi di PT PLN (Persero),
dan PT BNI (Persero) Tbk. Kasus-kasus tersebut, seperti selisih
kurang (susut) penerimaan bahan bakar minyak dari PT Pertamina
(Persero) ke PT PLN (Persero), tetapi PT PLN (Persero) tidak/terlambat
mengajukan permohonan kalibrasi ulang terhadap flowmeter milik PT
Pertamina (Persero), sehingga selisih tersebut tidak dapat ditagih dan
mengakibatkan kerugian bagi PT PLN (Persero). Selain itu, terdapat
kebijakan crash program ekspansi KUR oleh PT BNI (Persero) selama
periode Oktober s.d. Desember 2010 dan Oktober s.d. Desember 2013
tidak diikuti dengan peningkatan kualitas kreditnya, yang ditunjukkan
dengan peningkatan nilai Non Performing Loan (NPL) dan Hapus Buku
atas kredit KUR tersebut.

e Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, yang terjadi di PT
PLN (Persero), dan Perum Jamkrindo. Kasus-kasus tersebut, seperti:
perbedaan data aset Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan
Statusnya (BPYBDS) antara berita acara serah terima dengan dokumen
pendukung; perbedaan data antar bagian terkait, dan entitas tidak
melakukan rekonsiliasi data.

Penyebab

Kasus-kasus kelemahan SPI terutama disebabkan oleh: pejabat pelaksana
yang belum melaksanakan tugas sesuai SOP; sistem pengendalian intern
yang lemah; dan, pejabat yang bertanggungjawab lemah dalam melakukan
pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada
pimpinan BUMN agar: memerintahkan pejabat terkait untuk memperbaiki
SPl; memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana dan pejabat yang
bertanggung jawab yang belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan;
serta, meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK juga
merekomendasikan kepada pimpinan BUMN untuk melakukan upaya terbaik
memulihkan kerugian yang terjadi.

Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pengelolaan BUMN lainnya per
kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 24.
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Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan

6.85 Hasil pemeriksaan mengungkap 46 kasus ketidakpatuhanterhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan pada 3 entitas senilai Rp911.020,12 juta
yang disajikan dalam Tabel 6.10.

Tabel 6.10 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan atas Pengelolaan BUMN Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)
No. Sub Kelompok Temuan Jumlah Kasus Nilai

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Perusahaan 23 77.468,13
2 Potensi Kerugian Perusahaan 6 89.325,73
3 Kekurangan Penerimaan 4 87.589,41
4 Kelemahan Administrasi 10 -
5 Ketidakhematan 2 656.636,85
6 Ketidakefektifan 1

Jumlah 46 911.020,12

6.86 Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut.

e Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/
atau barang senilai Rp10.754,65 juta, yang terjadi di PT BNI (Persero)
Tbk. senilai Rp4.076,38 juta, dan PT PLN (Persero) senilai Rp6.678,27
juta. Kasus-kasus tersebut, seperti: pembayaran pekerjaan tanpa
memperhitungkan masa garansi implementasi user acceptance test yang
belum dilaksanakan; perhitungan pembayaran sewa atas pengenaan
kWh impor tidak sesuai dengan tarif dasar listrik; pemakaian kWh impor
tidak ditagihkan; serta, terdapat pemberian bonus kelebihan daya output
yang tidak sesuai ketentuan.

e Penggunaan uang untuk keperluan pribadi senilai Rp52.574,68 juta,
yang terjadi di PT BNI (Persero) Tbk, yaitu penyelewengan dana kredit
oleh oknum pegawai PT BNI (Persero) Tbk. dan avalis (penjamin)
pinjaman/kredit.

e Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih
senilai Rp86.954,09 juta, yang terjadi di Perum Jamkrindo, yaitu:
penyelesaian piutang co-guarantee yang berlarut-larut dan tidak jelas
penyelesaiannya, serta monitoring atas umur piutang co-guarantee
belum sepenuhnya memadai, sehingga terdapat piutang yang telah
jatuh tempo namun belum diterima pembayarannya.

e Penerimaan perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/
tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas perusahaan
senilai Rp59.773,56 juta, yang terjadi di PT PLN (Persero), vaitu PT
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6.87

6.88

6.89

6.90

PLN kurang menagih/tidak mengenakan denda faktor ketersediaan dan
denda daya output.

e Pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga senilai
Rp656.636,85juta,yangterjadidiPTPLN (Persero), yaituketidakmampuan
kontraktor menyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU) Nii Tanasa Kendari mengakibatkan PT PLN (Persero) menanggung
biaya pemakaian BBM untuk mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga
Diesel (PLTD) dan biaya pengangkutan batubara. Selain itu, terdapat
pengoperasian PLTU yang belum siap operasi, sehingga pembangkit
menjadi rusak. Untuk itu, PT PLN (Persero) harus mengoperasikan PLTD
untuk menutup kekurangan daya listrik, sehingga PT PLN (Persero)
menanggung biaya BBM yang lebih mahal serta biaya pemeliharaan
selama masa garansi yang menjadi beban PT PLN (Persero).

Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan, dari
kasus-kasus atas pengelolaan BUMN lainnya telah ditindaklanjuti dengan
penyerahan aset atau penyetoran ke kas BUMN senilai Rp4.076,38 juta,
yaitu oleh PT BNI (Persero) Tbk.

Penyebab

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan antara lain disebabkan: pejabat pelaksana kurang cermat dalam
menjalankan tugas dan tidak aktif menagih pelunasan piutang co-guarantee;
serta, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan
pengawasan dan pengendalian. Selain itu, terdapat indikasi oknum PT BNI
(Persero) Tbk. dan avalis pinjaman sengaja melakukan perbuatan melawan
hukum; kontraktor pembangunan PLTU tidak mampu melaksanakan lingkup
pekerjaan sesuai kontrak; serta, penanganan perbaikan kerusakan PLTU
berlarut-larut, sehingga potensi penambahan biaya semakin besar.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan
BUMN yang diperiksa terutama agar: menarik kelebihan pembayaran kepada
rekanan dan menyetorkan kembali ke BUMN; mengupayakan penagihan
piutang secara intensif; memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak
mematuhi ketentuan; serta, meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar: pimpinan BUMN
mengupayakan penyelesaian secara hukum kredit bermasalah; melakukan
upaya pengembalian dari jaminan yang ada; menyiapkan langkah-langkah
mengurangi kerugian akibat keterlambatan penyelesaian pembangunan
PLTU; serta, menyiapkan langkah-langkah pemulihan PLTU untuk menghindari
kerugian yang lebih besar.
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6.91 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan atas pengelolaan BUMN lainnya per kelompok dan
jenis temuan disajikan dalam Lampiran 25.

6.92

Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam cakram
padat atau compact disc (CD) terlampir.
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BAB 7

Operasional Bank Pembangunan Daerah

7.1

7.2

7.3

Pada Semester | Tahun 2014, BPK juga memeriksa Operasional Bank
Pembangunan Daerah (BPD), yaitu PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka
Belitung (Bank SumselBabel) serta PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk.
(Bank BJB). Lingkup pemeriksaan pada kedua BPD tersebut adalah Tahun
Buku 2012 dan Semester | Tahun 2013.

Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai pelaksanaan SPl kegiatan
operasional, serta menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan
yang meliputi pengelolaan pendapatan, biaya, kredit, dan kegiatan investasi.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 64 kasus senilai Rp499.565,94
juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 21 kasus dan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
sebanyak 43 kasus senilai Rp499.565,94 juta. Dari nilai tersebut, terdapat
penyerahan aset/penyetoran ke kas perusahaan/daerah selama proses
pemeriksaan senilai Rp1,78 juta. Rincian kelompok temuan disajikan dalam
Tabel 7.1.
Tabel 7.1 Kelompok Temuan atas Operasional BPD
(nilai dalam juta rupiah)
Ketidakpatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Potensi
Kelemahan Kerugian Kekurangan  Kelemahan
SPI Perusahaan  Penerimaan Administrasi
/Daerah

Uraian 3E Total

Jumlah Kasus 21 32 4 6 1 43
Nilai Kasus = 351.052,38 16.664,78 - 131.848,78 499.565,94
Jumlah Entitas 2 2 2 1 1 2%
Nilai Penyetoran

selama proses - - 1,78 - - 1,78
pemeriksaan

Keterangan:

SPI

= Sistem Pengendalian Intern 3E : Ekonomis/Ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

*Total untuk jumlah entitas bukan merupakan
penjumlahan

7.4

Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas operasional BPD
disajikan pada Lampiran 26.
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Sistem Pengendalian Intern (SPI)

7.5 Hasil pemeriksaan SPI mengungkap sebanyak 21 kasus kelemahan SPI, yang
meliputi: 6 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja, dan 15 kasus kelemahan struktur pengendalian
intern.

7.6 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI PDTT atas Operasional BPD
disajikan dalam Grafik 7.1.

Grafik 7.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Operasional BPD

M Kelemahan Sistem
Pengendalian
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan
Belanja

B Kelemahan Struktur
Pengendalian Intern

7.7 Kasus-kasus kelemahan SPI terutama sebagai berikut :
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Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan
berakibat peningkatan biaya/belanja, yang terjadi di Bank BJB dan
Bank SumselBabel. Kasus-kasus tersebut, seperti: pemberian tunjangan
zakat kepada pegawai tetap dan pegawai dalam masa penilaian (PDMP)
yang beragama Islam berdasarkan single salary (total pendapatan
perbulan), sehingga membebani keuangan Bank BJB; batas maksimal
biaya pemeliharaan kendaraan fasilitas car ownership program belum
diterapkan; dan, ketidakcermatan dalam penyusunan pola kerjasama
pengelolaan biaya penggantian kesehatan.

Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau
keseluruhan prosedur, yang terjadi pada Bank SumselBabel dan
Bank BJB. Kasus tersebut, seperti: pedoman perusahaan belum
mengatur mekanisme penggunaan beban dan dokumen pendukung
pertanggungjawaban, prosedur pencairan dana, pemisahan tugas
kegiatan pengadaan, penyediaan outsourcing, pertanggungjawaban
beban representasi, dan dasar penetapan target penerimaan kredit
hapus buku.
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7.8

7.9

7.10

7.11

e SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak
ditaati, yang terjadi di Bank SumselBabel dan BJB, yaitu: pedoman
perkreditan tidak dilaksanakan seperti verifikasi calon debitur, proses
analisis, pengikatan agunan dan monitoring kredit yang tidak memadai,
serta akseptasi penghasilan calon debitur tidak didukung data yang
memadai.

Penyebab

Kasus-kasus kelemahan SPI, terutama disebabkan: pejabat terkait kurang
cermat dalam melaksanakan pekerjaan, belum menyusun peraturan/
pedoman yang diperlukan, dan belum memerhatikan ketentuan yang
berlaku. Selain itu, pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan
pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan yang menjadi tanggung
jawabnya.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan
kepada Direksi BPD agar: memberi sanksi kepada pejabat terkait yang kurang
cermat dan belum memerhatikan ketentuan, menyusun dan menetapkan
pedoman yang diperlukan, serta memerintahkan pejabat yang bertanggung
jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Rincian hasil pemeriksaan SPI atas operasional BPD per kelompok dan jenis
temuan disajikan dalam Lampiran 27.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 43 kasus ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan pada 2 entitas senilai
Rp499.565,94 juta yang disajikan dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan atas Operasional BPD

Jumlah Nilai

No. Sub Kelompok Temuan Kasus (juta Rp)

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan 32 351.052,38

2 Kekurangan Penerimaan 4 16.664,78

3 Kelemahan Administrasi 6

4 Ketidakefektifan 1 131.848,78
Jumlah 43 499.565,94
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7.12 Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut :

Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih
senilaiRp351.052,38 juta, yang terjadi di Bank BJB dan Bank SumselBabel.
Kasus-kasus tersebut, seperti: terdapat kelemahan pemberian fasilitas
kredit khususnya dalam proses analisis, pencairan, monitoring kredit,
dan penilaian jaminan kredit, sehingga menjadi kredit bermasalah
(non performing loan). Selain itu, terdapat agunan yang tidak dalam
penguasaan, nilai agunan lebih kecil dari plafond kredit yang dapat
menimbulkan potensi kerugian bagi BPD apabila eksekusi agunan tidak
dapat menutup seluruh kewajiban dari para debitur tersebut.

Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan)
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas
Negara/Daerah atau perusahaan milik daerah senilai Rp16.642,24 juta,
yang terjadi di Bank BJB dan Bank SumselBabel. Kasus-kasus tersebut,
yaitu: kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas
pegawai Bank BJB dan jasa giro atas rekening milik pemerintah daerah.

Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)
lainnya (selain perjalanan dinas), yang terjadi di Bank SumselBabel.
Kasus yang terjadi, adalah: pertanggungjawaban penggunaan dana atas
beban promosi korporat, beban operasional lainnya, beban hari ulang
tahun (HUT), beban olah raga dan rekreasi, dan beban non operasional
lainnya hanya berupa bukti/nota pembelian dan tidak terdapat bukti
pendukung lainnya, serta pengeluaran beban representasi tidak didukung
bukti pertanggungjawaban.

Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi
pencapaian tujuan organisasi senilai Rp131.848,78 juta, yang terjadi di
Bank SumselBabel, yaitu: keterlambatan penyaluran dana Pemerintah
Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan untuk dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis senilai
Rp131.848,78 juta, sehingga bantuan tersebut terlambat dimanfaatkan
oleh pihak ketiga.

7.13 Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan, dari kasus-
kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
atas operasional BPD telah ditindaklanjuti oleh Bank SumselBabel dengan
penyerahan aset atau penyetoran senilai Rp1,78 juta.

Penyebab

7.14 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan, terutama disebabkan: pejabat pelaksana tidak cermat dan tidak
memedomani ketentuan yang berlaku serta lalai dalam melaksanakan tugas
dan fungsi sesuai tanggung jawabnya; pejabat yang bertanggung jawab tidak

Buku IV IHPS



Badan Pemeriksa Keuangan IHPS | Tahun 2014

7.15

7.16

7.17

melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal; ketidakakuratan
sistem penggajian dalam menghitung PPh 21; serta, pedoman perusahaan
belum mengatur secara tegas tentang pertanggungjawaban biaya.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi
BPD terutama untuk memberi sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak
cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku; memerintahkan
pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan
dan pengendalian; serta, memperbaiki aplikasi sistem penggajian dan
perhitungan PPh. Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada Direksi
BPD untuk merevisi pedoman perusahaan dengan ketentuan yang lebih jelas
dan tegas tentang pertanggungjawaban biaya; mengambil langkah-langkah
penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
untuk meminimalisir kerugian; serta, menyetorkan kekurangan PPh 21 dan
jasa giro ke kas negara/daerah.

Rincian hasil pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan atas operasional BPD per kelompok dan jenis temuan
disajikan dalam Lampiran 28.

Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam cakram
padat atau compact disc (CD) terlampir.
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BAB 8

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Selain tema-tema PDTT seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya,
pada Semester | Tahun 2014, BPK juga melakukan PDTT lainnya pada 5 objek
pemeriksaan, yaitu: 3 objek pemeriksaan pada 3 entitas pemerintah pusat
dan 2 objek pemeriksaan pada 2 entitas yaitu Badan Hukum Milik Negara
(BHMN) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Entitas pemeriksaan pemerintah pusat tersebut, meliputi: Kementerian
Perdagangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Bank Indonesia (BI).
Adapun entitas BHMN dan BLUD meliputi Universitas Airlangga (Unair), dan
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainoel Abidin (RSUDZA).

Cakupan pemeriksaan atas 5 entitas tersebut adalah senilai Rp4.120.147,67
juta, dengan rincian: cakupan pemeriksaan entitas pemerintah pusat
senilai Rp2.182.561,14 juta, dan entitas BHMN dan BLU Daerah senilai
Rp1.937.586,53 juta.

Hasil Pemeriksaan

Hasil PDTT lainnya telah mengungkap sebanyak 89 kasus senilaiRp210.012,47
juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 45 kasus dan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
sebanyak 44 kasus senilai Rp210.012,47 juta. Rincian kelompok temuan
disajikan dalam Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Kelompok Temuan atas PDTT Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

Kelemahan SPI Ketidakpatuhan Nilai
Tema
. Penyetoran
Kasus Kasus Nilai
PDTT lainnya pemerintah pusat 11 6 - -
PDTT lainnya BHMN dan BLUD 34 38 210.012,47 50,00
Total 45 44 210.012,47 50,00

PDTT lainnya terdiri atas 2 subtema, yaitu sebagai berikut.
e PDTT lainnya pemerintah pusat; dan
e PDTT lainnya BHMN dan BLUD.

Penjelasan lebih lanjut terhadap subtema PDTT lainnya disajikan pada uraian
berikut.
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Pemerintah Pusat

8.7

8.8

8.9

8.10

Hasil pemeriksaan atas 3 entitas pemerintah pusat mengungkap sebanyak 17
kasus yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 11 kasus di 3 entitas
dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
sebanyak 6 kasus yang terjadi di 2 entitas. Rincian jumlah dan nilai kasus per
kelompok temuan disajikan pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2 Kelompok Temuan atas PDTT Lainnya pada Pemerintah Pusat
(nilai dalam juta rupiah)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan

Uraian SPI Perundang-undangan
Adriniatras oe 1]
Jumlah kasus 11 5 1 6
Nilai kasus - - - -
Jumlah Entitas 3 2 1 2%
Keterangan:
SPI = Sistem Pengendalian Intern 3 E = Ekonomis/ketidakhematan, Efisiensi, dan Efektivitas

*Total untuk jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

Daftar kelompok temuan menurut entitas atas PDTT lainnya pada pemerintah
pusat disajikan pada Lampiran 29.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Hasil pemeriksaan SPI pada pemerintah pusat mengungkap sebanyak 11
kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: 2 kasus
kelemahan sistem pengendalian akuntasi dan pelaporan, 2 kasus kelemahan
sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 7
kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas PDTT lainnya pada
pemerintah pusat disajikan dalam Grafik 8.1.

Grafik 8.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas PDTT Lainnya pada
Pemerintah Pusat

M Kelemahan Sistem Pengendalian
Akuntansi dan Pelaporan

M Kelemahan Sistem Pengendalian
Pelaksanaan Anggaran

64 % Pendapatan dan Belanja

Kelemahan Struktur Pengendalian
Intern
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8.11 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.

SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak
ditaati, yang terjadi di Kementerian Perdagangan, dan Bank Indonesia.
Kasus tersebut, seperti: surveyor tidak cermat dalam melakukan verifikasi
spesifikasi beras Thai Hom Mali dan beras Japonica; dan laporan survei
tidak mencantumkan informasi tingkat kepecahan beras. Selain itu,
terdapat uji petik terhadap uang tidak layak edar yang akan dimusnahkan
belum sepenuhnya sesuai ketentuan, yaitu hasil kegiatan hitung uang
manual dan uang kertas tidak layak edar yang akan dimusnahkan dengan
mesin racik uang kertas (MRUK) tidak diuji petik, kegiatan uji petik tidak
sepenuhnya dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan uji petik, dan
persentase pengambilan uji petik tidak sesuai ketentuan. Kemudian
terdapat pengamanan dan pengawasan proses pengolah uang kertas
dengan mesin sortasi uang kertas (MSUK) dan MRUK belum sepenuhnya
sesuai ketentuan, yaitu penggeledahan tidak dilakukan terhadap orang
yang keluar/masuk area perkasan, tidak terdapat rekaman CCTV atas
kegiatan pengolahan uang, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat
direviu dan perekaman CCTV tidak menjangkau seluruh area perkasan
yang diperlukan, serta kualitas hasil rekaman tidak memadai dan tidak
dapat diakses.

Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan
berakibat peningkatan biaya/belanja, yang terjadi di Kementerian
Perdagangan, dan Bank Indonesia. Kasus tersebut, seperti: pemungutan
imbalan jasa yang dilakukan surveyor kepada importir beras dapat
menimbulkan conflict of interest bagi surveyor; dan, pengiriman bahan
uang oleh pemasok yang dilakukan secara parsial/sebagian, sehingga
frekuensi pengiriman meningkat yang berdampak pada peningkatan
biaya uji mutu bahan uang Tahun 2013 senilai Rp1,10 miliar.

Penyebab

8.12 Kasus-kasus kelemahan SPI terutama disebabkan sebagai berikut.

Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tidak
mencantumkan semua persyaratan impor yang tercantum dalam
rekomendasi Kementerian Pertanian dalam Surat Persetujuan Impor
serta tidak melakukan evaluasi atas hasil kerja surveyor; surveyor lalai
dalam melaksanakan tugas verifikasi teknis beras; pejabat pelaksana di
Bl tidak melaksanakan tugas sesuai SOP di area perkasan; SOP yang ada
belum mengatur secara rinci bentuk dokumentasi proses uji petik; serta,
pemasangan CCTV di area perkasan Bl belum sepenuhnya memerhatikan
layout area perkasan.

Kementerian Perdagangan belum melakukan evaluasi terkait
pembebanan biaya survei apabila ditanggung oleh pemerintah; dan,
Bl belum mempertimbangkan dampak pengiriman parsial terhadap
peningkatan maupun ketidakpastian biaya uji mutu.
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8.13

8.14

8.15

8.16

Rekomendasi

Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan
kepada pimpinan entitas agar:

¢ meninjau kembali Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 336/M-DAG/
KEP/4/2008 tanggal 23 April 2008 tentang penetapan surveyor sebagai
pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor dan ekspor beras
agar dapat mengatur hak dan kewajiban surveyor serta adanya proses
evaluasi hasil kerja surveyor untuk dapat mengendalikan pelaksanaan
impor beras; mengatur secara rinci bentuk dokumentasi serta tata cara
pengambilan/pemilihan sampel uji petik; menginstruksikan pejabat
pelaksana di Bl untuk melaksanakan tugas sesuai SOP di area perkasan,
dan memperbaiki pemasangan CCTV di seluruh Kantor Perwakilan Bank
Indonesia agar sesuai layout area perkasan; dan

e melakukan kajian terkait pembebanan biaya survei yang ditanggung
oleh pemerintah, dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
dalam mempertimbangkan biaya survei tersebut agar dapat masuk
dalam komponen bea masuk barang untuk menghindari conflict of
interest dalam melaksanakan tugas verifikasi teknis atau penelusuran
teknis barang ke Indonesia. Selain itu, BPK juga merekomendasikan
agar Bank Indonesia mengevaluasi kembali metode pengujian mutu dan
jadwal pengiriman bahan uang dari pemasok dalam negeri, sehingga
memberikan kepastian dalam penganggaran biaya uji mutu.

Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap PDTT lainnya pada pemerintah pusat
per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 30.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan

Hasil PDTT lainnya pada pemerintah pusat mengungkap 6 kasus
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
pada 2 entitas yaitu sebanyak 5 kasus kelemahan administrasi dan 1 kasus
ketidakefektifan.

Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut.

e Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dli,
yang terjadi di LPS, dan Kementerian Perdagangan. Kasus-kasus tersebut,
antara lain sebagai berikut.

Lembaga Penjamin Simpanan. Pengelolaan kredit oleh manajemen PT
Bank Mutiara (